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UNIVERSITAS TERBUKA 

BABIV 

BASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Basil Penelitian 

1. Gambaran Umum Wilayah 

a. Letak Geografis dan Administrasi 

Secara geografis berdasarkan Peta RTRWK tahun 2013 letak Kabupaten 

Kotawaringin Barat berada pada posisi 1 °26' - 3°33 ' Lintang Selatan, dan 

111°20'-112°6' Bujur Timur. Namun berdasarkan peta rekomendasi RTRWK 

tahun 2009 berada pada posisi adalah 1°26' - 3°33 ' Lintang Selatan, 111°13'-

112°6' Bujur Timur. 

Secara administratif, luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 Km2 

yang terdiri dari 6 ( enam) Kecamatan meliputi: Kecamatan Arut Selatan, Kumai, 

Kotawaringin Lama, Arut Utara, Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng.Adapun 

batas-batas wilayah secara administratrif, yaitu sebagai berikut: 

• sebelah Utara 
• sebelah Selatan 
• sebelah Barat 
• sebelah Timur 

: Kabupaten Lamandau 
: LautJawa 
: Kabupaten Sukamara dan Lamandau 
: Kabupaten Seruyan 

Untuk lebih jelasnya mengenai Kecamatan serta luas wilayah Kabupaten 

Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel4.1 dan Gambar 4.1 . 
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UNIVERSITAS TERBUKA 

Tabel4. 1 
Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan 

Prosentase 

No. Kecamatan 
Luas Luas 
(Km2) Terhadap 

Kabupaten 

1. Arut Selatan 2.400 22,31 

2. Kumai 2.921 28,13 

3. Kotawaringin Lama 1.218 11,32 

4. Arut Utara 2.685 24,96 

5. Pangkalan Lada 229 3,08 

6. Pangkalan Banteng 1.306 10,21 

Kotawaringin Barat 10.759 100,00 

Sumber: Kotawanngm Barat Dalam Angka Tahun 2012 
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Gambar4.1 
Peta Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat 
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UNIVERSITAS TERBUKA 

b). Kondisi Fisik Wilayah 

1. Tofografi 

Ketinggian merupakan faktor yang penting dalam penyebaran kegiatan 

budidaya terutama pertanian, sehingga ketinggian merupakan faktor yang perlu 

diperhatikan didalam pembangunan pertanian dalam arti luas. Ketinggian tempat 

dari permukaan air laut berpengaruh terhadap suhu udara, yaitu setiap naik 100 m 

suhu akan turon rata - rata 0,6°, sehingga makin tinggi suatu tempat akan 

menyebabkan daerah tersebut mempunyai suhu lebih rendah. Rincian luas 

wilayah berdasarkan ketinggian di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat 

pada Tabel 4.2. 

Tabel4.2 
Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan 

n· Kab t K t . . B t I upa en o awanngm ara 

No 
Luas (Ha) 

Kecamatan 100-500 >500 . 0-7m 7-25m 25-100m Jumlah 
m m 

1. 
Kotawaringin 3.365,8 

39.882,86 65.419,93 4.810,42 165,39 
113.643,8 

Lama 0 9 

2. Arut Selatan 
20.550, 

69.478,81 70.475,03 35.504,88 
21.654, 217.663,8 

80 33 6 

3. Kumai 
169.112 109.700,5 

22.572,55 0 0 
301.385,4 

,31 9 4 

4. 
Pangkalan 15.426, 

1.183,84 50.624,44 5.598,03 0 72.832,58 
Banteng 27 

5. Pangkalan Lada 
15.426, 

1.183,84 50.624,44 5.598,03 0 72.832,58 
27 

6. ArutUtara 0 0 29.225,39 96.718,10 
123.507 249.450,9 

,29 7 

Jumlah 
215.644, 220.246,10 262.437,02 142.631,43 

145.327, 986.286,49 
74 20 

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2012 

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di sekitar aliran Sungai Kumai, Arut, 

dan Lamandau, mudah tergenang, berawa - rawa dan merupakan daerah endapan 

serta bersifat organik dan asam. Wilayah daratan dengan ketinggian 0- 7 m dari 
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permukaan laut mempunyai areal yang cukup luas dan lokasinya menyebar, 

meliputi seluas 215.644,74 Ha atau 21 ,86% dari luas wilayah. Wilayah ini 

mempunyai sifat datar dan dipengaruhi pasang surut. Wilayah dengan ketinggian 

100- 500 m dari permukaan lautjuga cukup luas yaitu 142.631,43 Ha atau 14,46 

% dan lokasinya juga menyebar. Wilayah dengan ketinggian di atas 500 meter di 

atas permukaan laut, ada seluas 145.327,20 Ha atau 14,73% dari luas wilayah. 

Pada daerah ini sebagian besar merupakan daerah perbukitan hingga brgunung 

dengan kelerengan lebih dari 40 %, sangat berpotensi erosi. 

2. Kelerengan 

Persebaran kondisi kelerengan di Kabupaten Kotawaringin Barat cukup 

variatif. Tipe kelerengan 2 - 15 % banyak mewamai kondisi wilayahnya, yaitu 

sekitar 462.109,68 Ha atau 46,85 % dari total wilayah, disusul kemudian oleh tipe 

kelerangan 0-2% dan 15-40% masing-masing sekitar 292.410,98 Ha dan 159. 

305, 86 Ha. Lahan dengan kemiringan > 40 % seluas 72.459,964 ha atau 7,35 % 

dari luas wilayahnya. 

Dilihat dari kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan kemiringan lahan, 

mayoritas lahan di daerah ini dapat diarahkan penggunannya untuk budidaya 

petanian, jika faktor lain mendukung. Lahan ini adalah lahan yang mempunyai 

kemiringan <40%. Lahan yang mempunyai kemiringan > 40% karena lahan ini 

termasuk peka terhadap erosi. Kelerengan di atas 40 penyebarannya terkonsentrasi 

di bagian utara, dimana ketinggian wilayahnya di atas 500 meter di atas 

permukaan laut. Tipe kelas lereng ini hanya terdapat di wilayah Kecamatan Arut 

Utara. Persebaran tipe kelerengan dapat dilihat pada Gambar 4.3, sedangkan 

rincian luasan masing-masing kelas lereng dapat dilihat pada Tabel4.3. 
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Tabel4. 3 
Klasifikasi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat 

Luas (Ha) 
No. Kecamatan 

0-2% 2-15% 15-40% >40% Jumlah 

1 
Kotawaringin 

45.903,35 64.739,94 3.000,60 0 113.643,89 
Lama 

2 Arut Selatan 113.593,76 69.107,06 34.963,03 0 217.663,86 

3 Kumai 278.812,90 22.572,55 0 0 301.385,44 

4 
Pangkalan 

16.610,11 56.222,47 0 0 72.832,58 
Banteng 

5 Pangkalan Lada 7.189,56 24.120,18 0 0 31.309,74 

6 Arut Utara 0 292.410,98 121.342,23 72.460,00 249.450,98 

Jumlah 462.109,98 292.410,98 159.305,86 72.460,00 986.286,49 

% 46,85 29,65 16,15 7,35 100 

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2012 
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Gambar4.2 
Klasifikasi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat 
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3. Klimatologi 

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada daerah beriklim panas dan 

lembab. Hal ini disebabkan karena secara geografis, masih terletak di sekitar 

khatulistiwa dan bercurah hujan tinggi. Suhu maksimum berkisar 30,9°C - 32,7 

oc dan suhu minimum antara 22,5°C- 23,7°C. Rata-rata kecepatan angin dalam 

10 tahun terakhir berkisar antara 4- 6 knot. Kecepatan angin tertinggi terjadi pada 

bulan Agustus dan September. Jumlah hari hujan 202 hari. Curah Hujan di 

Kabupaten Kotawaringin Barat mulai dari \vilayah Selatan hingga ke pedalaman 

yang menjadi semakin meningkat. Jumlah curah hujan 3.000 mm/tahun dalam 10 

tahun terakhir. Rincian kondisi suhu udara, kecepatan angin dan banyaknya curah 

hujan disajikan pada Tabel4.4, Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 berikut ini. 

Tabel4.4 
Suhu Udara Rata-Rata Maksimum/Minimum dan Kelembaban Udara 

Suhu Udara (°C) 
Kelernbaban 
Udara (%) 

No. Bulan 2006 2007 
Maks Min Maks Min 

2006 2007 

1. Januari 32,0 23, 31,8 23,2 87 88 
2. Pebruari 32,3 23,0 32,0 23,3 90 88 
3. Maret 32,8 23,1 32,7 23,3 88 86 
4. April 31,0 22,6 32,0 23,4 88 89 
5. Mei 32,5 23,4 32,5 23,7 88 88 
6. Juni 30,5 22,8 31,2 23,4 90 89 
7. Juli 31,8 22,4 30,9 22,6 80 88 
8. Agustus 32,0 21,3 31,0 22,5 84 85 
9. September 32,8 21,8 31,8 22,7 80 84 
10. Oktober 33,8 21,6 32,0 22,9 78 87 
11. Nopember 32,6 23,0 32,1 23,2 86 89 
12. Desember 31,3 22,8 31,4 23,4 88 89 
Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2012 
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Tabel4. 5 
Kecepatan An ,.in Rata-Rata (Knot) 

No. Bulan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1. Januari 05 05 05 05 06 05 05 
2. Pebruari 05 05 06 05 05 05 05 
3. Maret 05 06 05 05 05 05 05 
4. April 06 05 05 05 05 05 05 
5. Mei 06 05 05 05 06 05 06 
6. Juni 06 05 05 05 06 06 06 
7. Juli 05 06 06 06 06 06 06 
8. Agustus 05 06 07 07 06 06 06 
9. September 05 06 06 07 06 06 06 
10. Oktober 05 05 05 06 06 06 06 
11. Nopember 06 05 06 06 05 05 05 
12. Desember 05 05 06 05 06 05 06 
Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2012 

No. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

Tabel4.6 
Banyaknya Curah Hujan 

Di Kabupaten Kotawaringin Barat (mm) 
Bulan Curah Hujan 

Januari 246,5 
Pebruari 295,7 
Maret 252,3 
April 339,4 
Mei 336,4 
Juni 215,5 
Juli 224,3 
Agustus 257,7 
September 104,7 
Oktober 141,5 
Nopember 325,5 
Desember 400,1 

Tahun 2007 3.145,6 
2008 2.492,7 
2009 2.637,6 
2010 2.286,3 
2011 2.993,7 
2012 3.133,1 
2013 2.963,4 

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2012 
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4. Hidrologi 

Potensi hidrologi Kabupaten Kotawaringin Barat cukup besar, terutama 

adanya aliran beberapa sungai, seperti Sungai Lamandau, Sungai Arut , Sungai 

Kumai, dan beberapa sungai kecil lainnya. Kondisi sungai - sungai utama di 

Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel4. 7. 

Tabel4.7 
Keadaan Sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat 

Nama Panjang 
Dapat Rata-rata 

Rata-rata 
No. Dilayari Kedalaman Sungai (Km) (Km) (m) 

Lebar(m) 

1 Kumai 175.00 100.00 6.00 300.00 
2 Lamandau 300.00 250.00 6.00 200.00 
" Arut 250.00 190.00 4.00 100.00 .) 

Sumber: Kotawanngm Barat Dalam Angka Tahun 2012 

5. Fisografi 

Fisiografi menjelaskan bentuk wilayah dilihat dari proses pembentukannya. 

Secara garis besar, satuan fisiografis yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin 

Barat dikelompokkan kedalam 5 satuan fisiografi, yaitu : 

1. Daerah dataran alluvial 

Dataran alluvial merupakan dataran yang terbentuk oleh endapan sungai dan 

endapan laut akibat pengaruh pasang surut.Dataran ini dijumpai 2 - 5 Km kiri 

kanan sepanjang Sungai Lamandau, Sungai Kumai dan sepanjang pantai. 

Daerah ini biasanya mempunyai drainase yang jelek. 

2. Dataran Gambut 

Dataran gambut atau dome terbentuk dari endapan bahan organik dalam 

kondisi drainase yang terhambat. Dataran ini dapat dijumpai di daerah Tanjung 
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Puting, daerah belakang pantai dan daerah belakang sungai.Dataran gambut 

yang luas ditemukan diantara muara Sungai Lamandau dan Sungai Arut. 

3. Daerah teras - teras 

Daerah teras -teras ditemukan setelah dataran gambut dan daerah belakang 

pantai, terbentuk dari endapan tua dengan formasi material penyusun batuan 

pasir. Dataran ini banyak ditemukan pada sekitar pantai dan di daerah Tanjung 

Puting. 

4. Daerah Dataran 

Dataran ini merupakan daerah peralihan antara dataran teras-teras dengan 

daerah perbukitan. Dataran ini dijumpai mulai dari batas Tanjung Puting ke 

utara dan dari selatan Pangkalan Bun hingga utara di daerah Pangkut. 

5. Daerah Perbukitan 

Daerah perbukitan merupakan daerah patahan dan lipatan yang terbentuk dari 

batuan beku dengan material penyusun granit dan batuan pasir serta terbentuk 

dari endapan dengan bahan induk batuan liat, lempung dan pasir. Bentuk 

wilayah berbukit hingga bergunung. Daerah ini ditemukan sekitar jalan Runtu 

- Nanga Bulik dan sebelah utara Pangkut. 

6. Jenis Tanah 

Jenis tanah di daerah selatan berbeda jenis tanah yang terdapat di daerah 

utara. Jenis tanah yang terbentuk erat hubungannya dengan bahan induk (geologi), 

iklim dan keadaan medannya. Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di 

kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut (lihat Gam bar 4.4): 

Podsolik Merah Kuning, Tanah podsolik merah kuning merupakan jenis 

tanah yang sering dijumpai terletak menyebar di tengah sampai hulu sungai 
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kecamatan Arut Utara, sedikit Arut Selatan dan kecamatan Kumai. Tanah 

podsolik telah mengalami perkembangan lebih lanjut, bersolum dalam, terbentuk 

dari bahan induk batu liat, dengan bentuk wilayah berombak sampai agak 

berbukit. Wama tanah podsolik ini adalah wama merah kuning dengan tekstur 

hal us sampai kasar, dan memiliki drainase baik dengan reaksi tanah masam. 

Kompleks Podsolik (Podsolik Merah Kuning-Podsol), Tanah regosol podsol 

merupakan jenis tanah terletak menyebar di tengah kecamatan Kumai, Arut 

Selatan dan sedikit Kotawaringin Lama. Tanah podsolik telah mengalami 

perkembangan lebih lanjut, bersolum dalam, terbentuk dari bahan induk batu liat, 

dengan bentuk wilayah berombak sampai agak berbukit. Wama tanah podsol ini 

adalah wama coklat dengan tekstur halus sampai kasar, dan memiliki drainase 

baik dengan reaksi tanah masam. 

Kompleks Regosol (Podsol), dijumpai menyebar dibagian Timur kecamatan 

Kumai, tanah ini bersolum dalam terbentuk dari bahan induk endapan pasir yang 

didominasi mineral kwarsa. Bentuk wilayahnya datar sampai berombak, dengan 

wama tanah coklat sampai kelabu muda, tekstur kasar, drainase baik dan reaksi 

tanah masam. 

A/uvial, jenis tanah ini terbentuk hasil endapan, banyak terdapat di sekitar 

daerah aliran sungai Lamandau, Arut, dan Kumai serta di daerah pantai sampai 

kebagian tengah kecamatan Kumai. Tanah tersebut relatif lebih subur jika 

dibandingkan dengan tanah-tanah yang mengalami perkembangan lanjut. 

Organosol, tanah ini terbentuk dari bahan organik yang tertimbun di tempat 

tersebut, menyebar di kecamatan Kumai dan sedikit di kecamatan Kotawaringin 

lama dan Arut Selatan. W ama tanah ini hi tam bersifat asam. 
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Oksisol (Lateritik), Jenis tanah oksilik (lateritik) terdapat bagian atas (hulu) 

kecamatan Arut Utara. Keadaan medan bergelombang, berbukit, dan bergunung 

dengan solum tanahnya dalam. Tanahjenis ini memiliki tekstur halus, berdrainase 

baik, hanya saja daerah ini curah hujan sangat tinggi. Wama tanah oksolik adalah 

kuning kemerahan dan termasuk jenis tanah yang telah lanjut mengalami 

perkembangan pelapukan. 

7. Geologi 

Susunan ge.ologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat tersusun 

atas 10 formasi, yaitu : 

1. Batuan Terobosan Sintang, 

2. Granit Mandahan, 

3. Granit Sukadana, 

4. Batuan GA Berapi, 

5. Tonalik Sepauk, 

6. Formasi Dahor, 

7. Endapan Rawa, 

8. Batuan Gunungapi, 

9. Alluvium, dan 

10. F ormasi Laut. 

Rincian mengenai susunan ge.ologi di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat 

dilihat pada Tabel 4.8 dan Gam bar 4.4 
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Gambar4.3 
Peta Jenis Tanah Kabupaten Kotawaringin Barat 
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Gambar 4.4 
Peta Geologi Kabupaten Kotawaringin Barat 
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Tabel4. 8 
Formasi Geologi Di Kabupaten Kotawaringin Barat 

Jenis 
Kecamatan 

Persentase 
A rut Pangk. Pangk. Jumlah Fonnasi Ktw. Lama 

Selatan 
Kurnai ArutUtara Ban tang Lad a 

(%) 

Batuan 
Terobosan 0 0 0 89,22 0 0 89,22 0,01 
Sin tang 
Gran it 265,77 0 0 1.159,50 0 0 1.425,27 0,16 
Mandahan 
Gran it 0 0 0 84.598,66 0 0 84.598,66 9,71 
Sukadana 
BatuanGA 10.173,09 0 0 2.115,31 0 0 12.288,40 1,41 
Berapi 
Tonalit 0 0 0 47.049,37 0 0 47.049,37 5,40 
Sepauk 
Formasi 50.565,04 50.084,89 57.449,03 5.959,05 34.956,68 24.208,56 223.223,25 25,61 
Dahor 
Endapan 52.640,00 118.916,03 120.353,27 0 37.083,02 7.101,18 336.093,50 38,56 
Rawa 
Batuan 0 48.533,61 0 108.479,87 792,87 0 157.806,35 18,11 
Gunungapi 

Alluvium 0 0 1.997,15 0 0 0 7.041,34 0,81 

Formasi 0 0 1.997,15 0 0 0 1.997,15 0,23 
Laut 

JUMLAH 113.643,89 217.663,86 186.711,46 249.450,98 72.832,57 31.309,74 871.612,50 100,00 

Sumber: Kotawanngm Barat Dalam Angka Tahun 2012 

* Luas lebih kecil, karena sebagian data tidak ada di Kawasan Taman Nasional 
Tanjung Puting. 

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas terlibat bahwa formasi geologi terbanyak yang 

terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat adalab formasi endapan rawa dan 

formasi dabor masing-masing seluas 336.093,50 Ha dan 223.223,25 Ha. 

1) Sistem Laban 

Sistem laban adalab pengelompokan laban berdasarkan kesamaan 

karakteristik fisik, seperti lereng, fisiografi, batuan induk dan jenis tanab. Sistem 

lahan ini dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan kesesuaian lahan untuk 
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berbagai peruntukan lahan, utamanya untuk penggunaan pertanian dan kehutanan. 

Berdasarkan hasil studi Repprot tahun 1992, sistem lahan yang terdapat di 

Kabupaten Kotawaringin Barat, terdiri dari 23 sistem lahan, seperti yang terdapat 

pada Tabel 4.9. 

Tabel4.9 
Land System Di Kabupaten Kotawaringin Barat 

No. Sistem Lahan Luas (Ha) Batuan lnduk Janis Lereng Bentuk 
Tanah/Ordo 1%1 Madan 

1. 
Kahayan (KHY) 67.425,63 Endapan Sungai Entisol, 0-2 Datar lnceptisol 

2. Kajapah (KJP) 27.594,89 Endapan laut, Entisol 0-2 Datar 
_gasal}g_ surut 

3. Seliti (SLI) 11.148,80 Endapan sungai Entisol 0-2 Datar 
dan bahan 
org_anik 

4. Gambut (GST) 138.521,22 Endapan bahan Histosol 0-2 Datar 
organik 

5. Mendawai (MOW) 28.981,43 Endapan bahan Histosol, 0-2 Datar 
organic dan Entisol 
sungai 

6. Sawin (SWN) 160.583,67 Endapan liat, Ultisol 0-2 Datar-
Lempung dan bergelombang 
pasir 

7. SRH (Sarah) 13.094,84 Endapan pasir Histosol, 0-2 Datar 
dan bahan Entisol 
organic 

8. SSG (Sebangau) 6.957,74 Endapan liat dan Entisol 0-2 Datar 
Lempung 

9. SGT (Sigintung) 105.551,99 Endapan pasir Entisol 0-2 Datar 
10. SRM (Sirimbang) 34.999,52 Endapan pasir Entisol 0-2 Oatar 
11. TSA (T ambera) 28,35 Satuan beku Ultisol, > 40 Sangat curam 

lns~isol 

12. TWI (Talawi Saru) 2.856,50 Ultisol, > 40 Sangat curam 
lnseptisol 

13. Putting (PTG) 16.850,43 Endapan laut Entisol 0-2 Datar 
dan pasir 

14. SKN (Sakunan) 1.975,21 
Endapan Entisol 0-2 Datar 
sung_ai 

15. Klaru (KLR) 8.890,71 Endapan pasir Entisol 0-2 Datar 
16. Pakunan (PKU) 19.280,76 Endapan pasir Entisol 2-8 Datar-

bergelombang 
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17. Honja (HJA) 86.438,62 Batuan beku Ultisol 15-25 Agak curam 
18. 

Rangankau (RGK) 58.446,22 Batuan beku Ultisol 2-8 
Datar-

beroelombang 
19. Pakalunai (PLN) 46.000,48 

Batuan Ultisol, 16-25 Agak curam endapan lnseptisol 
20. Bukit Pandan 69.575,11 Batuan Ultisol, > 40 

Sangat curam (BPD) end a pan lnseptisol 
21. Lawangumang 54.217,76 Batuan endapan Ultisol, 2-8 Datar-

(LWW) lnseptisol bergelombang 
22. Juloh (JLH) 26.866,76 Batuan endapan Ultisol, 25-40 Curam 

lnseptisol 
JUMLAH 986.286,49 . . . . 
Sumber: Kotawanngm Barat Dalam Angka Tahun 2012 

Berdasarkan Tabel 3.9 diatas dapat dijelaskan bahwa distribusi tanah alluvial 

sebesar 11,46% dan terdiri atas satuan lahan KHY, KJP, SBG dan BLI. Tanah 

yang tersusun dari material endapan liat membentuk tanah alluvial yang banyak 

ditemui di bantaran sungai. Umumnya tanah ini merupakan tanah yang relatif 

lebih subur, sehingga sebagian besar tanah ini merupakan tanah yang elatif lebih 

subur, sehingga sebagian besar tanah ini telah digunakan untuk lokasi usaha tani 

dan permukiman. Tanah alluvial lainnya dengan material penyusunan pasir 

meliputi 18,87 %, terdiri dari satuan lahan SGT, PTG, SRM, KLR, dan PKU; 

selebihnya adalah tanah mineral jenis ultisol dan inseptisol. Khusus sistem lahan 

KJP merupakan tanah alluvial yang terbentuk dari endapan laut yang dipengaruhi 

oleh pasang surut laut. 

Untuk tanah gambut besarannya 18,30 %dan terdiri dari satuan lahan GBT, 

MDW, dan BRH. Tanah ini terbentuk dari batuan endapan bahan organik. Dalam 

kondisi jenuh air yang membentuk tanah organik atau gambut. Sistem lahan JLH, 

TWA, TWI, dan BPD tersusun dari material liat sebagai hasil pelapukan batuan 

endapan.Dilihat dari aspek kemiringan lahan, mayoritas termasuk lereng di bawah 

40 %. Lahan dengan kemiringnan > 40 % luasannya sekitar 7,34 % yang terdiri 
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dari satuan lahan TBA, TWI dan BPD. Bentuk medan sebagian besar termasuk 

landai sampai agak curam dan yang curam sampai sangat curam adalah sistem 

lahan JLH, Twa, TWI dan BPD. 

Sebaran tanah alluvial, gambut dan pasir dimulai dari bagian tengah hingga 

ke selatan, sedangkan tanah lainnya tersebar dari bagian tengah hingga ke utara. 

Tanah dengan kemiringan yang tinggi terdapat di bagian Utara. Dilihat dari aspek 

kemiringan lahan, mayoritas termasuk lereng dibawah 40 %. Lahan dengan 

kemiringan > 40 % luasannya sekitar 10,47 % yang terdiri dari satuan lahan 

TWA, TWI dan BPD. Bentuk medan sebagian besar termasuk landai sampai agak 

curam dan yang curam sampai san gat curam adalah sistem lahan JLH, TWA, TWI 

dan BPD. Sebaran tanah alluvial, gambut dan pasir dimulai dari bagian tengah 

hingga ke selatan, sedangkan tanah lainnya tersebar dari bagian tengah hingga ke 

utara. Tanah dengan kemiringan yang tinggi terdapat di bagian Utara. 

2) Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan di suatu daerah mencerminkan hubungan antara faktor 

fisik tanah dengan manusia dan kegiatannya. Suatu wilayah yang jumlah 

penduduknya masih sedikit akan memperlihatkan pola penggunaan tanah yang 

belum bervariasi. Penggunaan lahan dapat juga digunakan untuk menjelaskan 

struktur penggunaan lahan. Struktur penggunaan lahan bermanfaat untuk 

menganalisa komposisi penggunaan lahan dan memprediksi perubahan 

lingkungan sebagai akibat adanya perubahan penggunaan lahan. 

Pola penggunaan tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat 

dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu : 
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1. Penggunaan tanah menetap terdiri dari pemukiman, perkebunan, sawah dan 

kebun campuran. 

2. Penggunaan tanah tidak menetap, yaitu perladangan, semak dan alang-alang 

serta hutan belukar. 

3. Tanah yang bel urn diusahakan yaitu hutan, sungai dan danau. 

Jenis penggunaan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan pada 

Tabel 4.10, sedangkan sebarannya dapat dilihat pada Gam bar 4.6. 

Tabel4.10 

Penggunaan Laban Di Kabupaten Kotawaringin Barat 

No. Jenis Penggunaan Laban Luas (Ha) % 

1. HUTAN LEBAT 513.917,11 52,11 
2. LADANG/TEGALAN 35.635,55 3,61 
3. PERAIRAN 11.258,62 1,14 
4. ALAN G-ALANG 33.968,94 3,44 
5. SEMAK 46.722,67 4,74 
6. HUTAN BELUKAR 167.255,64 16,96 
7. KEBUN SEJENIS . 8.201,72 0,83 
8. PEMUKIMAN/KAMPUNG 13.042,39 1,32 
9. KEBUN CAMPURAN 54.984,28 5,57 
10. PERKEBUNAN BESAR 101.299,57 10,27 

Jumlah 986.286,49 100,00 
Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2012 

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas dapat dijelaskan bahwa penggunaan lahan 

hutan masih dmninan yaitu sekitar 52,11 % termasuk kawasan Taman Nasional 

Tanjung Puting, sisanya adalah lahan budidaya yang diusahakan secara intensif 

seperti perkebunan kelapa sawit, kebun campuran dan permukiman. Tanah-tanah 

yang tidak digunakan secara intensif adalah hutan belukar, semak dan padang 

ilalang. Jika dibanding dengan data penggunaan tanah pada tahun 1990, dimana 

komposisi hutan sekitar 67 %, maka dalam kurun waktu 17 tahun terjadi 
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perubahan penggunaan laban dari hutan menjadi areal non kehutanan, yaitu 

menjadi lokasi perkebunan besar, permukiman dan lahan usaha tani masyarakat. 

Gambar 4.6 
Peta Penggunaan Laban Kabupaten Kotawaringin Barat 
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3) Penguasaan Tanah 

Penguasaan lahan berkaitan dengan hubungan orang atau badan dengan 

tanah. Hubungan ini dikenal dengan istilah hak atas tanah, baik dalam bentuk 

sertifikat maupun penguasaan secara adat. Penjelasan mengenai hak atas tanah 

sangat penting dalam penyusunan rencana penggunaan lahan. Tanah-tanah yang 

sudah ada bak, khususnya dalam skala luas yang besar tidak mungkin dirubab 

fungsinya tanpa persetujuan pemilik laban. 

Penguasaan laban di Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari tanab yang 

dikuasai pemerintah, meliputi Kawasan Lindung yang sudah mempunyai 

ketetapan dari pemerintah seluas 265.990 Ha (27,72 %), Hak Guna Usaha 

perkebunan seluas 203.334 Ha (21.32 %), tanah bersertifikat 2.333 bidang, dan 

tanab negara yang dikuasai masyarakat secara adat seluas 131.264 ba (kampung, 

kebun campuran dan ladang). 

8. Kependudukan dan Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan data yang dihimpun, bahwa jumlab penduduk pada tahun 2009 

tercatat 230.984 jiwa yang tersebar secara tidak merata di enam Kecamatan. Dari 

jumlah penduduk tersebut yang terbanyak berada di Kecamatan Arut Selatan 

(92.963 jiwa) dan yang terendab berada di Kecamatan Arut Utara (3.984 jiwa). 

Tidak meratanya penyebaran penduduk ini diakibatkan oleh berbagai hal, antara 

lain: kondisi geografis, ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga 

menyebabkan ketersediaan jurnlah sumber daya manusia di masing-masing 

wilayahnya. 

Tugas Akhir Program Magister (T APM) 91 

16/41841.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



No. 

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

UNIVERSITAS TERBUKA 

Sementara itu, dari data yang terkumpul selama enam tahun terakhir, 

menunjukk:an bahwa perkembanganjumlah penduduk di Kabupaten Kotawaringin 

Barat selalu bertambah tiap tahunnya, dengan laju pertumbuhan sebesar 3,52 % 

(lihat Tabel 4.12). Hal ini tentu akan menambah ketersediaan jumlah sumber daya 

manusia yang ada juga akan mempengaruhi dalam pemenuhan sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan. 

Apabila dilihat berdasarkan kepadatannya, bahwa Kecamatan Pangkalan 

Lada merupakan \¥i.layah yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi sebesar 

119,31 jiwa/Km2
, sedangkan tingkat kepadatan terendah terdapat di Kecamatan 

Arut Utara sebesar 5,32 jiwa/Km2
. Tingginya tingkat kepadatan penduduk di 

Kecamatan Pangkalan Lada karena luas mlayah yang sangat kecil sedangkan 

jumlah penduduk cukup besar. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah dan tingkat 

kepadatan penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 

4.12 dan Gam bar 4.7. 

Tabel4.11 
Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2007- 2013 (Jiwa) 

Tahun Laju Per-
Kecamatan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tumbuhan 

(%) 
Kotawaringin 14.611 15.814 13.944 15.124 15.360 15.553 1,26 Lama 
Arut Selatan 76.637 77.568 79.332 83.335 84.846 86.027 2,34 
Kumai 69.764 70.952 88.271 88.502 40.697 41.274 5,33 
Arut Utara - - - - 24.186 11.804 16,60 
Pangkalan - - - - 25.355 24.509 5,24 
Banteng 
Pangkalan Lada 5.476 5.760 6.947 11.406 11.627 25.739 6,32 

Jumlah 166.48 170.09 188.49 198.36 202.071 204.90 4,24 
8 4 4 7 6 

Sumber: Kotawanngm Barat Dalam Angka Tahun 2012 
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Tabel4.12 
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2013 

Jumlah Penduduk 
Luas Kepadatan No Laki· Jumlah Rumah 

Kecamatan laki Perempua 
Oiwa) Tangga Wilaya Penduduk 

Uiwa) n Oiwa) h (Km2) (Km2/Jiwa) 

1. Kotawaringin 
9.225 8.543 17.768 4.821 1.218 14,52 

Lama 
2. Arut Selatan 47.238 45.725 92.963 25.233 2.400 38,73 
3. Kumai 23.733 21.634 45.367 10.112 2.921 15,53 
4. Arut Utara 7.999 6.293 14.292 3.984 2.685 5,32 

5. Pangkalan 18.896 14.377 33.273 8.712 1.306 25,48 
Banteng 

6. Pangkalan Lada 14.230 13.091 27.321 7.347 229 119,31 
Jumlah 121.650 109.334 230.984 60.209 10.759 43,778 

Sumber: Kotawanngin Barat Dalam Angka Tahun 2012 
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Gambar4.6 
Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat 
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9. Potensi Bencana Alam 

Potensi bencana alam di Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana daerah 

lain di Kalimantan Tengah, ditetapkan sebagai daerah rawan kebakaran hutan. 

Berdasarkan pengalaman, data dan informasi yang berkembang hingga saat ini 

maka telah ditetapkan provinsi rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan, adalah 

sebagai berikut: 

a. Daerah Rawan I (sangat tinggi): Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, 

Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulsel, dan Salteng; 

b. Daerah Rawan II (tinggi): Sumbar, Jabar, Jatim, Sulut, Sultra, NTT, Bali; 

c. Daerah Rawan III (sedang): DI. Aceh, Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, 

Jateng, DIY, NTB, Maluku Utara, Maluku Selatan, Papua; 

d. Daerah Rawan IV (rendah): DKI Jakarta; 

Jumlah hotspot di Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2009 yang 

diperoleh dari data MODIS dengan tingkat kepercayaan 80% adalah 10.488 

hotspot. Puncak hotspot terjadi pada tanggal 30 Oktober 2009 dengan jumlah 

1.219 hotspot. Sebagian besar hotspot terdistribusi di Kabupaten Pulang Pisau 

(1.982 hotspot), Kotawaringin Timur (1.848 hotspot), Seruyan (1.632 hotspot), 

Katingan (1.397 hotspot) dan Kotawaringin Barat (1.122 hotspot). Sedangkan 

basil pantauan sate lit NOAA 18 per 1 september 2009, terlihat jumlah hotspot 

menurun hingga 259 titik hotspot, dengan sebaran hotspot tertinggi di Kabupaten 

Katingan. Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri per 1 September 2009 tercatat 

15 titik sebaran panas (hotspot). 
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Selain itu terdapat kawasan rawan gelombang pasang terdapat disepanjang 

pesisir dan banjir yang berlokasi di beberapa desa (lihat Gam bar 4.8) 

10. Potensi Ekonomi Wilayah 

Yang dimaksud dengan sektor perekonomian daerah adalah sektor-sektor 

ekonomi yang tumbuh dan berkembang di suatu daearah, serta berperan dalam 

menunjang pertumbuhan ekonomi tersebut. Adapun sektor-sektor ekonomi yang 

terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain pertanian, pertambangan, 

industri, perdagangan dan parivvisata. 

1 ). Pertanian 

Khusus di Kabupaten Kotawaringin Barat, secara struktural, sektor pertanian 

merupakan leading sector dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Hal 

ini dapat dilihat dari kontribusinya yang mencapai 46,96 % dari seluruh PDRB 

tahun 2007 dan tingkat pertumbuhannya sebesar 6,62 %. Sektor pertanian ini 

mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan, petemakan, kehutanan dan 

perikanan. 

a. Tanaman Pangan 

Usaha pertanian tanaman pangan yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin 

Barat menghasilkan komoditi berupa jenis padi-padian, jagung, jenis ubi­

ubian, jenis kacang- kacangan, sayuran dan buah-buahan. Untuk hasil 

pertanian berupa sayuran, total produksi sayuran di Kabupaten 

Kotawaringin Barat pada tahun 2013 mencapai 6.737 Ton. Produksi 

terbesar terdapat di Kecamatan Pangkalan Lada yaitu mencapai 4.023 ton 

atau mencapai 59,72 % dari keseluruhan produksi sayuran di Kabupaten 

Kotawaringin Barat. Sedangkan produksi terkecil terdapat di Kecamatan 
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Arut Utara yang hanya sebesar 75ton atau hanya 1,11 % dari keseluruhan 

produksi sayuran di Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Sedangkan untuk hasil pertanian berupa buah-buahan, total produksi buah­

buahan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2007 mencapai 

12.539,6 Ton. Produksi terbesar terdapat di Kecamatan Pangkalan Lada 

yaitu mencapai 20.277,3 ton atau mencapai 81,96 % dari keseluruhan 

produksi buah-buahan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan 

produksi terkecil terdapat di Kecamatan Kumai yang hanya sebesar 12,5 ton 

atau hanya sekitar 0,1 % dari keseluruhan produksi buah-buahan di 

Kabupaten Kotawaringin Barat. 

2). Perkebunan 

Sub-sektor perkebunan, belakangan ini semakin menjadi primadona dalam 

berinvestasi.Perkembangan produksinya dari tahun ke tahun menunjukkan 

adanya peningkatan.Hal ini menunjukkan besamya minat masyarakat dalam 

mengembangkan sub-sektor perkebunan. Adapun komoditi yang dicakup 

disini adalah hasil tanaman perkebunan baik yang diusahakan oleh rakyat 

maupun yang dikelola oleh perusahaan perkebunan (perkebunan skala 

besar), seperti karet, kelapa!kopra, kopi, cengkeh, lada dan lain sebagainya. 

Dari sisi wilayah, Kecamatan Pangkalan Banteng merupakan wilayah 

penghasil komoditi perkebunan tertinggi dibandingkan dengan wilayah 

lainnya. Produksi komoditi perkebunannya pada tahun 2013 mencapai 

933.072,2 Ton atau sekitar 44,78% dari total produksi. Sedangkan wilayah 

yang memiliki produksi komoditi perkebunan terendah adalah Kecamatan 
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Kotawaringin Lama yang hanya mencapai 65.591,7 Ton atau sekitar 3,15% 

dari total produksi. 

Sementara itu, dilihat dari sisi komoditi, dapat diketahui bahwa Kelapa 

Sawit merupakan komoditi perkebunan yang paling banyak dihasilkan 

dibandingkan dengan komoditi lainnya. Besarnya produksi pada tahun 2013 

mencapai 2.056.697 Ton atau sekitar 98,71 % dari total produksi seluruh 

komoditi yang ada. Angka ini menunjukkan bahwa sub-sektor perkebunan 

di Kabupaten Kotawaringin Barat sangat ditopang dan didominasi oleh 

perkebunan kelapa sawit (perkebunan skala besar). 

Sedangkan untuk komoditi perkebunan rakyat, seperti jenis karet dan 

kelapa, persebarannya cukup merata di semua kecamatan. Keterangan yang 

diperoleh dari lapangan menyebutkan bahwa hanya dengan 

membudidayakan karet dan kelapa di laban usaha mereka, pendapatan 

dalam jangka panjang akan berlangsung secara berkelanjutan, karena 

tanaman pangan yang diusahakan oleh petani hanya sebatas untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Dilihat dari sisi persebaran komoditi, hampir di semua kecamatan memiliki 

potensi untuk pengembangan karet dan kelapa, khususnya pada bagian 

tengah sampai ke utara. Hal ini lebih disebabkan oleh karena kondisi 

\JVilayah yang relatiflebih tinggi. 

3). Perikanan 

Produksi ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat selama ini masih 

bertumpu pada usaha penangkapan ikan di perairan laut.Peningkatan produksi 

ikan perairan laut tersebut berhubungan dengan: a). Permintaan pasar meningkat 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 98 

16/41841.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

dan b). Sumberdaya perairan laut yang masih potensial.R inc ian perkembangan 

produksi perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 4.17 

berikut ini. 
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Gambar 4.6 
Peta Lokasi Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat 
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Produksi perikanan terbesar dihasilkan oleh perairan laut yang mencapai 

8.152,48 ton basah, dengan Kecamatan Kumai sebagai penghasil terbesar yang 

mencapai 7.723,95 basah atau mencapai 79,15 %. Kemudian diikuti oleh produksi 

perikanan budidaya mencapai 856,15 ton basah dan produksi perikanan yang 

paling sedikit berasal dari perairan umum sebesar 750,20 ton basah. 

Sementara itu, berdasarkan jenis pemeliharaan ikan yang ada, jenis keramba 

merupakan jenis pemeliharaan ikan yang paling diminati. Sedangkan untuk jenis 

nelayan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, mayoritas merupakan 

nelayan laut. 

4). Peternakan 

Sub-sektor ini mencakup produksi temak besar, ternak kecil, unggas maupun 

hasil-hasil temak, seperti sapi, kerbau, bai, unggas, ayam buras, ayam petelur dan 

itik. Hingga tahun 2007, produksi daging tertinggi di Kabupaten Kotawaringin 

Barat berasal dari temak unggas, yaitu sebesar 982,13 Ton atau sekitar 70.77 % 

dari total produksi daging. Sementara itu, produksi telur tertinggi berasal dari 

temak itik, yaitu sebesar 154,65 Ton atau sekitar 56,96% dari total produksi telur. 

5). Kehutanan 

Kontribusi terbesar dari sub-sektor kehutanan berasal dari kelompok kayu 

meranti yang pada tahun 2007 mencapai 98.149,79 M3
, diikuti oleh kelompok 

kayu rimba campuran sebesar 23.455,94 M3 dan kelompok kayu indah sebesar 

437,42 M3
. Produksi kayu di atas dihasilkan dari Hak Pengusahaan Rutan (HPH). 

Terdapat 8 HPH di daerah ini dengan luas areal mencapai 210.77 Ha. 
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Sementara itu, luas kawasan hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat 

berdasarkan data BPS tahun 2007 sebesar 959.452,77 Ha, yang terdiri atas 

kawasan lindung sebesar 265.990,74 Ha atau 27,72 % dan kawasan budidaya 

693.462,03 Ha atau 72,28 %. 

6). Industri 

Secara garis besar, pengelompokan industri terbagi atas 2 macam, yaitu: 

industri migas dan industri non migas. J enis industri yang ada saat ini berupa 

industri non migas dengan skala kecil dan sedang. Sedangkan untuk industri 

migas, hingga kini belum nampak. Kelompok industri yang paling banyak adalah 

kelompok industri kerajinan. Hingga kini kondisi industri di Kabupaten 

Kotawaringin Barat belum berkembang secara optimal. Kecilnya peranan sektor 

industri ini dapat dimungkinkan oleh masih sedikitnya jumlah usaha industri di 

Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain itu, industri yang ada pada umumnya 

merupakan industri dengan skala kecil. 

Besar kecilnya skala kegiatan suatu industri dapat dilihat dari tingkat 

penyerapan tenaga kerja. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dapat diperoleh 

gambaran bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja oleh industri yang terdapat di 

Kabupaten Kotawaringin Barat relatif kecil, yaitu rata-rata untuk 1 unit usaha 

menyerap 3 - 5 tenaga kerja. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah unit usaha 

dan jumlah tenaga kerja yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat, simak 

Tabel4.25 berikut ini. 
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Tabel4.25 
Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok lndustri 

Di Kabupaten Kotawaringin Barat 

No. Kelompok lndustri Jumlah Unit Usaha Jumlah Tenaga Kerja 
1. Pang an 182 626 
2. Sandang 16 64 
3. Kimia & Bahan Bangunan 266 2.137 
4. Logam & Elektronika 96 379 
5. Kerajinan 182 662 

Tahun 2013 742 3.868 
2012 678 3.637 
2011 549 3.156 
2010 523 3.026 
2009 436 2.823 

7). Pertambangan 

Potensi pertambangan yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat yang 

sudah tereka adalah Mineral Logam, Mineral Non Logam dan Batuan. Beberapa 

komoditas tambang Mineral Logam yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin 

Barat antara lain: 

- Emas, terdapat di Desa Sambi, Kecamatan Arut Utara; 

- Batu kecubung, terdapat di Desa Pangkut dan Desa Gandis Kecamatan Arut 

Utara; dan 

- Kaolin, terdapat di Desa Keraya dan Desa Kubu Kecamatan Kumai. 

Sedangkan komoditas tambang mineral non logam dan batuan yang terdapat 

di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain pasir kwarsa, batu kali, tanah urug, 

kerikil, batu kapur, batu belah, batu pecah dan tanah pilihan. Jenis bahan galian 

ini merupakan bahan yang sering digunakan untuk membangun sarana dan 

prasarana wilayah. Produksi mineral non logam dan batuan di Kabupaten 

Kotawaringin barat dapat dilihat pada Tabel4.26 berikut ini. 
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Gam bar 4.8 
Peta Wilayah Izin Usaba Pertambangan di Kabupaten Kotawaringin Barat 

-
PEIERINTAH KAIIUPAT!"N KOT-GIN BARAT 

SEKIIETANAT DAEIWf 
BAGIAN PEAEKONOIIWI DAN SOA 

.Ia ... Iuton Sy- No. 2 Telopon No. 211M 
PANOKAI.AN BUN 1•112 

..__ , 
. Dna/Kelunhon 

-- &ung.l 

-- Jolon 

Kom-• . 
~~ IIATUIIARA c ~ .. __ ~~,.. 

;::--~....-~./: BIJI BESI 

< < ' ' ( ' ' OALEHA 

ZIRKON 

lndeb : 

--.,. ........... 2007 . ,..~,.,.E&OM-~J . ,..WIUP~ Ktw ,..,.,......anc 
S..ICcJorodnl o.o.ao.. UTN 
Pn¥*li ........,...n-~(<11$) 
0.... ~., .. 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 104 

16/41841.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



No. 

UNIVERSITAS TERBUKA 

Tabel4.14 
Jumlah produksi mineral non logam Di Kabupaten 

Kotawaringin Barat Tahun 2013 (M3) 

Bulan Tahun 
2011 2012 2013 

1. Pasir 17.572,36 49.733,2729 29.111,3872 
2. Batu Kali - - -
3. Tanah Urug 64.310,88 35.206,0512 141.568,2325 
4. Kerikil 8.006,30 13.266,4079 17.368,6651 
5. Batu Kapur - - -
6. Batu Selah 6.798,14 17.014,0463 33.544,7863 
7. Batu Pecah 14.260,30 18.556,2341 42.547,4401 
8. T anah Pilihan 30.435,85 50.509,962 211.031.75 

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa penggunaan mineral non logam dan 

batuan di Kabupaten Kotawaringin Barat semakin meningkat. Hal ini sejalan 

dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah ini, seperti pembangunan 

prasarana jalan, perumahan dan fasilitas urn urn lainnya. 

Sebaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah diterbitkan oleh 

pemerintah daerah hingga Januari 2014 sebanyak 17 buah dengan luas areal 

35.429 Ha, yang terdiri dari 12 IUP zircon, 1 buah IUP batubara, 2 IUP biji besi 

dan 2 Buah IUP Galena. 

8). Pariwisata 

Secara umum Kabupaten Kotawaringin Barat merniliki potensi pariwisata 

yang dapat dikembangkan. Potensi wisata yang terdapat di Kabupaten 

Kotawaringin Barat cukup beraneka ragam jenisnya. Secara garis besar, jenis 

wisata yang ditawarkan terbagi atas 2 kelompok, yaitu: 
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1. Wisata alam, antara lain Pantai Kubu dan Tanjung Keluang, Pantai Teluk 

Bogam, Tanjung Penghujan dan Taman Nasional Tanjung Puting. 

2. Wisata sejarahlbudaya, antara lain Istana Kuning, Istana Kotawaringin dan 

Masjid Kyai Gede. 

Rincian obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat 

dapat dilihat pada Tabel 4.27 berikut ini. 

Tabel4.15 
Objek Wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat 

No. Nama Objek Wisata Lokasi Objek Yang Ciri Khas Yang Ditonjolkan Dinikmati 
1 Pantai Kubu dan Kec. A lam Keindahan alam 

T anjung Keluang Kumai 
2 Pantai T eluk Bog am Kec. A lam Keindahan Alam 

Kumai 
3 Tanjung Penghujan Kec. A lam Keindahan Alam 

Kumai 
4 lstana Kotawaringin Kec. Ktw. Sejarah/Budaya Barang Kuno/Antik 

Lama peninggalan Kerajaan Islam 
Pertama di Kalteng 

5 lstana Kuning Kec. Arut Sejarah/Budaya Kerajaan yang dipindahkan 
Selatan dari KotawariQg_in 

6 Mesjid Kyai Gede Kec. Ktw. Sejarah/Budaya Mesjid Kuno Peninggalan 
Lama Kerajaan Islam Pertama di 

Kalteng 
7 Tudung Saji dan Batu Kec. Arut Budaya/Seni Nilai Seni 

Kecubung Selatan 
8 Tam an Nasional Kec. A lam Keindahan alam, serta Pusat 

Tanjung Puting Kumai Rehabilitasi Orang Utan dan 
Satwa Laf!9_ka lainn_ya 

9 Pantai Sei Umbang Kec. A lam Keindahan Alam 
Kumai 

10 Danau Burung Kec. A lam Keindahan Alam 
Kumai 

11 Danau Gatal Kec. Ktw. A lam Keindahan Alam 
Lama 

12 U pacara Tiwah Kec. Arut Budaya Upacara Tradisional Suku 
Utara Dayak 

13 Riam Senamang Kec. Arut A lam Keindahan Alam 
Utara 
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14 Palagan Sambi Kec. Arut Sejarah Nilai Sejarah 
Utara 

Sumber: Kotawarmgm Barat Dalam Angka Tahun 2012 

9). Pesisir dan Kelautan 

Kewenangan pemerintah propinsi atas ruang lautan yang berbatasan dengan 

pantainya adalah 12 mil dari garis pantai. Sedangkan kewenangan pemerintah 

kabupatem adalah sepertiga dari wilayah kewenangan propinsi atau 4 mil dari 

garis pantai. Berdasarkan batas administrasi kecamatan, pesisir kabupaten 

Kotawaringin Barat di Kecamatan Arut Selatan dan Kumai. Pantai ini memanjang 

dari pantai Kubu Kecamatan Kumai Desa Kumai Batu i Keamatan Arut Selatan. 

Ekosistem pesisir Kotawaringin Barat terdiri dari estuaria, perairan pantai, 

pantai berpasir, hutan pantai, laut dangkal, mangrove dan hutan rawa serta 

kawasan budidaya. Kondisi umum pesisir Kabupaten Kotawaringin Barat Adalah 

sebagai berikut: 

• Kondisi pantai berpasir masih alami danbelum banyak terpengaruh oleh 

pencemaran 

• Kondisi mangrove sebagian sudah rusak karena pembukaan ta.rnbak udang 

• Kondisi estuaria sungai Kumai dan Sungai Lamandau sudah menurun karena 

meningkatnya sedimentasi 

• Sebagian garis pantai telah mengalami abrasi oleh ombak !aut yang merusak 

bangnan fasilitas umum dan permukiman 

• Batimetri (kedalaman laut) perairan Kotawaringin Barat berkisar antara 

beberapa meter sampai > 20 m, termasuk laut dangkal. 

• Variasi tunggang pasut, berkisar antara 47,35 em di Tanjung Keluang (Tanjug 

Penghujan), hingga 321,54. 
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• Tinggi gelombang rerata berkisar antara 0,35 - 2 m 

• Kecerahan perairan sangat buruk ( <2,50 m) karena pengarug sedimentasi 

• Kelimpahan dan keanekaragaman Plankton rendah atau termasuk miskin 

• Kekeruhan air tinggi sekitar 9 - 28 gram I I, TSS berkisar 0,121 - 2,39 mg/l. 

• Derajat keasaman masih baik berkisar 3,5- 10,5. 

2. Deskripsi Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam SETDA Kabupaten 

Kotawaringin Barat 

a. Struktur Organisasi 

Kabupaten Kotawaringin Barat yang berikota di Pangkalan Bun merupakan 

salah satu Kabupaten di Kalimantan Tengah. Terletak diantara 3 (tiga) Kabupaten, 

yaitu sebe!ah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau, sebelah Timur 

berbatasan dengan Kabupaten Seruyan dan sebelah barat berbatasan dengan 

Kabupaten Sukamara. Dipimpin oleh Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat terletak di Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun. 

Sekretaris daerah saat ini adalah Masradin,SH.,MH. Dalam menjalankan tugas 

pokok dan fungsi, Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten, yaitu: 

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra 

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

3. Asisten Administrasi Umum 

Bagian Perekonomian dan Sumberdaya alam, berada dibawah Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan yang dimimpin oleh Bapak Drs. Encep Hidayat. 

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumberdaya alam saat ini adalah Bapak 

Ir. Bambang Djatmiko T.,M.Si yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian 

antara lain adalah sebagai berikut : 
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1. Midah, SE (Kepala Sub Bagian Perekonomian) membawahi : 

a. Tatik Sunaryati (pelaksana) 

2. Letus Kilat Mantikei (kepala Sub Bagian Pengendalian Sumberdaya Alam 

dan Lingkungan Hidup) membawahi : 

a. Aris Nur Zain,ST 

b. Bangun Sianturi,ST 

c. Dony Chandra, A.Md 

d. Amri Noor 

3. Inna Pratiwi,SP (Kepala Sub Bagian Produksi Daerah) membawahi: 

a. Zumrotun 

b. Su!asono 

Sehingga jumlah aparatur seluruhnya pada Bagian Perekonomian dan 

Sumberdaya Alam berjumlah 11 (sebelas) orang. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2009 

tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Barat diketahui bahwa susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat, terdiri dari: 

1. Sekretaris Daerah ; 

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari : 

a. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, terdiri dari : 

1) Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum; 

2) Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan 

3) Kepala Sub Bagian Pertanahan. 
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b. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari : 

1) Kepala Sub Bagian Pembinaan Mental, Spiritual dan Agama; 

2) Kepala Sub Bagian Pembinaan Kesejahteraan Rakyat; dan 

3) Kepala Sub Bagian Pembinaan Pemuda dan Olahraga. 

c. Kepa!a Bagian Hukum, terdiri dari: 

1) Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum; 

2) Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan; dan 

3) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM. 

d. Kepala Bagian Organisasi, terdiri dari : 

I) Kepala Sub Bagian Kelembagaan; 

2) Kepa!a Sub Bagian A . .r1alisi Jabatan dan Beban Kerja; dan 

3) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja. 

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari: 

a. Kepala Bagian Administrasi Pembangu.rmn, terdiri dari : 

1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program; 

2) Kepala Sub Bagian Pengendalian Program; dan 

3) Kepa!a Sub Bagian Pengkajian, Analisis dan Pe!aporan. 

b. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari 

1) Kepala Sub Bagian Bina Perekonomian; 

2) Kepa!a Sub Bagian Pengendalian SDA dan LH; dan 

3) Kepala Sub Bagian Bina Produksi Daerah; 

c. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari : 

1) Kepala Sub Bagian Pelayanan !nformasi; 

2) Kepala Sub Bagian Data dan Komunikasi Antar Lembaga; 
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3) Kepala Sub Bagian Dokumentasi. 

4. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari : 

a. Kepala Bagian Perlengkapan, terdiri atas 

1) Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan; 

2) Kepala Sub Bagian Distribusi dan !nventarisasi Aset; dan 

3) Kepala Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan. 

b. Kepala Bagian Keuangan, terdiri dari : 

1) Kepala Sub Bagian Perbendaharaan; 

2) Kepala Sub Bagian Verifikasi; dan 

3) Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan. 

c. Kepala Bagian Umum, terdiri dari: 

1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 

2) Kepala Sub Bagian Protokol dan Petjalanan Dinas; dan 

3) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga. 

d. Kepala Bagian Santelda dan PDE, terdiri dari: 

1) Kepala Sub Bagian Telekomunikasi; 

2) Kepala Sub Bagian Sandi; dan 

3) Kepala Sub Bagian Pusat Data Elektronik. 

5. Kelompok Jabatan Fungsional 

b. Tugas Pokok dan Fungsi 

1. Kepala Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam 

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas 

menyediakan bahan pen.Lrnusan kebijakan pemerintah daerah, pembinaan, 

koordinasi dan fasilitasi, penyusunan pedoman dan petunjuk serta memonitor, 
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mengevaluasi dan melaporkan perkembangan di bidang perekonomian dan 

sumber daya alam. 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bagian Bagian Perekonomian dan 

Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi : 

a) Penyusunan bahan kebijakan pemerintahan daerah di bidang 

perekonomian dan surnber daya alam ; 

b) Penyusunan bahan perencanaan strategis bidang perekonomian dan 

sumber daya alam ; 

c) Pengumpulan data penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan 

pengembangan sektor sarana perekonomian, pengelolaan surnber daya 

a!am dan lingkungan hidup, sarana produksi dan budidaya, promos1, 

investasi dan pengendalian serta memantau perkembangannya; 

d) Pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman, petunjuk teknis 

pembinaan pengembangan sektor sarana perekonomian, pengelo!aan 

sumber daya alam dan lingkungan hidup, sarana produksi dan budidaya, 

promosi, investasi dan pengendalian serta memantau perkembangannya; 

e) Penyusunan bahan pelaksanaan dan pelaksanaan administrasi bidang 

perekonomian dan sumber daya alam ; 

f) Penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang perekonomian dan 

sumber daya alam ; 

g) Penyusunan penyelenggaraan sistem informasi bidang perekonomian dan 

sumber daya alam ; dan 

h) Monitoring, eva!uasi dan pe!aporan pelaksanaan 

Kepala Bagian Perekonomian dan Surnber Daya Alam, terdiri dari 
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a) Kepala Sub Bagian Bina Perekonomian; 

b) Kepala Sub Bagian Pengendalian SDA dan LH; dan 

c) Kepala Sub Bagian Bina Produksi Daerah. 

Tupoksi Kepala Sub Bagian Bina Perekonomian : 

( 1) Kepala Sub Bagian Bina Perekonomianmempunyai tugasmenyiapkan bahan 

perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang bina perekonomian, 

penyusunan rencana dan program kerja bidang perekonomian, penyusunan 

pedoman, petunjuk teknis pembinaan pengembangan usaha daerahlbadan 

usaha milik daerah/perbankan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, 

perdagangan dan perindustrian 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ), Kepala 

Sub Bagian Bina Perekonomian menyelenggarakan fungsi : 

a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada sub bidang Dina 

Perekonomian; 

b. Menyiapkan data dan bahan-bahan dalam rangka melaksanakan 

koordinasi dan fasilitasi bidang pengendalian Usaha Koperasi dan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 

c. Menyiapkan bahan pe1aksanaan dan pelayanan administrasi bidang 

pengembangan Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga perekonomian 

daerah; 

d. Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang pengembangan 

Badan Usaha Milik Daerah, lembaga perekonomian daerah dan 

pariwisata; 
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e. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang 

pengembangan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga perekonomian 

daerah~ 

f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem informasi bidang 

perekonomian daerah dan pariwisata. 

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

Tupoksi Kepala Sub Bagian Pengendalian Sumberdaya Alam dan Lingkungan 

Hidup: 

( l) Kepala Sub llagian Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

mempunyai tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan pemerintah 

daerah bidang pengendalian sumber daya alam, energi dan sumber daya 

mineral dan lingkungan hid up, penyusunan pedoman, petunj uk teknis 

pembinaan pengembangan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan 

hidup, program kerja pelaksanaan dan pelayanan administrasi. fasilitasi dan 

koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian sumber daya alam 

dan lingkungan hidup. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1), Kepala 

Sub Bagian Pengendalian SDA dan LH menyelenggarakan fungsi 

a. Merencanakan dan melaksanakan kcgiatan pada sub bidang 

Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 

b. Menyiapkan dan mengelola data serta bahan dalam rangka pembinaan 

pengembangan pengendalian sumber daya alam, pembinaan energi dan 

sumber daya mineral serta lingkungan hidup ~ 
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c. Menyiapkan rekomendasi dan fasilitasi perijinan dibidang Energi dan 

Sumber Daya Mineral. 

d. Menyusun pedoman pemanfaatan pengendalian sumber daya alam, 

pembinaan energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup; 

e. Menyiapkan data dan bahan-bahan dalam rangka koordinasi dan 

fasilitasi dibidang energi dan sumber daya mineral serta lingkungan 

hid up; 

f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem informasi bidang energ1 

dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup; dan 

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

Tupoksi Kepala Sub Bagian Bina Produksi Daerah : 

( 1) Kepala Sub Bagian Bina Produksi Daerah mempunyai tugas menyediakan 

bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah bidang bina produksi 

Perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan, penyusunan 

rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi 

dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang bina produksi dan budidaya. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala 

Sub Bagian Bina Produksi Daerah menyelenggarakan fungsi : 

a. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang 

pembinaan Perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan serta 

kehutanan 
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b. Pengumpulan data dan bahan dalam rangka pengembangan usaha, 

peningkatan produksi budidaya pengelolaan perkebunan, pertanian, 

perikanan dan kelautan serta kehutanan. 

c. Pengelolaan data dan bahan dalam rangka pengembangan usaha 

produksi budidaya perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan serta 

kehutanan 

d. Pengolahan data dan bahan dalam rangka peningkatan produksi 

budidaya perkebunan pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan 

e. Penyiapan rekomendasi dan fasilitasi perijinan di bidang perkebunan 

pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan 

f Penyiapan data dan bahan dalam rangka koordinasi dan fasilitasi 

pengembangan usaha, peningkatan produksi budidaya perkebunan, 

pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan; 

g. Fasilitasi, koordinasi dan peny1apan bahan sistem informasi 

perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan 

h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

c. Visi dan ~1isi Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam SETDA 

Kabupaten Kotawaringin Barat 

Visi 

Pengembangan usaha industri, perdagangan dan koperasi sebagai \Vujud 

pemberdayaan ekonomi kerakyatan menuju masyarakat sejahtera dengan 

pelayanan prima . 
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Misi 

• Penumbuhan dan pengembangan industri perdagangan dan koperasi dengan 

memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing menuju 

era globalisasi pasar bebas 

• Peningkatan daya saing secara profesional guna memperluas kesempatan kerja, 

berusaha serta menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan 

masyarakat. 

• Pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan dan pertu.mbuhan 

ekonomi di segala bidang. 

• Peningkatan ekspor non migas dalam mengembangkan potensi daerah. 

Tujuan 

• Memperluas kesempatan kerja dan berusaha. 

• Meningkatkan daya saing 

• Menghasilkan nilai dan meningkatkan pendapatan. 

• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. 

Sasaran 

• Tenvujudnya revitalisasi kegiatan ekonomi masyarakat khususnya industri 

kecil dan perdagangan. 

• Terwujudnya industri kecil dan menengah sebagai tulang punggung 

pembangunan industri terutama sebagai pemasok dan penopang industri 

unggulan. 

• Terwujudnya diversifikasi produk dan sentra produksi industri kecil daerah. 

• Tenvujudnya pembangunan koperasi menjadi badan usaha yang maju, 

profesional, mandiri dan efisien. 
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3. Akuntabilitas Publik Pada Bagian Perekonomian dan SDA, Setda 

Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Rangka Pemberian Izin Usaha 

Pertambangan 

Untuk membahas akuntabilitas publik pada bagian Perekonomian dan SDA 

dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan dapat dilihat dari jenis-jenis izin 

usaha pertambangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian 

Perekonomian dan SDA dikatakan bahwa akuntabilitas salah satunya dilihat dari 

aspek legalitas. Berikut kutipan wawancaranya. 

"legalitas pengusahaan bahan galian menurut Undang-Undang Nomor 
4Tahun 2009 secara substansi hanya daJam satu bentuk, yaitu izin usaha.Undang­
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatu Bara yang 
berlaku saat ini, memberikan panduan bahwa pengelolaan danpengusahaan bahan 
galian dilakukan secara sistematis sejak penetapan wilayah pertambangan yang 
merupakan bagian dari tata ruang nasional. Dan jenis izin usaha pertambangan ini 
juga telah diatur dalam UU No.4 Tahun 2009" (wawancara, 11 April2014) 

Jenis izin usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009, lebih sederhana dari pada jenis izin menurut Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 1967. 

1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) 

1zin usaha pertambangan adalah legalitas pengelolaan danpengusahaan bahan 

galian yang diperuntukkan bagi badan usaha baiks\vasta nasional, maupun badan 

usaha asing, koperasi, dan perseorangan. Selanjutnya menurut Pasal 36 ayat ( 1) 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun2009, IUP terdiri atas dua tahap yaitu: 

a) Izin usaha pertambangan eksplorasi, yaitu, 1zm usaha untuk 

melakukantahapan kegiatan penyelidikan umum. IUP eksplorasi secara 

teknismeliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 
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( 1) Penyelidikan urn urn; 

(2) Eksplorasi; dan 

(3) Studi kelayakan. 

Jangka waktu IUP eksplorasi untuk pertambangan batu bara palinglama 7 

tahun dan pemegang IUP eksp!orasi batu bara diberi wilayahiUP antara 5.000 

hektar sampai dengan 50.000 hektar. 

b) Izin usaha pertambangan operasi produksi, yaitu, izin usaha yangdiberikan 

untuk melakukan tahapan kegiatan produksi. !UP operasiproduksi secara 

teknis meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

( 1) Konstruksi a tau pekeijaan persiapan; 

(2) Penambangan; 

(3) Pengolahan dan pemurnian; 

(4) Pengangkutan dan penjualan. 

Jangka \Vaktu IlJP operasi produksi untuk pertambangan batu bara 

yaituselama 20 tahun, dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali 

masingmasing sepuluh tahun dan luas wilayah yang diberikan terhadap 

pemegang IUP operasi produksi adalah maksimum 15.000 hektar.Hal ini 

dipertegas dengan ungkapan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA berikut. 

"pembagian izin usaha pertambangan ini menjadi dua menunjukkan bahwa 
dalam kegiatan pertambangan diperlukan perolehan dua kali tahap izin, untuk 
dapat memperoleh melakukan kegiatan eksplorasi dan kegiatan operasi 
produksi. lzin usaha pertambangan ini diberikan oleh Bupati/walikota apabila 
wilayah IUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota ... Gubemur apabila 
wilayah IUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi 
setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .... Menteri apabila wilayah 
IUP berada pada lintas provinsi setelahmendapatkan rekomendasi dari 
gubemur dan bupati/walikota setempatsesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. (wawancara, 11 April 2014) 
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2) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) 

!zin Usaha Pertambangan Khusus adalah 1zm untuk melakukan 

usahapertambangan khusus, wilayah izin usaha pertambangan khusus adalah 

wilayah pencadangan negara yang dapat diusahakan. IUPK ini diberikanhanya 

untuk satu jenis mineral atau batu bara saja. Hal ini seperti juga diungkapkan oleh 

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA dalam wawancara berikut. 

"Pemegang IUPK yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola 
diberikan prioritas untuk mengusahakannya. Apabila pemegang IUP ini 
bermaksud mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut wajib 
mengajukan pennohonan IUP baru. Apabila pemegang IUP tidak berminat untuk 
mengusahakan mineral lain yang ditemukannya tersebut maka mineral lain lain 
tersebut dapat diberikan kepada pihak lain yang berminat hanya oleh Menteri" 
(wawancara, 11 April 2014) 

Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tm didasari 

pertimbangan: 

( 1) Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri; 

(2) Sumber devisa negara; 

(3) Kondisi wilayah didasarkan kepada keterbatasan sarana dan prasarana; 

( 4) Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; 

(5) Daya dukung lingkungan; 

(6) Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar. 

IUPK diprioritaskan kepada badan usaha yang berbati~n hukum Indonesia 

BUMN, BUMD atau badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.IUPK 

terdiri atas dua tahap yaitu : 

( 1) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi J<Jmsus, yaitu, 1zm untukmelakukan 

tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studikelayakan. Luas 
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area yang diberikan untuk satu WIUPK eksplorasikhusus yaitu paling banyak 

50.000 hektar danjangka waktu paling lama7 tahun. 

(2) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus, yaitu, izin usahayang 

diberikan untuk melakukan tahapn kegiatan konstruksi,penambangan, 

pengo!ahan dan pemurnian, serta pengangkutan danpePJua!an. Luas areal 

untuk satu WIUPK operasi produksi adalah paling banyak 15.000 hektar dan 

jangka waktu WIUPK operasiproduksi adalah paling lama dua puluh tahun 

dengan masa perpanjangdua ka!i masing-masing sepuluh tahun. 

Setiap pemegang IUPK eksplorasi mendapat Jamman untuk 

memperolehiUPK operasi produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha 

pertambangannya, dan IUPK operasi produksi dapat diberikan kepadabadan 

usaha yang berbadan hukum Indonesia BUMN, BUMD, dan badanusaha 

swasta yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan(sinkronisasi 

data mi!ik pemerintah dan pemerintah daerah). Hal ini seperti juga 

diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA dalam wawancara 

berikut. 

"Apabila dalam kegiatan eksp!orasi dan kegiatan industri ke!ayakan tersebut 
pemegang IUPK mendapatkan mineral atau batu bara yang tergali wajib 
melaporkan kepada menteri, dan apabila pemegang IUPK tersebut ingin 
menjual mineral atau batu bara yang tergali tersebut wajib mengajukan izin 
sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. Izin sementara 
tersebut diberikan oleh menteri. Mineral atau batu barayang tergali dikenakan 
biaya produksi." (wawancara, 11 April2014) 

3) Izin Pertambangan Rakyat ( IPR) 

Kegiatan pertambangan rakyat dilakukan di wilayah yang telah ditentukan 

peruntukkannya sebagai WPR (wilayah Pertambangan Rakyat) dan/atau pada 
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wilayah yang telah ada kegiatan penambangan rakyat sekurang-kurangnyal5 

tahun. Adapun ruang lingkup pertambangan rakyat adalah sebagai berikut : 

(1) Komoditas yang dapat diusahakan, diatur dalam Pasal 66, yaitu, bahwa 

kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan ke dalarn : 

(a) Pertambangan minerallogam; 

(b) Pertarnbangan mineral bukan logam; 

(c) Pertarnbangan batuan; dan/atau 

(d) Pertambangan batu bara. 

(2) Pertarnbangan rakyat diperuntukkan dan/atau dapat diusahakn oleh: 

(a) Perseorangan, dengan luas areal rnaksirnum 1 hektar; 

(b) Kelompok, dengan luas areal maksimtun 5 hektar; 

(c) Koperasi, dengan Iuas areal rnaksirnurn 10 hektar 

(d) Jangka waktu pengusahaan pertarnbangan rakyat maksirnurn selarna5 

tahun dan dapat diperpanjang. 

a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for 

probity an /ega/it)~ 

Secara teoritik, akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum berkaitan 

dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dan jarninan adanya kepatuhan 

dalam proses pelayanan izin pertambangan. Untuk hal ini berdasarkan data 

lapangan diketahui bahwa akuntabilitas hukurn ini terkait dengan hak dan 

kewajiban para pernegang IUP, IUPK dan IPR dalarn proses pelayanan Izm 

pertambangan. Berdasarkan data lapangail diketahui bahwa Hak pemegang IUP 

dan IUPK adalah sebagai berikut: 
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( 1) Berhak melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan,baik 

kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi; 

(2) Berhak memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan 

pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan; 

(3) Berhak memiliki mineral termasuk mineral ikutannya, atau batu barayang 

telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atauiuran produksi, 

kecuali mineral ikutan radioaktif. 

( 4) Pemegang IUP dan IUPK tidak noleh memindah.lcan IUP dan IUPK 

nyakepada pihak lain. Pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursasaham 

Indonesia hanya dpaat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksploeasi 

tertentu ( telah ditemukan 2 wilayah prospek dalam kegiataneksplorasi) dan 

hanya dengan syarat bahwa adanya pemberitahuankepada menteri, gubemur, 

bupati/walikota sesuai dengankewenangannya dan tidka bertentangan dengan 

peraturan perundangu.11dangan. 

(5) Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan 

usahapertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan 

SDA berikut. 

"Seorang pemegang izin berhak melakukan sebagian atau seluruh tahapan 
usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi 
produksi.......... berhak memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk 
keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang -
undangan ..... berhak memiliki mineral termasuk mineral ikutannya, atau batu bara 
yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran 
produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif ....... pemegang IUP dan IUPK tidak 
boleh memindahkan IUP dan IUPK nya kepada pihak lain. Pengalihan 
kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan 
setelah melakukan kegiatan eksplorasi tertentu (telah ditemukan 2 wilayah 
prospek dalam kegiatan eksplorasi) dan hanya dengan syarat bahwa adanya 
pemberitahuan kepada menteri, gubemur, bupati/walikota sesuai dengan 
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kewenangannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang­
undangan .... pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha 
pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" 
(Wawancara, 11 April2014) 

Akuntabilitas hukum berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan 

dan jaminan adanya kepatuhan dalam proses pelayanan izin pertambangan. Hal ini 

terkait dengan bagaimana pelaksanaan kewajiban pemegang Izin Usaha 

Pertambangan (IUP) dan lzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Seperti 

diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA berikut. 

"kalau ditanya tentang akuntabilitas hukum maka indikatomya adalah 
bagaimana kami selaku pemberi layanan bidang SDA terutama pertambangan bisa 
memantau pelaksanaan kewajiban para pemegang 1zm pertambangan. 
Akuntabilitas hukum termasuk didalamnya adalah penghindaran terhadap 
penyalahgunaan jabatan serta adanya jaminan atas kepatuhan proses pelayanan 
izin pertambangan" (Wawancara, 11 April 2014) 

1) Kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha 

Pertambangan Khusus (IUPK) 

Kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha 

Pertambangan Khusus (IUPK) adalah sebagai berikut : 

Kewajiban seputar kegiatan usaha : 

( 1) Menge lola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia; 

(2) Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batu bara dalam 

pelaksanaan pertambangan, pengolahan dan pemumian, serta pemanfaatan 

mineral dan batu bara. 

(3) Pemegang IUP dan IUPK operasi produksi wajib melakukan pengolahan dan 

pemumian hasil penambangan di dalam negeri. (Jadi pemegang !UP dan 

IUPK wajib membangun smelter atau tempat pengolahan dan pemurnian 
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hasil penambangan) .Seperti diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian 

dan SDA berikut. 

"terkait dengan hal ini pemegang IUP dan IUPK dapat mengolah dan 
memumikan hasil pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya yaitu 
melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi atau perseorangan yang telah 
mendapatkan IUP atau IUPK dimana IUP tersebut merupakan IUP operasi 
produksi khusus untuk pengolahan dan pemumian yang dikeluarkan oleh menteri, 
gubernur,bupati/waJikota sesuai dengan kewenangannya ...... pemegang IUP dan 
IUPK operasi produksi dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil 
pertambangan yang tidak memiliki IUP. IPR dan IUPK" (Wawancara, 11 April 
2014) 

( 4) Badan usaha yang tidak bergerak di dalam usaha pertambangan yang 

bermaksud menjual mineral dan /atau batu bara yang tergali wajib terlebih 

dahulu memiliki IUP operasi produksi untuk penjualan, dimana IUP tersebut 

hanya dapat diberikan untuk satu kali penjualan oleh menteri, gubemur, atau 

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 

Mineral atau batu bara yang tergali dan akan dijual tersebut dikenakan iuran 

produksi. Badan usaha yang bermaksud menjual mineral dan!ataubatu bara 

yang tergali tersebut wajib menyampaikan laporan hasilpenjualan mineral 

dan/atau batu bara yang tergali kepada menteri,gubemur atau bupati/walikota 

sesuai dengan kewenangannya. 

(5) Pemegang IUP dan IUPK hams mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja 

setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(6) Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan 

IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada didaerah tersebut 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(7) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh 

dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada menteri,gubernur atau 

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 

(8) Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala 

atas rencana keija berka!a atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha 

pertambangan mineral dan batu bara kepada menteri,gubernur atau 

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan mengenai bentuk, 

jenis, waktu dan tata cara penyampaian !aporan tersebut akan diatur !ebih 

lanjut di dalam peraturan pemerintah. 

(9) Setelah 5 tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang 

sahamnya dimiliki o!eh asing wajib me!akukan divestasi saham pada 

pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta 

nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham diatur lebih lanjut 

dengan peraturan pemerintah. 

(lO)Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan perusahaanjasa pertambangan 

lokal dan/atau nasional. Apabila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan 

tersebut maka pemegang IUP dan IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa 

pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia. 

Jenis usaha pertambangan tersebut adalah : 

(a) Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan dibidang: 

• penyelidikan umum; 

• eksplorasi; 

• studi ke!ayakan; 

• konstruksi pertambangan; 
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• pengangkutan; 

• lingkungan pertambangan; 

• pascatambang dan reklamsi; 

• keselamatan dan kesehatan kerja. 

(b) Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang : 

• Penambangan 

• Pengolahan dan pemumian 

Pelaksanaan usaha Jasa pertambangan m1 dapat berbentuk badan 

usaha,koperasi atua perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi 

yang telah ditetapkan oleh menteri. Tanggung jawab kegiatan usaha 

pertambangan ini tetap berada atau dibebankan kepada pemegang !UP atau 

IUPK. 

Seperti diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA berikut. 

"Pemegang Izin Usaha Pertambangan eksplorasi (!UP eksplorasi) dapat 
melakukan kerjasama dengan perusahaan jasa pertambanganberdasarkan 
Peraturan Menteri No.28 Tahun 2009 tentangPenyelenggaraan Usaha Jasa 
Pertambangan Mineral dan Batubara .... hal ini menunjukkan adanya upaya 
untuk dapat melaksanakan usaha pertambangan dengan lebih baik dan 
profesional" (Wawancara, 11 April 20 14) 

Tujuan dari penyelenggaraan usaha jasa pertambangan tersebut terdapat 

dalam Pasal 2 ayat (1) Permen No.28 tahun 2009 tersebut yg berbunyi: 

"(l) Penye!enggaraan usaha jasa pertambangan bertujuan untuk : 
b. menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan; 
c. mewujudkan tertib penyelenggaraan usaha jasa pertambangan dan 

meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang­
undangan; 

d. mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lokal dalam usaha 
pertambangan melalui usaha jasa pertambangan dengan mewujudkan 
kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil." 
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Penggunaan Jasa Pertambangan sepenuhnya menjadi tanggung 

jawabpemegang IUP atau IUPK. Pelaku usaha jasa pertambangan dapat 

melakukan kegiatannya setelah mendapatkan lUJP dari Menteri,gubemur, 

atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 

Setiap pemegang IUP atau IUPK yang akan memberikan pekeijaan kepada 

perusahaan jasa pertambangan didasarkan atas kontrak kerja yang berasaskan 

kepatutan, transparan dan kewajaran. Selain itu untuk mencegah adanya jual 

beli konsesi izin pertambangan, maka pemegang IUP atau IUPK dilarang 

menerima imbalan (jee) dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku 

usaha jasa pertambangan. 

Seperti diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA berikut. 

"Pelaku usaha jasa pertambangan ini wajib pula mengutamakan kontraktor 
dan tenaga kerja lokal. Pemegang IUP dan IUPK dilarangmelibatkan anak 
perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan yang 
diusahakannya kecuali dengan izin menteri. Izin menteri tersebut dapat 
dilakukan apabila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di 
wilayah tersebut atau tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang 
bemiat/mampu" (wawancara, 11 April2014) 

(ll)Pemegang !UP dan IUPK wajib membayar pendapatan negara dan 

pendapatan daerah. Pendapatan negara tersebut terdiri dari : 

(a) Penerimaan pajak, yaitu: 

• Pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; 

• Bea masuk dan cukai 

(b) Penerimaan negara bukan pajak, yaitu : 

• luran tetap; 

• luran eksplorasi; 
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• Pajak daerah; 

• Restribusi daerah; 
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• Pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pemegang IUP dan IUPK tidak dikenai iuran produksi sebagaimana 

dimaksud diatas dan pajak daerah dan retribusi daerah atas tanahlbatuan yang 

ikut tergali pada saat penambangan. Namun apabila pemegang IUP dan IUPK 

tersebut memanfaatkan tanahlbatuan yang ikut tergali pada saat penambangan 

maka akan dikenakan iuran produksi. 

(12)Pemegang IUPK operasi produksi pertambangan mineral dan batu bara wajib 

membayar sebesar 4% kepada pemerintah dan 6% kepada pemerintah daerah 

dari keuntungan bersih dari sejak berproduksi 

(13)Pemegang IUP dan IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi 

wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan 

ketentua peraturan perundang-undangan. Kewajiban mengenai lingkungan 

dan sosial: 

(a) Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dengan cara : 

• Melaksanakan ketentuan dan kesehatan kerja pertambangan; 

• Melaksanakan keselamatan operasi pertambangan; 

• Melaksanakan penge!olaan dan pemantauan lingkungan 

pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi pasacatambang; 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 129 

16/41841.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

• Melaksanakan upaya konservasi sumber daya mineral dan batu bara 

• Melaksanakan pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha 

pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi 

standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan. 

(b) Me!aksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, 

dimana penuyusunan program dan rencana tersebut dikonsultasikan 

kepada pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. 

(c) Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan. 

(d) Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standard dan 

bakumutu lingkunagn sesuai dengan karakteristik suatu daerah 

(e) Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan 

dayadukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

2) Hak dan Kewajiban Pemegang IPR 

Kemudian untuk hak dan kewajiban pelaku usaha pertambangan rakyat 

sebagai pemegang, yaitu terdiri dari 

Hak -hak pemegang IPR terdiri dari : 

a) Mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang lingkungan, teknis 

pertambangan dan manajemen dari pemerintah pusat dan/ataupemerintah 

daerah; 

b) Mendapat bantuan modal. 

Kewajiban pemegang IPR, terdiri dari: 
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a) Melaksanakan kegiatan pertambangan paling lambat tiga bulan setelah IPR 

diterbitkan; 

b) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang K3, 

lingkungan, teknis pertambangan, pengelolaan lingkungan dan mematuhi 

standar yang berlaku; 

c) Melakukan pengelolaan lingkungan hidup bersama pemerintah daerah; 

d) Membayar iuran tetap dan iuran produksi; 

e) Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala. 

Seperti diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA berikut. 

" .... akuntabilitas hukum terkait dengan pemberian izin usaha pertambangan 
adalah proses penegakan aturan da1am izin pertambangan, dan ini dapat dilihat 
dari hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh para pemilik izin. Kami selaku 
aparat pemerintah adalah sebagai pihak yang memantau berjalannya aturan 
tersebut dan memastikan bahwa hak dan kewajiban para pemegang izin telah 
dipenuhi sebagaimana seharusnya ... "(Wawancara, 18 April 2014) 

Hal ini juga diperkuat dengan ungkapan dari Kepala Bagian Hukum terkait 

dengan penegakan hukum atas pemberian izin pertambangan. 

" .... pelaksanaan aturan perizinan pertambangan yang ada selama ini saya 
pribadi menilai sudah sesuai dengan aturannya. Tetapi kewajiban-kewajiban atas 
izin yang diberikan ini memang masih harus terus dipantau oleh Bagian 
Perekonomian dan SDA. ... karena kekurangan dari struktur di Kabupaten 
Kotawaringin Barat ini adalah tidak adanya Kantor/Badan/Dinas/Instansi teknis 
khusus yang membidangi Pertambangan dan energi .... " (Wawancara, 16 April 
2014) 

b. Akuntabilitas proses (process accountability) 

Akuntabilitas proses ini terkait dengan prosedur yang digunakan dalam 

melaksanakan tugas. Berdasarkan data lapangan yang diperoleh diketahui bahwa 

prosedur pemberian IUP, IUPK dan IPR dijelasakan sebagai berikut. 
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1) Prosedur Pemberian IUP 

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menegaskan bahwa untuk 

memperoleh izin usaha pertambangan, maka baik badan usaha, koperasi atau 

perorangan diperoleh melaui lelang yang dijelaskan dalam Pasal 46, Pasal 51 dan 

Pasal 60 untuk mineral logam dan batubara. Sedangkan untuk mineral bukan 

logam dan batuan diatur dalam pasal 53 sampai dengan pasal 59 UU 4 2009, 

dimana untuk mineral bukan logam dan batuan IUP diberikan melalui tahapan 

pemberian WIUP dan pemberian IUP. Dalam upaya untuk menekan adanya 

praktek jual beli konsesi izin usaha pertambangan, maka pemerintah menerapkan 

sistem lelang dalam memberikan izin usaha pertambangan yang diatur dalam 

Pasal 14 Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, yang memberikan 

penjelasan mengenai prosedur lelang. 

Hal ini seperti dijelaskan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA tentang 

bagaimana mekaPisme dan prosedur dari pemberian !UP. 

" .... sebenamya prosedur pemberian IUP sudah ada aturannya yaitu tercantum 
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa untuk 
memperoleh izin usaha pertambangan, maka baik badan usaha, koperasi atau 
perorangan diperoleh melaui lelang yang dijelaskan daJam Pasal 46. Pasal 51 dan 
Pasal 60 untuk mineral logam dan batubara....... sedangkan untuk mineral logam 
dan batuan pemberian IUP dilakukan tanpa melakukan tahapan lelang, semua IUP 
diberikan melalui tahapan pemberian WIUP terlebih dahulu kemudian bam 
diterbitkan IUP. Dalam upaya untuk menekan adanya praktek jual beli konsesi 
izin usaha pertambangan, maka pemerintah menerapkan sistem lelang dalam 
memberikan izin usaha pertambangan yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan 
pemerintah Nomor 23 Tahun 2010" (Wawancara, 18 April 2014) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa tahapan dalam 

pemberian IUP bisa dilakukan melalui sistem lelang untuk mineral logam dan 

batubara, adapun tahapan lelang tersebut adalah sebagai berikut : 

o pengumuman prakualifikasi; 
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o pengambilan dokumen prakualifikasi; 

o pemasukan dokumen prakualifikasi; 

o evaluasi prakualifikasi; 

o klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi; 

o penetapan hasil prakualifikasi; 

o pengumuman hasil prakualifikasi; 

o undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi; 

o pengarnbilan dokurnen lelang; 

o penjelasan lelang; 

o pemasukan penawaran harga; 

o pernbukaan sarnpul; 

o penetapan peringkat; 

o penetapanlpengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan 

penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan 

o memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang. 

Dalam pelelangan, panitia lelang akan menjelaskan mengenai Wilayah Izin 

Usaha Pertambangan (WIUP) kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus 

prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa: 

• lokasi; 

• koordinat; 

• jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara; 

• ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan; 

• ringkasan hasi! eksplorasi pendahu!uan apabila ada; dan 

• status lahan. 
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Dengan adanya lelang tersebut, maka peserta lelang sudah dapat mengetahui 

mengenai wilayah usaha pertambangan yang akan diterima dengan kata lain 

peserta lelang tidak akan merasa rugi terhadap wilayahusaha pertambangan yang 

akan diterimanya kemudian, karena dalampelelangan sudah dijelaskan mengenai 

!okasi, koordinat, jenis minera!dan status lahan. 

Hal ini seperti dijelaskan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA tentang 

dampak dari mekanisme lelang yang dijalankan dalam memberikan izin usaha 

pertambangan. 

" .... sebenarnya mekanisme dan prosedur lelang ini dilakukan dengan maksud 
dalam rangka mengurangi praktek jual beli izin usaha pertambangan ..... maka 
pemberian izin usaha pertambangan diberikan dengan cara pelelangan yang diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan 
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ..... dan berdasarkan Pasal 13 ayat 
Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 untuk menjadi peserta lelang, maka 
pemohon harus memenuhi persyaratan baik pernyaratan administrastif, teknis 
dll ... hal ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa pihak yang mendapat izin 
usaha ini adalah pihak yang benar-benar kompeten untuk mengelola bidang 
pertambangan yang ada" (Wawancara, 18 April2014) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa mekanisme dan prosedur 

lelang ini dilakukan dengan maksud dalam rangka mengurangi praktek jual beli 

izin usaha pertambangan. Pemberian izin usaha pertambangan diberikan dengan 

cara pelelangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Berdasarkan Pasal 13 ayat Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 untuk 

menjadi peserta lelang, maka pemohon harus memenuhi persyaratan yaitu: 

Syarat administratif, yang terdiri dari : 

( 1) badan usaha, paling sedikit meliputi: 

(a) mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang; 

(b) profi! badan usaha; 
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(c) akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan 

yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan 

(d) nomor pokok wajib pajak. 

(2) operasi, paling sedikit meliputi: 

(a) mengisi formu!ir yang sudah disiapkan panitia lelang; 

(b) profil koperasi; 

(c) akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang 

telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan 

(d) nomor pokok wajib pajak 

(3) orang perseorangan paling sedikit meliputi: 

(a) mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang; 

(b) kartu tanda penduduk; dan 

(c) nomor pokok wajib pajak. 

(d) perusahaan firma dan perusahaan komanditer paling sedikit meliputi: 

• mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang; 

• profil perusahaan; 

• akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha 

pertambangan; dan 

• nomor pokok wajib pajak. 

Syarat teknis, yang terdiri dari : 

( 1) pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang 

pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi 

perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra 

kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan; 
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(2) mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang 

pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3(tiga) 

tahun; dan 

(3) rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun 

eksplorasi. 

Syarat finansial, yang terdiri dari : 

(1) laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik; 

(2) menempatkan jaminan kesungguhan le!ang dalam bentuk uang tunai di 

bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data 

informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP 

yang telah berakhir; dan 

(3) pemyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka 

waktupaling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman 

pemenanglelang. 

Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka waktu paling 

lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga. Hasil 

pelaksanaan lelang WillP dilaporkan oleh panitia Ielang kepada Menteri, 

gubemur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan 

pemenang Ielang WIUP. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya berdasarkan usulan panitia lelang adalah pihak yang menetapkan 

pemenang lelang WIUPmineral logam dan/atau batubara dengan cara 

memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam 

daPJataubatubara kepada pemenang lelang. 
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IUP diberikan melalui tahapan pemberian WIUP dan pemberian IUP 

berdasarkan Pasal 7 Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Setelah 

memperoleh WIUP melalui lelang, maka untuk mendapatkan IUP, maka pelaku 

usaha harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut : 

( 1) Persyaratan administratif, yaitu : 

(a) untuk badan usaha, meliputi: 

• surat permohonan; 

• susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan 

• surat keterangan domisili. 

(b) untuk koperasi, meliputi: 

• surat permohonan; 

• susunan pengurus; dan 

• surat keterangan domisili. 

(c) untuk orang perseorangan meliputi: 

• surat permohonan; dan 

• surat keterangan domisili. 

(d) untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi: 

• surat permohonan; 

• susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan 

• surat keterangan domisili. 

(2) Persyaratan teknis 

(a) IUP Eksplorasi, meliputi: 

• daftar riwayat hidup dan surat pemyataan tenaga ahli pertambangan 

dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; 
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• peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang 

dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasigeografi yang 

berlaku secara nasional. 

(b) IUP Operasi Produksi, meliputi: 

• peta wi!ayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan 

bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku 

secara nasional; 

• laporan lengkap eksplorasi; 

• laporan studi kelayakan; 

• rencana reklamasi dan pascatambang; 

• rencana kerja dan anggaran biaya; 

• rencana pembangunan saran a dan prasarana 

kegiatanoperasi produksi; dan 

• tersedianya tenaga ahli pertambangan 

yangberpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun. 

(3) Persyaratan lingkungan meliputi: 

dania tau 

penunJang 

geologi 

(a) untuk IUP Eksp!orasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. 

(b) untuk IUP Operasi Produksi meliputi: 

• pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang­

undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 

• persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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(4) Persyaratan finansial: 

(a) IUP Eksplorasi, meliputi: 

• bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiataneksplorasi; 

dan 

• bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasille!ang WIUP 

mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau 

bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan 

peta WIUP mineral bukan logam atau bav .. mn atas pennohonan wilayah. 

(b) IUP Operasi Produksi, meliputi: 

• laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; 

• bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahu.t1 terakhir; dan 

• bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran 

lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir. 

Dilihat dari syarat-syarat tersebut, maka dapat kita ketahui, bahwa baik badan 

usaha, koperasi atau pun perseorangan yang ingin memperoleh izin usaha 

pertambangan harus berkompeten dalam melakukan kegiatan usaha 

pertambangan, baik untuk !UP eksplorasi maupun IUP operasi produksi. Dengan 

adanya aturan tersebut, maka tidak ada lagi orang yang tidak berkompeten yang 

memperoleh izin usaha pertambangan, karena hal ini yang sering menyebabkan 

adanya praktek jual beli konsesi izin usaha pertambangan. Sedangkan untuk IUP 

mineral non logam dan batuan, pemberian IUP dilakukan melalui mekanisme 

penetapan WIUP, setelah ditetapkannya WIUP dan pemohon membayar biaya 

kompensasi data informasi, baru diterbitkan IUP mineral non logam dan batuan. 
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Hal ini seperti disampaikan oleh Kepada Bagian Perekonomian dan SDA 

tentang implementasi prosedur untuk pemberian izin usaha pertambangan 

" ..... dengan banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang 
pengelola, maka dapat kita ketahui, bahwa baik badan usaha, koperasi atau pun 
perseorangan yang ingin memperoleh izin usaha pertambangan harus 
berkompeten dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan, baik untuk IUP 
eksplorasi maupun !UP operasi produksi ...... diharapkan memang dengan adanya 
aturan tersebut, maka tidak ada lagi orang yang tidak berkompeten yang 
memperoleh izin usaha pertambangan, karena hal ini yang sering menyebabkan 
adanya praktek jual beli konsesi izin usaha pertambangan ..... mineral non logam 
dan batuan,pemberian IUP lebih sederhana tanpa melalui proses Ielang yaitu 
dengan cara menetapkan WIUP baru kemudian diterbitkan IUP nya bagi pemohon 
yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundangan yang laku 
yaitu syarat administrasi, keuangan, teknis dan lingkungan" (Wawancara, 18 april 
2014). 

2) Prosedur Pemberian IUPK 

Sedangkan terkait dengan prosedur pemberian IUPK bagi pengelola tambang 

dilakuan dengan pemberian WIUPK yang terdiri atas WIUPK mineral logam 

dan!atau batubara. WfUPK diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan 

usahaswasta oleh Menteri dengan terlebih dahulu menawarkan kepada BUMN 

atau BUMD dengan cara prioritas. Apabila hanya ada 1 (satu) BUMN atau 

BUMD yang berminat, maka WIUPK diberikan kepada BlJMN atau BUMn 

dengan membayar biaya kompensasi data informasi. Apabila lebih dari 1 (satu) 

BUMN atau BUMD yang berminat, maka WIUPK diberikan Kepada BUMN atau 

BUJ\ID dengan cara lelang. Apabila tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat, 

maka WIUPK ditawarkan kepada badan usaha swasta yang bergerak dalam 

bidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang. 

Hal ini seperti disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA 

tentang implementasi prosedur untuk pemberian izin usaha pertambangan untuk 

fUPK sebagai berikut. 
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" .... terkait dengan pemberian IUPK prosedur pemberian IUPK bagi pengelola 
tambang dilakuan dengan pemberian WIUPK yang terdiri atas WIUPK mineral 
logam dan/atau batubara. WIUPK diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan 
usaha swasta oleh Menteri dengan terlebih dahulu menawarkan kepada Bl.JMN 
atau BUMD dengan cara prioritas ...... apabila hanya ada 1 BUMN a tau BUMD 
yang berminat, maka WIUPK diberikan kepada BUMN atau BUMD dengan 
membayar biaya kompensasi data informasi ..... tetapi apabila lebih dari 1 BUMN 
atau BUMD yang berminat, maka WIUPK diberikan Kepada BUMN atau BUMD 
dengan cara lelang .... dan apabila tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat, 
maka WIUPK ditawarkan kepada badan usaha swasta yang bergerak dalam 
bidang pertambangan mineral a tau batubara dengan cara lelang ..... hal ini 
dilakukan guna menjaga profesionalisme dan kontinutas dari usaha pertambangan 
yang ada" (Wawancara, 11 april2014) 

Berdasarkan hasi! wawancara di atas maka sebenamya penentuan pemenang 

izin pengelolaan tambang dilakukan dengan cara terbuka dan jika mengacu pada 

Pasal 54 Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebelum dilakukan 

pe!elangan WIUPK mineral logam atau batubara, Menteri mengumumkan secara 

terbuka WIUPK yang akan dilelang dalam jangka waktu paling Jambat 3 (tiga) 

bulan sebelum pelaksanaan lelang. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas 

proses betul-betul didahulukan dalam mekanisme pelaksanaan pemberian izin 

usaha pertarn bang an. 

Untuk kelancaran upaya Ielang ini maka dibuatlah panitia lelang. Tugas dan 

wewenang panitia lelang W!UPK mineral logam dan batubara sebagaimana 

meliputi: 

• penyiapan lelang WIUPK; 

• penyiapan dokumen lelang W!UPK; 

• penyusunanjadwallelang WIUPK; 

• pengumuman waktu pelaksanaan lelang WIUPK; 

• pelaksanaan pengumuman ulang paling banyak 2 ( dua) kali, apabilapeserta 

lelang WIUPK hanya 1 (satu); 
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• penilaian kualifikasi peserta lelang WIUPK; 

• melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; 

• pelaksanaan lelang WIUPK; dan 

• pembuatan berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang 

lelang W!UPK. 

Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUPK harus memenuhi 

persyaratan: 

( 1 )Persyaratan administratif meliputi: 

(a) mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang; 

(b) profil badan usaha; 

(c) akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pert.ambangan 

yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;dan 

(d) nomor pokok wajib pajak. 

(2) Persyaratan teknis meliputi: 

(a) pengalaman badan usaha di bidang pertambangan mineral atau batubara 

paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baruharus mendapat 

dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang 

bergerak di bidang pertambangan; 

(b) mempunyai paling sedikit 1 (satu) tenaga ahli dalam bidang pertambangan 

danlatau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3(tiga) tahun; 

(c) rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 1 (satu) tahun. 

(3) Persyaratan finansial meliputi: 

(a) laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik; 
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(b) menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunaidi 

bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data 

informasi atau total biaya pengganti investasi untuklelang WIUPK yang 

telah berakhir; dan 

(c) pemyataan bersedia membayar nilai sesuai surat penawaran lelang da!mn 

jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman 

pemenang lelang. 

Berdasarkan informasi yang didapat dari Kepala Bagian Perekonomian dan 

SDA diketahui bahwa prosedur lelang yang dilaksanakan untuk menentukan 

pemegang izin usaha pertambangan adalah sebagai berikut. 

" ... da!arn rangka menjaga transparansi dan akuntabiitas proses lelang, sesuai 
ketentuan peraturan perundangang-undangan yang belaku, prosedur lelang 
meliputi tahap yaitu pengumuman prakualifikasi; pengambilan dokumen 
prakualifikasi;pemasukan dokumen prakualifikasi; evaluasi prakualifikasi; 
kemudian...... klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen 
prakualifikasi:penetapan hasil prakualifikasi: yang diikuti dengan 
pengumuman hasil prakualifikasi ...... kemudian undangan kepada peserta yang 
lulus prakualifikasi serta pengambilan dokumen lelang; penjelasan 
lelang;pemasukan penawaran harga; pembukaan sampul; penetapan 
peringkat; penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan 
berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan memberi 
kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang ...... semua tahapan ini 
dilakukan satu per satu dengan mekanisme yang berurut serta 
transparan .... "(Wawancara, 18 April2014) 

Dari hasi! \vm:vancara di atas terlihat bahwa prosedur lelang meliputi tahap: 

• pengumuman prakualifikasi; 

• pengambilan dokumen prakualifikasi; 

• pemasukan dokumen prakualifikasi; 

• evaluasi prakualifikasi; 

• klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi; 
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• penetapan hasil prakualifikasi; 

• pengumuman hasil prakualifikasi; 

• undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi; 

• pengambilan dokumen lelang; 

• penjelasan lelang; 

• pemasukan penawaran harga; 

• pembukaan sampul; 

• penetapan peringkat; 

• penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukanberdasarkan 

penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan 

• memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang. 

Penjelasan lelang wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUPK kepada peserta 

pelelangan WTUPK yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis 

berupa: 

• lokasi; 

• koordinat; 

• jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara; 

• ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan; 

• ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan 

• status lahan. 

Kemudin untuk menjaga akuntabilitas proses ini, dalam prosedur pelelangan 

yang berhak menetapkan pemenang lelang adalah menteri/gubernur/Bupati atau 

walikota sesuai dengan kewenangannya. Semua berdasarkan usulan panitia lelang 

menetapkan pemenang lelang WIUPK mineral logam dan/atau batubara dan 
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memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUPK mineral 

logam dan/atau batubara kepada pemenang lelang. Hal ini seperti dikemukakan 

oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA berikut. 

" .... kami di daerah (Kabupaten Kotawaringin Barat-pen) hanyalah sebagai 
petugas teknis lapangan, karena pengambil kebijakan tertinggi tetap pemerintah 
pusat melalui menteri terkait nanti akan menentukan pemenang lelang yang 
kemudian ditetapkan dalam keputusan menteri .... .jadi kami hanya sebagai penitia 
dan penetapan dilakukan oleh menteri" (Wawancara, 18 April 2014) 

WIUPK diberikan melaJui tahapan pemberian WIUPK dan pemberian IUPK 

berdasarkan Pasal 50 Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Setalah 

memperoleh WIUP melalui lelang, maka untuk mendapatkan TIJP, maka pelaku 

usaha harus memenuhi persyaratan,sebagai berikut : 

( 1) Persyaratan administratif meliputi: 

(a) untuk IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dan 

batubara yang diajukan BlJMN atau BUMD yang diberikanberdasarka.11 

prioritas: 

• surat permohonan; 

• profil badan usaha; 

• akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha 

pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 

• nomor pokok wajib pajak; 

• susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan 

• surat keterangan domisili. 

(b) untuk IUPK Eksp!orasi dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dan 

batubara yang diajukan oleh pemenang lelang WIUPK: 

• surat permohonan; 
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• susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan 3. surat keterangan 

domisili. 

n) Pt>r<:v!'!ratan teknis melinut1. · \- -• v.; ~• • • .. • '.t" • • 

(a) pengalaman BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta di bidang 

pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun; 

(b) mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ah!i dalam bidang 

pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3(tiga) 

tahun; dan 

(c) rene ana keija dan anggaran biaya untuk kegiatan 1 ( satu) tahun. 

(3) Persyaratan lingkungan meliputi: 

(a) untuk IUP Eksplorasi meliputi pemyataan untuk mematuhi ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelo!aan 

Iingkungan hidup. 

(b) untuk IUP Operasi Produksi meliputi: 

• pemyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan 

peraturanperundang-undangan di bidang perlindungan dan 

pengelolaanlingkungan hidup; dan 

• persetujuan dokumen lingkungan hidup sesua1 ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

( 4) Persyaratan tinansial meliputi: 

(a) IUPK Eksplorasi, meliputi: 

• bukti penempatan Jam man kesungguhan pelaksanaan 

kegiataneksplorasi; dan 
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• bukii pembayaran harga nilai kompensasi data informasi atau sesuai 

dengan surat penawaran. 

(b) IUPK Operasi Produksi, meliputi: 

• laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan 

pubhk;dan 

• bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir. 

Hal ini seperti disampaikan oleh Kepada Bagian Perekonomian dan SDA 

tentang implementasi prosedur untuk pemberian izin usaha pertambangan 

" ..... dengan banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang 
pengelola, maka dapat kita ketahui, bahwa baik badan usaha, koperasi atau 
pun perseorangan yang ingin memperoleh izin usaha pertambangan harus 
berkompeten dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan, baik untuk 
IUPK eksplorasi maupun IUPK operasi produksi ...... diharapkan memang 
dengan adanya aturan tersebut, maka tidak ada lagi orang yang tidak 
berkompeten yang memperoleh izin usaha pertambangan, karena hal ini yang 
sering menyebabkan adanya praktek jual beli konsesi izin usaha 
pertambangan ..... " (Wawancara, 18 April2014) 

3) Prosedur Pemberian IPR 

Untuk prosedur pemberian IPR, berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 

2009 diatur dalam Bab IX tentang izin pertambangan rakyat mulai dari pasal 66 

sampai dengan pasal 72. IPR diberikan terutama kepada penduduk setempat, baik 

perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi oleh 

bupati/walikota dengan menyampaikan surat permohonan. Dimana kewenangan 

pelaksanaan pemberian IPR tersebut dapat dilimpahkan oleh bupati/walikota 

kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA 

tentang prosedur pemberian IPR berikut ini. 
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" .... berbeda dengan IUP dan IUPK, prosedur pemberian IPR diatur dalam 
Bah IX pasal 66 sampai dengan 72 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 dimana 
IPR diberikan terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun 
kelompok masyarakat dan/atau koperasi oleh bupati/walikota dengan 
menyampaikan surat permohonan ...... dan kewenangan pelaksanaan pemberian 
IPR tersebut dapat dilimpahkan oleh bupati kepada camat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. .. . untuk memperoleh IPR masyarakat wajib 
menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota, dengan luas wilayah 
untuk 1 (satu) IPR berdasarkan pasal 68 UU No. 4 Tahun 2009 yaitu untuk 
perseorangan seluas 1 (satu) hektar, kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) 
hektar dan koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar. IPR diberikan dalam 
jangka untuk paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang .... disini bedanya 
dengan IUP/IUPK, bahwa IPR memang diprioritaskan pada penduduk lokal atau 
kelompok masyarakat dan koperasi yang mgm melakukan kegiatan 
pertambangan .... " (Wawancara, 18 April2014) 

Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

1) Persyaratan administratif, yaitu : 

(a) orang perseorangan, paling sedikit meliputi: 

• surat permohonan; 

• kartu tanda penduduk; 

• komoditas tambang yang dimohon; dan 

• surat keterangan dari kelurahaPJdesa setempat. 

(b) kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi: 

• surat permohonan; 

• komoditas tambang yang dimohon; dan 

• surat keterangan dari kelurahan/desa setempat. 

(c) koperasi set em pat, paling sedikit meliputi: 

• surat permohonan; 

• nomor pokok wajib pajak; 
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• akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang 

berwenang; 

• komoditas tambang yang dimohon; dan 

• surat keterangan dari kelurahan/desa setempat. 

2) Persyaratan tel<.nis berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit 

mengenat: 

• sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter; 

• menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan 

jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) 

IPR; dan 

• tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak. 

3) Persyaratan finansial berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan 

hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat 

c. Akuntabilitas program (program accoutability) 

Akuntabilitas program yang dimaksud terkait dengan pertimbangan apakah 

tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak. Berdasarkan basil temuan 

!apangan diketahui bah\va akuntabi!itas program ini berkaitan dengan bagaimana 

menjadikan pemegang izin usaha memiliki kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan pertambangan yang ada dan mengikat semua proses 

pemberian izin usaha pertambangan. 

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA 

sebagai berikut. 

" .... kalo saya ditanya tentang akuntabilitas program saya bisa katakan bahwa 
akuntabilitas program ini terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang 
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ditetapkan dapat dicapai atau tidak. ..... karena selama praktek pengelolaan SDA 
bidang pertambangan yang kami lakukan selama ini kami belum memiliki aturan 
lokalltidak adanya produk hukum yang mengatur tentang pengelolaan 
pertambangan mineral dan batu bara baik pada tataran Peraturan Daerah maupun 
Peraturan Bupati .. .jadi kami masih mengacu pada aturan nasional...." 
(Wawancara, 18 April2014) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa akuntabilitas program 

m1 berkaitan dengan bagaimana menjadikan pemegang izin usaha memiliki 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pertambangan yang ada dan 

mengikat semua proses pemberian izin usaha pertambangan. 

Setiap pemegang izin usaha pertambangan diberikan kewajiban baik yang 

berkaitan dengan kegiatan usaha maupun kewajiban mengenai lingkungan sosial. 

Meski sudah lima tahun Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) disahkan, namun tingkat 

kepatuhan terhadap regulasi baru itu masih tergolong rendah. Seperti apa yang 

dikemukakan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA berikut. 

" .... selama pelaksanaan UU tentang pertambangan berlaku, saya probadi 
melihat bahwa tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 
yang masih rendah ...... hal ini dapat menimbulkan potensi kerugian keuangan 
negara. Kalo saya tidak salah target penerimaan negara dari pertambangan batu 
bara per tahun memang meningkat, namun masih banyak potensi penerimaan 
negara yang belum terpungut.. .... hal ini juga terjadi di daerah kami ini, bahwa 
tingkat kepatuhan yang rendah menjadikan banyak potensi pertambangan lokal 
belum tergali ... bahkan di Kabupaten Kotawaringin Barat ini hanya ada 17 
perusahaan pertambangan yang memiliki izin dan komoditas yang digali adalah 
komoditas Batubara hanya 1 perusahaan, kemudian komoditas Galena ada 2 buah 
perusahaan .... kemudian komoditas biji besi 2 buah perusahaan dan komoditas 
zirkon ada 12 buah perusahaan ..... dan masih banyak mineral lain yang belum 
digali disini." (Wawancara, 18 April2013) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa tingkat kepatuhan 

terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang masih rendah tersebut dapat 

menimbulkan potensi kerugian keuangan negara. 
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Tingkat kepatuhan ini salah satunya dapat dilihat dari kewajiban pemegang 

IUP untuk memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan 

pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara kepada 

menteri,gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya yang diatur 

dalamPasal 111 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 yang berbunyi : 

"Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala 
atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan 
batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya." 

Ketidakpatuhan tersebut dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang tidak 

menyerahkan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dan laporan produksi 

kepada pemerintah. Soal kepatuhan RKAB hanya sebesar 55 persen dan laporan 

tahunan hanya sebesar 15 persen yang dilaporkan kepada pemerintah oleh 

pemegang izin usaha pertambangan di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. 

Berdasarkan Pasal 159 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, maka pemilik 

IUP dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama sepuluh 

tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). 

Selain sanksi pidana, pemilik IUP juga dapat dikenakan sanksi administratif 

berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang No.4 Tahun 2009, berupa: 

• peringatan tertulis~ 

• penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi 

produksi~ dan/atau 

• pencabutan IUP, IPR, atau IUPK. 

Contoh lainnya adalah kewajiban untuk membayar penyampatan laporan 

produksi tahunan. Berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 
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2009 pemegang lUP wajib membayar pendapat negara dan pendapatan daerah. 

Pendapatan negara tersebut terdiri dari : 

a) Penerimaan pajak, yaitu: 

Pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah sesua1 dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; 

Bea masuk dan cukai 

b) Penerimaan negara bukan pajak, yaitu : 

luran tetap; 

luran eksplorasi; 

luran produksi; 

Kompensasi dan informasi. 

Di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, hanya sekitar 47% 

persen. Perusahaan yang tidak membayar iuran tetap, dari 17 perusahaan yang 

terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sebanyak 8 

perusahaan yang tidak membayari uran tetap. 

Hal ini seperti diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA 

tentang kepatuhan pemegang izin pertambangan sebagai berikut. 

" ...... kondisi riil di lapangan harus saya jujur katakan bahwa masih ada 
ketidakpatuhan oleh para pemegang izin ... .ini dapat dilihat dari banyaknya 
perusahaan yang tidak menyerahkan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dan 
laporan produksi kepada pemerintah ..... dan kepatuhan terkait RKAB saya lihat 
hanya sebesar 55 persen dan laporan tahunan hanya sebesar 15 persen yang 
dilaporkan kepada pemerintah oleh pemegang izin usaha pertambangan di 
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah ini ...... dan kalo merujuk pada Pasal 159 
Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, maka pemilik IUP dapat dikenakan sanksi 
pidana berupa pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak 
Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) .... dan aelain sanksi pidana, pemilik 
IUP juga dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 151 Undang­
Undang No.4 Tahun 2009 .... " (Wawancara, 18 april2014) 
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Berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, perusahaan yang 

tidak membayar iuran tetap dapat dikenakan sanksi administratifberupa: 

peringatan tertulis; 

penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau 

operasiproduksi; dan/atau 

pencabutan IUP, IPR, atau IUPK. 

Kewajiban lain dari pemegang izin usaha pertambangan adalah kewajiban 

yang berkaitan dengan lingkungan dan sosial. Salah satu kewajiban yang 

berkaitan dengan lingkungan adalah kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan 

dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi 

pasacatambang. Namun apabila dilihat fakta yang terjadi banyak kerusakan 

lingkungan akibat pertambang yang tidak terkendali, khususnya didaerah 

kalimantan. 

Berdasarkan data lapanngan diketahui bahwa tingkat kepatuhan pemegang 

izin usaha pertambangan masih menjadi masalah yang masih sangat banyak 

ditemui dalam prakteknya di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kotawaringin 

Barat. Selain tingkat kepatuhan berdasarkan kewajiban pemegang izin usaha 

pertambangan, kepatuhan untuk tidak melanggar aturan yang diterapkan dalam 

undang-undangjuga banyak dilanggar oleh pemegang izin usaha pertambangan. 

Sebagat contohnya mas1h banyak pemegang izm usaha pertambangan yang 

mengalihkan IUP mereka ke pihak lain, berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang 

No.4 Tahun 2009, pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan 

IUPK-nya kepada pihak lain, atau sering juga disebut dengan jual beli IUP atau 

IUPK. 
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Minimnya tingkat kepatuhan terhadap undang-undang tersebut, bukan hanya 

karena kesalahan dari pemegang izin usaha pertambangan saja, melainkan 

ketidakpatuhan pemegang izin usaha pertambangan juga disebabkan oleh 

kelalaian pemerintah dalam mengawasi izin usaha pertambangan tersebut. 

Pemerintah daerah dan pusat dinilai sating tunggu untuk mengambillangkah yang 

seharusnya dilakukan guna mengatasi masalah penambangan. Pemerintah daerah 

menuding pemerintah pusat seenaknya mengeluarkan izin, sedangkan pemerintah 

pusat menuduh pemerintah daerah tidak terkendali memberikan izin usaha 

pertambangan. 

Hal ini seperti diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA 

tentang kepatuhan pemegang izin pertambangan sebagai berikut. 

" ..... penilaian saya tentang tingkat kepatuhan pemegang 1zm usaha 
pertambangan masih menjadi masalah yang masih sangat banyak ditemui dalam 
prakteknya di Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain tingkat kepatuhan 
berdasarkan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan,kepatuhan untuk tidak 
melanggar aturan yang diterapkan dalam undang-m1dang,juga banyak dilanggar 
oleh pemegang izin usaha pertambangan. Sebagai contohnya masih banyak 
pemegang izin usaha pertambangan yang mengalihkan IUP mereka ke pihak lain, 
berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, pemegang IUP dan 
IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain, atau sering 
juga disebut dengan jual beli IUP atau IUPK. Minimnya tingkat kepatuhan 
terhadap undang-undang tersebut, bukanhanya karena kesalahan dari pemegang 
izin usaha pertambangan saja, melainkan ketidakpatuhan pemegang izin usaha 
pertambangan juga disebabkan oleh kelalaian pemerintah dalam mengawasi izin 
usaha pertambangan tersebut.. .... kalau kami di Kotawaringin Barat ini kerena 
kendala teknis organisasional sebenamya yaitu bahwa tidak adanya produk 
hukum yang mengatur tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara 
(Peraturan Daerah, Peraturan Bupati); kemudian juga tidak adanya 
Kantor/Badan/Dinas/Instansi teknis khusus yang membidangi Pertambangan dan 
energi di Kabupaten Kotawaringin Barat.. ... selain itu kurangnya sumberdaya 
aparatur pada Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam SETDA Kabupaten 
Kota\varingin Barat yang menangani bidang pertambangan dan energi ... hal ini 
diperparah dengan minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan 
pengawasan, penataan dan pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada 
Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam SETDA Kabupaten Kotawaringin 
Barat.. .. sehingga kedepannya antara pemerintah daerah dan pusat tidak lagi saling 
tunggu untuk mengambil langkah yangseharusnya dilakukan guna mengatasi 
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masalah penambangan. Pemerintah daerah tidak lagi menuding pemerintah pusat 
seenaknya mengduarkan izin, sedangkan pemerintah pusat tidak lagi menudw1. 
pemerintah daerah tidak terkendali memberikan izin usaha pertambangan .... " 

Untuk pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten 

Kotawaringin Barat, pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu kepada 

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dibidang pertambangan dimana 

mekanisme untuk memperoleh perizinan di bidang pertambangan mineral dan 

batubara, semula dengan mekanisme Pencadangan Wilayah untuk seluruh bahan 

galian, dengan berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, untuk mineral 

logam dan batubara, IUP diterbitkan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan 

(WIUP) dengan cara lelang (Pasal 37 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009). 

Sedangkan untuk IUP mineral non logam dan batuan tanpa melalui mekanisme 

lelang. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, pemberian izin usaha 

pertambangan mineral dan batu bara diberikan melalui lelang. Kedudukan 

pemerintah berdasarkan undang-undang tersebut bukan lagi sebagai pihak yang 

berkontrak seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. II Tahun I967 

sehingga memberikan kedudukan yang sejajar antara pemerintah dan pelaku 

usaha, akan tetapi pemerintah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam 

melaksanakan pemberian izin baik bagi badan usaha, koperasi, maupun 

perseorangan. 

Di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sampai dengan tahun 

2013, telah mengeluarkan izin usaha pertambangan sebanyak I7 izin yang dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel4.16 
Daftar Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Kotawaringin Barat 

Komoditas 
Luas 

Status Ke~atan 
No. Nama Perusahaan Lokasi Izin Wilayah Keterangan 

Tam bang Izin 
!Hal 

1 PT. Batu Unggul Pertiwi Kec. Arut Utara Galena 1.495 Operasi Produksi I 
2 Pf. Bimaruna Abadi Kec. P. Banteng Batubara 5.900 Eksplora~ 

3 PT. Cosmos Bumi Persada Kec.Arut Utara Galena 5.132 Eksplorasi SudahC&C 
4 Pf. Gading SUIYa Gemilang Nusa Kec. Arut Utara BijiBesi 4.377 Eksplorasi 
5 CV. Harapan Mandiri Kec. Arut Selatan Zirkon 150 Operasi Produksi SudahC&C 
6 CV. Hartati Nan Jaya Kec. Arut Utara BijiBesi 10.000 Eksplorasi SudahC&C 
7 Pf. lMn Prima Pratama Kec. Arut Selatan Zirkon 152,54 Operasi Produksi SudahC&C 
8 Pf. Kobar Prima Zirkon Kec. Kumai Zirkon 737 Operasi Produksi SudahC&C 
9 Koperas1 Tunas Baru Kec. P.Banteng Zirkon 100 Operasi Produks1 
10 Pf. Mandor Utama Mineral Kec. Kumai Zirkon 2.562 Eksplorasi 
11 Pf. Prima Utama Mineral Kec. Kumai Zirkon 1.265 Eksplora~ 

12 Pf. Putra Sanindo Raya Kec. P. Banteng Zirkon 1.407 Operasi Produksi 
13 CV. Surva Kemilau Perkasa Kec. Arut Seiatan Zirkon 19i Operasi Pnxluksi 
14 Pf. Tatanan Indah F~ar Cemerlang Kec. Kumai Zirkon 912 Operasi Produksi SudahC&C 
15 CV. Usaha Maju Kec. Kumai Zirkon 20 Operasi Produksi SudahC&C 
16 Pf. Mustika Marina Kec. Kumai Zirkon 832 Eksplorasi 

1171Pf. Rizqi Cahaya Pedmsa p rr · 1Ziilron 11\CC. 1\UITial I 
11\f\8 1'1V, 10perasi Proouksi 1 I 

Sumber : Bagtan Perekonomtan dan SDA Kabupaten Kotawanngm Barat, 2013 

Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 17 (tujuh belas) Izin Usaha 

Pertambangan terdiri dari 7 Izin U saha Pertambangan Eksplorasi dan 10 Izin 

Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Dari 10 perusahaan pemegang Izin Usaha 

Pertambangan (IUP) Operasi Produksi tersebut diatas, terdapat 3 Buah Perusahaan 

yang telah merniliki Fasilitas Pengolahan dan Pemumian, yaitu : 

o PT. lrvan Prima Pratama, 1.200 ton/bulan dengan output hasil pengolahan dan 

pemumian zirkon kadar 65,5% 
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o CV. Harapan Mandiri, 2.000 - 3.000 ton/bulan dengan output hasil 

pengolahan dan pemurnian zirkon kadar 65,5% 

o CV. Usaha Maju, 600 - 800 ton/bulan dengan output hasil pengolahan dan 

pemurnian zirkon kadar 65,5 % (data berdasarkan Verifikasi Pabrik 

Pengolahan Mineral oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Dirjen 

Minerba dan Puslitbang TEK.MIRA dari 

Sumberdaya Mineral). 

Kementerian Energi dan 

Dari 17 izin tersebut sampai saat ini yang aktif 29% pelaku usaha yang 

melaksanakan kegiatan, 71% tidak dikerjakan. Banyak izin usaha pertambangan 

di Indonesia yang tidak produktif. Parapemegang izin usaha pertambangan 

tersebut tidak melakukan aktivitas apapun diYvi!ayah IUP-nya karena beberapa 

alasan. Alasan yang paling umum adalah habisnya modal untuk melakukan 

eksplorasi dan eksploitasi di wilayah IUP-nya. 

Alasan lain dari para pemegang IUP tersebut biasanya mereka tidak punya 

peminta/pembeli hasil tambang mineral/batu bara atau harga komoditas tambang 

yang tidak sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan sehingga mereka 

belum melakukan aktivitas eksploitasi. Alasan habisnya modal untuk melakukan 

eksplorasi dan eksploitasi di wilayah IUP-nya seharusnya tidak perlu terjadi, 

karena berdasarkan Pasal 13 ayat(3) Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2010 

untuk menjadi peserta lelang maka baik badan usaha, koperasi maupun 

perseorangan harus memenuhi syarat finansial yang terdiri dari : 

• Laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik; 

• Menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank 

pemerintah sebesar 10% ( sepul uh persen) dari nilai kompensasi data 
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informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang 

telah berakhir; dan 

• Pemyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu 

palinglambat 5 (lima) hari keija, setelah pengumuman pemenang lelang. 

Sete!ah memenangkan lelang, maka untuk memperoleh IUP, pemenang 

lelang juga harus memenuhi syarat finansial berdasarkan Pasal 27 Peraturan 

pemerintah No. 23 Tahun 2010 yang terdiri dari : 

a) IUP Eksplorasi, me!iputi: 

• bukii penempatan Jamman kesungguhan pelaksanaan kegiatan 

eksplorasi ;dan 

• bukti pembayaran harga ni!ai kompensasi data informasi hasil !e!ang 

WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang 

atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran 

pencetakan peta WIUP mineral bukan !ogam atau batuan atas permohonan 

wilayah. 

b) IUP Operasi Produksi, meliputi: 

• !aporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit o!eh akuntan publik; 

• bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan 

• bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran 

lelang bagi pemenang !e!ang WIUP yang telah berakhir. 

Dengan adanya syarat finansial tersebut seharusnya tidak ditemukan lagi 

alasan mengenai habisnya modal bagi pemegang izin usaha pertambangan. 

Karena yang dapat menjadi peserta !e!ang untuk memperoleh izin usaha 

pertambangan adalah pelaku usaha yang telah memenuhi syarat administratif: 
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teknis, maupun finansial seperti yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah 

No. 23 Tahun 2010. 

Setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 maka kegiatan 

pengalihan izin usaha pertambangan atau jual beli izin usaha pertambangan sudah 

tidak boleh dilakukan lagi. Sesuai dengan pasal 41 juncto pasal 36 Undang­

Undang No. 4 Tahun 2009, IUP tidak dapat digunakan selain (oleh pihak) yang 

dimaksud dalam pemberian IUP, yaitu melakukan sebagian atau seluruh kegiatan 

ekplorasi atau operasi produksi. Oleh karena itu, terminologi jual-beli IUP tidak 

dibenarkan sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat ( 1) UU Minerba. 

Sedangkan pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia 

hanya dapat dilakukan setelah pemegang IUP melakukan kegiatan eksplorasi 

tahapan tertentu( pasal 93 ayat (2) UU Minerba). Berdasarkan ketentuan tersebut 

di atas, pengalihan kepemilikan IUP dan/atau saham di bursa saham hanya dapat 

dilakukan, apabila pemegang IUP telah menyelesaikan tahap kegiatan eksplorasi 

atau telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi, 

mendapatkan persetujuan dari pemberi 1zm (Menteri, gubemur atau 

bupati/walikota) serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Surat Ijin Usaha Pertambangan (IUP) akan diberikan oleh pemerintah kepada 

investor yang ingin menanamkan modalnya di tambang mineral atau batubara 

melalui sistem lelang. 

Dengan kata lain apabila terdapat investor yang ingin menetapkan IUP di 

salah satu daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut akan dilelang 

terlebih dahulu oleh pemerintah kepada para investor lainnya hingga ada 

kesepakatan harga antara kedua belah pihak atau lebih, barulah IUP di daerah 
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tersebut dapat dikeluarkan oleh pemerintah RI kepada investor yang telah 

memenangkan hasil pelelangan. 

Terkait hal ini, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten 

Kotawaringin Barat sebagai berikut. 

" .... aturan yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, belum 
sepenuhnya dapat menghilangkan jual beli izin pertambangan mineral dan batu 
bara di Indonesia. Biasanya Jual beli izin usaha pertambangan dilakukan dengan 
cara menggunakan sistem royalty/ imbalan kepada pihak pemegang izin usaha 
mineral dan batubara, dari setiap bahan galian zircon yang diperoleh oleh 
perusahaan kontraktor ..... sebagai contohnya adalah jual beli izin pertambangan 
dengan menggunakan sistem royalti yang dilakukan antara CV. X dengan PT. Y. 
CV. X mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi yang 
berlokasi diKecamatan kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan 
Tengah. Dalam kasusini antara CV. X dengan PT. Y sepakat untuk melakukan 
kerjasama penambangan Pasir Zircon untuk sebagian dari areal izin usaha 
pertambangan tersebut yang dituangkan ke dalam perjanjian ..... CV. X 
melimpahkan hak penambangan dan penjualan pasir zirkon atas lokasi 
pertambangan tersebut kepada PT. Y yang memiliki kapasitas dan kemampuan 
untuk mengelola dan mengerjakan lahan pasir zirkon tersebut, dengan ketentuan 
bahwa seluruh biaya, peralatan dan operasional yang akan dikeluarkan digunakan 
untuk pekerjaan penambangan di Iokast tambang tersebut akan menjaid 
tanggungan dan dibiayai sendiri oleh PT. Y. ... CV. X dalam hal ini hanya akan 
melakukan kegiatan mengurus dan bertanggung jawab untuk mengurus perizinan 
atas lokasi tambang tersebut, dan setelah perizinan- perizinan yang dibutuhkan 
telah selesai dipenuhi oleh CV. X, maka, PT. Y diperbolehkan untuk melakukan 
kegiatan penambangan yangmeliputi melakukan kegiatan eksploitasi;membangun 
sarana dan prasarana penambangan; penambangan, pengangkutan, pemasaran dan 
penjualan pasir zirkon ... " (Wawancara, 18 april 2014) 

Dari hasil \Vawancara di atas terlihat bahwa jangka waktu yang diberikan oleh 

CV. X kepada PT. Y sebagai kontraktor penambangan dilokasi penambangan 

tidak ditentukan dan akan berakhir setelah berakhimya jangka waktu yang 

ditetapkan oleh pihak yang benvenang dalam pemberian surat keputusan atau 

karena lokasi penambangan tidak mempunyai nilai ekonomis untuk ditambang. 

Dalam jual beli dengan menggunakan sistem royalti/imbalan ini, maka CV. X dan 

PT. Y memi!iki hak dan kewajiban masing-masing yaitu : 
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Kewajiban CV. X: 

CV. X berkewajiban untuk mempersiapkan, melengkapi dan menyelesaikan 

dokumen-dokumen berikut perizinan yang berkaitan serta merupakan persyaratan 

mutlak yang diperlukan oleh dan untuk berlangsungnya kegiatan penambangan 

pasir zirkon yang legal, baik terhadap ketentuan pemerintah pusat maupun daerah 

setempat. 

HakCV. X: 

• menerima uang muka dari PT. Y; 

• menerima royaltilimbalan dari PT. Y. 

Kewajiban PT. Y : 

• menyiapkan sejumlah modal untuk mengeksp!orasi dan mengeksp!oitasi !okasi 

penambangan; 

• segera menyusun rencana-rencana kerja yang jelas dan menyediakan sejumlah 

modal dan peralatan-pera!atan untuk kepentingan eksplorasi dan eksplotasi; 

• berkewajiban membiayai semua ongkos dari seluruh proses serta 

perlatankantor, penyelidikan, pengumpulan data, hingga ongkos produksi batu 

bara danpenjua!aP.nya; 

• berkewajiban menyediakan sarana dan prasaraba untuk kegiatan 

operasionallapangan, baik alat untuk melakukan penyelidikan dan 

pengumpu!an data peralatan penunjang kelengkapan produksi dan penjualan; 

• melakukan kegiatan penambangan pasir zirkon di lokasi penambangan yang 

dikuasai/ dimiliki oleh CV. X, yang telah memiliki 1zm usaha 

pertambangan(IUP); 
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• menyelesaikan segala permasalahan yang timbul karena kegiatan penambangan 

pasir zirkon di lokasi tambang yang berdampak pada lingkungan sekitar 

tambang berikut reklamasinya; 

• menjamin bahwa proses penambangan yang dilakukan oleh PT. Y 

hanyadilakukan di !okasi tambang yang dimi!iki oleh CV. X; 

• menjamin nama baik CV. X sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dalamkegiatan penambangan; 

• memberikan atau membayar uang muka kepada CV. X; 

• memberikan royalti kepada CV. X, sebagai kompensasi atas pasir zircon yang 

berhasil ditambang atau dijual oleh PT. Y, yaitu sebesar US$ 5 (lima dolar 

Amerika Serikat) per ton pasir zircon yang berhasil ditambang oleh PT. Y; 

• membayar royalti dan biaya lain kepada negara, pemerintah pusat, pemerintah 

daerah dan membayar jaminan reklamasi dengan besaran dan tata cara 

pembayaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

HakPT. Y: 

• Memperoleh jaminan dari CV. X bahwa kegiatan-kegiatan di lokasi tambang 

yang dimi!iki o!eh CV. X adalah sah atau legal , menurut hukum berdasarkan 

kelengkapan izin usaha pertambangan pasir zirkon dan izin-izin lainnya yang 

telah diselesaikan oleh CV. X dengan instansi-instansi terkait; 

• Memperoleh hak kepemilikan atas batu bara baik yang masih berada di dalam 

tanah lokasi tambang yang dikuasai atau dimiliki oleh CV. X maupun 

yangberhasil di tambang; 

• Menawarkan, menjual dan menetapkan harga pas1r zirkon yang berhasi! 

ditambang oleh PT. Y dari lokasi tambang yang dimiliki CV. X tersebut, 
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kepadadan terhadap siapa pun yang dikehendaki oleh PT. Y dengan ketentuan 

tidak merugikan CV. X; 

• Menerima keuntungan yang didapat dari kegiatan-kegiatan penambangan 

danatau penjualan pasir zirkon yang dilakukannya. 

Dilihat dari hak dan kewajiban antara CV. X dengan PT. Y, secara tidak 

langsung dapat kita simpulkan bahwa CV. X melakukan kegiatan jual beli izin 

usaha pertambangan dengan PT. Y, dimana pembayaran izin usaha pertambangan 

tersebut, dilakukan dengan membayar royalti kepada CV. X. Dalam kasus ini PT. 

Y melakukan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan 

operasi produksi yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

• Konstmksi atau peketjaan persiapan; 

• Penambangan; 

• Pengolahan dan pemurnian; 

• Pengangkutan dan penjualan. 

Hal tersebut jelas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 

93 ayat (1) Jo. Pasal 7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 28 

Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan 

Batu Bara, dimana pemegang izin usaha pertambangan dilarang untuk 

memindahkan izin usaha pertambangan nya kepada pihak lain dan pemegang izin 

usaha pertambangan dilarang menerima imbalan lfee) dari hasil pekerjaan yang 

dilakukan oleh pelaku usaha jasa pertambangan, karena seharusnya pemegang izin 

usaha pertambanganlah yang memberikan imbalan atau fee terhadap pelaku usaha 

jasa pertambangan. Hal ini disebabkan karena tanggung ja\vab kegiatan usaha 

pertambangan ini tetap berada atau dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK. 
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Selain itu sesuai dengan pasal 41 juncto pasal 36 Undang-Undang No. 

4Tahun 2009, IUP tidak dapat digunakan selain (oleh pihak) yang dimaksud 

dalam pemberian IUP, yaitu melakukan sebagian atau seluruh kegiatan ekplorasi 

atau operasi produksi dalam kasus ini baik kegiatan eksplorasi atu operasi 

produksi diserahkan kepada PT. Y. Sanksi yang dapat diberikan terhadap CV. X 

karena telah memindahkan izin usaha pertambangannya adalah berupa sanksi 

administratif berdasarkan Pasal151 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 berupa 

• peringatan tertulis; 

• penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi 

produksi; dan/atau 

• pencabutan IUP, IPR, a tau IUPK. 

Sedangkan PT. Y dapat dikenakan sanksi pidana herda'>arkan Pasal 161 

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 berupa pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak RplO.OOO.OOO.OOO,OO (sepuluh miliar 

rupiah), karena telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK. 

Seharusnya PT. Y dapat mempunyai izin usaha pertambangan dengan cara yang 

diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, karena dilihat dari kewajiban 

yang harus dilakukan oleh PT.Y, maka PT.Y telah memenuhi seluruh syarat­

syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 201 O,untuk 

mengikuii ielang dan memperoleh izin usaha pertambangan. Namun dari hasil 

wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak PT. Y, ada beberapa alasan 

PT. Y sebagai kontraktor lebih memilih untuk melakukan jual beli izin usaha 

pertambangan dibandingkan dengan melakukan kegiatan lelang sebagaimana yang 
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diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, alasan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a) Apabila terdapat investor yang ingin menetapkan IUP di salah satu daerah 

yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut akan dilelang terlebih dahulu 

oleh pemerintah kepada para investor lainnya hingga ada kesepakatan harga 

antara kedua belah pihak atau lebih, barulah IUP di daerah tersebut dapat 

dikeluarkan oleh pemerintah RI kepada investor yang telah memenangkan 

hasil pelelangan. Sehingga dengan kata lain investor yang sebelumnya ingin 

melakukan kegiatan pertambangan di wilayah izin pertambangan tersebut 

mendapat saingan dengan pelaku usaha lain, dan tidak jarang hal tersebut 

berujung dengan keka!ahan, sehingga pelaku usaha yang pada a\va!nya ingin 

melakukan kegiatan pertambangan di wilayah tersebut dikalahkan oleh 

pelaku usaha lain. Karena pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan 

penawaran harga dan pertimbangan tel<.nis. Oleh sebab itu PT. Y berpendapat 

bahwa kegiatan lelang tersebut hanya membuang waktu dan uang saja, 

dibandingkan dengan kegiatan jual beli izin usaha pertambangan yang 

dianggap lebih praktis dalam prakteknya. 

b) waktu yang cukup lama bagi para investor untuk menunggu dan menjalani 

proses pelelangan. Padahal banyak dari mereka yang ingin segera mungkin 

dapat memiliki IT~TP untuk melakukan eksploitasi/ penambangan disaat harga­

harga mineral/ batubara sedang tinggi. 

c) Pelaku usaha menilai sampai saat ini baik pemerintah daerah atau 

punpemerintah pusat belum mempunyai data yang akurat tentang keberadaan 

mineral dalam lokasi pertambangan yang akan dilelang. Pemerintah belum 
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pernah melakukan penyelidikan secara umum mengena1 wilayah 

pertambangan, kecuali pada wilayah bekas Kuasa Pertambangan, Kontrak 

Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), 

karena telah memiliki informasi sebelumnya. Untuk wilayah-wilayah baru, 

pemerintah belum memi!iki data yang akurat, o!eh sebab itu pe!aku usaha 

tidak mau mengambil resiko untuk ikut dalam kegiatan lelang dimana 

wilayah yang dilelang sendiri masih belum terukur atau masih berupa indikasi 

yang dapatmerugikan pelaku usaha. 

Dilihat dari alasan-alasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kebutuhan efesiensi dan profit bagi pelaku usaha menjadi alasan utama mengapa 

masih banyak pelaku usaha tidak ikut dalam kegiatan usaha pertambangan dan 

lebih memilih untuk melakukan kegiatan jual beli izin usaha pertambangan. 

Terkait hal ini, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA menyatakan bahwa: 

" ..... da!am praktek pemberian izin pertambangan ini masih banyak pemi!ik 
izin usaha pertambangan yang tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nom or 23 Tahun 2010, sehingga praktek jual beli izin usaha 
pertambangan masih banyak terjadi. Jual beli izin usaha pertambangan tersebut 
dianggap menguntungkan kedua belah pihak. Pihak penjual memperoleh 
keuntungan dari pengalihan 1zm usaha pertambangan tersebut dengan 
memperoleh royalti dari setiap ton komoditas tambang yang diperoleh oleh 
penerima izin usaha pertambangan tersebut dengan hanya mempersiapkan, 
melengkapi dan menyelesaikan dokumen-dokumen berikut perizinan yang 
berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Dan keuntungan pihak pembeli adalah 
proses ini dianggap lebih praktis dan efisien dibandingkan apabila ikut dalam 
kegiatan pelelangan, yang memerlukan waktu yang lama untuk memperoleh izin 
usaha pertambangan terse but. ... " (Wawancara, 18 April 20 14) 

Dari basil wawancara di atas tampak bahwa selain itu dalam prakteknya 

masih banyak pemilik izin usaha pertambangan yang tidak memenuhi syarat yang 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, sehingga praktek jual 

beli izin usaha pertambangan masih banyak terjadi. Jual beli izin usaha 
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pertambangan tersebut dianggap menguntungkan kedua belah pihak. Pihak 

penjual memperoleh keuntungan dari pengalihan izin usaha pertambangan 

tersebut dengan memperoleh royalti dari setiap ton komoditas tambang yang 

diperoleh oleh penerima izin usaha pertambangan tersebut dengan hanya 

mempersiapkan, melengkapi dan menyelesaikan dokumen-dokumen berikut 

perizinan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Dan keuntungan pihak 

pembeli adalah proses ini dianggap lebih praktis dan efisien dibandingkan apabila 

ikut dalam kegiatan pele!angan, yang memer!ukan waktu yang lama untuk 

memperoleh izin usaha pertambangan tersebut. 

Sisi negatif dari kegiatan jual beli izin usaha pertambangan ini adalah 

dominannya pihak pemilik HJP terhadap kontraktor yang melaksanakan kegiatan 

pertambangan, berdasarkan hasil wawancara, pihak pemilik IUP sering meminta 

tambahan royalti kepada pihak kontraktor dengan berbagai macam alasan, seperti 

apabi!a harga pasaran komoditas tambang naik, sehingga tidak sesuai dengan apa 

yang telah disepakati sebelumnya, apabila pihak kontraktor tidak setuju, maka 

pihak pemilik IUP memperlama proses perizinan yang harus dilakukan kepada 

pemerintah. 

Dengan adanya larangan pengalihan izin usaha pertambangan yang diatur 

dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2009, maka kegiatan jual 

be!i izin usaha pertambangan tidak boleh dilakukan lagi, karena dapat dilihat 

bahwa, pemilik IUP yang melakukan kegiatan jual beli hanya bennodalkan izin 

saja dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kegiatan pertambangan. 

Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, sebenamya 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sudah lebih baik dalam mengatasi adanya 
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jual beli konsesi pertambangan. Perolehan izin usaha pertambangan melalui 

pelelangan menurut pendapat penulis, sudah cukup menekan adanya prakiek jual 

beli yang marak terjadi, karena secara teoritis dalam peraturan perundang­

undangan tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha 

untukdapat memperoleh izin usaha pertambangan, sehingga tidak ada lagi 

ditemukanpemegang tzm usaha pertambangan yang tidak berkompeten 

melakukan kegiatan pertambangan yang dapat menyebabkan timbulnya kegiatan 

jual beli konsesi izin pertambangan. Selain itu, Undang-Undang No. 11 Tahun 

1967 menggunakans istem permohonan dalam memperoleh izin usaha 

pertambangan, sedangkan undang-undang No. 4 Tahun 2009 lebih baik karena 

menggunakan sistem le!ang yang da!am prakte!<..nya dapat menghindari adanya 

praktek curang yang selama ini tetjadi dengan menggunakan sistem permohonan, 

karena sistem lelang tersebut lebih bersifat terbuka, sehingga dirasa adil bagi 

setiap pelaku usaha. 

Menurut pendapat penulis, pelaku usaha yang masih melakukan praktek jual 

beli tersebut hanya memerlukan sosialisasi terhadap perubahan Undang- Undang 

No.4 Tahun 2009, yang tergolong masih baru, mengingat bahwa Undang-Undang 

No. 11 Tahun 1967 telah digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. 

Sosialisasi terhadap perubahan peraturan perundang-undangan tersebut 

diharapkan akan dapat menekan jual be!i konsesi pertambangan batu bara untuk 

kedepannya. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan oleh pihak yang menerbitkan 

izin usaha pertambangan baik itu pemerintah pusat yang diwakili oeh 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, maupun pemerintah daerah yang 

diwakili oleh Gubernur, Bupati atau Walikota. Selain itu, kesiapan pemerintah 
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baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor 

yang penting dalam melancarkan proses penerbitan izin usaha pertambangan 

melalui lelang. Adanya peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur 

mengenai penerbitan izin usaha pertambangan melalui lelang belum cukup untuk 

menekan terjadinya jual beli konsesi izin usaha pertambangan apabila tanpa 

diimbangi dengan kesiapan dari pemerintah dalam melaksanakan aturan-aturan 

tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila hal 

tersebut dilakukan dengan benar, maka menurut pendapat penulis, penerbitan izin 

usaha pertambangan melalui lelang dapat menekan praktek jual beli konsesi izin 

pertambangan dan dapat menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan 

kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara sesusai dengan sala.h satu 

tujuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun2009 tersebut. 

Perlu dipahami oleh kita bahwa Pemerintah menginginkan pengelolaan 

pertambangan mineral dan batubara harus berjalan sesuai kaidah Good .Hining 

Practice dalam rangka menuju tertib administrasi, teknis dan lingkungan. 

Substansi Undang-Undang No.4 Tahun 2009 berusaha menggunakan arah baru 

kebijakan pertambangan yang mengakomodasikan prinsip kepentingan nasional 

(national interest), kemanfaatan untuk masyarakat, Jamman berusaha, 

desentralisasi pengelolaan pertambangan yang baik (good mining practies ). 

d. Akuntabilitas kebijakan (policy accountabilit)~ 

Akuntabilitas kebijakan dalam hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban 

pemerintah dalam pemberian izin usaha pertambangan. Dalam hal ini berdasarkan 

data lapangan akuntabilitas kebijakan ini dapat dilihat dari bentuk pengusahaan 
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pertambangan dimana berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan diketahui bahwa kuasa pertambangan 

sebagai wujud akuntabilitas kebijakan menurut Pasal 2 huruf (i) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, 

pengertian kuasa pertambangan adalah : 

"wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan 
usaha pertambangan". 

Kuasa pertambangan adalah salah satu instrumen hukum yang 

dapatdigunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan oleh 

pihak yang sudah dinyatakan berhak sebagai pemegang kuasa pertambangan. 

Tanpa adanya kuasa pertambangan, pihak tersebut belum dapat melakukan 

kegiatannya di bidang pertambangan. 

Berdasarkan basil wawancara dengan Kepala Bagian Perekonomian 

Kabupaten Kotawaringin Barat diketahui bahwa. 

" .... untuk jenis-jenis kuasa pertambangan dapat dilihat dalam pasal 2 dan 
pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang­
Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Pertambangan .... dimana kalo kita ingin melihat akuntabilitas kebijakannya dalam 
hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah dalam pemberian izin 
usaha pertambangan. Akuntabilitas kebijakan ini dapat dilihat dari bentuk 
pengusahaan pertambangan dimana berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 
1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan diketahui bahwa kuasa 
pertambangan sebagai wujud akuntabilitas kebijakan menurut Pasal 2 huruf (i) 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Pertambangan, pengertian kuasa pertambangan yaitu bahwa wewenang yang 
diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan" 
(Wawancara, 18 april2014) 

Berdasarkan basil wawncara di atas dapat diketahui bahwa jenis-jenis kuasa 

pertambangan dapat dilihat dalam pasal 2 dan pasal 7 Peraturan Pemerintah 

Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
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Nornor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nornor 11 Tahun 

1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertarnbangan. Jenis Kuasa 

Pertarnbangan dapat dibagi rnenjadi dua bagian yaitu darisegi aspek bentuknya 

dan dari segi aspek usahanya, yaitu : 

1) Kuasa Pertambangan dari Segi Bentuknya 

Kuasa pertarnbangan dari aspek bentuknya rnerupakan kuasa pertarnbangan 

yang dilihat dari aspek surat keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang 

benvenang. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan PernerintahNornor 32 Tahun 1969 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pertambangan kuasapertambangan dari segi bentuknya dibagi 

rnenjadi tiga, yaitu : 

1) Surat Keputusan Penugasan Pertarnbangan 

Surat Keputusan Penugasan Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan 

yang diberikan oleh Menteri, Gubemur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya 

kepada Instansi Pernerintah yang rnelipuit tahapkegiatan: 

• Penyelidikan urnum 

• Eksplorasi 

2) Surat Keputusan Izin Pertarnbangan Rakyat 

Surat Keputusan !zin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan yang 

diberikan oleh Bupati/Walikota kepada rakyat seternpat untuk rnelaksanakan 

usaha pertarnbangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat 

terbatas yang meliputi kegiatan: 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 171 

16/41841.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

• Penyelidikan umum; 

• Eksplorasi; 

• Eksploitasi; 

• Pengolahan; 

• Pemurnian; 

• Pengangkutan; 

• Penjualan . 

lsi surat keputusan lZlll pertambangan adalah untuk melakukan kegiatan 

penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemumian, dan 

penjualan. 

3) Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan 

Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan adalah Kuasa 

Pertambangan yang diberikan oleh Menteri, Gubemur, Bupati/Walikota sesuai 

kewenangannya kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah,Badan Usaha 

Swasta atau perorangan untuk melaksanakan usahapertambangan yang meliputi 

tahap kegiatan : 

• Penyelidikan umum; 

• Eksplorasi; 

• Eksploitasi; 

• Pengo!ahan dan pemumian; serta 

• pengangkutan dan penjualan. 
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2) Kuasa Pertambangan Ditinjau dari Segi Kegiatan Usahanya 

Kuasa Pertambangan dari aspek usahanya merupakan penggolongan kuasa 

pertambangan dari segt usaha yang dilakukan oleh pemegang kuasa 

pertambangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 

Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan kuasapertambangan dari segi aspek 

usahanya dibagi menjadi lima, yaitu: 

a) Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum 

Kuasa pertambangan penyelidikan umum adalah kuasa untuk melakukan 

penyelidikan secara geologi umum dengan maksud untukmembuat peta geologi 

umum atau untuk menetapkan tanda-tandaadanya bahan galian pada umumnya. 

b) Kuasa Pertambangan Eksplorasi 

K 11~<:~ nPrtambanaan Pk<:nlora<:I. a{bhh \"f"\"f>nana tkua<:~ \ van a f"li"bPrt"lcan 
~~--~- t"'- ~ ~ o • - ·~t"' • ~ --·"·· .,_ '-· o \ ~-, J ·o - -· •• · 

oleh pejabat berwenang untuk melakukan penyelidikangeologi pertambangan 

untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanyadan sifat letakan bahan galian. 

c) Kuasa Pertambangan Eksploitasi 

Kuasa pertambangan eksploitasi adalah kuasa pertambangan dengan maksud 

untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. 

d) Kuasa Pertambangan Pengo!ahan dan Pemumian 

Kuasa Pertambangan pengolahan dan pemumian adalah kuasa pertambangan 

untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan 

memperoleh unsur yang terdapat pada bahan galian itu. 
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e) Kuasa Pertambanagan Pengangkutan dan Penjualan 

Kuasa Pertambangan pengangkutan dan penjualan adalah kuasa 

pertambangan untuk memindahkan bahan galian dan hasil pengolahan dan 

pemurman bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat 

pengolahan!pemurnian. 

Badanlperseorangan yang dapat melakukan usaha pertambangandijabarkan 

dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

Ketantuan Pokok Pertambangan yaitu sebagai berikut: 

• Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri; 

• Perusahaan Negara; 

• Perusahaan Daerah; 

• Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah; 

• Koperasi; 

• Badan atau perseorangan s\vasta yang telah memenuhi persyaratan; 

• Perusahaan dengan modal bersama antara negara danlatau daerah dengan 

koperasi dan/atau badanlperseorangan swasta yang telahrnemenuhi 

persyaratan; 

• Pertambangan rakyat. 

Luas wilayah pertambangan yang diperbolehkan untuk melakukan usaha 

pertambangan adalah : 

• Kuasa pertambangan penyelidikan umum 25.000 hektar; 

• Kuasa pertambangan eksplorasi 10.000 hektar; 

• Kuasa pertambangan eksp!oitasi 5.000 hektar. 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 17 4 

16/41841.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

Jangka waktu yang diberikan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan 

adalah: 

( 1) Kuasa pertambangan penyelidikan umum paling lama satu tahun. Jangka 

waktu ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun lagi. 

(2) Kuasa pertambangan eksplorasi paling lama tiga tahun. Jangka waktu 1m 

dapat diperpanjang sebanyak dua kali, setiap kalinya untuk jangka waktu satu 

tahun. Apabila pemegang kuasa pertambangan eksplorasi telah menyatakan 

bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan usaha pertambangan eksploitasi, 

maka dapat diberikan lagi perpanjangan jangka waktu kuasa pertambangan 

eksplorasi paling lama tiga tahun lagi untuk pembangunan fasilitas eksploitasi 

pertambangan. 

(3) Kuasa pertambangan eksploitasi paling la.ma tiga puluh tahun. Jangka wakttl 

ini dapat diperpanjang lagi sebanyak dua kah, setiap kalinya untuk jangka 

wkatu sepuluh tahun. 

( 4) Kuasa pertambangan pengolahan dan pemum1an paling lama tiga puluh 

tahun. Jangka waktu m1 dapat diperpanjang setiap kalinya untuk jangkwa 

waktu sepul uh tahun. 

(5) Kuasa pertambangan pengangkutan dan peP~ualan paling lama sepuluh tahun. 

Jangka waktu ini dapat diperpanjang setiap kalinya untuk jang kawaktu lima 

tahun. 

3) Kontrak Karya 

Kontrak karya merupakan kontrak yang dikenal di dalam pertambangan 

umum. Dalam Pasal Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan­

ketentuan Pokok Pert.ambangan Umum, istilah yang !azim digunakan adalah 
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perjanjian karya, tetapi di dalam penjelasannya, istilah yang digunakan adalah 

kontrak karya. Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi 

Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemprosesan 

Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian 

Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara telah ditentukan pengertian kontrak 

karya. Kontrak Karya (KK) adalah : 

"suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan 
swasta asjng atau patungan antara asjng dengan nasional (dalam rangka PMA) 
untuk pengusahaan mineral dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 
1 tahun 1967 tentang Penanaman ModalAsing serta Undnag-Undang Nomor 11 
Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Umum". 

Pengertian kontrak karya juga didefinisikan oleh beberapa sarjana. Sri 

Woelan aziz mengartikan kontrak karya sebagai berikut: 

"suatu kerja sama di mana pihak asing membentuk buatu badan hukum 
Indonesia dan badan hukum Indonesia ini bekerja sama dengan badan hukum 
Indonesia yang menggunakan modal nasional". 

Definisi ini ada kesamaan dnegan definisi yang dikatakan oleh Ismail suny 

yang mengartikan kontrak karya sebagai berikut : 

"Kerja sama modal asing dalam bentuk kontrak karya (contract of work) 
terjadi apabila penanaman modal asing membentuk satu badan hukum Indonesia 
dan badan hukum ini mengadakan kerja sama dengan satu badan hukum yang 
mempergunakan modal nasional". 

H. Salim HS juga menjelaskan mengenai pengertian kontrak karya yang 

melengkapi pengertian kontrak karya yang dikemukakan oleh Sri woelan Aziz 

dan Ismail Suny. Kontrak Karya menurut H. Salim HS adalah : 

"suatu perja~ian yang dibuat antara pemerintah Indonesia/pemerintah daerah 
(provinsi/kabupaten/kota) dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau 
merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik 
untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang 
pertambangan umum, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua 
belah pihak". 
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Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik unsur-unsur yang melekat 

dalam kontrak karya yaitu: 

• Adanya kontraktual, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak; 

• Adanya subjek hukum, yaitu pemerintah Indonesia/pemerintah daerah 

(provinsi/kabupatenlk:ota) dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau 

gabungan antara pihak asing dengan pihak Indonesia; 

• Adanya objek, yaitu eksplorasi dan eksploitasi; 

• Dalam bidang pertambangan umum; dan 

• adanyajangka \\jatu di dalam kontrak. 

Jangka waktu berlakunya kontrak karya tergantung kepada jenis kegiatan 

yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Jangka \vaktu berlakunya kegiatan 

eksploitasi adalah tiga puluh tahun. Jangka waktu itu juga dapat 

diperpanjang. Kontrak karya bukanlah perJanJian yang dikualifikasikan sebagai 

perJanJian publik, melainkan perjanjian biasa yang tunduk kepada ketentuan 

hukum perdata. Meskipun format kontraknya bersifat standar, namun tetap 

terbuka kesempatan kepada kontraktor untuk merundingkan semua ketentuan­

ketentuanyang dimuat dalam format kontrak. Hubungan pemerintah dengan 

kontraktor dalam kontrak karya adalah hubungan kontraktual. Hubungan 

perbuatan perdata itu mempunyai kedudukan yang sama yaitu sebagai para pihak 

tanpa memandang status diluar kontrak. Karena setiap orang bebas untuk 

mengadakan petjanjian, baik yang sudah diatur maupun belum diatur di dalam 

undang-undang. 

Walaupun da!am teori bah\va penge!olaan dan pengisahaan bahan galian 

melalui kontrak karya menempatkan para pihak berada dalam posisi sejajar dan 
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kesamaan, namun pada praktiknya hak-hak yang diperoleh mitra pemerintah 

dalam kontak karya justru memperoleh hak-hak yang sangat istimewa. Hal 

tersebut dapat dilihat dari hak kewajiban investor kontrak karya, yaitu: 

Hak investor kontrak karya dalah : 

(a) memasuki wilayah kontak karya dan melakukan eksplorasi, menambang, 

mengolah dan menjuallmenggunakan bahan galian yang ditemukan; 

(b) mengendalikan perusahaan; 

(c) mentransfer uang dari dan ke luar negeri; 

(d) menggunakan mata uang negara lain yang dapat dikonversi di Indonesia; 

(e) mengimpor dan re-ekspor barang yang diperlukan untuk pengusahaan dan 

kebutuhan karyawan tenaga asing, bebas bea masuk; 

(f) mengekspor hasil produksi. 

Adapun kewajiban-kewajiban investor kontrak karya adalah: 

• membayar pajak dan kewajiban keuangan lainnya; 

• melaporkan semua kegiatan perusahaan; 

• menggunakan tata cara dan peralatan pertambangan yang 

benvawasanlingkungan dengna baik, benar, efektif, dan efisien; 

• menanggung semua resiko; 

• mengutamakan penggunaan tenaga kerja, barang, dan jasa produk dalam 

negeri sepanjang kompetitif; 

• mengutamakan kebutuhan di dalam negen, apabila hasil produksinya 

diperlukan di dalam negeri. 
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4) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) 

Pada prinsipnya Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan adalah 

instrumen hukum bagi pengusaha penanam modal atau investor yang mgm 

melakukan usaha pertambangan batu bara. Investor tersebut tidak bisa 

menggunakan instrumen kuasa pertambangan untuk membuka usaha penanaman 

modal pertambangan batu bara. PKP2B ini menggunakan sistem kontrak atau 

perjanjian. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dikatakan oleh 

Abrar Saleng sebagai perjanjian pola campuran, dimana beliau berkata sebagai 

berikut: 

"pola perjanjian Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (coal 
agreement) merupakan pola campuran (mixed) antara pola kontrakkarya dengan 
production sharing". 

Menurut Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan 

Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, para pihak yang 

terkait dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan 

Pokok Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah sebagai berikut: 

(a) Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral; dan 

(b) Kontraktor yang dimaksud dengan kontraktor adalah perusahaan swsta yang 

melakukan pengusahaan pertambangan batu bara, baik dalam rangka 

penanaman modal asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN). Jadi, kontraktor dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai 

berikut: 

• Kontraktor yang modalnya berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA ); 
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• Dan kontraktor yang modalnya berasal dari Penanaman Modal dalam 

Negeri (PMDN). 

Setiap Penanaman Modal Asing (PMA) yang ingin menanamkan modalnya di 

bidang pertambangan batu bara di Indonesia harus melakukan kontrak patungan 

(joint venture) dengan orang atau badan hukum Indonesia sehingga penanam 

modal asing tersebut dapat membentuk sebuah badan hukum Indonesia yang 

tunduk pada hukum Indonesia. Peraturan yang menjadi landasan hukum mengenai 

Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PI<"...P2B) dapat dilihat sebagai berikut: 

(a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-KetentuanPokok 

Pertambangan, dimana penjabaran lebih lanjutnya dituangkan dalam: 

• Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara 

Perusahaan Negara Tambang dan Kontraktir Swasta; 

• Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok 

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang dijabarkan 

lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 

680.K/29/M.pell997 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya 

Pengusahaan Pertambangan Batubara 

(b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing 

jo.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Hak 

dan kewajiban para pihak menurut Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 Keputusan 

Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian 

Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah sebagai berikut : 
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( 1) Kewajiban : 

• Menyampaikan rencana keija dan rencana anggaran belanja tahunan 

kepada pemerintah. 

• Menyerahkan sebesar 13,50% hasil produksi batu baranya 

kepadapemerintah secara tunai atas harga pada asaat berada di atas 

kapal (Freeon Board) atau pada harga setempat (at salepoint) yang 

digunakna untuk: 

Pembiyaan pengembangan batu bara; 

lnventarisasi sumber daya batu bara; 

Biaya pengawasan pengelolaan lingkungan dan keselamatan 

kerjapertambangan; 

Pembayaran luran Eksplorasi dan luran Eksploitasi (royalty) 

danPajak Pertambahan Nilai. 

• Membayar pajak kepada pemerintah sesum dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat peiJanJian 

ditandatangani; 

• Membayar pungutan-pungutan daerah yang telah mendapatkan 

pengesahan oleh pemerintah pusat; 

• Membayar iuran tetap (dead rent) kepada pemerintah berdasarkan luas 

wi!ayah kerja pengusahaan pertambangan batu bara sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

• Mendirikan badan hukum menurut hukum Indonesia, berkedudukan di 

Indonesia dan semata-mata berusaha dalam bidang pengusahaan 

pertambangan batu bara; 
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• Dalam hal perusahaan kontraktor swasta merupakan perusahaan 

penanaman modal asing yang seluruh modalnya dimiliki warga negara 

dan/atau badan hukum asing, perusahaan kontraktor swasta tersebut 

menjual sebagian sahamnya kepada warga negara dan/atau badan 

hukumindonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

• Mengutamakan penggunaan hasil produksi dan jasa dalam negen, 

tenagakerja Indonesia dan memperhatikan kebijaksanaan pemerintah 

dalampengembangan daerah dan perlindungan lingkungan. 

(2) Hak: 

• Melakukan kegiatan eksp!orasi, dan eksp!oitasi terhadap sumber daya 

tambang batu bara di wilayah hukum pertambangan Indonesia; 

• Barang modal dan bahan yang diimpor perusahaan kontraktor 

swastadalam rangka perjanjian dibebaskan dari bea masuk, pungt1tan 

impor danbea balik nama sehubungan dengan pemilikan barang-barang 

tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dari paparan data !apangan di atas, untuk melihat akuntabilitas kebijakan 

dapat dikaji dari implementasi prosedur memperoleh kuasa pertambangan, 

kontrak karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara 

(PKP2B) 

1. Prosedur untuk Memperoleh Kuasa Pertambangan 

Syarat dan prosedur untuk memperoleh kuasa pertambangan diatur dalam 

Pasa! 13, Pasa115 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 dan 

Keputusan Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 1453K/29/MEM/2000 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 182 

16/41841.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang 

Pertambangan Umum. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala 

Bagian Perekonomian berikut 

" .... secara umum syarat dan prosedur untuk memperoleh kuasa pertambangan 
diatur dalam Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 75 
Tahun 2001 dan Keputusan Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 1453 
K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan 
di Bidang Pertambangan Umum ..... selama ini tinggal bagaimana bisa 
diimplementasikan aturan ini ... " (Wawancara, 18 april2014) 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 200! dan Keputusan 

Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman 

Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum 

Pasa! 13 Peraturan PemerintahNomor 75 Tahun 200! ditentukan permintaan 

kuasa pertambangan diajukan sesuai dengna bentuk yang ditetapkan oleh menteri, 

gubernur, bupati/walikotadengan ketentuan sebagai berikut; 

a) Untuk satu wi!ayah kuasa pertambangan harus diajukan satu 

permintaantersendiri 

b) Lapangan-lapangan yang terpisah tidak dapat diminta sebagai satuwilayah 

kuasa pertambangan. 

Untuk memperoleh kuasa pertambangan, maka perusahaan pemohon 

diwajibkan untuk membuat surat permohonan dengan mekanisme sebagai berikut: 

1) Perusahaan pemohon mengajukan surat permohonan kepada DirekturJendera! 

Pertambangan Umum rangkap dua; 

2) Surat permohonan tersebut harus dilengkapi persyaratan-persyaratan 

khusussesuai dengan tahapan kuasa pertambangan yang dimohon, yaitu : 

a) Lampiran kuasa pertambangan penyelidikan umum, terdiri dari : 
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Peta wilayah asli yang dimohon, yang dikeluarkan oleh UnitPelayanan 

Informasi Pencadangan Wilayah Pertambangan duarangkap; 

Akta pendirian perusahaan, yang didalamnya memuat bidang 

usahapertambangan, dan telah memperoleh pengesahan dari 

Departemen.KehakimaniK.ementrian Hukum dan HAC.M; 

Melampirkan bukti setoran jaminan tanda kesungguhan; 

Laporan keuangan perusahaan hasil audit akuntan publik. 

b) Lampiran kuasa pertambangan eksplorasi yang terdiri dari : 

Peta wilayah asli yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Informasi 

Pencadangan Wilayah Pertambangan dua rangkap; 

Dokumen laporan lengkap hasil penye!idikan umum; 

Melampirkan tanda bukti setoran iuran tetap; 

Melampirkan dokumen rencana keija dan biaya, meliputi: 

• Kegiatan teknis persiapan untuk lapangan: 

o Hasil studi literatur (hasil penyelidikan sebelumnya yang 

pemahdilakukan ); 

~ Rencana kegiatan yang akan dilakukan; 

o Rencana Iokasi kegiatan, dilengkapi dengan peta daerah yangakan 

diteliti; 

o Merancang metode penye!idikan yang akan dilakukan,misalnya: 

penyelidikan udara, penyelidikan geofisikalgeokimia,pembuatan 

sumur uji, parit uji, pembutana terowonganeksplorasi, pemboran, 

dan lain-lain: 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 184 

16/41841.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

o Rencana pelaksanaan, apakah akan dilaksanakan oleh pemohon 

atau diberikan kepada perusahaan lain; 

• Jadwal kegiatan. 

o Rencana penggunaan tenaga kerja; 

o Penggunaan !ogistik 

o Rencana anggaran biaya. 

c) Lampiran permohonan kuasa pertambangan eksploitasi terdiri dari : 

• Peta wi!ayah yang dimohon asli dari Unit Pelayanan 

InformasiPencadangan Wilayah Pertambangan, dua rangkap; 

• Dokumen laporan lengkap hasil eksplorasi; 

• Dokumen laporan studi kelayakan; 

• Dokumen AMDAL yang telah memperoleh persetujuan; 

• Akta perusahaan yang di dalamnya memuat bidang 

usahapertambangan. 

2. Prosedur untuk Memperoleh Kontrak Karya 

Kontrak karya adalah legalitas pengusahaan bahan galian yang diperuntukkan 

bagi investor asing, melalui fasilitas penanaman modal asing. Adapun mekanisme 

pengurusan atau prosedur untuk memperoleh kontrak karya adalah sebagai berikut 

a) Perusahaan mengajukan pennintaan pencadangan wilayah kepada Unit 

Pelayanan Informasi Pencadangan Wilayah Pertambangan (UPIPWP); 

b) Perusahaan pemohon memperoleh peta dan formulir permohonan kontrak 

karya daru Unit Pelayanan Informasi Pencadangan Wilayah Pertambangan 

(UPIPWP); 
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c) Perusahaan pemohon menyetor uang jaminan ke bank yang ditunjuk, bukti 

setoran dijadikan lampiran dengan dokumen dan persyaratan lain; 

d) Perusahaan mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal 

Pertambangan Umum (DJPU), berikut lampiran/dokumen yang harus dipenuhi 

kepada direktorat pembinaan pengusahaan (DPB) melalui sekretariat Diijen 

Jenderal Pertambangan Umum; 

e) DJPU menyampaikan basil pemrosesan DPB kepada perusahaan pemohon, 

apakah pengajuannya diterima atau ditolak; 

f) DJPU membentuk dan menusakan tim perunding, yang bertugas melakukan 

perundingan dengan prusahaan pemohon kontrak karya; 

g) Direktur DPB bersama perusahaan pemohon, menyampaikan basil pen.mdingan 

kepada DJPU; 

h) DJPU menyampaikan draf kontrak karya kepada menteri untuk dilakukan 

pemrosesan lebih lanj ut; 

i) Menteri menyampaikan draf kontrak karya kepada DPR RI untuk 

dikonsultasikan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

mendapat rekomendasi; 

j) DPR menyampaikan tanggapan kepada menteri atas draf kontrak karya yang 

disampaikan sebelumnya; 

k) ~ifKPM menyampaikan rekomendasi atas darf kontrak karya yang disampiakn 

menteri kepada presiden; 

l) Presiden memberikan persetujuan, yang dalam pelaksanaannya didelegasikan 

kepada menteri, untuk: dan atas nama pemerintah menandatangani kontrak 

karya; 
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m)Menteri melaksanakan penandatanganan kontrak karya dengan 

perusahaanpemohon. 

Setelah dilakukan penandatanganan kontrak karya, kemudian perusahaan 

memulai kegiatan di lapangan pada area yang telah ditetapkan dalam kontrak 

karya, dengan luas dan titik-titik kordinatnya ditentukan secara jelas yang 

merupakan wilayah hukum kontrak karya yang dimaksud. Secara teknis, 

perusahaan pemegang kontrak karya melakukan kegiatan lapangan sebagai 

berikut: 

o Melaksanakan penyelidikan urn urn, dengan jangka waktu pelaksanaanselama 

I tahun ditarnbah kesempatan perpanjangan selama I tahun; 

o Melaksanakan kegiatan eksplorasi, dengan jangka \vaktu pelaksanaanselama 

3 tahun, dengan diberikan kesempatan 2 tahun masa perpanjang waktu; 

o Tahapan studi kelayakan (feasibility study) selama 1 tahun, dengan masa 

perpanjangan selama 1 tahun; 

o Tahapan konstruksi atau pekerjaan persiapa selama 3 tahun; 

o Masa eksploitasi selama 30 tahun, ditambah masa perpanjang selama 2 x 10 

tahun. 

3. Prosedur untuk memperoleh Perjanjian Karya Pengusahaan 

Pertambangan Batubara (PKP2B) 

Pada dasamya, tidak semua perusahaan dapat mengajukan 

permohonanperjanjian karya pertambangan batu bara, tetapi perusahaan yang 

dapat mengajukan permohonan izin itu adalah perusahaan yang telah memenuhi 

syarat-syarat yang ditentukan da!am peraturan perundnag-undnagan. 
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Perusahaan yang ingin mengajukan izin perjanjian karya pengusahaan 

pertambangan batu bara harus mengajukan permohonan kepada pejabat 

berwenang untuk itu dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Syarat itu 

meliputi: 

o Peta pencadangan wi!ayah dari Unit Pelayanan Infonnasi 

WilayahPertambangan (UPIWP); 

o Tanda bukti setoranjaminan kesungguhan; 

o Laporan keuangan PMA dan PMDN tiga tahun terkahir yang telah diaudit; 

o Tanda terima SPT tahun terakhir (PMDN); 

o Kesepakatan bersama (MOU) antara PMA dan PMDN 

o Laporan tahunan perusahaan (P~.1.A. dan PMDN) 

Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Izm perJanJian karya 

pengusahaan pertambangan batu bara adalah bupati/walikota, gubemur dan 

menteri sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Prosedur untuk 

mengajukan permohonan menerbitkan izin perjanjian karya pengusahaan 

pertambangan batu bara pada wilayah kewenangan bupati/walikota adalah sebagai 

berikut: 

o Permohonan diajukan kepada bupati/walikota. Pemohon mengajukan 

permohonan kepada bupati/walikota. Bentuk permohonannya adalah tertulis. 

Contoh surat pennohonan ini telah dibekukann oleh Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral. 

o Bupati/walikota memberikan persetujuan prinsip; 

o Bupati/wa!ikota meakukan konsultasi kepada DPRD kabupatenlkota ; 

o Permohonan rekomendasi ke dinas Penanaman Modal; 
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o Dinas Penanaman Modal memberikan rekomendasi. 

o Bupati/walikota bersama pemohon menandatangani kontrak. 

Kontrak yang telah ditandatangani tersebut ditembus keapda provmst 

danDepartemen Energi dan sumber Daya Mineral. Prosedur permohonan 

perJanJian karya pengusahaan batu bara pada wilayah kewenangan 

gubemurdisajikan berikut ini : 

o Permohonan diajukan ke gubemur. Format permohonan untuk 

mengajukanpermohonan perjanjian karya pengusahaan batu bara adalah smaa 

denganformat permohonan yang diajukan kepada bupati/walikota. 

o Gubemur memberikan persetujuan prinsip; 

o Gubemur melakukan konsultasi kepada DPRD provinsi; 

o Permohonan rekomendasi ke BKPMD; 5. DPRD provinsi memberikan 

rekomendasi; 

o BKPMD memberikan rekomendasi; 

o Gubemur bersama pemohon menandatangani kontrak; 

o Kontrak ditembuskan kepada kabupatenlkota dan Departemen Energi 

dansumber Daya Mineral 

Walaupun bupati/walikota dan gubemur diberikan kewenangan untuk 

menandatangani petjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara, namun 

substansi perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara disiapkan oleh 

pemerintah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat belum sepenuhnya 

menyerahkan kewenangan itu kepada pemerintah daerah. Di sampin itu, 

pemerintah daerah belum mempunyai pengalaman yang cukup da!am penyusunan 

substansi perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara. 
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Apabila subtansi pef]anJian karya pengusahaan pertambangan batu bara 

diserahkan kepada pemerintah daerah untuk menyusunnya, maka memerlukan 

waktu yang lama dan biaya yang besar. Sementara itu investor menginginkan 

supaya perJanJian karya pengusahaan pertambangan batu bara dapat 

ditandatangani dalam waktu yang realtif cepat karena dengan ditandatanganinya 

kontrak itu, investor dapat melaksanakan kegiatan ekplorasi maupun eksploitasi 

terhadap sumber daya alam batu bara. 

3. Kendala dan Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas 

Publik Di Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten 

Kotawaringin Barat dalam Rangka Pemberian Layanan Perijinan. 

a. Kendala dan Faktor Internal 

Berdasarkan data lapangan diperolah bahwa kendala internal atau masalah yang 

berswnber dari dalam lembaga/Bagian Perekonomian dan SDA ini antara lain 

berkaitan denga11 

1) Akuntabilitas Kinerja Pegawai Bagian Perekonomian dan SDA 

a) Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik 

Peningkata11 pe!ayanan kepada masyarakat mela!ui pe!ayanan pnma yang 

berorientasi pada kepuasan masyarakat adalah misi dari Bagian Perekonomian dan 

SDA. Oleh karena itu mengutamakan kepuasan masyarakat memiliki prioritas utama 

bagi pelayanan yang diberikan Bagian Perekonomian da11 SDA. Semua tugas dan 

kewajiban yang menyangkut pelayanan terhadap publik menjadi tanggungjawab 

setiap pegawai pada Bagian Perekonomian dan SDA. 

Terdapat beberapa produ.l<. yang dihasilkan pada Bagia11 Perekonomian dan SDA 

dimana mutu dari produk yang dihasilkan tergantung pada tingkat kepuasan publik 
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yang dipengaruhi oleh baik buruknya kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. 

Selain peningkatan pelayanan melalui kinerja pegawai yang terkoordinasi dan 

melalui pelayanan prima, misi lain Bagian Perekonomian dan SDAadalah terciptanya 

informasi tentang data-data yang ada pada Bagian Perekonomian dan SDAyang 

didasarkan pada informasi manajemen pada masing-masing bidang. Mengingat begitu 

besamya tugas dan tanggungjawab yang diterima, mal<.a sangatlah wajar jika instansi 

Pemerintahan melakukan dan diwajibkan untuk menjalankan 

akuntabilitas/pertangi:,~gjawaba.fl terhadap publik. Oleh karena tugas-tugas ya.11g 

diemban oleh Bagian Perekonomian dan SDAmerupakan tugas yang menyangkut 

kehidupan I kepentingan bangsa, negara dan masyarakat. 

Alasa.t1 lain pada Bagian Perekonomian dan SDA melakukan akuntabilitas/ 

pertanggungjawaban pada publik adalah untuk menjaga kepercayaan yang diberikan 

publik kepadanya. Seperti yang diungkapkan Kepala Bagian Perekonomian dan 

SDAdi rua.11g kerjanya. 

"Alasan kami melakukan sistem pertanggungjawaban adalah selain untuk 
memenuhi kewajiban formal organisasi terhadap pemerintahan yang lebih tinggi, juga 
untuk menjaga kelangsungan keberadaan sebuah Bagian Perekonomian dan SDA 
sebagai sosok yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sehingga kami berusaha untuk 
memberikan pelayanan yang terbaik melalui pola kinerja yang terbaik pula sesuai 
dengan pelayanan yang ada." (Wawancara, 21april2014) 

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh (Kepala Sub. Bagian Bina 

Produksi Daerah) dimang kerjanya beri..lcut ini : 

"Benar apa yang dikatakan oleh Bapak Kabag tersebut, bahwa pada Bagian 
Perekonomian dan SDA melakukan akuntabilitas pelayanan kepada publik dengan 
tujuan untuk menjaga kepercayaan publik atas tugas penyediaan pelayanan yang 
diembankan kepada kami dan untuk memenuhi kewajiban fonnal kepada 
pemerintahan yang lebih tinggi kedudukannya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang 
diinginkan oleh masyarakat sebagai objek yang kami layani yang menginginkan 
pelayanan yang baik, mudah dan tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 
Citra inilah yang ingin kami ciptakan dan kami tingkatkan demi terciptanya mutu 
pelayanan yang baik melalui sistem pertanggungjawaban kinerja pegawai. Selain itu 
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hal yang mendasari kami melakukan akuntabilitas yaitu agar para pegawai 
mempunyai rasa tanggungjawab dalam diri pegawai masing-masing akan tugas yang 
diemban." (Wawancara, 21 April2014) 

Hirarb kewenangan pada Bagian Perekonomian dan SDA dapat dilihat pada 

struktur organisasi yang menunjukan alur atau tingkat pertanggungjawaban 

berdasarkan jabatan stmktur yang ada. Dimana stmktur organisasi telah jelas terlihat 

bagaimana a!ur kewenangan yang ada dari ti.r1gkat yang paling tinggi yaitu Kepala 

Bagian sampai tingkat yang paling rendah yaitu pelaksana/staf. untuk mengetahui 

lebih jelas tentang hirarki kewenangan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja 

pegawai pada Bagian. Perekonomian dan SDA berikut ini dipaparkan hasi! wawancara 

yang diperoleh. 

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA dimng 

kerjanya: 

"Untuk mengetahui hirarki kewenangan yang ada pada Bagian Perekonomian 
dan SDA ini yang sekaligus juga menggambarkan alur proses pertanggungjawaban 
yang ada dapat dilihat pada hagan stmktur organisasi Bagian Perekonomian dan 
SDA. Dimana tingkat kewenangan yang tertinggi untuk meminta 
pertanggungjawaban disini adalah saya selaku Kepala Bagian dan diteruskan kepada 
posisi dibawal1 sesuai dengan stmktur. Dengan kata lain dapat digambarkan bahwa 
pelaksana/staf bertanggungjawab pada kepala sub bagian masing-masing, kepala sub 
bagian tersebut selanjutnya bertanggungjawab pada saya. Begitulal1 tingkat hirarki 
kewenangan pertanggungjawaban yang ada disini." (Wawancara, 18 april 2014) 

Senada pula dengan hasil wawancara dengan ibu Kepala Subag dimang kerjanya: 

"Dalam melaksanakan pertanggungjawaban kepada Bagian Perekonomian dan 
SDA saya menjalankan kewenangan saya sebagai kepala sub bagian untuk meminta 
pertanggungjawaban kepada pelaksana/staf kami yang menjadi bawahan saya.sesuai 
dengan bagiannya masing-masing" 

Lebih jelas, proses atau alur pertanggungjawaban pada Bagian Perekonomian 

dan SDA adalah sebagai adalah sebagai berikut. 
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Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari 

a. Kepala Sub Bagian Bina Perekonomian; 

b. Kepala Sub Bagian Pengendalian SDA dan LH; dan 

c. Kepala Sub Bagian Bina Produksi Daerah ; 

Dengan demikian alasa.TI utama Bagian Perekonomian dan SDA dalam 

melakukan akuntabilitas kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan adalah demi 

terciptanya proses kerja yang sesuai dengan aturan yang ada. Oleh karena 

pelayanannya menyangkut kepentingan bangsa, negara da.11 masyarakat ma.lca alasan 

Bagian Perekonomian dan SDA melakukan akuntabilitas pada kinerja pegawainya 

sangatlah tepat, dimana lingkup akuntabilitas yang diberikan tidak hanya kepada 

informal dalam ruang lingkup organisasi saja tetapi juga kepada ekstemal organisasi 

yaitu kepada masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan. 

Jika dilihat dari macam-macam akuntabilitas manurut LAN dan didasarkan pada 

pengamatan pada Bagian Perekonomian dan SDA, peneliti menyimpulkan ba.hwa 

pada Bagian Perekonomian dan SDA menjalankan akuntabilitas proses dan hukum 

saja. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan Bapak Masradin, SH selaku 

Sekda pada di mang kerjanya, dimana beliau mengatakan : 

"Bal1wa selama ini pada Bagian Perekonomian dan SDA hanya membuat laporan 
pertangungjawaban jika ada dana yang turun yang akan digunakan untuk suatu 
keperluan atau proyek tertentu saja. Selain itu, kami juga membuat laporan 
pertanggungjawaban tentang tingkat pencapaian dari tujuan ditunmkannya dana 
tersebut atau terhadap proyek tertentu saja." (wawancara, 17 April 2014) 

b) Kinerja Pegawai Bagian Perekonomian dan SDA 

Dala.tn organisasi publik, pegawai dapat bekerja dengan baik dan benar bila 

terdapat kejelasan batasan kewenangan yang hams dijalankan oleh pegawai tersebut 

sehingga pegawai dapat bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Bagian Perekonomian dan SDA dalam memberika.11 
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pelayanan pnma sesuai dengan visi dan misi yang dimilikinya harus memiliki 

batasan/ukuran yang menyangkut kinerja pegawainya. Lebih lanjut menurut pendapat 

salah seorang staf (Ba.11gun Sianturi,ST) pada Subag Pengendalian SDA dan LH, 

bahwa: 

"Sebenarnya pada sub.bagian Pengendalian SDA dan LH ini tidak ada ukuran 
atau indikator kinerja secara resmi, tapi tugas kami pada sub bagian pengenda1ian 
SDA dan LH, turun langsung pada kegiatan tertentu yang diadakan pada wilayah. 
Disamping tugas kami yang lain yaitu merencanakan dan melaksanakan kegiatan 
pada sub bagian Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 
menyiapkan dan mengelola data serta bahan dalam rangka pembinaan 
pengembangan pengendalian sumber daya alam, pembinaan energi dan sumber 
daya mineral sena lingkungan hidup ...... dan yang paling urgen adalah menyiapkan 
rekomendasi dan fasilitasi perijinan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral. 
Menyusun pedoman pemanfaatan pengendalian sumber daya alam, pembinaan 
energi dan sumber daya mineral serta Iingkungan hidup ..... menyiapkan data dan 
bahan-bahan dalam rangka koordinasi dan fasilitasi dibidang energi dan sumber 
daya mineral serta lingkungan hidup;Menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem 
informasi bidang energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup ; dan 
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas .... Selain itu 
kami juga melaksanakn tugas-tugas yang diamanatkan oleh Bapak Kepala Bagian 
sesuai dengan keperluan dilapangan."(Wawamcara 18 April2014) 

Pada kesempatan lain, dari hasil wawancara dengan Ibu Irma Kasubag Bina 

Produksi Daerah mengatakan : 

"bahwa agar kinerja staf-staf yang kami pimp in dapat bekerja dengan baik, saya 
selaku pimpinan menetapkan beberapa indikator yang menyangkut kinerja kami, 
misalnya kami melihat indikator kinerja kami pada proses kerja kami, maksudnya 
ketelitian dan kecepatan harus di jalankan pada sub bagian kami. Hal ini kami 
lakukan karena banyak pelayanan yang hams kami berikan kepada masyarakat yang 
membutuhkan ketelitian dan kecepatan" (Wawancara, 21 April2014) 

c) Pengamh Akuntabi!itas Terhadap Kinerja Pegawai 

Kinerja pegawai dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik hila pegawm 

tersebut dapat mempertanggungjawabkan secara benar dari kinerja yang telah 

dija!ankannya sesuai dengan kewenangan yang diemban. Untuk itu dalam organiasi 

diperlukan pengukuran kinerja pegawai agar dapat mengetahui sejauh mana capaian 

yang telah ditempuh pegawai dalam menjalankan tugasnya. Menurut LAN (1999) 
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pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode akuntabilitas kineija instansi. 

Pada Bagian Perekonomian dan SDA, akuntabilitas dilakukan agar memudahkan 

dalam mengevaluasi dari capaian kinerja pegawai yang telah ditetapkan pada suatu 

program yang telah direncanakan baik itu tentang keberhasilan atau kegagalan dari 

target yang telah ditetapkan. 

Berikut basil wawancara dengan Ibu Midah (Kasubag Bina Perekonomia.TJ. dan , 

beliau mengatakan : 

"Bahwa pertanggungjawaban dibuat selain untuk bukti dari pelaksanaan 
dilapangan juga untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan yang ditetapkan, 
akan tetapi dalam pembuatannya sering kali terdapat penyelewengan kebenaran yang 
ada dilapangan dengan yang ditulis pada laporan. Akan tetapi pada dasamya 
pertanggungjawaban yang kami buat dengan maksud agar kinerja kami dapat 
ditingkatkan semaksimal mungkin." 

Senada denga.TJ. hal diatas, pendapat salah seorang staf pada Kasubag SDA dan 

LH pada Bagian Perekonomian dan SDA: 

"Pada dasamya akuntabilitas dibuat untuk mempertanggungjawabkan kinerja 
yang kami capai dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan agar dapat meningkatkan 
kinerja kami, akan tetapi pada Bagian Perekonomian dan SDAyang terjadi adalah 
akuntabilitas dibuat bila kami mendapatkan tugas dari instansi diatas kami. Sehingga 
pengamhnya pada pola kerja kami sedikit sekali. Mungkin itu yang membuat banyak 
keluhan yang timbul pada masyarakat yang otomatis membuat kepercayaan 
masyarakat menjadi menurun" 

Dari basil wawancara dan pengamata.TJ. langsung yang di!akuka.TJ. o!eh peneliti 

maka dapat disimpulkan bahwa pada Bagian Perekonomian dan SDA akuntabilitas 

dibuat untuk memenuhi kewajiban dari prosedur yang ada pada peraturan. 

Al.;:untabilitas dibuat pada saat tertentu bilamana Bagian Perekonomian dan SDA 

mendapat tugas dari instansi diatasnya yang mengharuskan dibuatnya laporan 

pertanggungjawaban. 

Dapat disimpu!kan bahwa keberadaa.TJ. aktmtabilitas yang dibuat dengan tujuan 

untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat memiliki pengamh yang relatif sedikit, 

karena akuntabilitas tidak dibuat pada kegiatan sehari-hari dalam memberikan 
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pelayanan kepada masyarakat. Jika dilihat dari fungsinya dimana akuntabilitas 

dijalankan agar pegawai memiliki jiwa tanggungjawab dalam kinerjanya sehari-hari. 

i\katl tetapi pada Bagian Perekonomian dan SDA akuntabilitas ha.11ya dijalankan pada 

waktu tertentu saja sehingga pengaruh akuntabilitas pada individu pegawai dalam 

menjalankan kinerjanya relatifkurang. 

b. Kendala dan Faktor El<.sternal 

Hal ini berkaitan dengan faktor yang menghambat Bagian Perekonomian dan 

SDA dalam melaksanakan aktmtabilitas dalam kinerjanya. Dimana dalam melakukan 

ak.tivitasnya sehari-hari, Bagian Perekonomian da.TJ. SDAt entu mengalami hambatan-

hambatan yang dapat mengganggu jalannya proses pertanggungjawaban. 

Sehubungan dengan hal diatas Bagian Perekonomian dan SDA 

mengidentifik.asikan beberapa faktor yang sela.llla ini dirasa menghambat jalannya 

proses alur akuntabililtas. Untuk lebih jelasnya berikut dapat dilihat basil wawancara 

dengan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA di ruang kerjanya: 

"Bahwa salah satu faktor yang menghambat jalarmya proses pertanggungjawabm1 
pada Bagian Perekonomian dan SDA yaitu jika dilihat dari bagaimana alur 
pertanggungjawaban yang kami dapat selama ini berasal dari tiap-tiap subbagian. 
Dari situ dapat dilihat tugas subag sebagai pihak terbawah akan tetapi memiliki beban 
tanggtmgjawab yang cukup besar karena kebijakan yang turun dari atas pada akhimya 
yang melaksanakan atau dengan kata lain yang mensosialisasikan kemasyarakat 
adalah pihak subbag meskipun kadang-kadang pihak kecamatan turun kelapangan 
sendiri. Dari basil kegiatan tersebut, hams menyetorkan berkas pertanggungjawaban 
kepada Bagian Perekonomian dan SDA. dari sinilah data yang diberikan kepada kami 
yang menjadi faktor pengahambat, yaitu tentang keabsal1an atau kebenaran dari data 
tersebut. Karena itulah konsep evaluasi yang kami terapkan menjadi sangat berguna 
untu ... l<. menjaga kebenaran dari data yang kami peroleh." (Wawancara, 18 april2014) 

Dalam kesempatan lain dari basil wawancara dengan Sdr. Bangtm Sianturi (Staf 

pelaksana pada bagian Perekonomian dan SDA): 

"Benar apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala bagian tersebut, ka.TPi selaku 
bagian sekretariat mendapatkan beberapa data yang berbeda dengan keadaan 
dilapangan yang dimana hal tersebut tentu saja menjadi tanggungjawab kami selaku 
pihak Bagian Perekonomian dan SDA. Bila basil dari lapangan saja salah, bagaimana 
dengan pertanggungjawaban kami". (Wawancara, 21 April2014) 
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Senada dengan hal tersebut, basil wawancara dengan Bapak Kepala Bagian 

Perekonomia.ll dan SDA mengatakan bahwa: 

"Sebab atau factor yang dapat menghambat akuntabilitas kinerja pegawai saya 
dapat dilihat dari beberapa factor misalnya, sumber daya manusia yang dimilki oleh 
pegawai. Dimana tingkat pengetahuan tentang pentingnya menanamkan jiwa 
akuntabel dalam diri pegawai sangat kurang. Karena itulah banyak urusan publik 
yang menyangkut keperluan masyarakat yang diserahkan kepada swasta secara paket. 
Selain itu, tingkat disiplin pegawai yang kurang. Akan tetapi hal ini tergantung pada 
budaya kerja yang dimiliki oleh pegawai. Selain itu faktor lingkungan juga memiliki 
pengaruh yang tidak sedikit dari proses akuntabilitas itu sendiri.Hal ini dapat dilihat 
dengan banyaknya pengurusan pelayanan yang diserahkan melalui pihak swasta yang 
kemudian diserahkan kepada kami dengan ketentuan waktu ya.11g ditetapka.11 oleh 
pihak swasta. Hal ini yang menjadikan pegawai kami untuk mengenyampingkan 
tugas dan tanggtmgjawab yang diembannya" (Wawancara, 21 april2014) 

Dari uraian diatas berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dan pengamatan 

!a.11gsung dilapangan dapat disimpulkan bahwa terdapat fa.l<.tor-faktor yang dapat 

menghambat jalannya kinerja pegawai yang pada akhirnya berdampak pada proses 

akuntabilitas kinerja pegawai dalam memberikan pelayanana publik. 

Da.ri beberapa faktor tersebut dapat dismpu!kan ba.l!wa faktor yang menghambat 

proses akuntabilitas tidak hanya pada segi intern dalam diri pegawai pada umum, 

akan tetapi juga adanya pengaruh lingktmgan yang mengakibatkan turunnya kinerja 

pegawai dala.m memberikan pe!ayanan sehingga jiwa a.1cuntabi!itas dalam diri 

pegawai akan berkurang. 

Faktor eksternal lain adalah dapat dilihat dari dampak pemberian izin 

pertambangan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Keputusan atau kebijakan yang 

dibuat dan diterapkan pasti akan menimbulkan dampak pada sasaran yang dituju 

hingga lingkungan sekitarnya. Hal ini juga termasuk pada keputusan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengenai izin usaha 

pertambangan. Kegiatan pertambangan yang telah dilakukan telah menimbulkan 
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beragam dampak, baik dampak yang telah terjadi(jangka pendek) maupun dampak 

yang diperkirakan akan terjadi (jangka panjang). 

Dampak yang ditimbulkan tersebut tidak hanya terjadi pada 1 sektor saja 

(ekonomi),melainkan juga akan terjadi pada sektor-sektor yang lain, seperti 

lingkungan, sosia!,politik hingga geografis. Dampak yang ditimbulkan tidak 

hanya bemilai positif bagimasyarakat, pemilik pertambangan dan pemerintah 

daerah, namun juga terdapat dampak yang bemilai negatif dan merugikan bagi 

masyarakat, pemerintah daerah dan pemilik usaha pertambangan. 

(l)Dampak Jangka Pendek 

Dampak yang telah dirasakan dari keluamya surat izin pertambangan 

tersebut, umumnya terjadi pada sektor ekonomi. Dengan adanya pertambangan 

ini, pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan 

Pendapatan Ash Daerah (PAD) khususnya disektor pertambangan. 

Tercatat pada tahun 2012, pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 

mendapat Rp 4,5 M dari sektor pertambangan. Permintaan bahan tambang di 

pasaran intemasional telah menjadikan sebagai komoditas yang memiliki harga 

jual yang tinggi. Harga 1 ton pasir zircon misalnya saat ini diperkirakan 

Rp 700.000,-. Harga ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari harga 

sebelumnya yang sebesar Rp 250.000 hingga Rp 550.000 per to pada tahun 2007 

hingga 2010. Dengan melonjaknya harga pasir zirkon tersebut, maka pajak yang 

diberikan kepada pemerintah daerah juga meningkat. PemerintahKabupaten 

Kotawaringin Barat menetapkan pajak pasir zircon sebesar Rp.200.000,- per ton 

Meskipun demikian, retribusi, pajak dan kompensasi yang dibayarkan dari usaha 

pertambangan pasir zircon ini tidak terlalu besar. 
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Dampak dari segi ekonomi yang telah tetjadi berikutnya adalah peningkatan 

kesejateraan dan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran masyarakat. 

lzin pertambangan yang dikeluarkan ini telah menciptakan sebuah lapangan kerja 

baru di daerah. Usaha pertambangan yang membutuhkan peketja sangat banyak 

ini telah menyerap beberapa masyarakat sekitar untuk jadi pekerja di 

pertambangan maupun pedagang yang memenuhi kebutuhan para pekerja. Dengan 

gaji yang sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten 

Kotawaringin Barat bal:Llcan ada yang mendapat lebih, dapat mencukupi kebutuhan 

keluarga sehari-hari. 

Adanya usaha pertambangan ini telah memberdayakan masyarakat sekitar. 

Bahkan, bekerja di pertambangan ini telah menjadi penghasilan utama yang 

diandalkan oleh masyarakat sekitar. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten Kotawaringin Barat dan sumber pendapatan masyarakat sekitar 

meningkat. 

Dampak positif dari sektor ekonomi dari usaha pertambangan ternyata tidak 

dialami oleh seluruh masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat justru 

menge!uhkan keluarnya izin usaha pertambangan yang dikeluarkan pemerintah 

daerah. Aktivitas pertambangan telah membuat ekosistem di sekitar mengalami 

perubahan . Keluarnya izin pertambangan juga berakibat negatif pada stabilitas 

politt"k K ~bllpaten Kot~\·rart"nat"n l=bmt Adanv~ nih~k v~na dt"untunakan d~n '\mna ... ~~~ ~ • ~·' "1::> ~~·~·· ·~ '.l~ yu ~ .J• .. ·o o· ...... .l .. ·o 

dirugikan dengan kekuatan massa yang sama kuat telah menyebabkan situasi pro 

dan kontra. Kedua massa tersebut terus melakukan aksi dengan berdemonstrasi 

danpenutupan ja!an untuk menyampaikan aspirasinya. Aksi yang di!akukan kedua 

massa ini menyebabkan positioning pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin 
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Barat menurun. Bayangan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui usaha 

pertambangan ini temyata tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat sekitar. 

(2) Dampak Jangka Panjang 

Dampak yang telah teijadi akibat keluamya izin pertambangan dan kegiatan 

pertambangan ini, apabila terus dibiarkan maka akan menghasilkan dampak-

dampak yang lain. Umumnya dampak yang akan terjadi memiliki nilai negatif 

yang cukup besar bagi masyarakat, pemerintah dan pemilik usaha. Salah satunya 

adalah dampak negatif pada segi sosial dan politik. Apabila persengketaan pro dan 

kontra mengenai keberlanjutan pertambangan tersebut lama atau tidak dapat 

diselesaikan bahkan hingga mencapai jalan buntu atau tidak mencapai titik temu, 

maka massa yang sama-sama kuat ini akan terus melakukan aksi yang dapat 

merugikan masyarakat sekitar. Lebih bahayanya, kelompok pro dan kontra 

tersebut saling melemahkan dengan tindakan saling serang hingga terjadi 

bentrokan antara kedua kelompok massa. Apabila ini teijadi maka akan banyak 

masyarakat yang terluka hingga kehilangan nyawa karena kesalahan keputusan 

pemerintahnya sendiri. 

Selain itu yang akan ditimbulkan apabila pertambangan ini terus teijadi 

adalah kerusakan alam, terutama ekosistem laut sekitar dan pantai. Seperti yang 

telah dijabarkan sebelumnya pada dampak jangka pendek, kerusakan lingkungan 

akan semakin parah hingga menyebabkan ketidak seimbangan ekosistem. Potensi 

pariwisata dan hasil sungai Kabupaten Kotawaringin Barat akan berkurang atau 

bahkan hilang akibat kegiatan eksplorasi yang terlalu berlebihan dan tidak 

memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. 
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Saat ini, beberapa negara berpandangan, komoditas pertambangan terutama 

sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan primadona sumber 

pendapatan negara atau daerah. Namun, semua negara sepakat bahwa potensi 

tersebut tidak dapat diandalkan untuk jangka panjang. Suatu saat sumber daya 

alam yang berjumlah terbatas ini akan habis dan meninggalkan sederet kerugian 

hingga kekecewaan. Pandangan tersebut juga akan terjadi di Kabupaten 

Kotawaringin Baratap abila aktivitas pertambangan terns berlangsung. Eksploitasi 

besar-besaran yang dilakukanakan semabn mengurangi jumlah mineral yang ada. 

Saat mineral semakin menipis dan habis, maka aktivitas pertambangan akan 

selesai dan berhenti, sehingga para pekerja juga harus diberhentikan. Dengan 

demikian, angka pengangguran masyarakat di sekitar akan kemba!i tinggi. 

Masyarakat juga tidak dapat kembali ke pekerjaan awal mereka, karena ekosistem 

telah berubah. 

Perubahan secara geografis juga akan sedikit terpengaruh oleh aktivitas 

pertambangan yang berlangsung. Pengerukan mineral secara besar akan 

menyebabkan terkikisnya dataran yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Kawasan pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Baratakan semakin menyempit, 

sehingga ruang untuk warga Kabupaten Kotawaringin Barat akan semakin 

berkurang. Potensi terjadinya bencana alam juga dapat dimungkinkan terjadi, 

<:e""'rti banii"r keh~karan hutan/l~han dan bin SPb~cr~l·nua H~l ini· menoinu~t 
~ P'"'.. ·", ~~- • •• •u ~·· • • ·~·· - ~o-··.; · • -· ·· ·• o·--o-· 

beberapa aktivitas pertambangan di Indonesia telah menyebabkan beberapa 

fenomena alam yang tidak diinginkan seperti penambangan gas alam yang 

dilakukan PT. Minarak Lapindo yang berujung keluamya semburan lumpur dalam 
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jumlah yang besar dan beberapa aktivitas pertambangan di Kalimantan yang 

berujung terjadinya tanah longsor dan sebagainya. 

Dari analisis dampak tersebut menghasilkan sebuah informasi yang 

menyatakan bahwa apabila aktivitas pertambangan tersebut terus dilakukan, maka 

dampak negatifakan lebih banyak muncul dibandingkan dampak positif. Dampak 

yang ditimbulkan juga tidak hanya terjadi pada sektor ekonomi, melainkan juga 

berdampak pada sektor sosial, lingkungan, politik hingga geografis. Aktor yang 

terkena dampak pun tidak hanya pemerintah, masyarakat dan pemilik izin 

pertambangan, tetapi seluruh masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat dan 

bisa jadi masyarakat di yang berada di sekitar wilayah Kabupaten Kotawaringin 

Barat. Hal ini akan menjadi permasalahan yang sangat berat bagi pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat kedepannya, sehingga pelaksanaan penambangan 

tersebut perlu untuk dikaji ulang dan dipikirkan kembali. 

B. Pembahasan 

1. Akuntabilitas Publik Pada Bagian Perekonomian Dan SDA, Setda 

Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Rangka Pemberian Izin Usaha 

Pertambangan 

Dengan semakin maju dan terbukanya sistem informasi dewasa ini, isu-isu 

atau berita apa pun semakin mudah diketahui oleh masyarakat di sudut-sudut 

terpencil bahkan di seantero dunia. Isu-isu tersebut dapat berupa persoalan 

kehidupan manusia sendiri, lingkungan, sosial, politik, ekonomi, atau yang 

berkatian dengan masyarakat (publik), dan sebagainya. 
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Isu-isu kemasyarakatan yang berhubungan dengan kepentingan publik 

umumnya menjadi isu yang selalu mendapat perhatian masyarakat, karena 

sifatnya yang berhubungan langsung dengan kepentingan manusia sebagai bagian 

dari masyarakat (publik). Misalnya, tentang buruknya pelayanan dari instansi 

pemerintah. Untuk Indonesia buruknya pelayanan pemerintah terhadap publik 

sudah terkenal di dunia (Indonesia termasuk negara dengan peringkat korupsi No. 

3 di dunia). Menurut Komisi Ombudsman Nasional periode Januari-Juli 2005, 

kasus pe!anggaran !ayanan publik 54% di antaranya dilakukan oleh pejabat publik 

dan penegak hukum. Selain itu, hal yang paling banyak dikeluhkan masyarakat 

adalah penyimpangan prosedur, tindakan tidak adil dari pejabat tertentu, dan 

melalaikan kewajiban. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka akan dibahas mengenai akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah dalam pengelolaan SDA melalui pemberian Izin 

Usaha Pertambangan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Terkait akuntabi!itas dan 

tolak ukumya paling tidak dapat dibahas dari beberapa poin berikut yaitu 

(a) Aturan-aturan yang mendukung terselenggaranya pemerintahan yang 

baik 

Mengemukanya tuntutan dari masyarakat terhadap kualitas layanan publik 

yang disampaikan secara langsung atau pun tidak langsung, telah membuat 

pemerintah concern terhadap tuntutan tersebut. Respon pemerintah div.rujudkan 

melalui TAP MPR No.XI.MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 

dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

Pada masa Kabinet Reformasi/pemerintahan BJ Habibie, juga telah ada upaya 

pemerintah untuk mengadakan reformasi administrasi publik dengan dikeluarkan 

Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres 
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ini diinstruksikan kepada semua pejabat pemerintah di tingkat eselon II ke atas 

untuk membuat perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 

Beberapa peraturan perundangan yang telah dihasilkan selama ini, dengan 

dua contoh yang te!ah dikemukakan di atas, kesemuanya ada!ah upaya yang 

dilakukan untuk menciptakan suatu tatanan kepemerintahan yang baik, melalui 

administrasi pemerintahan yang ditunjang konsep transparansi, partisipasi, dan 

akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Penerapan konsep ini akan membawa konsekuensi terhadap perlunya 

perubahan di beberapa segmen atau subsistem administrasi negara. Misalnya 

perbaikan pada sistem pertanggungja\vaban. Di beberapa daerah, DPRD dan 

masyarakat menuntut keterbukaan dan akuntabilitas yang penuh terhadap 

manaJemen pemerintahan di daerah. Akuntabilitas tersebut dituntut agar 

penge!olaan berbagai program benar-benar efektif. Jadi tidak hanya output dari 

program saja, akan tetapi juga outcome atau bahkan dampak positif dari program 

itu harus dapat diwujudkan. Ini berarti bahwa kinerja instansi pemerintah dalam 

menge!o!a program atau dalam menetapkan kebijakan-kebijakannya serta 

melakukan pelayanan-pelayanan harus dapat diukur. Oleh karena itu, Inpres No. 

711999 sangat relevan dalam usaha untuk memenuhi tuntutan itu, yaitu instansi 

pemerintah hams menyediakan sistem pengukuran kinerja agar dapat memantau, 

mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan program­

program. Dengan demikian, semua instansi pemerintah harus membangun sistem 

itu dan mengimplementasikannya secara bertahap dan mengembangkan terus 

menerus agar dapat digunakan untuk mengelola kinerja instansinya sendiri. 
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Dalam rangka mentransfonn instansi pemerintah yang tanpa akuntabilitas 

menjadi instansi pemerintah yang memiliki akuntabilitas perlu perubahan­

perubahan mendasar. Perubahan itu antara lain, perubahan budaya kerja dan 

budaya organisasi, metode, dan teknik pengelolaan program dan kegiatan, struktur 

organisasi dan kelembagaan, serta perubahan-perubahan lainnya yang perlu 

dilakukan guna mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan. 

(b) Kondisi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini 

Kondisi saat ini, belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik. Hal 

m1 dapat kita nilai dari banyaknya kritik yang dialamatkan pada instansi 

pemerintah, entah itu mengena1 manaJemennya, pelayanannya, ataupun 

organisasinya. Semua kritik dan keluhan yang disampaikan kebanyakan bermuara 

pada aparatur yang bertugas, mulai dari tingkat atas sampai bawah. 

Di tengah era keterbukaan, arus informasi yang beredar dan masuk dalam 

arena publik, akan begitu cepat mendapat respon dari masyarakat, baik positif atau 

pun negatif. Respon positif, merupakan ukuran keberhasilan adrninistrasi publik 

dalam menjalankan kinerjanya, respon negatif melambangkan ketidakberhasilan 

administrasi publik da!am menjalankan amanat yang diembannya. Respon-respon 

yang disampaikan oleh publik, dalam sekejap dapat beredar di mana-mana, entah 

di surat kabar, televisi, radio, atau pun alat komunikasi lain seperti handphone 

misalnya. Sehingga kesalahan ataupun ketidaknyamanan yang dirasakan rakyat 

akibat kinerja yang buruk dari intansi pemerintah (administrator negara), dalam 

sekejap dapat beredar di seluruh Indonesia, bahkan mungkin seantero jagad. 

Adanya peringkat Indonesia sebagai negara terkorup no.4 di dunia membuktikan 

hal itu. 
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Menurut Arie Soelendro, tanda-tanda yang memperlihatkan kurang cakapnya 

administrator negara dalam menjalankan tugasnya, antara lain: 

a terjadinya tingkat korupsi yang tinggi 

a merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah 

o ketiadaan good governance 

a adanya instansi pemerintah dengan programnya yang tidak beroperasi secara 

efisien dan efektif 

o ketertinggalan di bidang ekonomi 

Selanjutnya Arie Soelendro mengatakan, ada dua faktor penting yang terkait 

dengan kondisi administrasi negara saat ini. Pertama, faktor sistem pemerintahan. 

Sistem pemerintahan menyangkut tatanan, elemen-elemen dari sistem 

administrasi, prosedur atau mekanisme kerja, peralatan, sarana dan prasarana 

pelayanan publik. Pengembangan sistem administrasi perlu mendapat perhatian 

yang besar. Hal mt disebabkan begitu pentingnya pembangunan dan 

pengembangan sistem, baik dari segi kelembagaannya, prosedur, mekanisme 

koordinasi dan sinkronisasi, yang harus ditujukan pada pembangunan tata 

kepemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pembangunan sistem administrasi 

baik dalam skala mikro maupun makro perlu diarahkan pada terciptanya good 

governance. Sejalan dengan itu, perbaikan administrasi negara tidak lepas dari 

perbaikan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Semua prasyarat yang 

harus dipenuhi untuk menciptakan kepemerintahan yang baik harus diwujudkan. 

Prasyarat itu antara lain, penciptaan iklim yang memprioritaskan mekanisme pasar 

yang berkeadilan, kepastian hukum, pemakaian praktek-praktek yang terbaik di 

bidang administrasi, menyediakan sistem insentif yang sepadan agar mekanisme 
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pasar dapat berjalan dengan sehat, serta membuka partisipasi publik dalam 

merumuskan kebijakan publik. 

Kedua, faktor manusianya sebagai pelaku yang menjalankan sistem 

administrasi tersebut. Bertahun-tahun lamanya pendekatan yang dipakai dalam 

sistem administrasi pemerintahan adalah command and control, perencanaan 

terpusat, kewenangan dan pembagian kekuasaan yang juga terpusat, serta budaya 

pelaku pejabat pemerintah yang lebih superior terhadap masyarakat yang dilayani. 

Wa!aupun sudah banyak anjuran dan himbauan dari ara pejabat tinggi 

pemerintahan bahwa pejabat pemerintah dan pegawai negeri adalah abdi negara, 

namun demikian temyata tidak mudah untuk mengubah dengan cepat pejabat 

pemerintah dan pegawai negeri untuk supaya benar-benar berorientasi me!ayani 

masyarakat. Jika mungkin bahkan lebihjauh lagi instansi pemerintah bukan hanya 

melayani saja tetapi lebih memberi kewenangan kepada masyarakat untuk 

mengatur dan menolong dirinya sendiri. 

Usaha-usaha dalam menciptakan salah satu fungsi administrasi publik sebagai 

suatu jenis jasa pelayanan yang berorientasikan kepada pasar perlu diperkenalkan. 

Iklim yang memungkinkan pe!ayanan yang dilakukan oleh suatu instansi 

pemerintah bersaing dengan pelayanan yang dilakukan swasta juga perlu 

diciptakan. Usaha-usaha ini memang masih dianggap sebagai ancaman bagi para 

pegawai negeri dan pejabat pemerintahan, dari pada sebagai peluang perbaikan 

kondisi administrasi pemerintahan saat ini. Kebijakan yang telah digariskan oleh 

Presiden dalam berbagai kesempatan bahwa diperlukan peran masyarakat yang 

lebih besar dalam melakukan pembangunan per!u didukung o!eh semua pihak. 

Kebijakan realokasi sumber daya manusia dan sumber daya lainnnya untuk 
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menciptakan kondisi pasar yang sehat agaknya perlu mendapat dukungan dari 

semua pihak. 

Sistem insentif yang sepadan dan pengegakan hukum yang jelas sehingga 

mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan perlu segera dilakukan sesuai 

dengan kemampuan kita. Sistem insentif yang sepadan ini akan menumbuhkan 

kader-kader pegawai dan pejabat pemerintahan yang profesional. Sedangkan 

kepastian hukum akan membuka mata dan telinga semua orang bahwa perlakuan 

terhadap pelanggaran hukum dan kejahatan telah jelas. Sehingga orang yang salah 

akan pasti dihukum, dan orang yang bekerja baik akan mendapat penghargaan. 

Berdasarkan hasil riset di negara maju para ahli memperkirakan bahwa 

pembangunan sistem hams mempakan usaha yang lebih besar yaitu sekitar 85% 

sedangkan pembangunan unsur manusianya 15% saja. Angka-angka itu tidaklah 

penting, yang lebih penting lagi adalah bahwa perbaikan-perbaikan sistem perlu 

mendapat porsi yang besar dengan tidak mengabaikan perbaikan faktor 

manus tanya. 

(c) Operasionalisasi Akuntabilitas dalam Sistem Administrasi Pemerintahan 

Kabupaten Kotawaringin Barat 

Ketertinggalan sistem administrasi negara selama ini dianggap sebagai salah 

satu penyebab kendala pembangunan. Dalam rangka menciptakan iklim yang 

menunjang untuk me!ancarkan pembangunan di berbagai sektor, pemerintah 

berusaha saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah 

dengan mengadakan kebijakan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan 

dapat dipercaya, yaitu dengan dikeluarkannya Inpres No.7 Tahun 1999 yang berisi 

peningkatan sistem administasi pemerintahan dengan pembuatan laporan 
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akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh setiap instansi pemerintah atau unit 

kerja. 

Dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999, perihal otonomi daerah yang 

mengharuskan pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten, kota ataupun tingkat 

propinsi harus bisa mengelola daerahnya masing-masing baik di dalam pencarian 

dana maupun pemanfaatan dana tersebut. Demikian halnya pemerintah pusat baik 

di tingkat departemen, menteri negara, maupun lembaga pemerintah lainnya harus 

bisa mengelola dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di da!am 

bentuk laporan akuntabilitas kinerja. 

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia, UUD 1945 

beserta kesiapan rancangan perubahannya agar sejalan dengan perkembangan 

kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi dengan tetap memelihara 

kesatuan persatuan bangsa serta sesuai dengan jiwa dan semangat pembukaan 

UUD 194 5. UUD 194 5 telah mengatur fu.11gsi !embaga negara. 

(d) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Akuntabilitas 

Kabupaten Kotawaringin Barat 

Lingkungan yang mempengaruhi akuntabilitas suatu entitas meliputi 

lingkungan internal dan ekstemal yang merupakan faktor-faktor yang membentuk, 

memperkuat, atau memperlemah efektifitas pertanggungjawaban entitas atau 

we\venang dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. Di antara faktor­

faktor yang relevan dengan akuntabilitas instansi pemerintah antara lain meliputi: 

a. falsafah dan konstitusi negara 

b. tujuan sasaran pembangunan nasional 

c. ilmu pengetahuan dan teknologi 
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d. ideology politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 

e. Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur akuntabilitas 

serta penegakan hukum yang memadai 

f. Tingkat keterbukaan pengelolaan 

g. Sistem manajemen birokrasi 

h. Misi, tugas pokok dan fungsi, serta program pembangunan yang terkait 

1. J angkauan pengendalian. 

(e)Faktor-faktor yang Mengbambat TerJa~.sananya Akuntabilitas 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Berbagai hal diperkirakan dapat menyebabkan mengapa akuntabilitas kineija 

instansi pemerintah tersebut tidak berjalan dengan baik,dapat disimak pada 

penjelasan berikut: 

D Low Literacy percentage 

Dalam populasi yang kurang peduli terhadap hak-haknya dan masalah-

masalah sosial, cenderung memberikan toleransi yang tinggi terhadap lack of 

accountability, malpractice, nepotisme, sogok menyogok, dan korupsi. Semakin 

kurang rasa saling tolong menolong di antara anggota dan kelompok masyarakat 

suatu society akan semakin tinggi rasa tidak peduli pada tingkat penyelenggaraan 

pemerintah. Setiap individu sibuk memikirkan diri sendiri tanpa menghiraukan 

kesengsaraan orang lain sehingga lupa pada berbagai kekurangan da!am 

penyelenggaraan tugas pemerintah yang akan mengurangi akuntabilitas. 

D Poor Standard (JjLiving 

Pegawai dengan standar gaji yang kurang, memiliki kecenderungan untuk 

berusaha keras mencan penghasilan tambahan agar dapat menghidupi 
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keluarganya. Dalam kondisi yang demikian ini, setiap usaha pemenuhan 

kebutuhan hidup tersebut dianggap normal-normal saja bahkan dinilai wajib. 

Kemiskinan, kelangkaan, dan job insecurity memicu orang untuk 

menganggap nonnal bukan hanya korupsi akan tetapi juga sogok menyogok. 

Tidak seperti di negara lain yang sudah maju, standar gaji sudah dimaksimalkan 

setara dengan kebutuhan untuk menopang kehidupannya dan keluarganya. 

Pegawai dengan standar gaji di bawah kebutuhan minimum cenderung mencari 

penghasilan tambahan. Hal ini mengakibatkan terabaikannya akuntabilitas da.Tl 

mendorong malpraktek administrasi publik. 

o General decline in the moral values 

Sikap hidup yang materia!istis dan kosumerisme mendorong lack of 

accountability. Sikap moral sangat menentukan dalam usaha membedakan antara 

nilai-nilai baik dan buruk. Sikap konsumerisme yang terbentuk dalam suatu 

masyarakat dapat mengurangi/menurunkan moral dan tanggung jawab pegawai 

pemerintah pada public yang seharusnya dilayani. Hal inilah yang mendorong 

pegawai untuk mencari uang/penghasilan melalui cara-cara yang tidak wajar 

bahkan seringkali merugikan pihak-pihak yang lain. 

o A policy of live and let live 

Dengan terjadinya penurunan nilai-nilai moral, maka manusia akan semakin 

mudah melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Yang teijadi adalah mereka 

saling berlomba mencan keuntungan 
. . 

mas1ng-masmg dan mengabaikan 

kepentingan nasional yang lebih besar. Akibat yang lebih lanjut adalah dengan 

terabaikannya hak-hak pub!ik untuk mengetahui kebijakan pemerintah serta 

implementasinya dalam perspektif akuntabilitas. 
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o Cultural factors 

Budaya yang berkembang dalam masyarakat di mana para pejabat pemerintah 

lebih mendahulukan pelayanan terhadap keluarga dan kerabat daripada publik 

merupakan budaya yang tidak mendukung akuntabilitas. Hal-hal yang demikian 

ini mendorong subumya suasana korupsi, ko!usi, dan nepotisme. Kondisi budaya 

bangsa yang kurang baik biasanya banyak didukung dengan buruknya kondisi 

perekonomian mereka. Walaupun para pejabat tersebut sudah cukup berada, 

namun kerap kali hal ini masih terjadi. Hal ini disebabkan karena masih kuatnya 

budaya kemiskinan yang melekat pada sebagian besar bangsa tersebut sehingga 

mereka saling berebutan dan tidak menyukai antrian dalam mendapatkan sesuatu. 

o Government monopoly 

Dalam kondisi di mana sumber daya tersentralisasi di tangan pemerintah dan 

setiap keputusan publik menjadi kewajiban pemerintah sendiri, mengakibatkan 

penumpu¥J::an tanggung jawab sehingga su!it mengelola, memantau, dan 

mengevaluasinya. Birokrasi yang terlalu besar dan berbelit-belit telah mengurangi 

pelaksanaan akuntabilitas. Pada negara dengan sistem sentralisasi penuh, 

akuntabilitas tidak diper!ukan karena masyarakat tidak diikutsertakan dalam 

penentuan kebijak-kebijakan public. Masyarakat hanya menjadi penonton dan 

kadang kala menjadi pelenkap penderita dalam kegiatan-kegiatan pemerintah. 

o Deficiencies in the accounting system 

Buruknya sistem akuntansi merupakan salah satu faktor penyebab tidak dapat 

diperolehnya informasi yang handal dan dapat dipercaya untuk dipergunakan 

dalam penerapan akuntabilitas secara penuh. AJ::untabilitas memerlukan dukungan 

sistem informasi akuntansi yang memadai untuk terselenggaranya pelaporan yang 
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baik. Kelemahan ini meliputi sistem informasi yang tidak memadai dan tidak 

dapat diandalkan, sistem internal control dan internal check yang tidak memadai, 

manajemen yang tidak professional dan tidak kompeten. 

o Lack of will in enforcing accountability 

Hal ini merupakan hasil langsung dari sikap pasif para pegawai yang tidak 

acuh terhadap kepentingan akuntabilitas. Hal ini juga disebabkan oleh live and let 

live policy. Hal ini diakibatkan para pejabat yang seharusnya melakukan tindakan 

koreksi atas penyimpangan juga telah banyak menumpuk kesalahan-kesalahan 

besar sehingga mana mungkin dia melaksanakan akuntabilitas yang akan 

membuka semua tindakan dan kegiatan mereka sehingga akan bermuara pada 

penghancuran dirinya sendiri. 

o Birocratic secrecy 

Pemerintah yang melakukan control sangat ketat terhadap media massa, 

ekonomi, dan pemberitaan akan mePjadikan suasana unaccountable pada 

penyelenggaraan pemerintahan karena tidak ada yang diberikan keleluasaan untuk 

melakukan tindakan korektif atas praktek-praktek penyelenggaraan pemerintah. 

Dalam kondisi demikian, masyarakat tidak berani mengeluarkan pendapat 

sehingga para pejabat pemerintahan akan leluasa melakukan kesalahan-kesalahan. 

o Conflict in perspective and inadequate institusionallinkage 

Dengan terlalu tingginya birocracy secrecy di sector public, akan 

mengakibatkan sulit melakukan review terhadap program-program sector public, 

dan akan sulit juga menentukan siapa sebenarnya yang diwajibkan untuk 

mempertanggungja\vabkannya. Infonnasi mengenai apa yang ditargetkan dan 
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bagaimana realisasinya biasanya tidak tersedia sehingga sulit untuk mengetahui 

capaian kinerjanya suatu instansi pemerintah. 

o Quality ofofficers 

Kualitas pejabat/petugas mencakup dua permasalahan dalam akuntabilitas. 

Pertama, dengan besamya jumlah capital yang terjadi untuk membiayai semua 

program pemerintah, maka dibutuhkan juga jumlah pegawai pemerintah yang 

banyak. Namun sayangnya kualitas yang rendah tersebut telah menyebabkan 

masalah serius terutama pemborosan, inefisiensi, dan tidak beijalannya 

akuntabilitas. Masalah yang kedua, adalah material yang tersedia kurang 

menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para birokrat sebagai akibat 

kurang tersedianya fasi!itas diklat dan peningkatan profesionalisme. 

o Technological obsolescence and inadequate surveillance system 

Tidak tersedianya teknologi yang dapat mendukung kelancaran kerja 

merupakan faktor penghambat yang cukup serius bagi terselenggaranya 

akuntabilitas. Teknologi yang telah usang, terutama teknologi informasi sehingga 

sulit untuk mendapatnya informasi yang akurat, tepat, handal, dan dapat 

dipercaya, akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. 

o Colonial heritage 

Suatu negara yang pernah dijajah selama minimal 40 atau 50 tahun sangat 

sulit untuk me!akukan perubahan praktek-praktek pemerintahan yang autohatik 

sebagaimana telah dipraktekkan oleh penjajahnya dahulu. Kondisi pentabuan 

mengemukakan pendapat pada masa penjajahan biasanya akan terus biasanya 

akan terus dipraktekan o!eh negara tersebut terutama oleh penguasanya. 

Masyarakat tidak diperkenankan untuk melakukan control dan mengetahui sejauh 
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mana pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Hal ini telah membawa dampak buruk 

terhadap penyelengara akuntabilitas. 

o Defecs in the laws concerning accountability 

Kelemahan hukum yang paling mendasar adalah pemyataan di mana 

seseorang dianggap tidak bersalah sebelum dapat dibuktikan bahwa dia memang 

bersalah. Sedangkan untuk membuktikan apakah seseorang itu bersalah atau tidak 

sangat sulit dan memerlukan tenaga dan biaya yang tidak sedikit. lnilah yang 

sering terjadi di pengadilan di mana yang bersa!ah menjadi bebas karena 

keahliannya menyembunyikan. Hal ini telah mendorong tidak diselenggarakannya 

akuntabilitas. Pembuktian terbalik mungkin dapat mengatasi kelemahan ini. 

o Crisis Environtment 

lnstabilitas politik telah menciptakan rasa tidak aman dan ketidakpastian. 

Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat merasa ketakutan dan tidak 

menghiraukan akuntabilitas. Para birokrat mungkin akan segera minta 

pengunduran diri sebagai wujud rasa kekhawatiran yang tinggi atas situasi dan 

kondisi yang berkembang. 

Demikianlah, hal-hal yang dianggap memberi peluang terjadinya mal practice 

dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Mengacu pada pendapat Plumptre T ( 1981) dalam artikelnya Perc~pective 

Accountability in The Public Sector memberikan tuntunan untuk mencapai 

keberhasilan akuntabilitas yaitu: 

o Exemplary Leadership 

Pemimpin yang sensitif, responsif, dan accountable akan transparan kepada 

bawahannya maupun masyarakat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan 
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tersebut dia akan memerlukan akuntabilitas yang dipraktekan mulai dari 

tingkat yang paling bawah. Suasana yang kondusif ini sangat menguntungkan 

bagi terselenggaranya akuntabilitas di instansi pemerintah tersebut. 

o Public Debate 

Sebelum kebijakan yang besar disyahkan seharusnya diadakan public debate 

terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan demikian 

akan jelas apa yang akan dicapai dan bagaimana indicator kinerja yang harus 

dicapai organisasi di depan public. Masyarakat akan memberikan banyak 

masukan bagi keberhasilan program-program tersebut mengingat setiap 

kebijakan pemerintah pada umumnya mempunyai dampak sosial. Semakin 

besar kebijakan pemerintah akan semakin besar pula dampak sosial yang 

akan diakibatkannya. 

o Coordination 

Koordinasi yang baik antara semua instansi pemerintah akan sangat baik bagi 

tumbuh kembangnya akuntabilitas. Koordinasi memang mudah untuk 

diungkapkan akan tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan mengingat hal 

tersebut seringkali mengganggu/merugikan kepentingan suatu instansi 

pemerintah. Dengan kata lain, koordinasi sangat sulit dilaksanakan karena 

adanya conflict of interes di antara pihak-pihak yang berkoordinasi. 

o Autonomy 

Instansi pemerintah dapat melaksanakan kebijakan menurut caranya sendiri 

yang paling menguntungkan, paling efisien, dan paling efektif bagi 

pencapaian tujuan organisasi. Otonomi yang dimaksudkan adalah pada teknis 

pelaksanaan kebijakan, namun diusahakan agar masih tetap terpadu dengan 
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kebijakan nasional. Otonomi Jangam sampat mengurangt koordinasi dan 

keberhasilan tujuan nasional. 

o ~xplicitness and clarity 

Standar evaluasi kinerja harus diungkapkan secara nyata dan jelas sehingga 

dapat diketahui secara jelas apa yang harus diakuntabilitaskan. Dengan 

jelasnya ukuran/indicator kineija suatu instansi pemerintah/program 

pemerintah maka akan sulit untuk menilai tingkat keberhasilan suatu instansi 

pemerintah. Kurangnya transparansi akan mengurang1 eksistensi 

akuntabilitas. 

o Legitimacy and acceptance 

Tujuan dan makna dari akuntabilitas hams dikomunikasikan secara terbuka 

kepada semua pihak sehingga standar dan aturannya dapat diterima oleh 

semua pihak. Standar pada umumnya merupakan kesepakatan di antara 

masyarakat untuk menjadi patokan bagi pengukuran tingkat keberhasilan 

ataupun kegagalan setiap instansi pemerintah. 

o Negotiation 

Harus dilakukan negosiasi nasional mengenai perbedaan-perbedaan tujuan 

dan sasaran, tanggung jawab dan kewenangan setiap instansi pemerintah. 

Penentuan siapa yang bertanggu..tlg ja\vab atas suatu kegiatan dan siapa yang 

terkait dengan kegiatan dan siapa yang terkait dengan kegiatan tersebut perlu 

dinegosiasikan. 
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o Educational campaign and publicity 

Perlu dibuatkan pilot project pelaksanaan akuntabilitas yang kemudian 

dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat sehingga akan dapat diperoleh 

ekspektasi mereka dan bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut. 

Penerimaannya masyarakat akan suatu hal yang baru akan banyak 

dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat pada hal baru tersebut. Tanpa 

pengetahuan yang komprehensif akan membawa pada penerimaan yang bias. 

o Feedback and evaluation 

Agar akuntabilitas dapat terus menerus ditingkatkan dan disempurnakan 

maka perlu diperoleh informasi untuk mendapatkan umpan balik dari para 

pembaca.penerima akuntabilitas serta dilakukan evaluasi perbaikannya. 

o Adaptation and rec_vcling 

Perubahan yang terjadi di masyarakat akan mengakibatkan perubahan dalam 

akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus secara terus menems tanggap 

terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat. 

Berdasarkan dimensi dari akuntabilitas diketahui bahwa akuntabilitas yang 

ada dalam aktivitas pemberian izin pertambangan di Kabupaten Kota\varingin 

Barat seperti yang dikemukakan oleh Polidano ( 1998) sebagai akuntabilitas 

langsung dan akuntabilitas tidak langsung. Dan Akuntabilitas tidak langsung 

merujuk pada pertanggung jawaban kepada pihak eksternal seperti masyarakat, 

konsumen, atau kelompok klien tertentu, sedangkan akuntabilitas langsung 

berkaitan dengan pertanggung jawaban vertikal melalui rantai komando 

tertentu.Polidano lebih lanjut mengidentifikasi 3 elemen utama akuntabilitas, 

yaitu: 
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o Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum sebuah 

keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk mengatur perilaku 

para birokrat dengan menundukkan mereka di bawah persyaratan prosedural 

tertentu serta mengharuskan adanya otorisasi sebelum langkah tertentu 

diambi!. Ini terlihat dari berbagai prosedur perizinan yang harus di!akukan 

oleh calon pemegang izin usaha pertambangan melalui lelang. 

o Akuntabilitas peran, yang meruj uk pada kemampuan seorang pejabat untuk 

menja!ankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus dija!ankan 

sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang langsung 

berkaitan dengan hasil sebagaimana dipeijuangkan paradigma manajemen 

pub!ik baru (new public management). Hal ini mungkin saja tergantung pada 

target kinerja fonnal. Hal ini tercermin dengan proses dan prosedur perizinan 

yang harus dilakukan oleh calon pemegang izin usaha pertambangan melalui 

!elang. 

o Peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis operas1 

suatu departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

lembaga ekstemal seperti kantor audit, komite parlemen, ombudsmen, atau 

lembaga peradilan. Bisa juga termasuk badan-badan di luar negara seperti 

media massa dan kelompok penekan. Aspek subyektivitas dan 

ketidakterprediksikan da!am proses peninjauan ulang itu seringka!i bervariasi, 

tergantung pada kondisi dan aktor yang menjalankannya. Hal ini yang belum 

mencul dalam fakta pemberian perizinan usaha pertambangan yang kelola 

o!eh Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Kotawaringin Barat 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 219 

16/41841.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

Kalimantan Tengah. Tidak ada kendali ekstemal dan evaluasi atas 

pengelolaan pemberian perizinan usaha pertambangan. 

2. Kendala dan Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas 

Publik Di Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten 

Kotawaringin Barat Dalam Rangka Pemberian Layanan Perijinan 

Usaha Pertambangan 

A. Kenda!a yang berpengaruh terhadap akuntabi!itas pada Bagian Perekonomian 

dan SDA dalam pemberian Layanan Perijinan Usaha Pertambangan 

a) Kecenderungan bahv,ra konsep akuntabi!itas masih cenderu.11g menekankan 

pada akuntabilitas prosedur, legal dan akuntabilitas kepada pejabat terpilih 

(elected officials). Kurang menekankan pada akuntabilitas kepada publik atau 

kepada masyarakat luas. 

Secara teoretis sumber-sumber akuntabilitas aparat birokrasi berasal dari 

konsep akuntabilitas birokratis (hierarkhis), akuntabilitas legal (kesesuaian 

dengan peraturan), akuntabi!itas profesional (terkait dengan prosesionalisme 

dan etika profesi), dan akuntabilitas publik (Dubnick, 1992). Dari kesemua 

unsur ini, yang masih kurang adalah akuntabilitas kepada publik, bukan saja 

kepada warga pemi!ih (constituent) seperti halnya pada akuntabilitas politis, 

tetapi juga kepada warga masyarakat (citi=en, public at large) sebagai 

pemberi mandat bagi birokrasi publik. Agenda kebijakan ke depan adalah 

meningkatkan penyadaran bagi para aparatur pemerintah bahwa muara dari 

akuntabilitas adalah rakyat yang berdaulat atau masyarakat luas. 
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b) Tindak-lanjut terhadap pelanggaran akuntabilitas atau penegakan hukum (law 

enforcement) seringkali tidak jelas. 

Banyak aparat yang telah jelas-jelas melanggar akuntabilitas tetapi ternyata 

tidak diberi sanksi administrative maupun sanksi hukum. Kecuali itu, bentuk­

bentuk sanksi atas kesalahan kebijakan dengan kesa!ahan karena tindak 

kriminalitas (korupsi) seringkali tidak dibedakan secara jelas. Gubernur AF 

Suwarna, misalnya, melakukan kesalahan kebijakan, tetapi sebenarnya tidak 

me!akukan tindak pidana korupsi. Dalam kasus seperti ini, semestinya 

sanksinya bersifat politis, misalnya tidak dipilih pada periode berikutnya 

karena ketidakcakapan. Tetapi dalam praktik ternyata sanksinya berupa 

tindakan huku.tn dengan menggunakan delik korupsi. 

c) Bel urn ada mekanisme prosedur mengenai siklus kebijakan dan titik 

pertanggungjawaban bagi proses pembuatan kebijakan publik. 

Setiap tahapan rumusan kebijakan mestinya dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan siklus perumusan kebijakan yang berlaku. Oleh sebab itu, ada tahap 

perumusan agenda, legitimasi, penganggaran, implementasi hingga terminasi 

kebijakan (lJO!icy sunset). Tetapi tahapan kebijakan di Indonesia terkadang 

masih belum jelas. Kebijakan tidak mengenal tahapan awal dan terminasi 

kebijakan. Akhirnya ekspektasi masyarakat terhadap kebijakan semacam ini 

seringkali ter!alu besar dan menciptakan ketergantungan masyarakat kepada 

kebijakan serupa di masa mendatang. Di lain pihak, perumus kebijakan selalu 

dalam posisi yang sulit karena tidak jelas kapan kebijakan berakhir sehingga 

jelas saatnya untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang baru. 
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d) Tidak ada proses internal audit. Feedback terhadap perbaikan kinerja tidak 

dimanfaatkan dengan baik. 

Dari kebanyakan proses audit dan pemeriksaan oleh lembaga pengawas 

(BPK, BPKP, Bawasda, Inspektorat Jenderal setiap departemen), banyak 

feedback yang tidak dimanfaatkan untuk tindakan koreksi. Kebanyakan 

tindakan yang dilakukan dari adanya temuan oleh aparat pengawas hanyalah 

tindakan punitive (penghukuman) terhadap aparat yang melakukannya. Tetapi 

kurang ada upaya untuk melakukan koreksi terhadap sistem yang berlaku, 

yang mengakibatkan aparat birokrat melakukan penyimpangan kebijakan. 

e) Performance indicator bagi para auditor atau pemeriksa adalah banyaknya 

temuan yang mereka dapatkan dari kegiatan pemeriksaan. Akibatnya, auditor 

cenderung hanya mencari-cari kesalahan. 

Para auditor yang ditugaskan oleh kebanyakan lembaga pengawas atau 

pemeriksa di Indonesia kebanyakan dibebani dengan indikator kinerja yang 

berupa banyaknya kesalahan yang ditemukan, bukan perbaikan yang dapat 

mereka lakukan dari adanya kesalahan yang telah dibuat. Oleh sebab itu, 

kegiatan pemeriksaan hanyalah merupakan ajang pencarian kesalahan, bukan 

upaya untuk melakukan penyempurnaan. Perlu dibuat indikator kinerja yang 

berorientasi kepada penyempurnaan manajemen publik dan pelayanan yang 

berorientasi kepada kepentingan masyarakat. 

f) Ketaatan pada prosedur yang "membabi-buta". Para auditor kebanyakan 

menggunakan peraturan atau prosedur sebagai satu-satunya acuan dalam 

bekerja. 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 222 

16/41841.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

Dalam praktik pemeriksaan a tau auditing, aparat BPK, BPKP, Bawasda dan 

inspektorat departemen masih terlalu berorientasi pada formalitas peraturan 

dan prosedur, bukan tujuan dari kegiatan pemeriksaan tersebut. Celakanya, 

walaupun prosedur yang digunakan itu salah atau kurang sesuai dengan 

kebutuhan, para pemeriksa tetap menggunakannya untuk me!akukan 

pemeriksaan. Akhirnya, banyak pemeriksaan yang tidak dapat mencapa1 

tujuannya. Kecuali itu, yang disebut "temuan" oleh para pengawas 

sebenamya hanya kesa!ahan perhitungan dalam !aporan, keter!ambatan 

penyampaian laporan, dan hal-hal formalitas lainnya. Ketentuan mengenai 

apakah laporan penggunaan anggaran sudah sesuai dengan tujuan pemenuhan 

kepentingan publik seringka!i justm dilupakan. 

g) Campur-aduk dan ketidakjelasan penggunaan instrumen untuk memenuhi 

akuntabilitas. 

Pemenuhan syarat-syarat akuntabihtas dan pertanggungjawaban bagi aparat 

pemerintah masih campur-aduk dengan instrumen yang tidak jelas lingkup 

dan penggunaannya. Secara teoretis, akuntabilitas menyangkut tiga instrumen 

pokok, yaitu: verifiability, responsibility, dan answerability. Dengan 

demikian instrumen akuntabilitas ada yang menyangkut prosedur, 

pertanggungjawaban secara internal, maupun pertanggungjawaban secara 

eksternal. Namun dalam praktik instmmen-instrumen tersebut masih campur-

aduk. Selain itu, seringkali tidak jelas konsep antara pengawasan 

(controlling) dengan pemeriksaan (auditing). Kewenangan dari masing-

masing lembaga yang menyelenggarakan fungsi ini juga masih rancu. 

Sebagai contoh, lembaga legislatif di daerah (DPRD Kabupaten 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 223 

16/41841.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

Kotawaringin Barat) semestinya menggunakan konsep controlling dalam 

pemenuhan akuntabilitas. Tetapi seringkali yang terjadi mereka masuk ke 

ranah auditing sehingga melakukan pemeriksaan hingga ke tingkat SKPD. 

Disamping para anggota DPRD tentunya tidak kompeten dalam melakukan 

auditing, intervensi kekuasaan semacam ini sering menjadi su.rnber 

penyalahgunaan kekuasaan oleh legislatif. 

h) Etika kekuasaan tidak dipahami dengan baik dan dilaksanakan secara 

semestinya diantara para aparat publik di Indonesia. 

Penggunaan kekuasaan oleh para pejabat birokrasi publik tidak dilandasi 

dengan pemahaman dan pelaksanaan etika yang kuat. Kekuasaan tidak 

dipergunakan dengan landasan moral yang baik sehingga cenderung hanya 

dipergunakan untuk kepentingan individual atau golongan yang sempit dan 

tidak digunakan bagi kepentingan publik. Rasa tanggungjawab diantara para 

pejabat terhadap misi pemenuhan kepentingan publik yang mulia juga masih 

kurang. Sebagai contoh, di negara-negara maju, kegagalan merumuskan 

kebijakan akan menimbulkan rasa malu karena budaya malu (<ihame culture) 

dan budaya salah (guilty culture) yang kuat. Pejabat yang salah akan secara 

suka-rela mengundurkan diri karena merasa telah gagal melaksanakan 

amanah rakyat. Tetapi di Indonesia budaya ini belum meluas dan mengakar 

dalam birokrasi pemerintah. Misalnya, jika terdapat kecelakaan pekerja 

pertabangan karena kelalaian, yang disalahkan selalu petugas di lapangan, 

bukan otoritas yang membina dan mendidik para petugas penjaga palang 

pintu tersebut. Menteri terkait tidak merasa salah karena kasus semacam ini 

tetapi justru hanya menyalahkan anak-buahnya. 
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Secara spesifik analisa terhadap akuntabilitas pada Bagian Perekonomian dan 

SDA Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan hasil wawancara dengan para 

pegawai Bagia.q Perekonomian dan SDA, maka dapat diketahui bahwa alasan 

dilakukannya akuntabilitas/pertanggungjawaban adalah untuk menjaga kepercayaan 

masyarakat dan untuk mempertanggungjawabkan kewenangan yang diterimanya 

kepada pihak yang lebih tinggi/yang lebih berwenang. 

Dilihat dari alasan tersebut peneliti menganggap bahwa pelaksanaan 

pertanggungjawaban/akuntabilitas tersebut sangat diperlukan. Adapun proses dan 

prosedur pelaksanaan akuntabilitas kinerja pegawai pada Bagian Perekonomian dan 

SDA dapat dilihat dari aspek pelaporan hasil pekerjaan oleh para pegawai kepada 

pimpinan masing-masing yaitu Kepala Bagian dan Subbag yang kemudian diserahkan 

kepada Pucuk pimpinan yaitu Kepala Bagia.q Perekonomian dan SDA. 

Begitu juga apabila dilihat dari hirarki kewenangan yang ada pada Bagian 

Perekonomian dan SDA maka proses pertanggungjawaban yang ada akan berjalan 

seperti ini, yaitu : masing-masing pegawai berta.qggungjawab kepada Kepala Subbag 

yang kemudian Kepala Seksi akan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian 

Perekonomian dan SDA. 

Jika melihat dari macam-macam a.lcuntabilitas pada tinjauan pustaka yang telah 

dijelaskan sebelumnya, dimana LAN berpendapat bahwa terdapat 3 macam 

akuntabilitas yaitu : 

o Alcuntabi!itas Keuangan, merupaka.t1 pertanggungjawaban mengena1 integritas 

keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

o Akuntabilitas manfaat, pada dasarnya memberikan perhatian kepada hasil 

kegiatan pemerintahan. 
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o Akuntabilitas prosedural, yaitu pertanggungjawaban mengenai apakah suatu 

prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan 

masalah moralitas, etika kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusar1 politis 

untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan (LAN, 

2000: 154) 

Dengan mengacu pada pendapat diatas dan melihat dari hasil wawancara da.ll 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, maka pada Bagian Perekonomian dan SDA 

telah melaksanakan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas manfaat. Aktmtabilitas 

keuangan yang di!C~.kuka.ll o!eh Bagian Perekonomian dan SDA hanya sebatas pada 

waktu tertentu saja, yaitu bilamana Bagian Perekonomian dan SDA mendapat suatu 

tugas yang mengharuskan pada akhir pelaksanaan tugas tersebut membuat pelaporan 

perta.qggungjawaban pelaksanaan tugas yang diberikan dari insta.llsi diatasnya. 

Begitu juga dengan akuntabilitas manfaat yang dilakukan oleh Bagian 

Perekonomian dan SDA dimana akuntabilitas dibuat tidak pada kegiatan sehari-hari 

dala..m memberikan pelayanan kepada publik, tetapi jika hanya mendapat tugas yang 

mewajibkan pihak Bagian Perekonomian dan SDA tmtuk membuat laporan 

pertanggungjawaban. 

Selain itu dilihat dari kinerja pegawai yang ada di Bagian Perekonomian dan 

SDA, berdasarkan basil wawancara dengan Kepala Bagian dan Subbag maupun para 

staf, dapat diketahui bahwa terdapat ketentuan-ketentuan tentang tugas yang harus 

dilaksanakan oleh para pegawai pada Bagian Perekonomian dan SDA agar terdapat 

batasan tentang kinerja dari para pegawai sehingga pegawai dapat bekerja sesuai 

dengan bidangnya masing-masing dalam memberikan pelayanan sebagai kewajiban. 

Kinerja mempakan hasil kerja da..ri suatu individu yang dapat ditunjuk.an secara 

konk.rit dan dapat diukur(Aman sudarto). Mengacu pada pendapat yang dikemukakan 
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oleh Aman Sudarto maka terdapat banyak kekurangan pada ukuran-ukuran kinerja 

pegawai yang terdapat pada Bagian Perekonomian dan SDA. Hal ini didasarkan pada 

tida.l;: ada.11ya ketetapan yang ada pada Bagian Perekonomian dan SDA tmtuk 

memberikan batasan-batasan tentang kinerja pegawai secara jelas dan menyeluruh 

pada masing-masing Subbag. Terdapat beberapa subbag yang tidak menggunakan 

indikator kinerja pegawai dalam menjalankan tugasnya yang dianggap menjadi faktor 

menurunnya kapasitas kinerja yang dimiliki oleh individu-individu pegawai. 

Ketidakjelasan tentang ukuran kinerja menyebabakan timbulnya dampak negatif 

pada pola kinerja pegawai Bagian Perekonomian dan SDA. Jika membandingkan 

dengan teori yang ada pada tinjauan pustaka, dimana Sondang P. Siagian pada salah 

satu pendapatnya mengatakan tentang terdapat kriteria tentang kinerja unggul, yaitu : 

"Pegawai yang menampilkan hiteria unggul dapat diuji dengan standru"t ekstemal 

bukan hanya dengan standart internal saja". Pendapat tersebut mengartikan bahwa 

dalam kinerjanya, pegawai tidak semata-mata hanya memiliki tanggungjawab pada 

pimpinan saja tetapi juga memiliki tanggungjawab pada publik. 

Pada kenyataannya sebagaimana Kecamatan yang ada di Indonesia, para pegawai 

Bagian Perekonomian dan SDA memandang masyarakat sebagai lahan bisnis untuk 

mencari keuntungan sendiri. Hal tersebut menyebabkan pelayanan ya.11g diberikan 

oleh pegawai dinilai kurang dari standart yang diinginkan. 

Kemudian dilihat dari pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pegawai, diketahui 

bahwa keberadaan akuntabilitas dalam organisasi sangatlah vital, karena aktmtabi!itas 

merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan 

menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ pimpinan suatu organisasi kepada 

pihak yang memiliki hal dan kewena.11gan untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalm 
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pencapatan organisasi (Jabbra dan Dwivedi). Jika melihat dari pendapat diatas, 

keberadaan akuntabilitas memiliki manfaat yang cukup besar untuk meningkatkan 

kinerja pegawai dengan harapar1 agar pegawai memiliki tanggungjawab pada tugas 

dan fungsinya masing-masing. Akuntabilitas dapat mempengaruhi pola kinerja 

pegawai dalam menjalankan tugawa sesuai dengan kewenangan yang diemban 

tergantung sejauhmana ktmtabilitas tersebut dijalankan. 

Jika melihat dari hasil wawancara dan pengamatan langstmg yang dilakukan, 

peneliti menyimpulkan bahwa akuntabilitas yang dilaksanakan pada Bagian 

Perekonomia.fl da.fl SDA memiliki pengamh yang relatif kecil. Karena pada Bagian 

Perekonomian dan SDA, akuntabiltias dibuat tidak untuk mengevaluasi kinerja 

pegawai dalam memberika pelayanan kepada publik sebagai mana tugas para 

pegawai dalam sehari-ha.ri, tetapi bila Kecamatan turan mendapat tugas dari instansi 

diatasnya untuk melakukan suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu. 

Hal ini menyebabkan keberadaan akuntabilitas dipandang sebatas laporan 

kegiata.fl saja tanpa melihat manfaat sebenamya da.ri akuntabilitas itu sendiri. 

Keberadaan akuntabilitas dinilai tidak begitu berpengamh dalam merubah pola 

kinerja pegwai dalam memberikan pelayanan kepada publik sehingga pelayanan yang 

diberikan da.ri \vaktu ke-waktu relatif sama ta.llpa ada perubahan seperti yang 

diinginkan oelh masyarakat. 

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akuntabilitas kinerja 

pegawai dalam memberikan pelayanan 

Mengenai faktor-faktor yang mempengamhi proses pelaksanaan 

aktmtabilitas/pertanggungjawaban pada Bagian Perekonomian dan SDA seperti dapat 
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dilihat pada data yang ada ialah tingkat pendidikan, budaya kinerja, pengaruh 

lingkungan dan masa kerja pegawai. 

Pertama ada!ah faktor tingkat pendidika.fl. Tingkat pendidikan pegawm 

mempengaruhi pemahaman pegawai dalam melaksanakan kinerjanya sesuai dengan 

tugasnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka pemahaman atas pentingnya 

penerapan konsep aktmtabilitas dalam menjalankan kinerja dari seorang pegawai juga 

akan semakin baik sehingga mempercepat pula peningkatan kinerja pegawai dalam 

memberikan pelayanan kepada publik. 

Tekana.fl dari lingkungan serta Budaya kinerja merupakan gambaran dari pola 

kinerja suatu organisasi. Seperti yang dikemukakan oleh Agus Suryono (JAN, 

2001 :5) yaitu : 

"T eka.flan dari lingkungan, dimana faktor lingkungan sangat mempenga.n.mi 
kinerja organisasi pelayanan dalam transaksi dan interaksinya antara lingkungan 
dengan organisasi publik, sedangkan budaya kinerja dalam organisasi penyelenggara 
pelayanan publik di Indonesia masih terikat oleh tradisi politik dan budaya 
masyarakat setempat yang sering tidak kondusif dan melanggar peraturan yang telah 
ditetapkan." 

Sesuai dengan konsep yang dikemukakan diatas dan data yang diperoleh dari 

lapangan maka penganm lingkungan kerja pegawai dapat mempengaruhi pola kinerja 

pegawa1 pada akhi..rnya a.l::an berdampak pada kualitas 

pertanggungjawaban/akuntabilitas kepada diri sendiri, atasan maupun masyarakat. 

Budaya kerja yang baik akan berpengaruh baik pula pada kinerja pegawai. Karena 

jika dala.tn organisasi tersebut telah terta.r1am jiwa tanggungajawab a.l::a.t1 kewenangan 

yang diemban maka mutu dari kinerja pegawai dapat dijamin kualitasnya. Dengan 

kinerja yang baik maka proses akuntabilitas yang baik dapat dilaksanakan. 

Kemudian fa.lctor yang terakhir adalah masa kerja pegawai. Terdapatnya 

beberapa pegawai dengan masa kerja yang relatif minim menjadikan penyebab 

kurangnya pemalmman tentang manfaat akuntabilitas untuk merubah pola kinerja 
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agar menjadi leibih baik. Akan tetapi terdapatnya tenaga kerja dengan pengalaman 

masa kerja pegawai yang dianggap banyak diharapkan dapat membimbing para 

pegawai yang memiliki masa kerja yang masih relatif minim.Perlunya peningkatan 

pemahaman pentingnya akuntabilitas dalam suatu organisasi akan lebih baik hila 

dimulai sejak dini. Selain itu dibutuhkan sosialisasi secara berkala terhadap pola 

kinerja ya.tJ.g berdasarkan asas akuntabilitas yang menjadi.kan pemahaman terhadap 

akuntabilitas dapat ditingkatkan seiring dengan berjalannya masa kerja pegawai. 
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BABV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian, pengolahan data dan analisis data maka dapat ditarik 

sebuah kesimpulan untuk menjawab secara singkat rumusan masalah yang ada. 

Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut. 

a. Akuntabilitas Publik pada Bagian Perekonomian dan SDA, Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pemberian Izin Usaha 

Pertambangan, indikatomya adalah sebagai berikut : 

b. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probi!J' 

an legality) 

c. Akuntabilitas proses (process accountability) 

d. Akuntabilitas program (program accoutability) 

e. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability) 

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa akuntabilitas kejujuran dan 

akuntabilitas hukum (accountability for probity an legality) yang ada pada lokasi 

penelitian sudah memiliki hukum yang jelas walaupun masih merupakan 

landasan hukum nasional (UU dan belum ada Peraturan Daerah, Peraturan 

Bupati, dll) bidang pertambangan. Jika dilihat dari akuntabilitas proses (process 

accountability), Bagian Perekonomian dan SDA te!ah menja!ankan proses 

pemberian ijin pertambangan yang sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam 

UU Pertambangan. Selain itu akuntabilitas program (program accoutability) 

telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada serta akuntabilitas kebijakan 

(policy accountability) juga telah dilaksanakan sesuai dengan program dan 

ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. 
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b. Faktor pendukung dan penghambat akuntabilitas publik di Bagian Perekonomian 

dan SDA. Setda Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pemberian layanan 

penJman. 

Terdapat beberapa hal yang menjadi pendukung dan penghambat akuntabilitas 

pemberian ijin pertambangan yaitu 

( 1) bel urn adanya kajian dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan 

dengan membandingkan jumlah pendapatan yang didapat. 

(2) Kabupaten Kotawaringin Barat be!um memi!iki Rencana Tata Ruang dan 

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

(3) Tidak adanya aturan yang mengatur bahwa izin pertambangan hendaknya 

segera me!engkapi persyaratan ana!isis dampak lingkungan (.t\mda!). 

(4) Seleksi terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang 

ingin mengikuti kegiatan lelang dan memperoleh IUP tidak ketat sehingga 

ditemukan pelaku usaha yang kehabisan modal untuk me!akukan kegiata.11 

eksplorasi dan eksploitasi di wilayah IUP-nya. 

(5) Kepala Bagian Perekonomian dan SDA selaku p1mpman pada wilayah 

kerjanya dan pegawai me!ihat pentingnya manfaat dari penerapan 

akuntabilitas secara benar baik dalam menjalankan prosedur maupun 

keabsahan data yang diperoleh, sehingga kecurangan dalam penyajian data 

dapat diminimalisir dan pola kinerja pegawai dapat ditingkatkan sehingga 

pelayanan yang diberikan dapat menjadi lebih baik. 

(6) Bagian Perekonomian dan SDA maupun pegawai yang ada pada Bagian 

Perekonomian dan SDA harus memperhatikan kepentingan masyarakat 

sebagai pengguna jasa yang harus dilayani. 
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(7) Bagian Perekonomian dan SDA dapat membuat suatu terobosan untuk 

merubah pola kinerja pegawai dengan membuat suatu kebijakan untuk 

membentu para pegawai dalam bekerja dengan membuat ukuran-ukuran 

kinerja yang harus dicapai oleh pada pegawai 

2. Saran 

a. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) hendaknya segera 

membuat Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat 

dengan menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wi!ayah (RTRW) dan 

melibatkan beberapa stakeholder. Hasilnyajuga harus segera di sosialisasikan 

kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman. 

b. Agar pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat membuat aturan 

berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dll. di bidang pertambangan 

sesuai amanat Undang- undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara. 

c. Agar Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat segera membentuk 

Kantor/Badan/Dinas Teknis yang khusus menangani bidang Pertambangan 

dan Energi untuk !ebih memudahkan pembinaan dan pengawasan dibidang 

pertambangan. 

d. Bagi pemilik tzm pertambangan hendaknya segera memenuhi segala 

kewajiban.llya sesuai denga.ll ketentuan peraturan perundang - unda.llgan ya.qg 

berlaku agar tidak menimbulkan kemgian negara. 

e. Pemerintah hams memperketat seleksi terhadap syarat-syarat yang hams 

dipenuhi oleh pelaku usaha yang ingin mengikuti kegiatan lelang dan 
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memperoleh IUP sehingga kedepannya tidak ditemukan lagi pelaku usaha yang 

kehabisan modal untuk melakukan kegiatan eksp1orasi dan eksploitasi di wilayah 

IUP-nya. Dengan adanya kesiapan pemerintah dalam menjalankan aturan 

mengenai lelang tersebut, diharapkan tidak ditemui lagi jual beli izin usaha 

pertambangan. 
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WAWANCARA PENULIS DENGAN PEGAWAI NEGERI 
SIPIL (KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN 
SUMBERDAYA ALAM) SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

Penulis 

PNS 

Penulis 

PNS 

Penulis 

PNS 

Penulis 

PNS 

Penulis 
PNS 

Assalamualaikum Wr. Wb. 
Nama saya Letus pak, saya mahasiswa Pasca Sarjana Program 
Studi Magister Administrasi Publik.. 
Waalaikumsalam Wr. Wb ... ada yang bisa saya bantu ... 

Permisi pak, kalo bapak ada waktu saya ingin melakukan 
wawancara terkait penelitian dan penyusunan tesis saya yang 
berjudul Akuntabilitas Publik Di Bagian Perekonomian Dan Sda 
Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam 
Pemberian Izin Usaha Pertambangan. 
Ya Silahkan 

Begini pak, apakah saya boleh tahu mengeanai tugas pokok dan 
fungsi di Kepala Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam. 
Baik, saya selaku Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya 
Alam mempunyai tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan 
pemerintah daerah, pembinaan, koordinasi dan fasilitasi, 
penyusunan pedoman dan petunjuk serta memonitor, mengevaluasi 
dan melaporkan perkembangan di bidang perekonomian dan 
sumber daya alam sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan 
Bupati Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas 
Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat. 

Lalu terkait masalah pemberian Izin Usaha Pertambangan Pak, di 
bagian siapa pak? Karena kita tahu di Kabupaten Kotawaringin 
Barat bel urn memiliki Kantor/Dinas/Badan yang menangani khusus 
pertambangan dan energi. 
Terkait masalah lzin Usaha Pertambangan, itu ada pada Sub. 
Bagian Pengendalian Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam. 

Apa yang bapak ketahui tentang Izin Usaha Pertambangan? 
legalitas pengusahaan bahan galian menurut Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2009 secara substansi hanya dalam satu bentuk, 
yaitu izin usaha. Undang-Undang Nomor 4 Tahu:1 2009 tentang 
Pertambangan Mineral danBatu Bara yang berlaku saat ini, 
memberikan panduan bahwa pengelolaan danpengusahaan bahan 
galian dilakukan secara sistematis sejak penetapan wilayah 
pertambangan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. 
Danjenis izin usaha pertambangan ini juga telah diatur dalam UU 
No. 4 Tahun 2009 
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Kalau boleh tau, ada berapa tahapan dalam dalam Izin Usaha 
Pertambangan pak? 
pembagian izin usaha pertambangan ini menjadi dua menunjukkan 
bahwa dalam kegiatan pertambangan diperlukan perolehan dua kali 
tahap izin, untuk dapat memperoleh melakukan kegiatan eksplorasi 
dan kegiatan operasi produksi. Izin usaha pertambangan ini 
diberikan oleh Bupati/walikota apabila wilayah IUP berada di 
dalam satu wilayah kabupatenlkota... Gubemur apabila wilayah 
IUP berada pada lintas wilayah kabupatenlkota dalam satu provinsi 
setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .... Menteri 
apabila wilayah IUP berada pada lintas provinsi 
setelahmendapatkan rekomendasi dari gubemur dan 
bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Lalu yang dimaksud dengan IUPK itu apa pak? 
Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin untuk melakukan 
usahapertambangan khusus, wilayah izin usaha pertambangan 
khusus adalah wilayah pencadangan negara yang dapat diusahakan. 
Pemegang IUPK yang menemukan mineral lain di dalam WIUP 
yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya. Apabila 
pemegang IUP ini bermaksud mengusahakan mineral lain yang 
ditemukan tersebut wajib mengajukan permoho~mn IUP baru. 
Apabila pemegang IUP tidak berminat untuk mengusahakan 
mineral lain yang ditemukannya tersebut maka mineral lain lain 
tersebut dapat diberikan kepada pihak lain yang berminat hanya 
oleh Menteri. 
Apabila dalam kegiatan eksplorasi dan kegiatan industri kelayakan 
tersebut pemegang IUPK mendapatkan mineral atau batu bara yang 
tergali wajib melaporkan kepada menteri, dan apabila pemegang 
IUPK tersebut ingin menjual mineral atau batu bara yang tergali 
tersebut wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan 
pengangkutan dan penjualan. Izin sementara tersebut diberikan 
oleh menteri. Mineral atau batu bara yang tergali dikenakan biaya 
produksi. 
terkait dengan hal ini pemegang IUP dan IUPK dapat mengolah 
dan memumikan hasil pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK 
lainnya yaitu melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi 
atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK dimana 
IUP tersebut merupakan IUP operasi produksi khusus untuk 
pengolahan dan pemumian yang dikeluarkan oleh menteri, 
gubemur,bupati/walikota sesua1 dengan 
kewenangannya ...... pemegang IUP dan IUPK operasi produksi 
dilarang melakukan pengolahan dan pemumian dari hasil 
pertambangan yang tidak memiliki IUP. IPR dan IUPK. 
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Baik pak, bagaimana mengenai hak - hak perusahaan pemegang 
IUP dan IUPK? 
Seorang pemegang izin berhak melakukan sebagian atau seluruh 
tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun 
kegiatan operasi produksi .......... berhak memanfaatkan prasarana 
dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah 
memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan ..... berhak 
memiliki mineral termasuk mineral ikutannya, atm.: batu bara yang 
telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran 
produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.. ...... pemegang IUP dan 
IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK nya kepada pihak 
lain. Pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham 
Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan 
eksplorasi tertentu (telah ditemukan 2 wilayah prospek dalam 
kegiatan eksplorasi) dan hanya dengan syarat bahwa adanya 
pemberitahuan kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai 
dengan kewenangannya dan tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan .... pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya 
untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

jadi menurut pendapat bapak, bagaimana akuntabilitas hukum 
bagian perekonomian dan SDA dalam pemberian layanan izin 
pertambangan? 
kalau ditanya tentang akuntabilitas hukum maka indikatornya 
adalah bagaimana kami selaku pemberi layanan bidang SDA 
terutama pertambangan bisa memantau pelaksanaan kewajiban 
para pemegang izin pertambangan. Akuntabilitas hukum termasuk 
didalamnya adalah penghindaran terhadap penyalahgunaan jabatan 
serta adanya jaminan atas kepatuhan proses pelayanan izin 
pertambangan 

Baik pak. .... 
selanjutnya yang saya ingin tanyakan adalah apakah boleh 
perusahaan pertambangan melakukan kerja sama dengan pihak 
lain, semisal kontraktor dll? 
Pemegang Izin Usaha Pertambangan eksplorasi (IUP eksplorasi) 
dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan jasa pertambangan 
berdasarkan Peraturan Menteri No.28 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan 
Batubara .... hal ini menunjukkan adanya upaya untuk dapat 
melaksanakan usaha pertambangan dengan lebih baik dan 
profesional 
Pelaku usaha jasa pertambangan ini wajib pula mengutamakan 
kontraktor dan tenaga kerja lokal. Pemegang IUP dan IUPK 
dilarangmelibatkan anak perusahaan danlatau afiliasinya dalam 
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bidang usaha jasa pertambangan yang diusahakannya, kecuali 
dengan izin menteri. Izin menteri tersebut dapat dilakukan apabila 
tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah 
tersebut atau tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang 
bemiat/mampu. 

Menurut bapak, bagaimana akuntabilitas hukum bagian 
perekonomian & SDA dalam pemberian izin pertambangan? 
akuntabilitas hukum terkait dengan pemberian izin usaha 
pertambangan adalah proses penegakan aturan dalam izin 
pertambangan, dan ini dapat dilihat dari hak dan kewajiban yang 
dilaksanakan oleh para pemilik izin. Kami selaku aparat 
pemerintah adalah sebagai pihak yang memantau berjalannya 
aturan tersebut dan memastikan bahwa hak dan kewajiban para 
pemegang izin telah dipenuhi sebagaimana seharusnya. 

Ohh saya mengerti pak ... 
Bagaimana mengenai prosedur penerbitan IUP pak.... apa yang 
dapat bapat jelaskan ... 
sebenamya prosedur pemberian IUP sudah ada aturannya yaitu 
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang 
menegaskan bahwa untuk memperoleh izin usaha pertambangan, 
maka baik badan usaha, koperasi atau perorangan diperoleh melaui 
lelang yang dijelaskan dalam Pasal 46, Pasal 51 dan Pasal 60 untuk 
mineral logam dan batubara....... sedangkan untuk mineral logam 
dan batuan pemberian IUP dilakukan tanpa melakukan tahapan 
lelang, semua IUP diberikan melalui tahapan pemberian WIUP 
terlebih dahulu kemudian baru diterbitkan IUP. 
sebenamya mekanisme dan prosedur lelang ini dilakukan dengan 
maksud dalam rangka mengurangi praktek jual beli izin usaha 
pertambangan ..... maka pemberian tzm usaha pertambangan 
diberikan dengan cara pelelangan yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan 
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ..... dan berdasarkan 
Pasal 13 ayat Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 untuk 
menjadi peserta lelang, maka pemohon harus memenuhi 
persyaratan baik pemyaratan administrastif, teknis dll ... hal ini 
dilakukan dalam rangka memastikan bahwa pihak yang mendapat 
izin usaha ini adalah pihak yang benar-benar kompeten untuk 
mengelola bidang pertambangan yang ada. 
terkait dengan pemberian IUPK prosedur pemberian IUPK bagi 
pengelola tambang dilakuan dt!ngan pemberian WIUPK yang 
terdiri atas WIUPK mineral logam danlatau batubara. WIUPK 
diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta oleh 
Menteri dengan terlebih dahulu menawarkan kepada BUMN atau 
BUMD dengan cara prioritas ...... apabila hanya ada 1 BUMN a tau 
BUMD yang berminat, maka WIUPK diberikan kepada BUMN 
atau BUMD dengan membayar biaya kompensasi data 
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infonnasi ..... tetapi apabila lebih dari 1 BUMN atau BUMD yang 
berminat, maka WIUPK diberikan Kepada BUMN atau BUMD 
dengan cara lelang .... dan apabila tidak ada BUMN atau BUMD 
yang benninat, maka WIUPK ditawarkan kepada badan usaha 
swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral atau 
batubara dengan cara lelang ..... hal ini dilakukan guna menjaga 
profesionalisme dan kontinutas dari usaha pertambangan yang ada 

Jadi cukup sulit juga ya pak untuk mendapatkan IUP sekarang ini, 
apalagi harus melalui mekanisme lelang .... 
Ya .... dengan banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 
seorang pengelola, maka dapat kita ketahui, bahwa baik badan 
usaha, koperasi atau pun perseorangan yang ingin memperoleh izin 
usaha pertambangan harus berkompeten dalam melakukan kegiatan 
usaha pertambangan, baik untuk IUP eksplorasi maupun IUP 
operasi produksi ...... diharapkan memang dengan adanya aturan 
tersebut, maka tidak ada lagi orang yang tidak berkompeten yang 
memperoleh izin usaha pertambangan, karena hal ini yang sering 
menyebabkan adanya praktek jual beli konsesi izin usaha 
pertambangan ..... mineral non logam dan batuan,pemberian IUP 
lebih sederhana tanpa melalui proses lelang yaitu dengan cara 
menetapkan WIUP baru kemudian diterbitkan IUP nya bagi 
pemohon yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan 
perundangan yang laku yaitu syarat administrasi, keuangan, teknis 
dan lingkungan. 
dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabiitas proses lelang, 
sesuai ketentuan peraturan perundangang-undangan yang belaku, 
prosedur lelang meliputi tahap yaitu pengumuman prakualifikasi; 
pengambilan dokumen prakualifikasi;pemasuh.an dokumen 
prakualifikasi; evaluasi prakualifikasi; kemudian ...... klarifikasi dan 
konfinnasi terhadap dokumen prakualifikasi;penetapan hasil 
prakualifikasi; yang diikuti dengan pengumuman hasil 
prakualifikasi ...... kemudian undangan kepada peserta yang lulus 
prakualifikasi serta pengambilan dokumen lelang; penjelasan 
lelang;pemasukan penawaran harga; pembukaan sampul; penetapan 
peringkat; penetapan/pengumuman pemenang lelang yang 
dilakllkan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; 
dan memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan 
lelang ...... semua tahapan ini dilakukan satu per satu dengan 
mekanisme yang berurut serta transparan .... 

Ohhh..... begitu ya pak.... lalu siapa pak yang berhak 
mengumumkan pemenang lelang IUP tersebut 
kami di daerah (Kabupaten Kotawaringin Barat-pen) hanyalah 
sebagai petugas teknis lapangan, karena pengambil kebijakan 
tertinggi tetap pemerintah pusat melalui menteri terkait nanti akan 
menentukan pemenang lelang yang kemudian ditetapkan dalam 
keputusan menteri ..... jadi kami hanya sebagai penitia dan 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 243 

' 

16/41841.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Penulis 

PNS 

Penulis 

PNS 

Penulis 

PNS 

UNIVERSITAS TERBUKA 

penetapan dilakukan oleh menteri 

Ohh ... baik kalo begitu pak. ... 
Sekarang yang saya ingin tanyakan lagi mengenai Izin 
Pertambangan Rakyat pak. .. 
berbeda dengan IUP dan IUPK, prosedur pemberian IPR diatur 
dalam Bab IX pasal 66 sampai dengan 72 Undang-Undang No.4 
Tahun 2009 dimana IPR diberikan terutama kepada penduduk 
setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat 
dan/atau koperasi oleh bupati/walikota dengan menyampaikan 
surat permohonan ...... dan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR 
tersebut dapat dilimpahkan oleh bupati kepada camat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.... untuk memperoleh 
IPR masyarakat wajib menyampaikan surat permohonan kepada 
bupati/walikota, dengan luas wilayah untuk 1 (satu) IPR 
berdasarkan pasal 68 UU No. 4 Tahun 2009 yaitu untuk 
perseorangan seluas 1 (satu) hektar, kelompok masyarakat paling 
banyak 5 (lima) hektar dan koperasi paling banyak 10 (sepuluh) 
hektar. IPR diberikan dalam jangka untuk paling lama 5 tahun dan 
dapat diperpanjang .... disini bedanya dengan IUPIIUPK, bahwa 
IPR memang diprioritaskan pada penduduk lokal atau kelompok 
masyarakat dan koperasi yang ingin melakukan kegiatan 
pertambangan ... 

Oke pak. ... menurut bapak, bagaimana akuntabilitas program dalam 
pemberian IUP 
kalo saya ditanya tentang akuntabilitas program saya bisa katakan 
bahwa akuntabilitas program ini terkait dengan pertimbangan 
apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak. ..... karena 
selama praktek pengelolaan SDA bidang pertambangan yang kami 
lakukan selama ini kami belum memiliki aturan lokal/tidak adanya 
produk hukum yang mengatur tentang pengelolaan pertambangan 
mineral dan batu bara baik pada tataran Peraturan Daerah maupun 
Peraturan Bupati .. .jadi kami masih mengacu pada aturan nasional 

Bagaimana mengenai kepatuhan terhadap undang - undang oleh 
pengusaha pertambangan pak? Apakah mereka selalu memenuhi 
kewajiban mereka selaku pemegang IUP? 
selama pelaksanaan UU tentang pertambangan berlaku, saya 
pribadi melihat bahwa tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang 
Nom or 4 Tahun 2009 yang masih rendah ...... hal ini dapat 
menimbulkan potensi kerugian keuangan negara. Kalo saya tidak 
salah target penerimaan negara dari pertambangan batu bara per 
tahun memang meningkat, namun masih banyak potensi 
penerimaan negara yang bel urn terpungut ...... hal ini juga terjadi di 
daerah kami ini, bahwa tingkat kepatuhan yavg rendah menjadikan 
banyak potensi pertambangan lokal belum tergali ... bahkan di 
Kabupaten Kotawaringin Barat ini hanya ada 17 perusahaan 
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pertambangan yang memiliki izin dan komoditas yang digali 
adalah komoditas Batubara hanya 1 perusahaan, kemudian 
komoditas Galena ada 2 buah perusahaan .... kemudian komoditas 
biji besi 2 buah perusahaan dan komoditas zirkon ada 12 buah 
perusahaan ..... dan masih banyak mineral lain yang belum digali 
disini. 
Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara 
berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha 
pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 
kondisi riil di Iapangan harus saya jujur katakan bahwa masih ada 
ketidakpatuhan oleh para pemegang izin ... .ini dapat dilihat dari 
banyaknya perusahaan yang tidak menyerahkan Rencana Kerja 
Anggaran Biaya (RKAB) dan laporan produksi kepada 
pemerintah ..... dan kepatuhan terkait RKAB saya lihat hanya 
sebesar 55 persen dan Iaporan tahunan hanya sebesar 15 persen 
yang dilaporkan kepada pemerintah oleh pemegang izin usaha 
pertambangan di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 
ini ...... dan kalo merujuk pada Pasal 159 Undang-Undang No. 4 
Tahun 2009, maka pemilik IUP dapat dikenakan sanksi pi dana 
berupa pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling 
banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) .... dan aelain 
sanksi pidana, pemilik IUP juga dapat dikenakan sanksi 
administratif berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang No. 4 Tahun 
2009 .... 

Jadi menurut bapak, kondisi sebenarnya sekarang ini pemegang 
IUP tidak patuh ya pak akan kewajibannya ... 
Y a ... dapat dikatakan begitu ... 
penilaian saya tentang tingkat kepatuhan pemegang tzm usaha 
pertambangan masih menjadi masalah yang masih sangat banyak 
ditemui dalam prakteknya di Kabupaten Kotawaringin Barat. 
Selain tingkat kepatuhan berdasarkan kewajiban pemegang izin 
usaha pertambangan,kepatuhan untuk tidak melanggar aturan yang 
diterapkan dalam undang-undangjuga banyak dilanggar oleh 
pemegang izin usaha pertambangan. Sebagai contohnya masih 
banyak pemegang izin usaha pertambangan yang mengalihkan IUP 
mereka ke pihak lain, berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang No. 4 
Tahun 2009, pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan 
IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain, atau sering juga disebut 
dengan jual beli IUP atau IUPK. Minimnya tingkat kepatuhan 
terhadap undang-undang tersebut, bukanhanya karena kesalahan 
dari pemegang izin usaha pertambangan saja, melainkan 
ketidakpatuhan pemegang tzm usaha pertambangan juga 
disebabkan oleh kelalaian pemerintah dalam mengawasi izin usaha 
pertambangan tersebut.. .... kalau kami di Kotawaringin Barat ini 
kerena kendala teknis organisasional sebenarnya yaitu bahwa tidak 
adanya produk hukum yang mengatur tentang pengelolaan 
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pertambangan mineral dan batu bara (Peraturan Daerah, Peraturan 
Bupati); kemudian juga tidak adanya Kantor/Badan!Dinas!Instansi 
teknis khusus yang membidangi Pertambangan dan energi di 
Kabupaten Kotawaringin Barat.. ... selain itu kurangnya sumberdaya 
aparatur pada Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam 
SETDA Kabupaten Kotawaringin Barat yang menangani bidang 
pertambangan dan energi ... hal ini diperparah dengan minimnya 
sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan, penataan 
dan pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Bagian 
Perekonomian dan Sumberdaya Alam SETDA Kabupaten 
Kotawaringin Barat.. .. sehingga kedepannya antara pemerintah 
daerah dan pusat tidak lagi saling tunggu untuk mengambillangkah 
yangseharusnya dilakukan guna mengatasi masalah penambangan. 
Pemerintah daerah tidak lagi menuding pemerintah pusat 
seenaknya mengeluarkan izin, sedangkan pemerintah pusat tidak 
lagi menuduh pemerintah daerah tidak terkendali memberikan izin 
usaha pertambangan .. 

Bagaimana mengenai jual beli Izin pertambangan, apakah bapak 
pemah mendengamya? 
aturan yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, 
belum sepenuhnya dapat menghilangkan jual beli tzm 
pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Biasanya Jual 
beli izin usaha pertambangan dilakukan dengan cara menggunakan 
sistem royalty/ imbalan kepada pihak pemegang izin usaha mineral 
dan batubara, dari setiap bahan galian zircon yang diperoleh oleh 
perusahaan kontraktor ..... sebagai contohnya adalah jual beli izin 
pertambangan dengan menggunakan sistem royalti yang dilakukan 
antara CV. X dengan PT. Y. CV. X mempunyai Izin Usaha 
Pertambangan (IUP) operasi produksi yang berlokasi diKecamatan 
kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Dalam 
kasusini antara CV. X dengan PT. Y sepakat untuk melakukan 
kerjasama penambangan Pasir Zircon untuk sebagian dari areal izin 
usaha pertambangan tersebut yang dituangkan ke dalam 
perjanjian ..... CV. X melimpahkan hak penambangan dan penjualan 
pasir zirkon atas lokasi pertambangan tersebut kepada PT. Y yang 
memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengelola dan 
mengerjakan lahan pasir zirkon tersebut, dengan ketentuan bahwa 
seluruh biaya, peralatan dan operasional yang akan dikeluarkan 
digunakan untuk pekerjaan penambangan di lokasi tambang 
tersebut akan menjaid tanggungan dan dibiayai sendiri oleh PT. 
Y. ... CV. X dalam hal ini hanya akan melakukan kegiatan mengurus 
dan bertanggung jawab untuk mengurus perizinan atas lokasi 
tambang tersebut, dan setelah perizinan- perizinan yang dibutuhkan 
telah selesai dipenuhi oleh CV. X, maka, PT. Y diperbolehkan 
untuk melakukan kegiatan penambangan yangmeliputi melakukan 
kegiatan eksploitasi;membangun sarana dan prasarana 
penambangan; penambangan, pengangkutan, pemasaran dan 
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penjualan pasir zirkon .. 
dalam praktek pemberian tzm pertambangan ini masih banyak 
pemilik izin usaha pertambangan yang tidak memenuhi syarat yang 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, 
sehingga praktek jual beli izin usaha pertambangan masih banyak 
terjadi. Jual beli izin usaha pertambangan tersebut dianggap 
menguntungkan kedua belah pihak. Pihak penjual memperoleh 
keuntungan dari pengalihan izin usaha pertambangan tersebut 
dengan memperoleh royalti dari setiap ton komoditas tambang 
yang diperoleh oleh penerima izin usaha pertambangan tersebut 
dengan hanya mempersiapkan, melengkapi dan menyelesaikan 
dokumen-dokumen berikut perizinan yang berkaitan dengan 
kegiatan pertambangan. Dan keuntungan pihak pembeli adalah 
proses ini dianggap lebih praktis dan efisien dibandingkan apabila 
ikut dalam kegiatan pelelangan, yang memerlukan waktu yang 
lama untuk memperoleh izin usaha pertambangan tersebut. 

Oke baik pak.. .. kita kilas balik sebentar 
Apa yang bapak ketahui tentang Kuasa Pertambangan atau KP 
yang berdasarkan undang - undang nomor 11 tahun 1967? Dan 
bagaimana syarat serta prosedurnya pak .... 
untuk jenis-jenis kuasa pertambangan dapat dilihat dalam pasal 2 
dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1969 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan .... dimana kalo 
kita ingin melihat akuntabilitas kebijakannya dalam hal ini 
berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah dalam 
pemberian izin usaha pertambangan. Akuntabilitas kebijakan ini 
dapat dilihat dari bentuk pengusahaan pertambangan dimana 
berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan diketahui bahwa kuasa 
pertambangan sebagai wujud akuntabilitas kebijakan menurut Pasal 
2 huruf (i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, pengertian kuasa 
pertambangan yaitu bahwa wewenang yang diberikan kepada 
badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan ... 
secara umum syarat dan prosedur untuk memperoleh kuasa 
pertambangan diatur dalam Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 17 
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 dan Keputusan 
Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di 
Bidang Pertambangan Urn urn ..... selama ini tinggal bagaimana bisa 
diimplementasikan aturan ini .. . 
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Baik... tinggal sedikit lagi pak daftar pertanyaan saya... tinggal 
beberapa pertanyaan lagi ... 
Ya silahkan saja ... kebetulan setelah jam istirahat siang saya barn 
ada rapat. .. 

Trimakasih banyak pak, saya sangat senang diberikan kesempatan 
lnl... 

Baik saya lanjutkan ya pak .... ini mengenai akuntabilitas publik di 
bagian bapak ... 
Sistem apa yang digunakan dalam pelayanan terhadap publik 
terkait penerbitan IUP? Dan apa alasannya pak .. 
Yang kami gunakan adalah sistem pertanggungjawaban .. 
Alasan kami melakukan sistem pertanggungjawaban adalah selain 
untuk memenuhi kewaj iban formal organisasi terhadap 
pemerintahan yang lebih tinggi, juga untuk menjaga kelangsungan 
keberadaan sebuah Bagian Perekonomian dan SDA sebagai sosok 
yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sehingga kami berusaha untuk 
memberikan pelayanan yang terbaik melalui pola kinerja yang 
terbaik pula sesuai dengan pelayanan yang ada ... 
Untuk mengetahui hirarki kewenangan yang ada pada Bagian 
Perekonomian dan SDA ini yang sekaligus juga menggambarkan 
alur proses pertanggungjawaban yang ada dapat dilihat pada bagan 
struktur organisasi Bagian Perekonomian dan SDA. Dimana 
tingkat kewenangan yang tertinggi untuk meminta 
pertanggungjawaban disini adalah saya selaku Kepala Bagian dan 
diteruskan kepada posisi dibawah sesuai dengan struktur. Dengan 
kata lain dapat digambarkan bahwa pelaksana/staf 
bertanggungjawab pada kepala sub bagian masing-masing, kepala 
sub bagian tersebut selanjutnya bertanggungjawab pada saya. 
Begitulah tingkat hirarki kewenangan pertanggungjawaban yang 
ada disini ... 

Apakah ada faktor pengham proses pertanggungjawaban? Dan apa 
saja itu pak ... 
Bahwa salah satu faktor yang menghambat jalannya proses 
pertanggungjawaban pada Bagian Perekonomian dan SDA yaitu 
jika dilihat dari bagaimana alur pertanggungjawaban yang kami 
dapat selama ini berasal dari tiap-tiap subbagian. Dari situ dapat 
dilihat tugas subag sebagai pihak terbawah akan tetapi memiliki 
beban tanggungjawab yang cukup besar karena kebijakan yang 
turun dari atas pada akhimya yang melaksanakan atau dengan kata 
lain yang mensosialisasikan kemasyarakat adalah pihak subbag 
meskipun kadang-kadang pihak kecamatan turun kelapangan 
sendiri. Dari hasil kegiatan tersebut, harus menyetorkan berkas 
pertanggungjawaban kepada Bagian Perekonomian dan SDA. dari 
sinilah data yang diberikan kepada kami yang menjadi faktor 
pengahambat, yaitu tentang keabsahan atau kebenaran dari data 
tersebut. Karena itulah konsep evaluasi yang kami terapkan 
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menjadi sangat berguna untuk menjaga kebenaran dari data yang 
kami peroleh 
Selain itu Sebab atau factor yang dapat menghambat akuntabilitas 
kinerja pegawai saya dapat dilihat dari beberapa factor misalnya, 
sumber daya manusia yang dimilki oleh pegawai. Dimana tingkat 
pengetahuan tentang pentingnya menanamkan jiwa akuntabel 
dalam diri pegawai sangat kurang. Karena itulah banyak urusan 
publik yang menyangkut keperluan masyarakat yang diserahkan 
kepada swasta secara paket. Selain itu, tingkat disiplin pegawai 
yang kurang. Akan tetapi hal ini tergantung pada budaya kerja yang 
dimiliki oleh pegawai. Selain itu faktor lingkungan juga memiliki 
pengaruh yang tidak sedikit dari proses akuntabilitas itu sendiri.Hal 
ini dapat dilihat dengan banyaknya pengurusan pelayanan yang 
diserahkan melalui pihak swasta yang kemudian diserahkan kepada 
kami dengan ketentuan waktu yang ditetapkan oleh pihak swasta. 
Hal ini yang menjadikan pegawai kami untuk mengenyampingkan 
tugas dan tanggungjawab yang diembannya 

terima kasih pak, kiranya cukup sampai disini dulu pak, 
mungkin kalau ada yang perlu saya lengkapi terkait bahan 
untuk penelitian dan penyusunan tesis saya sudi kiranya 
bapak berkenan untuk meluangkan waktunya lagi pak. .. 
assalamualaikum WR. WB 
Waalaikumsalam Wr. Wb 
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W A W ANCARA PENULIS DENGAN PEGA W AI NEGERI 
SIPIL (KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATENKOTAWARINGINBARAT) 

Penulis 
PNS 

Penulis 

PNS 

Penulis 

PNS 

Penulis 
PNS 

Penulis 

PNS 

Penulis 

PNS 

Penulis 
PNS 

Assalamualaikum Wr. Wb. 
Waalaikumsalam Wr. Wb. 

Pennisi pak, kalo bapak ada waktu saya ingin melakukan 
wawancara terkait penelitian dan penyusunan Tugas Akhir 
Program Magister saya pak. 
Oo iya silahkan 

Adapun Judul Tugas Akhir saya pak Akuntabilitas Bagian 
Perekonomian dan Sumberdaya Alam dalam pemberian Izin 
Usaha Pertambangan 
Iya baik. ... silahkan, apa yang bisa saya bantu untuk 
menjelaskan ... 

Apakah bapak tahu mengenai Izin Usaha Pertambangan atau IUP. 
Oh iya tahu 

Singkat saja pak.. .. 
Kira - kira menurut bapak bagaimana akuntabilitas hukum dalam 
pemberian IUP tersebut 
pelaksanaan aturan perizinan pertambangan yang ada selama ini 
saya pribadi menilai sudah sesuai dengan aturannya. Tetapi 
kewajiban-kewajiban atas izin yang diberikan ini memang masih 
hams terus dipantau oleh Bagian Perekonomian dan SDA. ... karena 
kekurangan dari struktur di Kabupaten Kotawaringin Barat ini 
adalah tidak adanya Kantor/Badan/Dinas!Instansi teknis khusus 
yang membidangi Pertambangan dan energi 

terima kasih pak, kiranya cukup sampai disini dulu pak, mungkin 
kalau ada yang perlu saya lengkapi terkait bahan untuk penelitian 
dan penyusunan tesis saya sudi kiranya bapak berkenan untuk 
meluangkan waktunya lagi pak. 
Iya sama-sama 

Terima kasih pak, Assalamualaikum Wr. Wb. Pak, permisi .... 
Waalaikumsalam Wr. Wb 
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W A W ANCARA PENULIS DENGAN KEPALA SUB. BAGIAN 
BINA PRODUKSI DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN 

BARAT 
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Assalamualaikum Wr. Wb. 
Waalaikumsalam Wr., Wb 

Permisi bu, kalo Ibu ada waktu saya ingin melakukan wawancara 
terkait penelitian dan penyusunan Tugas Akhir Program Magister 
saya yang berjudul Akuntabilitas di Bagian Perekonomian dan 
Sumberdaya Alam dalam Pemberian IUP. bagaimana mana kabar 
bu, apa ibu sehat- sehat saja? 
Alhamdulilah sehat 

Jadi begini bu, singkat saja menurut ibu apakah benar yang pak 
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA jelaskan mengenai sistem 
Pertanggungjawaban dalam penerbitan izin pertambangan? 
Benar apa yang dikatakan oleh Bapak Kabag tersebut, bahwa 
pada Bagian Perekonomian dan SDA melakukan akuntabilitas 
pelayanan kepada publik dengan tujuan untuk menjaga 
kepercayaan publik atas tugas penyediaan pelayanan yang 
diembankan kepada kami dan untuk memenuhi kewajiban formal 
kepada pemerintahan yang lebih tinggi kedudukannya. Hal 
tersebut sejalan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat 
sebagai objek yang kami layani yang menginginkan pelayanan 
yang baik, mudah dan tepat waktu sesuai dengan waktu yang 
ditetapkan. Citra inilah yang ingin kami ciptakan dan kami 
tingkatkan demi terciptanya mutu pelayanan yang baik melalui 
sistem pertanggungjawaban kinerja pegawai. Selain itu hal yang 
mendasari kami melakukan akuntabilitas yaitu agar para pegawai 
mempunyai rasa tanggungjawab dalam diri pegawai masing­
masing akan tugas yang diemban .. 
Dalam melaksanakan pertanggungjawaban k.epada Bagian 
Perekonomian dan SDA saya menjalankan kewenangan saya 
sebagai kepala sub bagian untuk meminta pertanggungjawaban 
kepada pelaksana/staf kami yang menjadi bawahan saya.sesuai 
dengan bagiannya masing-masing ... 
bahwa agar kinerja staf-staf yang kami pimpin dapat bekerja 
dengan baik, saya selaku pimpinan menetapkan beberapa 
indikator yang menyangkut kinerja kami, misalnya kami melihat 
indikator kinerja kami pada proses kerja kami, maksudnya 
ketelitian dan kecepatan harus di jalankan pada sub bagian kami. 
Hal ini kami Iakukan karena banyak pelayanan yang harus kami 
berikan kepada masyarakat yang membutuhkan ketelitian dan 
kecepatan 
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Menurut ibu, apa fungsi dari sistem pertanggungjawaban yang 
digunakan di Bagian Perekonomian dan SDA? 
Bahwa pertanggungjawaban dibuat selain untuk bukti dari 
pelaksanaan dilapangan juga untuk mengetahui sejauh mana 
pencapaian tujuan yang ditetapkan, akan tetapi dalam 
pembuatannya sering kali terdapat penyelewengan kebenaran 
yang ada dilapangan dengan yang ditulis pada laporan. Akan 
tetapi pada dasamya pertanggungjawaban yang kami buat dengan 
maksud agar kinerja kami dapat ditingkatkan semaksimal 
mungkin 

terima kasih bu, kiranya hanya itu yang dapat saya tanyakan kalo 
ibu berkenan dan ada waktu kiranya bapak saya akan melakukan 
wawancara lebih lanjut pak melengkapi bahan penelitian saya. 
Terima kasih kembali 

Assalamualaikum Wr. Wb. Pak 
Waalaikumsalam Wr., Wb 
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WAWANCARA PENULIS DENGAN STAF PADA BAGIAN 
PEREREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM SETDA 

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

Penulis 
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Penulis 

PNS 

Penulis 

PNS 

Penulis 

PNS 

Selamat siang pak 
Siang, ada yang bisa saya bantu pa 

Pennisi maaf mengganggu bapak sebentar, mohon waktu pak 
untuk melakukan wawancara terkait penelitian dan penyusunan 
Tugas Akhir Program Magister saya pak, terkait Akuntabilitas 
dalam pemberian IUP di Bagian Perekonomian & SDA 
Bisa Minta waktunya sebentar ya pak? 
Bisa, boleh silahkan 

Terimakasih pak, saya ingin menanyakan.. apakah ada 
indikator kinetja pada sub Bagian Pengendalian LH dan SDA 
yang menangani Energi dan Sumeberdaya A lam ... 
Sebenarnya pada sub.bagian Pengendalian SDA dan LH ini 
tidak ada ukuran atau indikator kinerja secara resmi, tapi tugas 
kami pada sub bagian pengendalian SDA dan LH, turun 
langsung pada kegiatan tertentu yang diadakan pada wilayah. 
Disamping tugas kami yang lain yaitu merencanakan dan 
melaksanakan kegiatan pada sub bagian Pengendalian Sumber 
Daya Alam dan Lingkungan Hidup; menyiapkan dan 
mengelola data serta bahan dalam rangka pembinaan 
pengembangan pengendalian sumber daya alam, pembinaan 
energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup ...... dan 
yang paling urgen adalah menyiapkan rekomendasi dan 
fasilitasi perijinan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral. 
Menyusun pedoman pemanfaatan pengendalian sumber daya 
alam, pembinaan energi dan sumber daya mineral serta 
lingkungan hidup ..... menyiapkan data dan bahan-bahan dalam 
rangka koordinasi dan fasilitasi dibidang energi dan sumber 
daya mineral serta lingkungan hidup;Menyiapkan bahan 
penyelenggaraan sistem informasi bidang energi dan sumber 
daya mineral serta lingkungan hidup ; dan melaksanakan 
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas .... Selain 
itu kami juga melaksanakn tugas-tugas yang diamanatkan oleh 
Bapak Kepala Bagian sesuai dengan keperluan dilapangan ... 

Lalu bagaimana menurut bapak tentang akuntabilitas itu 
sendiri ... 
Pada dasamya akuntabilitas dibuat untuk 
mempertanggungjawabkan kinerja yang kami capai dalam 
kurun waktu tertentu dengan tujuan agar dapat meningkatkan 
kinerja kami, akan tetapi pada Bagian Perekonomian dan 
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SDAyang terjadi adalah akuntabilitas dibuat hila kami 
mendapatkan tugas dari instansi diatas kami. Sehingga 
pengaruhnya pada pola kerja kami sedikit sekali. Mungkin itu 
yang membuat banyak keluhan yang timbul pada masyarakat 
yang otomatis membuat kepercayaan masyarakat menjadi 
menurun ... 

Terima kasih pak, kira- kira menurut bapak apakah benar yang 
disampaikan oleh Bapak Kabag. Perekonomian & SDA yang 
mengatakan bahwa salah satu penghambat adalah keabsahan 
data dilapangan? 
Benar apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala bagian tersebut, 
kami selaku bagian sekretariat mendapatkan beberapa data 
yang berbeda dengan keadaan dilapangan yang dimana hal 
tersebut tentu saja menjadi tanggungjawab kami selaku pihak 
Bagian Perekonomian dan SDA. Bila hasil dari lapangan saja 
salah, bagaimana dengan pertanggungjawaban kami 
terima kasih pak, kiranya cukup sampai disini dulu pak, 
mungkin kalau ada yang perlu saya lengkapi terkait bahan 
untuk penelitian dan penyusunan tesis saya sudi kiranya bapak 
berkenan untuk meluangkan waktunya lagi pak. 
Terima kasih pak, Assalamualaikum Wr. Wb. Pak, permisi .... 
Waalaikumsalam Wr. Wb 
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UNIVERSITAS TERBUKA 

UNDANG-UNDANG N0.11 TAHUN 1%7 
TENTANG 

KETENIUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

a bahwa guna mempercepat terlaksananya pembanguna ekonomi Nasional dalam menuju 
masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila 
maka perlulah dikerahkan semua dana dan daya untuk mengolah d.m membina segenap 
kekuatan ekonomi potensiil dibidang pertam bangan menjadi kekuatan ekonomi riil. 

b. bahwa berhubung dengan itu, dengan tetap berpegang pada Undang-undang Dasar 1945, 
dipandang perlu untuk mencabut Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 tentang 
Pertambangan (Lembaran Negara tahun 1960 No. 119) serta menggantinya dengan 
Undang-undang Pokok Pertambangan yang baru yang lebih sesuai dengan kenyataan 
yang ada dalam rangka memperkembangkan usaha-usaha pertambangan Indonesia 
dimasa sekarang dan dikemudian hari; 

Mengingat: 
1. Pasal5 ayat (1) dan Pasal33 Undang-undang Dasar 1945; 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Semen tara No. XXljMPRS/1 %6; 
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1%6; 
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Semen tara No. XXXIII/MPRS/1 %7; 
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1%6 ; 
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 taltUn 1 %7; 

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG. 

MEMUTUSKAN: 
I. Mencabut Undang-undang No. 37 Prp 1960 tentang Pertambangan (Lembaran Negara tahun 

1%0 No. 119). 
II. Menetapkan: undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 
Penguasaan bahan galian 

Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang 
merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, adalah kekayaan 
Nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk 
sebesar-besamya kemakmuran rakyat. 

Pasal2 
Istilah-istilah 

a bahan galian: unsur-unsur kimia mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan 
termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam; 

b. hak tanah: hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia ; 
c. penyelidikan umum: penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, didaratan, 

perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi 
urn urn atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya; 

d. eksplorasi: segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan 1ebih 
teliti/ seksama adanya dan sifat letakan bahan galian; 

e. eksploitasi: usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan 
memanfaatkannya; 

f. pengolahan dan pemurnian: pengetjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta 
untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu; 
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g. pengangkuatan: segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan 
pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolah·mfpemurnian; 

h. penjualan: segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/ pemurnian bahan 
galian; 

i. kuasa pertambangan: wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk 
melaksanakan usaha pertambangan; 

j. Menteri: Menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan pertambangan; 
k. wilayah hukum pertambangan Indonesia: seluruh kepulauan Indonesia, tanah dibawah 

perairan Indonesia dan paparan benua (continental shelf) kepulauan Indonesia; 
1. Perusahaan Negara: 

a. Perusahaan Negara seperti yang dimaksud dalam Undang-undang tentang 
Perusahaan Negara yang berlaku; 

b. Badan Hukum yang seluruh modalnya berasal dari Negara; 
m. Perusahaan Daerah: Perusahaan seperti yang dimaksud dalam Undang-undang tentang 

Perusahaan Daerah yang berlaku; 
n. . Pertambangan Rakyat: yang dimaksud dengan Pertambangan Rakyat adalah suatu 

usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b, dan c seperti yang 
dimaksud dalam pasal3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kedlan 
atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. 

BAB II. 
PENGGOLONGAN PEIAKSANAAN 

PENGUASAAN BAH.<\N GALIAN 

Pasal3 
(1) Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan :a go Iongan bahan galian strategis;b. golongan 

bahan galian vital. c. go Iongan bahan galian yang tidak termasuk dalam go Iongan a atau b. 
(2) Penunjukan sesuatu bahan galian ke dalam sesuatu golongan tersebut pada ayat (1) pasal ini 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal4. 
(1) Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut 

dalam pasal3 ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh Menteri; 
(2) Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut 

dalam pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I tempat 
terdapatnya bahan galian itu; 

(3) Dengan memperhatikan kepentingan pembangunan Daerah khususnya dan Negara 
umumnya Menteri dapat menyerahkan pengaturan usaha pertambangan bahan galian 
tertentu dari antara bahan-bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b kepada 
Pemerintah Daerah Tingkat I temp at terdapatnya bahan galian itu. 

BABID 
BENTUK DAN ORGANISASI PERUSAHAAN 

PERTAMBANGAN 

Pasa15. 
Usaha pertambangan dapat dilaksanakan oleh : 
a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri; 
b. Perusahaan Negara; 
c. Perusahaan Daerah; 
d. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah; 
e. Koperasi; 
f. Badan atau perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 

ayat (1); 
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g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/ a tau Daerah dengan Koperasi 
dan/ atau Badan/Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam 
pasa112 ayat (1); 

h. Pertambangan Rakyat; 

Pasal6. 
Usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasa13 ayat (1) huruf a dilakukan oleh: 
a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri. 
b. Perusahaan Negara; 

Pasal7. 
Bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, dapat pula diusahakan oleh pihak swasta 
yang memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), apabila menurut 
pendapat Menteri berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari segi ekonomi dan perkembangan 
pertambangan, lebih menguntungkan bagi Negara apabila diusahakan oleh pihak swasta. 

Pasal8. 
Apabila jumlah endapan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat(l) huruf a sedemikian kecilnya 
sehingga menurut pendapat Menteri akan lebih menguntungkan jika diusahakan secara sederhana 
atau kecil-kecilan, maka endapan bahan galian itu dapat diusahakan secara Pertambangan Rakyat 
sebagai dimaksud dalam pasal11. 

Pasal9 
(1) Usaha pertambangan bahan galian terse but dalam pasal3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh: 

a. Negara atau Daerah; 
b. Badan atau Perseorangan Swasta yang mernenuhi syarat-syarat yang dima.ksud dalam 
pasal12 ayat (1). 

(2) Usaha pertambangan yang dirnaksud pada ayat (1) huruf a pasa.l ini dapat dilaksanakan oleh:3 
a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri; 
b. Perusahaan Negara; 
c. Perusahaan Daerah; 
d. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan di satu pihak dengan 
Daerah Tingkat I dan/ atau Daerah Tingkat ll a tau Perusahaan Daerah di pihak lain. 
e. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan Negara dan atau 
Perseorangan Swasta di pihak lain. 

(3) Perusahaan yang dimaksud dalam ayat (2) huruf e pasal ini harus berbentuk Badan Hukum 
dengan ketentuan bahwa Badan dan/ a tau Perseorangan Swasta yang ikut dalam perusahaan 
itu harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal12 ayat (1). 

PasallO. 
(1) Menteri dapat menunjukan pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk 

melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh 
Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa 
pertambangan. 

(2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) 
pasal ini Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara hams berpegang pada pedoman­
pedoman, petunjuk-petunjuk, dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri. 

(3) Perjanjian .karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini mulai berlaku sesudah disahkan oleh 
Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut 
eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan dalam pasal 
13 Undang-undang ini dan/ a tau yang perjanjian karyanya berbentu k penanaman modal asing. 

Pasalll. 
Pertambangan Rakyat 
(1) Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam 

mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Negara dibidang pertambangan 
dengan bimbingan Pemerintah. 
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(2) Pertambangan Rakyat hanya dapat dilakukan oleh Rakyat setempat yang memegang Kuasa 
Pertambangan (lzin) Pertambangan Rakyal 

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai Pertambangan Rakyat dan cara serta syarat-syarat untuk 
memperoleh Kuasa Pertambangan (Izin) Pertambangan Rakyat diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal12. 
(1) Kuasa Pertambangan untuk pelaksanaan usaha pertambangan bahan-bahan galian yang 

tersebut dalam pasal3 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada: 
a. Badan Hukum Koperasi; 
b. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan-peraturan Repubfik 
Indonesia bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan berusaha dalam lapangan 
pertambangan dan pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan bertempat 
tingal di Indonesia.c. Perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat 
tinggal di Indonesia. 

(2) Khusus untuk usaha eksploita'>i sebelum diberikan kuasa pertambangan kepada pihak 
termaksud dalam ayat (1) pasal ini haruslah didengar lebih dahulu pendapat dari suatu Dewan 
Pertambangan, yang pembentukan dan penentuan susunannya akan diatur oleh Pemerintah. 

Pasa113. 
Dengan Undang-undang ditentukcn bahan-bahan galian yang hams diusahakan semata-mata oleh 
Negara dan car a melaksanakan usaha terse but. 

BABIV. 
USAHAPERTAMrnANGAN 

Pasal14. 
Usaha pertambangan bahan-bahan galian dapat meliputi: 

a penyelidikan umum; 
b. eksplorasi; 
c. eksploitasi; 
d. pengolahan dan pemurnian; 
e. pengangkutan; 
f. penjualan; 

BABV. 
KUASA PERTAMBANGAN 

Pasal 15. 
(1) Usaha pertambangan termaksud dalam pasal14 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan atau 

perseorangan yang tersebut dalam pasal 6, 7, 8, dan 9 apabila kepadanya telah diberikan kuasa 
pertambangan. 

(2) Ketentuan-ketentuan tentang isi, wewenang, luas witayah dan syarat-syarat kuasa 
pertambangan serta kemungkinan pemberian jasa penemuan bahan galian baik langsung oleh 
Pemerintah maupun dalam rangka pemebrian kuasa pertambangan, diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

(3) Kuasa Pertambangan diberikan dengan Keputusan Menteri. Dalam Keputusan Menteri itu 
dapat diberikan ketentuan-ketentuan khususnya disamping apa yang telah diatur dalam 
Peraturan Pemerintah yang termaksud dalam ayat (2) pasal ini. 

(4) Kuasa pertambangan dapat dipindahkan kepada perusahaan atau perseorangan lain bilamana 
memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 12 dengan persetujuan Menteri. 

Pasal16. 
(1) Dalam melakukan pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan, 

maka Pertambangan Rakyat yang telah ada tidak boleh diganggu, kecuali bilamana Menteri 
menetapkan lain demi kepentingan Negara. 
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(2) Pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak boleh dilakukan 
diwilayah yang tertutup untuk kepentingan umum dan pada lapangan sekitar lapangan­
lapangan dan bangunan-bangunan pertahanan 

(3) Wilayah pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak 
meliputi: 
a. tempat-tempat kuburan. tempat-tempat yang dianggap suci, pekerjaan-pekerjaan urn urn, 

misalnya jalan-jalan umum, jalan-jalan. jalan kereta a pi, sa luran air listrik, gas dan 
sebagainya. 

b. tempat-tempat pekerjaan usaha pertambangan lain. 
c. bangunan-bangunan, rumah tempat tinggal atau pabrik-pabrik beserta tanah-tanah 

pekarangan sekitarny~ kecuali dengan izin yang berkepentingan. 
(4) Dalam hal dianggap sangat perlu untuk kepentingan pekerjaan usaha pertambangan 

berdasarkan suatu kuasa pertambangan. pemindahan sebagaimana termaksud dalam ayat (3) 
pasal ini dapat dilakukan atas beban pemegang kuasa pertambangan dan setelah diperoleh 
izin dari yang berwajib. 

BABVI. 
CARA DAN SYARAT-SYARAT BAGAIMANA MEMPEROLEH 

KUASA PERTAMBANGAN. 

Pasal17. 
(1) Permintaan untuk memperoleh kuasa pertambangan diajukan kepada Menteri. 
{2) Dengan Keputusan Menteri diatur cara mengajukan permintaan yang dimaksud dalam ayat (1) 

pasal ini begitu pula syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peminat, apabila belum 
ditentukan dalam Peraturan Pemerintah termaksud dalam pasal15 ayat (2). 

Pasal18. 
Permintaan kuasa pertambangan hanya dipertirnbangkan oleh Menteri setelah peminta 
membuktikan kesanggupan dan kemampuannya terhadap usaha pertambangan yang akan 
dijalankan. 

Pasal19. 
Dengan mengajukan permintaan kuasa pertambangan, maka peminta dengan sendirinya 
menyatakan telah memilih domisili pada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di dalam Daerah 
Tingkat I yang bersangkutan 

BAB VII. 
BERAKHIRNYA KUASA PERTAMBANGAN 

Pasal20. 
Kuasa pertarnbangan berakhir : 
a. karena dikembalikan; 
b. karena dibatalkan; 
c. karena habis waktunya. 

Pasal21. 
(1) Pemegang kuasa pertambangan dapat menyerahkan kembali kuasa perta mbangannya dengan 

pemyataan tertulis kepada Menteri. 
(2) Pernyataan tertulis yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disertai dengan alasan-alasan yang 

cukup apa sebabnya pemyataan ini disampaikan. 
(3) Pengembalian kuasa pertambangan dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri. 

Pasal22. 
(1) Kuasa Pertarnbangan dapat dibatalkan dengan keputusan Menteri : 
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a. apabila pemegang kuasa pertambangan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan 
dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) atau yang ditentukan 
dalam Keputusan Menteri yang tersebut dalam pasal15 ayat (3). 
b. jikalau pemegang kuasa pertambangan ingkar menjalankan perintah-perintah dan petunjuk­
petunjuk yang diberikan oleh pihak yang berwajib untuk kepentingan Negara. 

(2) Kuasa pertambangan dapat dibatalkan dengan Keputusan Menteri untuk kepentingan Negara. 

Pasal23. 
Apabila waktu yang ditentukan dalam suatu kuasa pertambangan telah berakhir, sedangkan 
untuk kuasa pertambangan tersebut tidak diberikan perpanjangan maka kuasa pertambangan 
tersebut berakhir menurut hukum. 

Pasal24. 
(1) Jika kuasa pertambangan berakhir karena hal-hal termaksud dalam pasal21, 22 ayat (1) dan 

pasal23 maka : 
a. segala beban yang diberatkan kepada kuasa pertambangan batal menurut hukum; 
b. wilayah kuasa pertambangan kern bali kepada kekuasaan Negara; 
c. segala sesuatu yang diperlukan untuk mengamanan bangunan-bangunan tam bang dan 

selanjutnya pengambilan bahan-bahan galian menjadi hak Negara tanpa penggantian 
kerugian kepada pemegang kuasa pertambangan; 

d. perusahaan atau perseorangan yang memegang kuasa pertambangan itu harus 
menyerahkan semua klise dan bahan-bahan peta, gambar-garnbar ukuran tanah dan 
sebagainya yang bersangkutan dengan us aha pertambangan kepada Menteri dengan tidak 
menerima ganti kerugian. 

(2) Menyimpang dari bunyi ayat (1) pasal ini, maka bilarnana kuasa pertarnbangan dibatalkan 
untuk kepentingan Negara, maka kepadanya diberi ganti kerugian yang wajar. 

(3) Menteri menetapkan waktu dalam mana pemegang kuasa pertambangan terakhir diberi 
kesempatan untuk mengangkat segala sesuatu yang menjadi hak miliknya. Segala sesuatu 
yang belum diangkat dalam waktu tersebut menjdi milik Negara. 

BAB VIII. 
HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN 

DENGAN HAK-HAK TANAH 

Pasal25. 
(1) Pemegang kuasa pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya pada 

segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalarn lingkungan 
daerah kuasa pertambangan maupun di luarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan 
itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat 
diketahui terlebih dahulu. 

(2) Kerugian yang disebabkan oleh usaha-usaha dari dua pemegang kuasa pertambangan atau 
lebih, dibebankan kepada mereka bersama. 

Pasal26. 
Apabila telah didapat izin kuasa pertarnbangan atas sesuatu daerah atau wilay ah menurut hukum 
yang berlaku. maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan 
pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas dasar mufakat 
kepadanya: 

a sebelum pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkannya surat kuasa pertamba!lgan atau 
salinannya yang sah diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan itu akan 
dilakukan; 
b. diberi ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian itu terlebih dahulu. 
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Pasal'Z7. 
(1) Apabila telah ada hak tanah atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa 

pertambangan, maka kepada yang berhak diberi ganti rugi yang jumlahnya ditentukan 
bersama antara pemegang kuasa pertambangan yang mempunyai hak atas tanah tersebut atas 
dasar musyawarah dan mufakat, untuk penggantian sekali atau selama hak itu tidak dapat 
diperguanakan. 

(2) Jika yang bersangkutan tidak dapat mencapai kata mufakat tentang ganti rugi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Menteri. 

(3) Jika yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Menteri tentang ganti rugi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada 
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah/wilayah yang bersangkutan. 

(4) Ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini beserta segala biaya yang 
berhubungan dengan itu dibebankan kepada pemegang kuasa pertambangan yang 
bersangkutan. 

(5) Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang diatasnya tidak 
terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat 
diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri. 

BAB IX. 
PUNGUTAN-PUNGUTAN NEGARA 

Pasal28. 
(1) Pemegang kuasa pertarnbangan rnernbayar kepada Negara iuran tetap, iuran eksplorasi 

dan/ atau eksploitasi dan/ atau pembayaran-pernbayaran lain yang berhubungan dengan kuasa 
pertarnbangan yang bersangkutan. 

(2) Pungutan-pungutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah. 

(3) Kepada Daerah Tingkat I dan II diberikan bagian dari pungutan-pungutan Negara tersebut , 
yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pernerintah. 

BABX. 
PENGAWASANPERTAMrnANGAN 

Pasal29. 
(1) Tata Usaha, pengawasan peketjaan usaha pertambangan dan pengawasan hasil pertambangan 

dipusatkan kepada Menteri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. 
(2) Pengawasan yang dimaksud dalarn ayat (1) pasal ini terutama meliputi keselamatan kerja, 

pengawasan produksi dan kegiatan lainnya dalarn pertambangan yang menyangkut 
kepentingan umum. 

Pasal30. 
Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat peketjaan, pemegang 
kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa, 
sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitamya. 

BABXI. 
KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA 

Pasal31. 
(1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan/ a tau dengan denda 

setinggi-tingginya limaratus ribu rupiah, barang siapa yang tidak mempunyai kuasa 
pertambangan melakukan usaha pertambangan seperti dimaksud dalam pasal14 dan 15. 

(2) Dihukum dengan huknman kurungan selama-lamanya satu tahun dan/ atau dengan denda 
setinggi-tingginya lirnapuluh ribu rupiah, sebelum rnemenuhi kewajiban-kewajiban terhadap 
yang berhak atas tanah menu rut Undang-undang ini. 
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Pasal32 
(1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan/ atau dengan denda 

setinggi-tingginya limapuluh ribu rupiah, barang siapa yang tidak berhak atas tanah 
merintangi atau mengganggu usaha pertambangan yang sah. 

(2) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-Jamanya tiga bulan dan/ a tau dengan denda 
setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah, barang siapa yang berhak atas tanah merintangi atau 
mengganggu usaha pertambangan yang sah_ setelah pemegang kuasa pertambangan 
memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 26 dan 27 Undang-undang 
ini. 

Pasal33. 
Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau dengan denda 
setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah. 

a. Pemegang kuasa pertambangan yang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan syarat-syarat 
yang berlaku menurut Undang-undang ini dan/ a tau Undang-undang termaksud dalam 
keputusan Menteri yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini danjatau Undang-undang 
yang termaksud dalam pasal13. 
b. Pemegang kuasa pertambangan yang tidak melakukan perintah-perintah dan/ a tau petunjuk­
petunjuk yang berwajib berdasarkan Undang-undang ini. 

Pasal34 
(1) Jikalau pemegang kuasa pertambangan atau wakilnya adalah suatu perseroan, maka hukuman 

termaksud pasal31, 32 dan 33 dijatuhkan kepada para anggota pen gurus. 
(2) Tindako pidana yang dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) adalah kejahatan dan perbuatan­

perbuatan lainnya adalah pelanggaran. 

BAB XII. 
KFfENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP 

Pasal35. 
(1) Semua hak pertambangan dan kuasa pertambangan perusahaan Negara, perusahaan swasta, 

badan lain atau perseorangan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan yang ada sebelum 
saat berlakunya Undang-undang ini, tetap dapat dijalankan sampai sejauh masa berlakunya, 
kecuali ada penetapan lain menurut Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan berdasarkan 
kepada Undang-undang ini. 

Pasal36. 
(1) Sernua peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan cara 

pengusahaan pertambangan oleh perusahaan Negara, perusahaan swasta, badan lain atau 
perseorangan yang tersebut dalam pasal 35 ayat (1) diatas serta peraturan perundang­
undangan lainnya yang masih berlaku selama belum ada ketentuan-ketentuan pengganti 
berdasarkan Undang-undang ini. 

(2) Semua peraturan perundang-undangan yang bersumber kepada Undang-undang No. 37 Prp 
tahun 1%0 yang rnasih berlaku pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku 
sepanjang tidak dicabut, dirobah atau ditarnbah berdasarkan Undang-undang ini. 

Pasal37. 
Undang-undang ini rnulai berlaku pada hari diundangkan dan disebut UNDANG-UNDANG 
POKOK PERTAMBANGAN. 

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini 
dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
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Menimbang 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2009 

TENTANG 

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 

UNIVERSITAS TERBUKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam 
wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan 
kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan 
Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam 
memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu 
pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi 
nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional 
dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan 
rakyat secara berkeadilan; 

b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan 
batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan 
di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah 
mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai 
tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi 
nasional dan pembangunan daercch secara berkelanjutan; 

c. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional 
maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan 
sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan 
peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan 
mineral dan batubara yang dapat mengelola dan 
mengusahakan potensi mineral dan batubara secara 
mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan 
berwawasan lingkungan, guna menjamin pcmbangunan 
nasional secara berkelanjutan; 

d. bahwa ... 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk 
Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

Mengingat Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Menetapkan 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

MEMUTUSKAN: 

UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL 
DAN BATUBARA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan 
kegiatan dalam rangka penelitian, pengclolaan dan 
pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi 
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, 
konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, 
pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan 
pascatambang. 

2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di 
alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta 
susunan kristal teratur atau gabungannya yang 
membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. 

3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan 
yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh­
tumbuhan. 

4. Pertambangan ... 
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4. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan 
mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas 
bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. 

5. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan 
karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen 
padat, gambut, dan batuan aspal. 

6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka 
pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi 
tahapan kegiatan penyelidikan urnum, eksplorasi, studi 
kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahac dan 
pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta 
pascatambang. 

7. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disehut IUP, 
adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. 

8. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk 
melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, 
eksplorasi, dan studi kelayakan. 

9. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan 
setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk 
melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. 

10. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, 
adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan 
dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah 
dan investasi tcrbatas. 

11. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjumya 
disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan 
usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan 
khusus. 

12. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk 
melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, 
eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha 
pertambangan khusus. 

13. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan 
setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk 
melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah 
izin usaha pertambangan khusus. 

14. P~nyeiidikan ... 
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14. Penyelidikan Umurn adalah tahapan kegiats.n 
pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional 
dan indikasi adanya mineralisasi. 

15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha p~rtambangan 
untuk memperoleh informasi secara terperinc; dan teliti 
tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan 
sumber daya terukur dari bahan galian, serta info.-masi 
mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. 

16. Studi KeJayakan adalah tahapan kegiatan usaha 
pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci 
seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan 
kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, 
termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta 
perencanaan pascatambang. 

17. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha 
pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, 
pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan 
penjualan, sert.a sarana pengendalian dampak lingku.ngan 
sesuai dengan hasil studi kelayakan. 

18. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk 
melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi 
produksi, t.ermasuk pengendalian dampak lingkungan. 

19. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha 
pertambangan untuk memproduksi mineral dan/ a tau 
batubara dan mineral ikutannya. 

20. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha 
pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral 
dan/ atau batubara serta untuk memanfaatkan dan 
memperoleh mineral ikutan. 

21. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan 
untuk memindahkan mineral danfatau batubara dari 
daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan 
pemurnian sampai tempat penyerahan. 

22. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk 
menjual hasil pertambangan mineral atau batubara. 

23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak 
di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan 
hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

24. Jasa. ... 
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24. Jasa Pertambangan · adalah jasa penunjang 
berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan. 

yang 

25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya 
disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan 
penting suatu usaha de;n/ atau kegiatan yang 
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan 
bagi proses pengambilan keputusan tentang 
penyelenggaraan u&aha dan/ a tau kegiatan. 

26. Reklamasi aia!ah kegiatan yang dilakukan sepanjang 
tahapan usaha .Pertambangan untuk menata, 
memulihkan, dan i11emperbaiki kualitas lingkungan dan 
ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai 
peruntukannya. 

27. Kegiatan pascatambang, yanE selanjutnya disebut 
pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistema tis, 
dan berlanjut 3etelah akhir sebagian atau seluruh 
kegiatan usaha perta;mbangan untuk memuiihkan fungsi 
lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal 
di seluruh wilayah penambangan. 

28. Pemberdayaan Masyarakat 
meningkatkan kemampuan 
individual maupun kolelctif, 
tingkat kehidupannya. 

adalah usaha untuk 
masyarakat, baik secara 
agar menjadi lebih baik 

29. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, 
adalah wilayah yang memiliki potensi mineral danjatau 
batubara dan tidak terikat dengar. batasan administrasi 
pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang 
nasional. ' 

30. Wilayah Usaha Pertalrubangan, yang selanjutnya disebut 
WUP, adalah bagian dari WP yang telah memi'.iki 
ketersediaan data, potensi, dan/ a tau informasi geologi. 

31. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya 
disebut WIUP, adalah wilayah yang dib~rikan kepada 
pemegang IUP. 

32. Wilayah Pertambang:o n Rakyat, yang selanjutnya disebut 
WPR, adalah bagirtn tdari WP tempat di!aKukan kegiatan 
usaha pertambangan ·akyat. 

33. \Vilayah Pencadangan Negara, yang sclanjutnya discbut 

WPN, adala.h bagiar. dari WP yang dicadant5kan untuk 
kepentingan strategis r..asional. 

34. Wilayah ... 
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34. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya 
disebut WUPK, adcl.lah bagian dari WPN yang dapnt 
diusahakan. 

i 
35. Wilayah Izin Usaha l'ertambangan Khusus dalam WUPK, 

yang sclanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang 
diberikan kepada pemegang IUPK. 

36. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah. 
adalah Presiden R~ publik Indonesia yang memegang 
kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia 
sebagaimana d1maksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Ind<!Jnesia Tahun 1945. 

37. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau 
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahar" di bidang pertambangan mineral dan 
batubara. 

BAB II 

ASAS DAN TU,JUAN 

Pasal 2 

Pertambangan mineral dan/ atau batubara dike lola 
berasaskan: 

a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan; 

b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa; 

c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; 

d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

Pasal 3 

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang 
berkesinambungan, Lujuan pengei.olaan mineral dan batubara 
adalah: 

menjamin efektivit~ s pelaksanaan dan pengendalian 
keg~atan usaha pe.-tambangan secara berdaya guna, 

a. 

berhasil guna, dan berdaya saing; 
b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batub~a 

secarc>. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; 

c. menjamin ... 
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c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan 
baku danjatau sebagai sumber energi untuk kebutuhan 
dalam negeri; 

d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan 
nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, 
regional, dan internasional; 

e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan 
negara, serta menciptakan lapangan ker:ja untuk sebesar­
besar kesejahteraan rakyat; dan 

f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan 
kegiatan usaha pertambangan mineral dan batuba:-a. 

BAB III 

PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA 

Pasal 4 

(1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak 
terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai 
oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. 

(2) Pengua~aan mineral dan batubara oleh negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggnrakan 
oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 

Pasal 5 

( 1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah 
berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan 
mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam 
negeri. 

(2) Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan 
ekspor. 

(3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mempunyai 
kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap 
komoditas per tahun setiap provinsi. 

(4) Pemerintah daerah wajib mematuhi ketcntuan jumlah 
yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3). 

(3) Ketcntuan ... 
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan mineral 
dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengendalian 
produksi dan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (3} diatur dengan peraturan pemcrintah. 

BABIV 

KB~WENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 

Pasal 6 

(1) Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan 
pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: 

a. penetapan kebijakan nasional; 
b. pembuatan peraturan perundang -undangan; 
c. penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria; 
d. penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan 

batubara nasional; 
e. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi 

dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dcngan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

f. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik 
masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan 
yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau 
wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis 
pantai; 

g. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik 
masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan 
yang lokasi penambangannya berada pada lintas 
wilayah provinsi dan/ atau wilayah laut lebih dari 12 
(dua belas) mil dari garis pantai; 

h. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik 
masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan 
operasi produksi yang berdampak lingkungan 
langsung lintas provinsi dan/ a tau dala 11 wilayah laut 
lcbih dRri 12 (dua belas) mil dari garis pantai; 

1. pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi 
Produksi; 

J· pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang 
dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah 
menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak 
menerapkan kaidah pertambangun yang baik; 

k. penetapan ... 
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k. p enetapan kebijakan produksi, pemasaran, 
pemanfaatan. dan konservasi; 

J. penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan 
pemberdayaan masyarakat; 

m. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan 
pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan 
batubara; 

n. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 
pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah; 

o. pembinaan dan pcngawasan penyusunan peraturan 
daerah di bidang pertambangan; 

p. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta 
eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan 
informasi mineral dan batubara sebagai bahan 
penyusunan WUP dan WPN; 

q. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi 
sumber daya mineral dan batubara, rerta informasi 
pertambangan pacta tingkat nasional; 

r. pembinaan dan pengawasan terhadap reklama.si laha.n 
pasca.tambang; 

s. penyusunan neraca sumber daya minerai dan 
batubara tingkat nasional; 

t. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiata.n 
usaha pertambangan; dan 

u. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, 
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupa~~n/kota 
dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha 
pertambangan. 

(2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketent.uan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 7 

(1) Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan 
pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: 
a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah: 
b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konf!.ik 

masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan 
pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/at.au wilayah 
!aut 4 (empat) mil sampai dengan 12 {dua helas) mil; 
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c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik 
masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan 
operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas 
wilayah kabupatenjkota dan/ a tau wilayah laut 4 
(empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; 

d. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaie.n konf1ik 
masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan 
yang berdampak lingkungan langsung lint&s 
kabupaten/kota dan/ a tau wilayah !aut 4 (empat) mil 
sampai dengan 12 (dua belas) mil; 

e. penginventarisasian, penyelidikan dan penclitian serta 
eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan 
informasi mineral dan batubara sesuai dengan 
kewenangannya; 

f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi 
sumber daya mineral dan batubara, serta informasi 
pertambangan pada daerah/wilayah provinsi; 

g. penyusunan neraca sumber daya mineral dan 
batubara pada daerah/wilayah provinsi; 

h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatar. 
usaha pertambangan di provinsi; 

1. pengembangan dan peningkatan pemn serta 
masyarakat dalam usaha pertambangan dengan 
memperhatikan kelestarian lingkungan; 

J. pengoordinasian penzman dan pengawasan 
penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai 
dengan kewenangannya; 

k. penyampaian informasi hasil inventarisasi, 
penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi 
kepada Menteri dan bupatijwalikota; 

l. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan 
dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan 
bu pa ti I walikota; 

m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan 
pascatambang; dan 

n. peningkatan kemampuan aparatur pemcrintah 
provinsi dan pemerintah kabupatenfkota dalam 
penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. 

{2) Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasa18 ... 
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(1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam 
pengelolaan pertarnbangan mineral dan batubara, antara 
lain, adalah: 
a. pernbuatan peraturan perundang-undangan daera.h; 
b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesf1ian 

konflik masyarakat, dan pengawasan usaha 
pertambangan di wilayah kabupatenjkota dan/atau 
wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil; 

c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian 
konflik masyarakat dan pengawasan usaha 
pertambangan operasi produksi yang kegiatannya 
berada di wilayah kabupatenjkota dan/ a tau wi1ayah 
laut sarnpa.i dengan 4 (empat) mil; 

d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta 
eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan 
informasi mineral dan batubara; 

e. pengelolaan informasi geologi, in~ormasi potensi 
mineral dan batubara, serta informa3i pertambangan 
pada wilayah kabupaten/ kota; 

f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan 
batubara pada wilayah kab1..1patenjkota; 

g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat 
setempat dalam usaha pertamt :mgan dengan 
memperhatikan kelestarian lingkungan; 

h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan 
manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal; 

1. penyarnpaian informasi hasil inventarisasi, 
pcnyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi 
dan cksploitasi kepada Menteri dan gubernur; 

j. penyampaian informasi hasil produk~i. penjualan 
dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan 
gubernur; 

k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi 
lahan pascatambang; dan 

l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah 
kabupaten(kota dalam penyelenggaraan pengelolaan 
usaha pertambangan. 

(2) Kewenangan pemerintah kabupaten(kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABV ... 
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(1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan 
landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. 

(2) WP sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) ditetapkan oleh 
Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah 
daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia. 

Pasal 10 

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2} 
d i laksanakan: 

a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; 
b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari 

instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan 
mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial 
budaya, serta berwawasan lingkungan; dan 

c. dengan memperhatikan aspirasi daerah. 

Pasal 11 

Pemerintah dan p~merintah daerah wajib melakukan 
penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka 
penyiapan WP. 

Pasal 12 

Ketent.uan lebih lanjut mengenai batas, luas, dan mekanismc 
penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Pasal 
10, dan Pasal 11 diatur dengan peraturan pemerintah. 

Pasal 13 

WP terdiri atas: 
a. WUP; 
b. WPR; dan 
c. WPN. 

Bagian Kedua ... 
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Pasal 14 
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(1) Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah 
berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan 
disampaikan secara tertuli3 kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) 
dilakukan dengan pemerintah daerah yang bersangkutan 
berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah 
dan pemerintah daerah. 

Pasal 15 

Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewen2ngannya 
dalam penetapan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (1) kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 16 

Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang 
berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah 
kabupatenjkota, danjatau dalam 1 (satu) wilayah 
kabupatenjkota. 

?asal 17 

Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara di~etapkan 
oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah 
berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah. 

Pasal 18 

Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP 
dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut: 
a. letak geografis; 

b. kaidah konservasi; 
c. daya dukung lindungan lingkungan; 

d. optimalisasi sumber daya mineral dan/ at<IU batubara; 
dan 

e. tingkat kepadatan penduduk. 

Pasa.l 19 ... 
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan batas 
dan luas WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 die.tur 
dengan peraturan pemerintah. 

Bagian Ketiga 
Wilayah Pertambangan Rakyat 

Pasal 20 

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalarn suatu 
WPR. 

Pasal 21 

WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh 
bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah kabupatenfkota. 

Pasal 22 

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai bcrikut: 
a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di 

sungai danfatau di antara tepi dan tepi sungai; 
b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara 

dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter; 
c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai 

purba; 
d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 

(dua puluh lima) hektare; 
e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; 

dan/atau 
f. rr.erupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang 

rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 
(lima belas) tahun. 

Pasal 23 

Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
21, bupatifwalikota berkewajiban melakukan pengumuman 
mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terhuka. 

Pasal 24 ... 
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Pasal 24 

UNIVERSITAS TERBUKA 

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah 
dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR 
diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR. 

Pasal 25 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur, dan 
penetapan WPR sebagaimana dimaksud dahm Pasal 21 dan 
Pasal 23 diatur dengan peraturan pemerintah. 

Pasal 26 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme 
penetapan WPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan 
Pasal 23 diatur dengan peraturan daerah kabupatcnjkota. 

Bagian Keempat 
Wilayah Pencadangan Negara 

Pasal 27 

(1) Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan 
WPN sebagai daernh yang dicadangkan untuk komoditas 
tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga 
keseimbangan ekosistem dan lingkungan. 

(2) WPN yang ditetapkan untuk komodita~ tcrtentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diusahakan 
sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(3) WPN yang ditetapkan untuk konservasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditentukan batasan waktu dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 

(4) Wilayah yang akan diusahakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) berubah statusnya menjadi 
WUPK. 

Pasal 28 ... 
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Pasal 28 

UNNERSIT AS TERBUKA 

Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
27 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi WUPK dapat 
dilakukan dengan mempertimbangkan: 

a. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri; 

b. sumber devisa negara; 

c. kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan 
prasarana; 

d. berpotensi untuk dikembangkan sebagai pus at 
pertumbuhan ekonomi; 

e. daya dukung lingkungan; dan/atau 

f. penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang 
besar. 

PasEll 29 

(1) WUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat {4) 
yang akan diusahakan ditetapkan oleh Pemerintah 
setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. 

(2) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di WUPK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakt.'\kan dalam 
bentuk IUPK. 

Pasal30 

Satu WUPK terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUPK yang 
berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah 
kabupaten/kota, danjatau dalam 1 (satu) wilayah 
kabupatenjkota. 

Pasal 31 

Luas dan batas WIUPK mineral logam dan batubara 
ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah 
daerah berdasarkan kriteria dan informasi yang dimiliki oleh 
Pemerintah. 

Pasal 32 

Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUPK 
dalam 1 (satu) WUPK adalah sebagai berikut: 

a. Jetak geografis ... 
Tugas Akhir Program Magister {TAPM) 279 

16/41841.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

PRESIDEN 
REPUBUK INDONESIA 

- 17-

a. letak geografis; 
b. kaidah konservasi; 
c. daya dukung lindungan lingkungan; 
d. optimalisasi sumber daya mineral dan/ a tau batubara; 

dan 

e. tingkat kepadatan penduduk. 

Pasal 33 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Juas dan 
batas WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pvsal 31 dan 
Pasal 32 diatur dengan peraturan pemerintah. 

BAB VI 

USAHA PERTAMBANGAN 

Pasal34 

(1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas: 
a. pertambangan mineral; dan 
b. pertambangan batubara. 

(2} Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a digolongkan atas: 
a. pertambangan mineral radioaktif; 
b. pertambangan minerallogam; 

c. pertambangan mineral bukan logam; dan 
d. pertambangan batuan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu 
komoditas tambang ke dalam suatu golongan 
pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diatur dengan peraturan pemerintah. 

Pasal 35 

Usaha pcrtambangan sebagaimana dimaksu<..l dalam Pasal 34 
dilaksanakan dalam bentuk: 
a. IUP; 

b. IPR; dan 
c. IUPK. 

BABVII ... 
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BAB VII 

IZIN USAHA PERTAMBANGAN 

Bagian Kesatu 
Umurn 

Pasal 36 

(1) IUP terdiri ata.s dua tahap: 

UNIVERSITAS TERBUKA 

a. IUP Eksplorasi rneliputi kegiatan penyelidikan umurn, 
eksplorasi, dan studi kelayakan; 

b. IUP Operasi Produksi rneliputi kegiatan konstr.1ksi, 
penarnbangan, pengolahan dan pernumian, serta 
pcngangkutan dan penjualan. 

(2) Pernegang !UP Eksplorasi dan pernegang IUP Operasi 
Produksi dapat melakukan sebagian atau selun,.h 
kegiatan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1). 

Pasal37 

IUP diberikan oleh: 

a. bupati(walikota apabila WIUP berada di dalam satu 
wilayah kabupaten/kota; 

b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah 
kabupatenjkota daiam 1 (satu) provinsi setelah 
mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setcmpat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perunda!"lg­
undangan;dan 

c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provi:nsi 
setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan 
bupatijwalikota setempat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 38 

IUP diberikan kepada: 
a. badan usaha; 
b. koperasi; dan 
c. perseorangan. 

Pasal 39 ... 
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Pasal 39 

UNIVERSITAS TERBUKA 

IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang­
kurangnya: 

a. nama perusahaan; 
b. lokasi dan luas wilayah; 

c. rencana umum tata ruang; 
d. jaminan kesungguhan; 
e. modal investasi; 
f. perpanjangan waktu tahap kegiatan; 
g. hak dan kewajiban pemegang IUP; 
h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan; 
i. jenis usaha yang diberikan; 
j. rencana pengembangan dan pemberdayaan 

masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; 
k. perpajakan; 
1. penyelesaian perselisihan; 
m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan 
n. amdal. 

(2) IUP Operasi Produksi sebagaimana ctimaksud dalam 
Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib mer:1uat kctentuan 
sekurang-kurangnya: 
a. nama perusahaan; 
b. luas wilayah; 
c. lokasi penambangan; 
d. lokasi pengolahan dan pemurnian, 
e. pengangkutan dan penjualan; 
f. modal investasi; 
g. jangka waktu berlakunya IUP; 
h. jangka waktu tahap kegiatan; 
1. penyelesaian masalah pertanahan; 
j. lingkungan hidup termasuk reklamasi 

pasca tam bang; 
k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang; 
1. perpanjangan IUP; 
m. hak dan kewajiban pemegang !UP; 

dan 

n. rencana pengembangan dan pernberdayaan 
masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; 

o. perpajakan ... 
Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 282 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

16/41841.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

- 20 -

o. perpajakan; 

UNIVERSITAS TERBUKA 

p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran 
tetap dan iuran produksi; 

q. penyelesaian perselisihan; 
r. keselamatan dan kesehatan kerja; 
s. konservasi mineral atau batubara; 
t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri; 
u. penerapan kaidah keekonomian dan kcteknikan 

pertambangan yang baik; 
v. pengembangan tenaga kerja Indonesia; 
w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan 
x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi 

pertambangan mineral atau batubara. 

Pasal 40 

(1) !UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) 
diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara. 

(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola 
diberikan prioritas untuk mengusahakannya. 

(3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral 
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib 
mengajukan permohonan IUP baru kepa.da Menteri, 
gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya. 

(4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
menyatakan tidak berminat untuk mengu~ahakan 
mineral lain yang ditemukan tersebut. 

(5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan 
mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak 
dimanfaatkan pihak lain. 

(6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimr>ksud pada ayat 
(4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh 
Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya. 

Pasai 41 

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam 
pemberian IUP. 

Bagian Kedua ... 
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Bagian Kedua 
IUP Eksplorasi 

Pasal 42 

UNIVERSITAS TERBUKA 

( 1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat 
diberikan dalam jangka waktu paling L,1.ma 8 (delapan) 
tahun. 

(2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan Jogam 
dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) 
tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat 
diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) 
tahun. 

(3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan d3pat 
diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. 

(4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat 
diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) 
tahun. 

Pasal43 

(1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi 
kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan 
mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan 
kepada pemberi IUP. 

(2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau 
batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
mengajukan tzm sementara untuk melakukan 
pengangkutan dan penjualan. 

Pasal 44 

Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) 
diberikan oieh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai 
dengan kewenangannya. 

Pasal 45 

Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud 
daiam Pasal 43 dikenai iuran produksi. 

Bagian Ketiga ... 
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Bagian Ketiga 
IUP Operasi Produksi 

Pasal 46 

UNIVERSITAS TERBUKA 

( 1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk 
memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kclanjutan 
kegiatan usaha pertambangannya. 

(2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan 
usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan 
WIUP mineral logam atau batubara yang telah 
mempunyai data hasil kajian studi kelayakan. 

Pasal 47 

( 1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam 
dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing­
masing 10 (sepuluh) tahun. 

(2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral 
bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) 
kali masing-masing 5 (lima) tahun. 

(3} IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral 
bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka 
waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan c.apat 
diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) 
tahun. 

(4} IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat 
diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) ta.hun 
dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 
(lima} tahun. 

(5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara 
dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua} kali masing­
masing 10 (sepuluh) tahun. 

Pasal 48 

IUP Operasi Produksi diberikan oleh: 
a. bupatijwalikota apabila lokasi penambangan, lokasi 

pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di 
dalam satu wilayah kabupatenjkota; 

b. 12:ubcrnur 5 Tugas Akhir Program Magister {Tt.PM) 28 
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b. gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan 
dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 
wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah 
mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota set~mpat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan;dan 

c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan 
dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 
wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan 
rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat 
sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Pasal 49 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IVP 
Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan IVP 
Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 
diatur dengan peraturan pemerintah. 

Bagian Keempat 
Pertambangan Mineral 

Paragraf 1 
Pertambangan Mineral Radioaktif 

Pasal 50 

WUP mineral radioaktif ditetapkan oleh Pemerintah dan 
pengusahaannya dilaksanakan sesuai dengan ket.entuan 
peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 2 
Pertarnbangan Mineral Logam 

Pasal 51 

WIUP mineral logarn diberikan kepada badan usaha, koperasi, 
dan perseorangan dengan cara lelang. 

Pasal 52 

(1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP 
dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan 
paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare. 
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(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral 
logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk 
mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya 
berbedao 

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) 
dilakukan setelah mempertimbangkan pendaopat dari 
pemegang IUP pertama. 

Pasal 53 

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logan: diberi WIUP 
dengan luas paling banyak 25o000 (dua puluh lima ribu) 
hektare. 

Paragraf 3 
Pertam bang an Mineral Bukan Logam 

Pasal 54 

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, 
koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah 
kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal37o 

Pasal 55 

( 1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi 
WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare 
dan paling banyak 250000 (dua puluh lima ribu) hektareo 

(2) Pacta wilayah yang telah diberikan IUP Eksp1orasi mineral 
bukan logam dapat diberikan !UP kepada pihak lain 
untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya 
berbedao 

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari 
pemegang IUP pcrtama. 

Pasal 56 

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi 
WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektareo 

Paragraf 4 0 0 0 
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Paragraf 4 
Pertam bang an Batuan 

Pasal 5'1 

UNIVERSITAS TERBUKA 

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan 
perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada 
pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. 

Pasal58 

( 1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengAn luas 
paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 
(lima ribu) hektare. 

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan 
dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk 
mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya 
berbeda. 

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari 
pemegang IUP pertama. 

Pasal59 

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan 
luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare. 

Bagian Kelima 
Pertambangan Batubara 

Pasa160 

WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan 
perseorangan dengan cara lelang. 

Pasal 61 

(1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan 
luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling 
banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare. 

(2) Pada ... 
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Pad a wilayah yang tele.h diberikan 
batubara dapat diberikan IUP kepada. 
mengusahakan mineral lain yang 
berbeda. 

UNIVERSITAS TERBUKA 

IUP Eksplorasi 
pihak lain untuk 
keterdapatannya 

(3) Pemberian lUP scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan setclah mernpertimba.ngkan pendapat dari 
pemegang IUP pertama. 

Pasal 62 

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan 
luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare. 

PRsal63 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempcroleh WIUP 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, 
dan Pasal 60 diatur dengan peratun:m pemerintah. 

BAB VIII 

PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN 

Pasal 64 

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dcngan 
kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana 
kegiatan usaha pertambangan di WIUP sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 serta membcrikan IUP Eksplorasi 
dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
36 kepada masyarakat secara terbuka. 

Pasal65 

(1) Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 
60 yang mclakukan usaha pert:ambangan wajib 
memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, 
persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pcrsyaratan 
administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, 
dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud p8.da 
ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. 

BAB IX ... 
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BAB IX 

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT 

Pasal 66 

UNIVERSITAS TERBUKA 

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut: 
a. pertambangan minerallogam; 
b. pertambangan mineral bukan logam; 
c. pertambangan batuan; dan(atau 
d. pertambangan batubara. 

Pasal 67 

(1) Bupatijwalikota memberikan IPR terutama kcpada 
penduduk setempat, baik perseorangan maupun 
kelompok masyarakat dan/ a tau koperasi. 

(2) Bupati(walikota dapat melimpahkan kcwenangan 
pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan 
kepada bupatijwalikota. 

Pasal68 

(1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat dibcrikan 
kepada: 
a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare; 

b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; 
danjatau 

c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektarc. 

(2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) 
tahun dan dapat diperpanjang. 

Pasal 69 

Pemegang IPR berhak: 
a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang 

keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis 
pertambangan, dan manajemen dari Pemerimah 
dan/ atau pemerintah daerah; dan 

b. mendB.pat ... 
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b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuar.. 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 70 

Pemegang IPR wajib: 
a. melakukan kegiatan penamba.ngan paling Jambat 3 (tiga) 

bulan setelah IPR diterbitkan; 

b. mematuhi peraturan penmdang-undangan di bidang 
keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, 
pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang 
berlaku; 

c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah; 
d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan 
e. menyarnpaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha 

pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR. 

Pasal 71 

(1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, 
pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertamba.ngan 
rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 wajio 
menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis 
pertambangan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 
diatur dengan peraturan pemerintah. 

Pasal 72 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IPR 
diatur dengan peraturan daerah kabupatenjkota. 

Pasal 73 

(1) Pemerintah kabupatenjkota melaksanakan pembinaan di 
bidang pengusahaan, teknologi pertamhangan, serta 
permodalan dan pernasaran dalam usaha meningkatkan 
kemampuan usaha pertambangan rakyat. 

(2) Pemerintah kabupatenjkota bertanggung jawab terhadap 
pengamanan teknis pad a usaha pertam bangan rakyat 
yang meliputi: 
a. keselamatan dan kesehatan kerja; 
b. pengelolaan lingkungan hidup; dan 

c. pascatambang. 

131 Untuk 
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(3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebageimana 
dimaksud pada ayat (2), pemerintah kabupaten/kota 
wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(4) Pemerintah kabupatenjkota wajib mencatat hasil 
produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan 
rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya 
secara berkala kepada Menteri dan gubernur setempat. 

BABX 

IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS 

Pasal 74 

(1) IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan 
kepentingan daerah. 

(2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan 
untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara. dalam 1 
(satu) WIUPK. 

(3) Pcmegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
yang menemukan mineral lain di dalam WIUPK yang 
dikelola diberikan prioritas untuk rnengusahakannya. 

(4) Pemegang IUPK yang bermaksud mengusahakan mineral 
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib 
mengajukan permohonan IUPK baru kepada Menteri. 

(5) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat {2) 
dapat menyatakan tidak berminat untuk meng·.1sahakan 
mineral lain yang ditemukan tersebut. 

(6) Pemegang IUPK yang tidak berminat untuk 
mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebaga.imana 
dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain 
tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain. 

(7) IUPK untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain 
oleh Menteri. 

Pasal 75 

(1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 
ayat (l) dilakukan berdasarkan p..::rtimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. 
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(2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dapat 
diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum 
Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan 
usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta. 

(3) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas 
dalam mendapatkan IUPK. 

(4) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara 
lelang WIUPK. 

Pasal 76 

(1) IUPK terdiri atas dua tahap: 
a. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, 

eksplorasi, dan studi kelayakan; 
b. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstxuksi, 

penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta 
pengangkutan dan penjualan. 

(2) Pemegang IUPK Eksplorasi dan pemegang IUPK Opcrasi 
Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh 
IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
peraturan pemerintah. 

Pasal 77 

(1) Setiap pemegang IUPK Eksplorasi dijamin untuk 
memperoleh IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan 
kegiatan usaha pertambangannya. 

(2) IUPK Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan 
usaha yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) yang telah 
mempunyai data basil kajian studi kelayakan. 

Pasal 78 

IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat 
( 1} huruf a sckurang-kurangnya wajib memuat: 
a. nama perusahaan; 
b. luas dan lokasi wilayah; 
c. rencana umum tata ruang; 

d. jaminan ... 
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d. jaminan kesungguhan; 
e. modal investasi; 
f. perpanjangan waktu tahap kegiatan; 
g. hak dan kewajiban pemegang IUPK; 
h. jangka waktu tahap kegiatan; 
1. jenis usaha yang diberikan; 
j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat 

di sekitar wilayah pertambangan; 
k. perpajakan; 
I. penyelesaian perselisihan masalah pertanahan; 
m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan 
n. amdal. 

Pasal 79 

IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 
ayat (1} huruf b sekurang-kurangnya wajib memuat: 
a. nama perusahaan; 
b. luas wilayah; 

c. lokasi penambangan; 
d. lokasi pengolahan dan pemurnian; 

e. pengangkutan dan penjualan; 
f. modal investasi; 
g. jangka waktu tahap kegiatan; 

h. penye1esaian masalah pertanahan; 

1. lingkungan hidup, termasuk 
pascatambang; 

rek1amasi 

j. dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang; 

k. jangka waktu berlakunya IUPK; 
1. perpanjangan IUPK; 
m. hak dan kewajiban; 

dan 

n. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar 
wilayah pertambangan; 

o. perpajakan; 
p. iuran tetap dan iuran produksi serta bagian pendapatan 

negara/ daerah, yang terdiri atas bagi basil dari 
keuntungan bersih sejak berproduksi; 

q. penyelesaian perselisihan; 
r. keselamatan dan kesehatan kerja; 

s. konservasi mineral atau batubara; 
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t. pernanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan 
rekayasa dan rancang bangun dalarn negeri; 

u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan 
pertambangan yang baik; 

v. pengembangan tenaga kerja Indonesia; 
w. pengelolaan data mineral atau batubara; 
x. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi 

pert.ambangan mineral atau batubara; dan 
y. divestasi saham. 

Pasal 80 

fUPK tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam 
pernberian IUPK. 

Pasal81 

(1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi 
kelayakan, pemegang IUPK Eksplorasi yang mendapatkan 
mineral logam atau hatub:ua yang tergali wajib 
melaporkan kepada Menteri. 

(2) Pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral 
logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan 
pengangkutan dan penjualan. 

(3) Izin sernentara sebagaimane. dimaksud pada ayat (2) 
diberikan oleh Men teri. 

Pasa182 

Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 81 dikenai iuran produksi. 

Pasal 83 

Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesue:l.i dengan 
kelornpok us aha pertam bangan yang berlaku bngi pemegang 
IUPK meliputi: 
a. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi 

pertarnbangan mineral logam diberikan dengan luas 
paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare. 

b. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi 
produksi pertambangan mineral logam diberikan dengan 
luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare. 
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c. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi 
pertamba.ngan batubara diberikan de1 .gan Iuas paling 
banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare. 

d. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kcgiatan operasi 
produksi pertambangan batubara diberikan dengan luas 
paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare. 

e. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral 
logam dapat diberikan paling lama 8 (delapan) tahun. 

f. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batubara 
dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun. 

g. jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau 
batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 
10 (sepuluh) tahun. 

Pasal84 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh WIUPK 
sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 74 Ryat (2) dan ayat (3), 
dan Pasal 75 ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah. 

BAB XI 

PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS 

Pasal 85 

Pemerintah berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan 
usaha pertambangan di WIUPK sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 serta memberikan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi 
Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 kepada 
masyarakat secara terbuka. 

Pasal 86 

(1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat 
(2) yang melaku~an kegiatan dalam \VIUPK wajib 
memenuhi persyaratan administratif, pcrsyaratan teknis, 
persyaratan lingkungan dan persyaratan finansia.l. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan 
administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, 
dan persyaratan finansial sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. 

BAB XU ... 
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BAB XII 

DATA PERTAMBANGAN 

Pasal 87 

UNIVERSITAS TERBUKA 

Untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi pertambangan, Menteri atau 
gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi 
lembaga riset negara dan/atau daerah untuk melakukan 
penyelidikan dan penelitian tentang pertambangan. 

Pasal 88 

(1) Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambanga.n 
merupakan data milik Pemerintah dan/atau pemerintah 
daerah sesuai dengan kewenangannya. 

(21 Data usaha pertambangan yang dimiliki pemP.rintah 
daerah wajib disampaikan kepada Pemerintah untuk 
pengelolaan data pertambangan tingkat nasional. 

(3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
diselenggaraka.n oleh Pemerintah dan/ a tau pemerintah 
daerah sesuai dengan kewenangannya. 

Pasal 89 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan 
penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 87 dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud da'tam 
Pasal 88 diatur dengan peraturan pemerintah. 

BAB XIII 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesatu 
Hak 

Pasal 90 

Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau 
seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan 
eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi. 

Pasal91 ... 
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Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan 
sarana umum untuk keperluan pertambangan setele.h 
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 92 

Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk 
mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi 
apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, 
kecuali mineral ikutan radioaktif. 

Pasal 93 

( 1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP 
dan IUPK-nya kepada pihak lain. 

(2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/ a tau saham di bursa 
saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah 
melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu. 

(3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham scbagairnana 
dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan 
syarat: 
a. harus memberitahu kepada Menteri, gubernur, atau 

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan 
b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 94 

Pemegang !UP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan 
usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undanga.n. 

Bagian Kedua 
Kewajiban 

Pasal 95 

Pemegang IUP dan IUPK wajib: 
a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik; 
b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi 

Indonesia; 

c. meningkatkan ... 
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c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral 
dan/ atau batubara; 

d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan 
masyarakat setempat; dan 

e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan. 

Pasal96 

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, 
pernegang IUP dan IUPK wajib rnelaksanakan: 

a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja 
pertarn bangan; 

b. keselamatan operasi pertambangan; 
c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, 

terrnasuk kegiatan reklarnasi dan pascatarnbang; 
d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; 
e. pengelolaan sisa tarnbang dari suatu kegiatan usaha 

pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai 
memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum 
dilepas ke media lingkungan. 

Pasal 97 

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar 
dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu 
daerah. 

Pasal 98 

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan 
daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai 
dengan. ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 99 

(1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan 
rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat 
mengajukan pennohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK 
Operasi Produksi. 

(2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang 
dilakukan sesuai dengan peruntuka!1 lahan 
pasca tam bang. 

(3) Pcruntukan ... 
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(3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian _penggunaan 
tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak 
atas tanah. 

Pasal 100 

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana.iaminan 
reklamasi dan dana jaminan pascatambang. 

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk 
melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana 
jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak 
melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai 
dengan rencana yang telah disetujui. 

Pasal 101 

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 serta dana Jaminan 
reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 100 diatur dengan peraturan 
pemerintah. 

Pasal 102 

Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah 
sumber daya mineral dan/ atau batubara dal~-n pelaksanaan 
penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan 
mineral dan batubara. 

Pasal 103 

{l) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi 
melakukan pengolahan dan pemurnian 
penambangan di dalam negeri. 

wajib 
hasil 

(2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat mengolah dan memumikan hasil 
penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai 
tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 serta 
pengolahan dan pemumian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah. 
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(1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Opera.si 
Pr·oduksi dan IUPK Operasi PDduksi sebagaimana 
•;Imaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerja sama 
· engan badan usaha, koperasi, atau perseorangem yang 

: r~lah mendapatkan IUP a tau IUPK. 

(2) :up yang didapat badan usaha sebagaim,1na dimaksud 
! .tda ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi 1\husus untuk 

·ngolahan dan pemurnian yang dikeh 1arkan oleh 
·. · ··nteri, gubernur, bupati/walikota se~·;uai dengan 

· ·.venangaunyn. 

(3) fl(. ,:·r,nng IUP.dun l! 'PK sebagaimana dimak 1;d pada 
R:Vd 1 r i l rlilnrang mcl:-1kukan pengnlahan dan pt. · 1rnian 
dnn '· · ·l nenambangan yang ti·~ •k memiliki II 1 :PR, 
atau lln '•· 

( 1) 

Pasal 105 

Badan usaha yang tidAk LArgerak pada 
pertambangan yang bermnksud ffi"njual 
danjatau batubara yang tcrp:Jli waJ.h tcrlebih 
memiliki !UP Operasi Produksi u n tuk penjualan. 

usaha 
mineral 
dahulu 

(2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
diberikan untuk 1 (satu\ kali penjualan cleh Menteri, 
gubernur, a tau bupr~ ~ i I walikota scsuai d~ngan 
kewenangannya. 

(3) Mineral atau batubara yang tergali da1 akan dijual 
~ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikt>nai iuran 
produksi. 

(4) Badan usaha sebagaimana rlimaksud pada ay,. (1) dan 
ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan 
mineral danfatau batubara yang tergali kepada Menteri, 
gubernur, atau bupatijwalikota sesuai dengan 
kewenangannya. 

Pasa1106 

Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan 
tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasat 107 . 
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Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha 
pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha 
lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 108 

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program 
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. 

(2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan l<epada 
Pemerintah, pemcrmtah daerah, dan masyarakat. 

Pasal 109 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan 
dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana di1naksud dalam 
Pasal 108 diatur dengan peraturan pemerintah. 

Pasal 110 

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data 
yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi 
kepada Menteri, gubernur, atau bupatijwalikota sesuai 
dengan kewenangannya. 

Pasal 11 1 

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan lapora.n 
tertulis secara berkala atas rencana kerja dan 
pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan 
batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupatijwalikota 
sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, 
dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan 
pemerin tah. 

Pasal 112 

(l) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha 
pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dirniliki oleh 
asing wajib melakukan divestasi saham pacta Pemerintah, 
pemerintah daerah, badan usaha milik negara, bado.n 
usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasionaL 

(2) Ketemuan ... 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
peraturan pemerintah. 

BAB XIV 

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN 
IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS 

Pasal 113 

(1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan 
dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK apabila 
terjadi: 
a. keadaan kahar; 

b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan 
penghentian sebagian atau seluruh kcgiatan usaha 
pertambangan; 

c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah 
tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan 
operasi produksi sumber daya mineral dan/atau 
batubara yang dilakukan di wilayahnya. 

(2) Penghentian sementara kegiatan usaha per~A.mbangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak :nengunmgi 
masa berlaku IUP atau IUPK. 

(3} Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha 
pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dan huruf b disampaikan kepada Menteri, gubernur, 
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 

(4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada aya! 
(1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau 
dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada 
Menteri, gubernur, atau bupatijwalikota sesuai dengan 
kewenangannya. 

(5) Menteri, gubernur, atau bupatijwalikota sesuai dengan 
kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis 
diterima atau ditolak disertai alasannya atas pennohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga 
puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut. 

Pasal 114 

( 1) Jangka waktu penghentian semen tara karena keadaan 
kahar danjatau keadaan yang menghalangi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) diberikan paling lama 
1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 
(satu) kali untuk 1 (satu) tahun. 

(2) Apabila ... 
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(2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa 
penghentian sementara berakhir pemegang IUP dan IUPK 
sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan 
dimaksud wajib dilaporkan kepada Menteri, gubemur, 
atau bupatijwalikota sesuai dengan kewenangannya. 

(3) Menteri, gubernur, atau bupatifwalikota sesuai dengan 
kewenangannya mencabut keputusan penghentian 
sementara setelah menerima laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 

Pasal 115 

(1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha 
pertambangan diberikan karena keadaan kahar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 aya': (1) huruf a, 
kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemcrintah 
dan pemerintah daerah tidak berlaku. 

(2) Apabila penghentian sementara kegiatan usana 
pertambangan diberikan karena keadaan yang 
menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b, kewajiban 
pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan 
pemerintah daerah tetap berlaku. 

(3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha 
pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung 
lingkungan wilayah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 
113 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP dan JUPK 
terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap 
berlaku. 

Pasal 116 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara 
kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115 diatur dengan peraturan 
pemerintah. 

BABXV 

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN 
IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS 

Pasal 117 

IUP dan IUPK berakhir karena: 
a. dikembalikan; 

b. dicabut. 
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b. dicabut; atau 
c. habis masa berlakunya. 

Pasal 118 

UNIVERSITAS TERBUKA 

( 1) Pemegang IUP a tau IUPK dapat menyerahkan kern bali IUP 
atau IUPK-nya dengan pernyataan tertuiis kepada 
Menteri, gubcrnur, atau bupatijwalikota sesuai dengan 
kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas. 

(2) Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh 
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
keVI'enangannya dan setelah memenuhi kewajibannya. 

Pasal 119 

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau 
bupatijwalikota sesuai dengan kewenangannya apabila: 
a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang 

ditetapkan dalam IUP atau IUPK sena peraturan 
perundang-undangan; 

b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau 

c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit. 

Pasal 120 

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK 
telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau 
perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan 
tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut 
berakhir. 

Pasal 121 

( 1) Pemegang IUP atau IUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya 
berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120 wajih 
memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kewajiban pemegang IUP atau IUPK sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi set.elah 
mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, atau 
bupatijwalikota sesuai dengan kewenangannya. 
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(1) IUP atau IUPK yang telah dikembalikan, dicubut, atau 
habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 121 dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 

(2} WIUP atau WIUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada 
badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui 
mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Undang­
Undang ini. 

Pasal 123 

Apabila IUP atau IUPK berakhir, pemegang IUP atau lUPK 
wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil 
eksplorasi dar. operasi produksi kepada Menteri, gubernur, 
atau bupatijwalikota sesuai dengan kewenangannya. 

BAB XVI 

USAHA JASA PERTAMBANGAN 

Pasal 124 

{1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan 
jasa pertambangan lokal dan/ a tau nasional. 

(2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau 
IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan 
lain yang berbadan hukum Indonesia. 

(3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi: 
a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian 

peralatan di bidang: 
1) penyelidikan umum; 
2) eksplorasi; 
3) studi kelayakan; 
4) konstn1ksi pertambangan; 
5) pengangkutan; 
6} lingkungan pertambangan; 
7) pascatambang dan reklamasi; dan/ a tau 
8) keselamatan dan kesehatan kerja. 

b. konsultasi 
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b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di 
bidang: 
1) penambangan; atau 
2) pengolahan dan pemurnian. 

Pasal 125 

(1) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa 
pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha 
pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP 
atau IUPK. 

(2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat bempa badan 
usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan 
klasifikasi dan kualiflkasi yang telah ditetapkan oleh 
Menteri. 

(3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutar:.1akan 
kontraktor dan tenaga kerja lokal. 

Pasal 126 

(1) Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak 
perusahaan dan/ a tau afiliasinya dalam bidang usaha jasa 
pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang 
diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri. 

(2) Pemberian izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan apabila: 
a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis 

di wilayah tersebut; atau 

b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang 
berminat/ mampu. 

Pasal 127 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa 
pertambangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 124, Pasal 
125, dan Pasal 126 diatur dengan peraturan rnenteri. 

BAB XVII 

PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH 

Pasal 128 

(1) Pernegang IUP atau IUPK wajib rnernbayar pendapataP. 
negara dan pendapatan daerah. 
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(2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaa::1 negara 
bukan pajak. 

(3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tcrdiri atas: 
a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan di bidang perpajakan; dan 

b. bea masuk dan cukai. 

(4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) terdiri atas: 
a. iuran tetap; 
b. iuran eksplorasi; 
c. iuran produksi; dan 

d. kompensasi data informasi. 

(5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 
a. pajak daerah; 

b. retribusi daerah; dan 
c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketcntuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 129 

(1) Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pcrlambangan 
mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar ,l% 
(empat persen) kepade. Pemerintah dan 6% (enam persen) 
kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak 
berproduksi. 

(2) Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur sebagai berikut.: 
a. pemerintah provinsi mendapat bagian ~ebesar 1% 

(satu persen); 

b. pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat 
bagian sebesar 2,5% (dua kama lima persen); dan 

c. pernerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi 
yang sama mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma 
lima persen). 

Pasal 130 ... 
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(1) Pemegang IUP atau IUPK tidak dikenai iuran produksi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf c 
dan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 128 ayat (5) atas tanah/batuan 
yang ikut tergali pada saat penambangan. 

(2) Pemegang IUP atau IUPK dikenai iuran produksi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 aya.t (4) huruf c 
atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada 
saat penambangan. 

Pasal 131 

Besarnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang 
dipungut dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK ditetapkan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 132 

(1) Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan 
tingkat pengusahaan, produksi, dan harga komoditas 
tam bang. 

{2) Besaran tarif iuran produksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 133 

(1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 128 ayat (4) merupakan pcndapatan negara 
dan daerah yang pembagiannya ditetapkan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian 
daerah dibayar langsung ke kas daerah setiap 3 (tiga) 
bulan setelah disetor ke kas negara. 

BAB XVIII 

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN 

Pasal 134 

(1) Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas 
tanah permukaan bumi. 
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(2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan 
pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan 
usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud 
pacta ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin 
dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan 
pera turan perundang-undangan. 

Pasal 135 

Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat 
melaksanakan kegiatannya setelah mendapat perseh1juan 
dari pemegang hak atas tanah. 

Pasal 136 

(1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan 
operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah 
dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan 
kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK. 

Pasal 137 

Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
135 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian 
terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 138 

f-:lak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan 
hak atas tanah. 

BAB XIX ... 
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(2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan 
pacta tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan 
usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin 
dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang .. undangan. 

Pasal 135 

Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat 
melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan 
dari pemegang hak atas tanah. 

Pasal 136 

(1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan 
operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah 
dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pacta 
ayat ( l) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan 
kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK. 

Pasal 137 

Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
135 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian 
terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah 
sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan. 

Pasal 138 

f-lak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan 
hak atas tanah. 

BAB XIX ... 
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PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

Bagian Kesatu 
Pernbinaan dan Pengawasan 

Pasal 139 

( 1) Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan 
pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh 
pernerint:ah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota 
sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. pembcrian pedoman dan standar pelaksanaan 

pengelolaan usaha pertambangan; 
b. pembcrian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; 
c. pendidikan dan pelatihan; dan 
d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, 

dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha 
pertambangan di bidang mineral dan batubara. 

(3) Menteri dapat melimpahkan kepada gubern'.lr untuk 
melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan 
kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan 
oleh pemerintah kabupaten/kota. 

(4) Mcnteri, gubernur, atau bupatijwalikota sesuai dengan 
kewenangannya bertanggung jawab melakukan 
pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha 
pertambangan yang dilakukan oleh pemegang !UP, IPR, 
atau IUPK. 

Pasal 140 

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan pengelolaan usaha pertam bangan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintab 
kabupatenjkota sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk 
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan 
oleh pemcrintah kabupatenjkota. 

(3\ Menteri 
Tugas Akhir Program Magister Cr'APM) 311 

16/41841.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

- 49-

UNIVERSITAS TERBUKA 

(3) Menteri, gubernur, dan bupatifwalikota sesuai dengan 
kewenangannya melakukan pengawasan atas 
pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang 
dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK. 

Pasal 141 

(1) Pengawasnn sebagaimana dimaksud dalam Pa~al 140, 
antara lain, berupa: 
a. teknis pertambangan; 

b. pemasaran; 

c. kcuangan; 

d. pengolahan data mineral dan batubara; 

e. konservasi sumber daya mineral dan batubara; 
f. keselamatan dan kesehatan kcrja pertambanga.n; 
g. keselamatan operasi pertambangan; 
h. pcngelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan 

pascatam bang; 
1. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan 

rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; 
J. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan; 

k. pengcmbangan dan pemberdayaan masyarakat 
setempat; 

1. penguasaan, pengembangan, dan penerapan tek:nologi 
pertam bangan; 

m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha 
pertambangan yang menyangkut kepentingan umum; 

n. pengelolaan IUP atau IUPK; dan 
o. jumlah, jenis, dan mutu basil usaha pcrtambangan. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a, hun.lf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf 1 
dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(3) Dalam hal pemerintah daerah provinsi atau pemerintah 
daerah kabupaten/ kota bel urn mernpunyai inspektur 
tambang, Menteri menugaskan inspektur tambang yang 
sudah diangkat untuk melaksanaan pembinaan dan 
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

Pasal 142 ... 
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(1) Gubcrnur dan bupatijwalikota wajib melaporkan 
pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya masing­
masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan 
kepada Menteri. 

(2) Pemerintah dapat mcmberi teguran kepada pemerintah 
daerah apabila dalam pelaksanaan kewenangannya tidak 
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mt dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Pasal 143 

(1) Bupatijwalikota melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap usaha pertambangan rakyat. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pengawasan pertambangan rakyat 
peraturan daerah kabupaten/kota. 

Pasal 144 

pembinaan dan 
diatur dengan 

Ketcntuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur 
pembinaan serta pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, dan Pasal 143 
diatur dengan peraturan pemerintah. 

Bagian Kedua 
Perlindungan Masyarakat 

Pasal 145 

( 1) Masyarakat yang tcrkena dampak negatif langsung dari 
kegiatan usaha pertambangan berhak: 
a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan 

dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-und<ingan. 

b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap 
kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang 
menyalahi ketentuan. 

(2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat 
sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) ditetapkan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XX ... 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 313 

16/41841.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

- 51 -

BABXX 

UNIVERSITAS TERBUKA 

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA 
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

Bagian Kesatu 
Penelitian dan Pengembangan 

Pasal 146 

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong, 
melaksanakan, danjatau memfasilitasi pelaksanaan peneHtian 
dan pengembangan mineral dan batubara. 

Bagian Kedua 
Pendidikan dan Pelatihan 

Pasal 147 

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong, 
melaksanakan, danjatau memfasilitasi pelaksanaan 
pcndidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan mineral dan 
batubara. 

Pasal 148 

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan 
oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. 

BAB XXI 

PENYIDIKAN 

Pasal 149 

( 1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Repu b!ik Indonesia, 
pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi 
wewenang khusus sebagai pcnyidik sesuai dcngan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pacta 
ayat ( 1) berwenang: 
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran lapora.n atau 

keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam 
kegiatan usaha pertambangan; 

b. melakukan . 314 Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 
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b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan 
yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan 
usaha pertambangan; 

c. memanggil dan/ atau mendatangkan secara paksa 
orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau 
tersangka dalarn perkara tindak pidana kegiatan usaha 
pertam bangan; 

d. menggeledah tern pat dan/ a tau sarana yang diduga 
digunakan untuk melakukan tindak pidana da.la.m 
kegiatan usaha pcrtambangan; 

e. melakukan perneriksaan sarana dan prasarana 
kcgiatan usaha pertambangan dan me1~ghentikan 

penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk 
rnelakukan tindak pidana; 

f. mcnyegel dan/ atau menyit.a alat kcgiatan usaha 
pertarnbangan yang digunakan untuk meJakukan 
tindak pidana sebagai alat bukti; 

g. mendatangkan dan/ atau meminta bantuan tenaga ahli 
yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pcrneriksaan perkara tindak pidana dalarn kegiatan 
usaha pertambangan; dan/ atau 

h. rnenghentikan penyidikan perkara tindak pidana 
dalam kegiatan usaha pertambangan. 

Pasal 150 

( 1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagairnana dirnaksud 
dalarn Pasal 149 dapat rnenangkap pelaku tindak pidana 
dalam kegiatan usaha pertambangan. 

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagairnana dimaksud pada 
ayat ( 1) memberitahukan dimulai penyidikan dan 
menycrahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi 
negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pacta 
ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal 
tidak terdapat cukup bukti dan/ a tau peristiwanya bukan 
merupakan tindak pidana. 

(4) Pelaksanaan kcwenangan sebagaimana dimaksud pacta 
ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB XXII ... 
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SANKS! ADMINISTRATIF 
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UNIVERSITAS TERBUKA 

( 1) Menteri, gubernur, atau bupatijwalikota sesuai dengan 
kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif 
kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 
(3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasa1 
71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 
ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, 
Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 
105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4);Pasal 107, Pasal 108 ayat 
( 1), Pasal 110, Pasal 111 ayat ( 1), Pasal 112 ayat ( 1), Pasal 
114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 
126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau 
Pasal 130 ayat (2). 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. pcnghcntian scmentara sebagian atau seluruh 

kegiatan eksplorasi a tau operasi produksi; dan I a tau 

c. pencabutan IVP, IPR, atau IUPK. 

Pasal 152 

Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan 
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan hasil evaluasi 
yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (1) huruf j, Menteri dapat menghentikan 
semen tara dan/ a tau mencabut IUP a tau IPR sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 153 

Dalam hal pemerintah daerah berkeberatan terhadop 
penghentian semen tara dan/ atau pencabutan IUP dan IPR 
oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, 
pemerintah daerah dapat mengajukan keberatan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 154 

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IVP, IPR, 
atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase 
dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan peiundang­
undangan. 
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Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian 
semen tara dan/ atau pencabutan IUP, IPR atau IUPK 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf b dan 
huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perunda ng-undangan. 

Pasal 156 

Kctentuan lcbih lunjut mcngcnai tata cara pelaksanaan sanksi 
ndministrntif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan 
Pasal 152 dial ur dengan peraturan pemerintah. 

Pasal 157 

Pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai sanksi 
administratif bcrupa penarikan sementara kewenangan atas 
hak pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara. 

BAB XXIII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 158 

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, 
IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 
40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau 
ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
RplO.OOO.OOO.OOO,OO (sepuluh miliar rupiah). 

Pasal 159 

Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja 
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat 
(4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar 
atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun clan denda 
paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

Pasal 160 ... 
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( 1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tan pa memiliki 
IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 1 {satu) tahun atau denda paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

(2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi 
melakukan kegiatan operasi produksi dipidana 
dengttn pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 
dcnda paling banyak Rp10.000.000.000,00 r~epuluh 
rniliar rupiah). 

Pasal 161 

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atuu IUPK 
Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, 
mclakukan pcngolahan dan pemurnian, pengangkutan, 
penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang 
IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 37, 
Pasal 40 ayat (3), Pasal43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), 
Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 
104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 
banyak RplO.OOO.OOO.OOO,OO (sepuluh miliar rupiah) 

Pasal 162 

Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kcgiatan 
usaha perta.mbangan dari pemegang IUP atau IUPI< yang telah 
mcmcnuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 
(satu) tahun atau dcnda paling banyak Rp100.000.000,00 
(seratus juta rupiah). 

Pasal 163 

( 1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana 
penjara dan dcnda terhadap pengurusnya, pidana yang 
dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa 
pidana dcnda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per 
tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana demla yang 
dijatuhkan. 

(2) Selain ... 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 318 

16/41841.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



PRESIDEN 
REPUSLIK INDONESIA 

-56-

UNIVERSITAS TERBUKA 

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan 
berupa: 
a. pencabutan izin usaha; danjatau 
b. pencabutan status badan hukum. 

Pasal 164 

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.58, 
Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku 
t:indak pidana dapat: dikenai pidana tambahan berupa: 
a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan 

tindak pidana; 
b. perampasan keuntungan yang diperolt:h dari tindak 

pidana; dan/ atau 
c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat. tindak 

pidana. 

Pasal 165 

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang 
bertcntangan dengan Undang-Undang m1 dan 
menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling 
lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

BAB XXIV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 166 

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP, IPR, 
atau IUPK yang berkaitan dengan dampak lingkungan 
cliselesaikan sesuai dengan ketent.uan peraturan perundang­
updangan. 

Pasal 167 

WP dikelola olch Menteri dalam suatu sistem informasi WP 
yang terintcgrasi sccara nasional untuk mclakukan 
penyeragaman mcngenai sistem koordinat dan peta dasar 
dalam penerbitan WUP, WIUP, WPR, WPN, WUPK, dan 
WIUPK. 

Pasal 168 .. 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 319 

~-----------~--J 

16/41841.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

-57-

Pasal 168 

UNIVERSITAS TERBUKA 

Untuk meningkatkan investasi di bidang pertambangan, 
Pemerintah dapat memberikan keringanan dan fasilitas 
perpajakan sesuai dengan ketcntun.n peraturan perundang­
undangan kecuali ditentukan lain dalam IUP atau IUPK. 

BAB XXV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 169 

Pacta saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 
a. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan 

pertambangan batubara yang telah ado sebelum 
berlakunya Undang-Undang m1 tetap diberlakukan 
sampai jangka waktu berakhirnya kontrakjperjanjian. 

b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontra.k karya 
dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan 
batubara sebagaimana dimaksud pacta huruf a 
disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak 
Undang-Undang ini diundangkan kecuali rnengenai 
penerimaan negara. 

c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana 
dimaksud pacta huruf b adalah upaya peningkatan 
pcnerirnaan negara. 

Pasal 170 

F'emegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pernurnian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat­
lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini 
diundangkan. 

Pasal 171 

( 1) Pcmegang kontrak karya dan perjanjian karya 
pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 169 yang telah melakukan 
tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, 
atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak 
berlakunya Undang-Undang ini harus rnenyampaikan 
rencana kegiatan pacta seluruh wilayah 
kontrak/ perjanjian sampai dengan jangka waktu 
berakhirnya kontrakjperjanjian untuk mendapatkan 
persetujuan pemerintah. 

(21 DaJam
32
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(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pacta ayat 
(1) tidak terpenuhi, luas wilayah pertambangan yang telah 
diberikan kcpada pemegang kontrak karya dan pe1janjian 
karya pengusahaan pertambangan batubara disesuaikan 
dengan Undang-Undang ini. 

Pasal 172 

Permohonan kontr&k karya dan perjanjian karya pengusahaan 
pertambangan batubara yang telah diajukan kepada Ment~ri 
paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang­
Undang ini dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip 
atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati dan 
dapat diproscs pcrizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan 
Undang-Undang ini. 

BAB XXVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 173 

( 1) Pada saat Undartg-Undang ini mu1ai berlaku, Undang­
Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan­
Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

(2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua 
Peraturan Perundang-undangan yang merupakan 
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2831) dinyatakan masih tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 
dalam Undang-Undang ini. 

Pasal 174 

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang 1m harus telah 
ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang 
ini diundangkan. 

Pasal 175 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkcm 
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 12 J anuari 2009 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Diundangkan eli ,Jakarta 
pada tanggal 12 Januari 2009 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

ANDI MA'ITALATIA 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 4 

Salinan sesuai dengan aslinya 

~EKRETARIAT NEGARA RJ 

Kepala Biro Perundang-undangan 

Bidang Perekonomian dan Industri, 
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Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

UNIVERSITAS TERBUKA 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2:3 TAHUN 2010 

TENTANG 

PELAKSANAAN KI•;GIATAN USAHA PERTAMBANGAN 

MINERAL DAN BATUBAI~ 

DENGAN RAJ TMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PHESILH·~N I~EPUBLIK INDONESIA, 

bahwa unluk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), 
Pasal 34 ayat (3), Pasal 49, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal 
71 ayat (2), l'asal 76 ayat (3), Pasal 84, Pasal 86 ayat (2), 
Pasal 103 ayat (3), Pasal 109, Pasal 111 ayat (2), Pasal 112, 
Pasal 116, dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
:2009 tentang l'ertambangan Mineral dan Batubara perlu 
mcnetapkan Pcraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan 
Kcgiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

:2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 

PERATURAN 
KEGIATAN 
BATUBARA. 

MEMUTUSKAN: 

PEMERINTAH TENTANG 
USAHA PERTAMBANGAN 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PELAKSANAAN 
MINERAL DAN 

Dalam l'('raturan l'cmerintah ini yang dirnaksud dengan: 

1 . Pertam bangan . . . 
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1. Pertambangan, Mineral, Batubara, Pertambangan Mineral, 
Pertamhangan Batubara, Usaha Pertambangan, Izin Usaha 
Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, Badan Usaha, 
Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut 
WIUP, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yan.g selanjutnya 
disebut lUI' Eksplorasi, Izin Usaha Pcrtambangan Opcrasi 
Produksi y;mp.; selanjutnya disebut !UP Operasi Produksi, 
Wilayah Ust-~h<l Pcrlambangan Khusus yang selanjutnya 
disebut WUPK, lzin Usaha Pertambangan Khusus yang 
selanjutnya disebut IUPK, Izin Usaha Pertambangan Khusus 
Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi, Izin 
Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang 
selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi, Wilayah 
Pertambangan Rakyat yang selanjutnyn disebut WPR, Izin 
Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, 
Eksplorasi, dan Operasi Produksi adalah sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

2. Afiliasi adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikan 
saham langsung dengan pemegang IUP atau IUPK. 

3. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha, baik 
yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan 
hukum, yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) 
dalam negeri. 

4. Badan usaha milik ncgara yang sclanjutnya disebut BUMN, 
adalah BUMN yang bcrgerak di bidang pertambangan sesuai 
dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan. 

5. Badan usaha milik daerah yang selanjutnya disebut BUMD, 
adalah BUMD yang bergerak di bidang pertambangan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang­
seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan 
kegiatannya beniasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai 
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 
kekel uargaan. 

7. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili disekitar 
operasi pertambangan. 

8. Divestasi sah<1m adalah jumlah saham asing yang harus 
ditawarkan untuk dijual kepada pcserta Indonesia. 

9. Menteri ... 
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9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pertambangan mineral clan 
batubara. 

Pasal 2 

(1) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan 
batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam 
mengutamakan penggunaan mineral danjatau batubara 
untuk kqwntingan cliilam negeri. 

(2) Pertamhangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud 
pada <t.Y<ll ( 1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan 
komoditm; lamlmng: 

a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uramum, 
monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya; 

b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, 
kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, 
timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, 
lmuksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, 
kmmit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, 
indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, 
niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, 
dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, 
neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, 
rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, 
telluride, stronium, germanium, dan zenotin; 

c. mineml bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, 
arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, ldor, 
belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, 
yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, 
feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, 
kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, 
garam lmtu, clay, dan batu gamping untuk semen; 

d. batuan ... 
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d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, 
perlit, tanah diatome, tanah scrap (fullers earth), slate, 
granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, 
trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, 
kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu 
tcrkersikan, garnet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung 
quarry hesar, keril<il galian dari bukit, kerikil sungai, 
hatu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, 
pastr pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan 
tirnbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah 
mcrah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir 
yang tid:d< mcnganduug unsur mineral logarn atau unsur 
mineral bukan logarn dalam JUmlah yang berarti ditinjau 
dari segi ekonomi pcrtambangan; dan 

c. batubam meliputi bitumen padat, batuan aspal, 
batubara, dan gambut. 

(,1) Perubahan atas penggolongan komoditas tambang 
sebagaim;ma <iimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 
Mentcri. 

Pasal3 

(I) Usaha pcrtambangan dilakukan berdasarkan IUP, IPR, atau 
IUPK. 

(2) IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diber-ikan dalam WIUP untuk !UP, WPR untuk IPR, atau 
WlUPK untuk IUPK. 

(:~) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam 
WUP yang ditetapkan oleh Menteri. 

(4) WPR scbagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 
bupalt/walikola. 

(:-i) WlUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam 
WUPK yang ditetapkan oleh Menteri. 

(6) WUP, WPR, atau WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), ayat (4) dan ayat (5) berada dalam WP. 

(7) Ketentuan mengenai WP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri. 

l'asal ·i ... 
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Pasal4 

Untuk memperoleh IUP, IPR, dan IUPK sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan 
administratif, tclmis, lingkungan, dan finansial. 

Pasal5 

Lingkup l'craturan l'emerintah ini meliputi pemberian !UP, IPR, 
dan fUPK, kc:W<~Jihan pemegang !UP, fPR, dan IUI'K, serta 
pengutamaan penggunaan mineral logam dan/atau batubara 
untuk kqwnting:-tn rlalarn negtTi. 

BAB II 

IZIN US/\IJA PERTAMBANGAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Jlasal 6 

( 1) !UP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan 
yang clJajukan oleh: 

a. badan usaha; 

b. kopcrasi; dan 

c. pcrscorangan. 

(21 Badan usaha sebagaim<ma dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dap::1t hen1p<1 hmlan usaha swasta, BUMN, atau BUMD. 

(J) Pcrscorangan scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c 
dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau 
perusahaan komanditer. 

(4·) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah 
mendapatkan WIUP. 

(:J) Dalam l (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa 
!UP. 

P<1sal 7 ... 
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Pasal 7 

IUP diberikan mclalui tahapan: 

a. pemberian WIUP; dan 

b. pembcn;u1 !UP. 

Pcmbcrian WIUI' 

J>aragraf 1 

Umum 

Pasal 8 

UNIVERSITAS TERBUKA 

(I) Pemberian WI UP sebagaimana dimaksud dal8.m Pasal 7 
huruf a lcnliri atas: 

a. WIUP radioC~ktif; 

b. WIUP mineral logam; 

c. WIUP batubara; 

d. WIUP miiwnd bulwn logam; rlan/<•tau 

e. WIUP batuan. 

(2) WIU!' radJOaktil sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf 
a dipcrolch scsuC~i dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(."·\) W!UI' rTIIIHT<II logilm dan b;ttu!Ji!I-a schagaimana d1t11aksud 
pada a_yat ( 1) hurut h dan huruf c dipcrolch dcngnn car<t 
!dang. 

( l) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diperoleh 
deng<m cara mengajulwn permohonan wilayah. 

Pasal 9 

( 1) Dalam 1 (satu) WUP dapal tcrdiri atas 1 (sat.u) a tau lwhcrapa 
WIUP. 

(2) Seliap pemohon scbagCJimana dimaksud d<cdam P<Jsa.l b ayat 
(1) hanya dapat dibcrikan l (satu) WIUP. 

(3) Ualam ... 
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(3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan badan usaha yang telah terbuka (go public), 
dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP. 

Paragral2 

'l'ata Cara Pembcrian 

WIUP Minn<ll Logarn dan Hatul>ara 

Pasal 10 

( l) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau 
batubara sehagaimana dimaksud d<-llam Pasal 8 ayat (3), 
Menteri, gubernur, atau bupatifwalikota sesuai dengan 
kewenangannya mengumumlum seccna terbuka WIUP yang 
akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau 
perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) 
bulan sebelurn pelaksanaan lelang. 

(2) Sebelurn dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau 
batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 

a. Menteri harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu 
dari gubemur dan bupatifwalikota; 

b. gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu 
clari bupati/walikota. 

(:)) Gubcrnur atau bupati/walikota memberikan rekomendasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan 
rekomendasi. 

Pas<Jl 11 

( 1) Dalam pdaksanaan pelelangan WIUP mineral logam 
danfatau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
dibentuk panitia lelang oleh: 

a. Menteri, untuk panitia pelelangan WIUP yang beracla di 
lintas provinsi dan/ a tau wilayah laut lebih dati 12 (dua 
belas) mil dari garis pantai; 

b. gubernur, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada di 
lintas kabupatenfkota clalam 1 (satu) provinsi danfatau 
wilayah laut 4 (empat) mil sarnpai dengan t:2 (dua bclas) 
mil dari garis pantai; dan 

c. bupati ... 
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c. bupatifwalikota, untuk pamtia pdelangan WIUP yang 
berada dalam 1 (satu) wilayah kabupatcnfkota danjatau 
wilayah !aut sampai dengan 4 (empat) mil dati garis 
pantai. 

(2) Panitia lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
yang ditetapkan oleh: 

a. Mcntcri, beranggotakan gasal dan paling sedikit 7 (tujuh) 
orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan 
mineral dan/ atau batubara; 

b. gubcrnur, beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) 
orang yang mcmiliki kompetensi di bidang pertambangan 
rnirwral dan/atau batubara; dan 

c. hupati/walikota, bcnmggotakan gasal dan paling sedikit 
5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang 
rwrtamba11j!,<ll1 mineral danjatau batubara. 

(J) Dalam p;mitia lelang scbagaimana dimaksucl pacta ayat (2) 
dapat rnen~~ikutsertakan unsur dari Peme1intah, pemcnntah 
provinsi, danjatau pemcrintah kabupatcn/kota. 

Pasal 12 

Tugas dan \V('Wenang panitia lelang WIUP mineral logam 
dan/ atau batubara scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
meliputi: 

a. menyiapkan lcbng WIUI'; 

h. menyiapkan dokumen kl~mg WIUP; 

c. menyusun jadwallelang WIUP; 

d. mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP; 

c. melaksanakan pcngumurnan ulang paling banyak 2 (dua) 
kali, clpabda pcscrta !clang WIUP hanya 1 (satu); 

I. menilai kualifikasi peserta lelang WIUP; 

g. melakukan cvaluasi terhadap penawaran yang masuk; 

h. mdaksanakan !dang WJUI'; dan 

1. membuat berita acHra hasil pelc-ll.;:sanaan ]clang dan 
mcngusulkan P'~menang lelang WIUP. 
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Pasal 13 

(1) Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUP sebagaimana 
dimaksud dalnm P8sal 10 ayat (1) harus memenuhi 
persyara tan: 

n. <H lm ims1 rn 1 if; 

b. teknis; (!.111 

c. finansial 

(:2) l'(·rsyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) huruf a unluk: 

a. hadan usaha, paling sedikit meliputi: 

l. mcngtsl formulir yang sudah disiapkan panitia lelang; 

2. profit bad an usaha; 

3. al<te pendirian badan usaha yang bergerak di bidang 
usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat 
yang berwenang; dan 

4. nomor pokok wajib pajak. 

b. kopcrasi, paling sedikit meliputi: 

1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang; 

2. profit koperasi; 

3. akte pend1rian kopcrasi yang bcrgerak di bidang usaha 
pcr1ambang:om yang tclah disahkan oleh pejabat yang 
berwcnang; dan 

4. nomor pokok wajib pajak. 

c. orang perseorangan paling sedikit meliputi: 

l. mengisi fonnulir yang sudah disiapkan panitia !clang; 

2. kartu tanda pcnduduk; dan 

3. nomor pokolc wajib pajak. 

d. pcrus<•haan firma dan perusahaan komanditer paling 
sedikit mdiputi: 

1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang; 

2. profil perusahaan; 

3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang 
usaha pertambangan; dan 

4. nom<Jr pokok wajib pajak. 

(3) Persyaratan ... 
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(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b paling sedikit meliputi: 

a. pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di 
bidang pcrtambangan mineral atau batubara paling 
sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus 
mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, 
a tau afiliasinya yang bergerak di biclang pertambangan; 

b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli 
dalam bidang pcrtambangan dan/ a tau gcologi y<mg 
berpcngalaman paling scclikit 3 (tiga) tahun; clan 

c. ren!'<tn<l kt~tja dan anggarcnl biaya untuk kegiatan 4 
(ernpat) tabun eksplorilsi. 

(4) Persyaratan fimmsial scbagaimana dimaksucl p<tda ayat (1) 
huruf c rrwliput i: 

a. laporan k1:uangan tahun terakhir yang sudab (!Jaudit 
akuntan publik; 

b. mencrnpat kan Jaminan kcsungguhan lelang dalam 
bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% 
(sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi 
atau dari total hiaya pengganti investasi untuk lelang 
WIUP yang tdah berakhir; dan 

c. pernyataan bcrsedia membayar nilai lelang WIUP dalam 
jangka waklu paling lambat 5 (lima) hari kt:rja, setelah 
pengurnurnan pemcnang lelang. 

Pasal 14 

( 1) Proseclur !dang mcliputi tahap: 

a. pengumuman prakualifikasi; 

b. pengambilan rl.okumen prakualifikasi; 

c. pcmasukan dokumen prakualifikasi; 

d. evaluasi prakualifikasi; 

c. klarifikasi dan konfirrnasi terhadap dokumen 
prakualifdwsi; 

f. penctapan hasil prakualifikasi; 

g. pcngumuman hasil prakualifikasi; 

h. unclangan kcpada peserta yang lulus prakualifikasi; 

1. pengambilan dokurnen lelang; 

.1· pcnjelas<m Jel;mg; 

k. pernasukan rwnawaran hargct; 
I. pembukaan ... 
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1. pembukaan sampul; 

m. penetn.pan peringkat; 

n. pendapanfpengumuman 
dilakukan bcnlasarkan 
pcrtimb;;ngan teknis; dan 

pemcnang lelang 
penawaran harga 

yang 
dan 

o. memben kescmpatan adanya sanggahan atas keputusan 
lelang. 

(:2) Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
j wajib dilakukan oleh panitia !clang WIUP kepada peserta 
pclelangan WJUP yang lulus prakualifikasi untuk 
menjelaskan data teknis berupa: 

a. lokasi; 

b. koordinat; 

c. jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara; 

d. ringkas<m basil penelitian dan penyelidikan; 

e. ringkasan basil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan 

f. status laban. 

Pasal 15 

( l) Panitia lelang sesuai dengan kewenangannya yang diberikan 
oleh Mentcri, gubcrnur, atau bupatijwalikota dapat 
membcrikan kesempatan kcpada pescrta pelelangan WIUP 
yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan 
lapangan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan 
jarak lokasi yang akan dilclang sctclah mcndapatkan 
penjelasan lelang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (1) huruf j. 

(2) Dalam hal pesnta pelelangan WIUP yang akan melakukan 
kunjungan lapangan rnengikutscrtakan warga negara asing 
w8jib mcmenuhi persyaratan scsuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Biaya yang dipcrlukan untuk melakukan 
lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibebankan kepada peserta pelelangan WIUP. 

Pasal 16 

kunjungan 
dan ayat (2) 

(1) Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka 
waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) h;ll-i kerja sejak 
pemasukan pcnawaran harga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasr1J 14 ayat ( 1) humf k. 

(2) Hasil ... 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 333 

16/41841.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

- 12-

(2) Hasil pelaksanaan lelang \VIUP dilaporkan oleh pamtm 
lelang kepada Menteri, gubernur, atau bupatijwalikota 
sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan pemenang 
lelang WIUP. 

Pasal 17 

( 1) Menteri, gubemur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan usulan panitia lelang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) menetapkan 
pemcmmg klang W!Uf' mincrallogam danjatau batubara. 

(2) Mentcri, gubcrnur, at.au bupatijwalikota seslJai dcngan 
kewenangnnnya memberitahukan sccara tertulis penetapan 
pemcnang kLmg WIUP minnal logarn danjatau batubara 
kepada pcmcnang \clang. 

Pasal 18 

( 1) Apabila peserta lelang yang memasukan penawaran harga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k 
hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang, dilakukan pelelangan 
ulanz. 

(2) Dalam hal pcserta ldang ulang sebag,aimana dimaksud pada 
ayat ( 1) letap hanya 1 (satu) peserta, ditetapkan sebagai 
pemenang dengan kdentuan harga penawaran harus sama 
atau lebih tinggi dari harga dasar !clang yang telah 
ditetapkan. 

Pasal 19 

Ketentuan lebih ianjut mengenai tata cara lelang WIUP diatur 
dengan Peraturan Mcnteri. 

Paragraf 3 

'i'<1ta Cant Pernberian 

WIUP Mineral Bukan Logam dan 8atuan 

Pasal20 

( 1) U n tuk mcnda patka n WI UP mineral buknn log a rn ntau 
batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan 
mcngajukan pcrmohonan wilayah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (4) kepada: 

a. McnttTi 
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a. Menteri, untuk permohonan WIUP yang berada lintas 
wilayab provinsi danjatau wilayab laut lebih dari 12 (dua 
belas) mil dari garis pantai, 

b. gubernur, untuk pcrrnohonan WIUP yang hcradn. lintas 
wilayah kabupatt:n/kota dalam 1 (satu) provinsi 
danfatau wilayah !aut 4 (empat) mil sampai dengan 1'2 
(dua belas) mil; dan 

c. bupatijwalikota, untuk permohonan WIUP yang berada di 
dalam 1 fsatu) wilayah kabupaten/kota danjatau wilayah 
laut sampai dcngan 4 (cmpat) mil. 

('2) Sebelum memberikan WIUP mineral bukan logam atau 
batuan seb<lgairnana dimaksud pada ayat ( 1 ): 

a. Mcnteri harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu 
dari gubernur dan bupatifwalikota; 

b. gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu 
dari bupatijwalikota. 

(3) Gubernur atau bupatifwalikota memberikan rekomendasi 
sebagaimana dimaksucl pacla ayat (2) clalam jangka waktu 
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan 
rekomendasi. 

Pasal21 

( l) Pcrmohonan WIUP mineral bukan logam danfatau batuan 
yang terlebih rlahulu telah memenuhi persyaratan koordinat 
gcografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem 
informasi geografi yang berlaku secara nasional clan 
membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, 
memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP. 

('2) Mentcri, gubcmur, atau bupatijwalikota sesuai dengan 
kcwcnangannya dalam jangkR waktu paling lama I 0 
(sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib 
memberikan keputusan menerima atRu menolak atas 
permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan 
penyerahan peta WIUP berikut batas dan koorclinat WIUP. 

(4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) 
harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP 
discrtai dengan alasan pcnolakan. 

Hagian l\ctiga ... 
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Bagian Ketiga 

Pemberian IUP 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal22 

(1) !UP s~bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h t~rdiri 

atas: 

a. lUI' Eksplorasi; dau 

b. lUI' Opcr;tsi !'rodnksi. 

(2) !UP Eksplnr;tsi ((~nliri atas: 

a. miner a] logarn; 

h. !Jalul>ard; 

c. mineral bukan logam; danjatau 

d. batuan. 

(3) IUP Operasi l'mcluksi lerdiri atas: 

a. mincrallogarn; 

b. batuhar;t; 

c. mineral bukan log<1m; danfatau 

d. batuan. 

f'aragraf 2 

Persyaratan TUP !<:ksplorasi dan IUP Operasi Produksi 

Pasal 23 

Persyamt;:m IUP ~kspiora:.;;i d<m IUP Operasi Produksi mcliputi 
persyaratan: 

a. administratif; 

b. teknis; 

c. lingkungan; cl;m 

d. linansial. 

l'asal :24 ... 
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Pasal 24 

(1) Persyaratan administratif scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 huruf a untuk badan usaha meliputi: 

a. Untuk IUP Eksplorasi dan !UP Operasi Produksi mineral 
logarn dan b::!tubara: 

1. sural pcrmohonan; 

'2. susunan direksi dan daftar pcmcgang saham; dan 

J. sural kderangan domisili. 

b. Untuk !UP Eksplorasi dan !UP Operasi Produksi mineral 
bukan logam dan batuan: 

1. surat permohonan; 

2. profil badan usaha; 

3. r1ktc }Wnc!irian badan usaha yang bcrgerak eli bidang 
usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat 
yang benvenang; 

4. nomor pokok wajib papk; 

5. susunan dircksi dan daftar pcmegang sal1.am; dan 

6. surat kcterangan domisili. 

(2) Persyamtan administratif scbagairnana dimaksucl dalam 
Pasal 23 huruf a untuk koperasi meliputi: 

a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral 
logam dan batubara: 

1. surat permohonan; 

2. susunan pengurus; clan 

3. surat kcterangan domisili. 

b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral 
bukan logam dan batuan: 

1. surat permohonan; 

2. profil koperasi; 

3. akte pend irian kopcrasi yang bergerak eli biclang us aha 
pertambangan yang tclah disahkan olch pejabat yang 
bcrwenang; 

4. nomor pokok wajib pajak; 

5. susunan pengurus; dan 

6. surat kctcrangan domisili. 

(3) Persyaratan ... 
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(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 huruf a untuk orang perseorangan meliputi: 

a. Untuk lUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral 
logam dan batubara: 

1. surat permohonan; dan 

2. surat keterangan domisili. 

b. Untuk iUP Eksplorasi dan !UP Opcrasi Procluksi mineral 
bukan log:tm dan baluan: 

I. suritl pcrrnohonan; 

2. karlu Ianda pcnduduk; 

3. uomor pokok wajib pajak; dau 

-'1. sural kclcrangan domisili. 

14) l'crsyaraLm <tdmimstratif sebagaimana dimaksud dalam 
Pas;d 2:~ huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan 
komanditer meliputi: 

a. Untuk lUI' Eksplorasi dan IUP Opcrasi Produksi mineral 
logarn dan batubara: 

1. sural pcrrnohonan; 

2. susunan pengurus dan daftar JWmegang saharn; dan 

J. sural kl'tcrangan domisili. 

b. Untuk !UP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral 
bukan logam clan batuan: 

l. sural per:nohonan; 

2. profil pcrusahaan; 

3. aktc penclirian perusahaan yang bergerak eli bidang 
usaha pertarnbangan; 

4. nornor pokok waji!J pajak; 

S. susunan pengurus clan daftar pemegang saham; dan 

(,_ sural kclerangan domisili. 

Pasal25 

l'ersyar;t!an 11-knis sd>agairnaml dirnaksurl dalitrn Pcls;:ll 2:3 
hm·uf b untuk: 

a. !UP Eksplorasi, meliputi: 
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1. daftar riwa:vat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli 
pert am ba ngan dan/ a tau geologi yang berpengalaman 
paling sedikil 3 (tiga) tahun; 

2. pet a WI UP yang dilcngkapi dcngan hatas koordinat 
geografis lintang dan bujur sesuai dengan kdentuan 
sistcm informasi gcografi yang berlaku sccara nasional. 

b. IUP Opcr;:tsi Produksi, meliputi: 

1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis 
Jintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem 
infonnasi geografi yang berlaku secara nasional; 

2. laporan lengkap cksplorasi; 

3. lapomn studi kelayakan; 

4. rencana reklamasi dan pascatambang; 

5. rencmJ<l kcrja dan anggaran biaya; 

6. rcncana pembangunan sarana dan prasarana penUnJang 
kegiatan operasi produksi; dan 

7. tcrsedianya tcnaga ahli pertambangan dan/ atau geologi 
yang bcrpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun. 

Pasal26 

l'crsyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
huruf c rndiputi: 

a. untuk IUP 8ksplorasi rneliputi pernyataan untuk rnernatuhi 
kclentuan pcraturan perundang-undangan eli bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

b. untuk !UP Opnasi Produksi rneliputi: 

1. pen1yataan kesanggupan untuk rnernatuhi ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan 

. dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 

2. persetujuan dokurnen lingkungan hidup sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal27 

(I) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 
23 huruf d untuk: 

a. !UP Eksplorasi, rneliputi: 

l. bukti penernpal<m Jarninan kesungguhan pclaksanaan 
kq!,ialan cksplorasi; dan 

2. bukti ... 
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2. bukti pembayaran harga nilai kompensas1 data 
infonnasi hasil lelang WIUP mineral logam atau 
batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau 
bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan 
pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan 
logam atau batuan atas permohonan wilayah. 

b. lUI' Opcrasi Produksi, meliputi: 

1. laponm keuangan tahun terakhir yang tdah diaudit 
old1 ;dumtan publik; 

/.. !Jukti JWrnbayaran iunm ldap 3 (tiga) tahun tcrakhir; 
dan 

J. bukt i pcmbaydran pcngganli invcstasi scswtt dcngan 
nilat p<'WlWClr<ll'l !<·lang bagi pem<:nang ldang WIUP 
yang I t•l;th lwrakhir. 

(2) Ketentuan lcbih lanjut mengenai jaminan kesungguhan 
diatur dcngan l'craluran Mcntcri. 

Paragrar 3 

!UP Eksplorasi 

Pasal 28 

!UP Eksplora~;i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) 
huruf a diberikan oleh: 

a. Mentcri, untuk WIUP yang bcracla dalam lintas wilayah 
provinsi danjatau wilayah !aut lcbih dari 1:2 (dua belas) mil 
dari garis pantai; 

h. guhcmur, untuk WIUP yang beracla dalam lintas 
k<tl>upalcnjkola dalam 1 (satu) provinsi danjntau wilayah 
laul 4 (empat) mil sampai clengan 1:2 (dua belas) mil dari 
garis pantai; dan 

t·. bupalijwalikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 (satu) 
wilayah kabupatenjkota danjatau wilayah but sampa1 
dcngan 4 (empat) mil dari garis pantai. 

Pasal 29 

( 1) !UP E:ksplorasi sebagaimana dimaksud rlrl.lam Pase1l 28 
dilwrikan lwnLtsarkan pcrmohonan dari ll;tdan usaha, 
kopcn>si, d;m pcrscorangan yang ldah mendapatl«m WIUP 
d<i!l lll<'tiWitllltt p('rsv;tl al:~t1. 

(:2) IUP ... 
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(2) lUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, 
eksplorasi, dan studi kelayakan. 

Pasal 30 

(I) Pernenang lelang WlUP mineral logam atau batubara 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 17 harus 
menyampaikan permohonan lUP Eksplorasi kepada Menteri, 
gubcrnur, atau bupatijwalikota scsum dengan 
kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima} 
hari kerja setelah penctapan pengurnuman pemenang !clang 
WIUP. 

(2) Perrnohorwn sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) wajib 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
23. 

(3) Apabila pcmenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak 
menyampaikan pennohonan !UP, dianggap mengundurkan 
diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik 
Perneriniah atau milik pemerintah daerah. 

(4) Dalam hal pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri, WIUP 
ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara 
bcrjcnjang dengan syarat nilai harga kompensasi data 
informasi sama rkngan harga yang ditawarkan olch 
pemcnang pcrtama. 

(5) Menteri, guhcrnur, atau bupatijwalikota sesuai dengan 
kewenangannya melakukan lelang ulang WIUP apabila 
peserta !clang sebagaimana clirnaksud pada ayat (4) tidak 
ada yang berminat. 

Pasal 31 

( 1) Menteri rnenyampaikan penerbitan peta WIUP mineral 
bukan logam danjatau batuan yang diajukan oleh badan 
usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 ayat (3) kepada gubemur dan bupati/ 
walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka 
penerhitan !UP Eksplorasi mineral bukan logam dan/ a tau 
batuan. 

(:2) Gubemur ... 
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(2) Gubemur menyampaikan penerbitan peta WIUP mineral 
bukan logam danjatau batuan yang diajukan oleh badan 
usaha, koperasi, atau perseorangan kepada bupatijwalikota 
untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan 
IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/ a tau batuan. 

(3) Gubernur atau bupatijwalikota mcmberikan rekomcndasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dalam 
jangka waktu paling lama 5 (lima) hari ke1ja sejak 
ditcrimanya Ianda bukti penyampaian peta WJUP mmcral 
bukan logarn dan/atau hatuan 

Pa.s;J] 32 

(1) Badan usaha, kopcrasi, atau pcrseorangan yang Ielah 
menclapatkan peta WIUP beserta bat.as dan koordinat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 1 dalam jangka waktu 
paling larnbat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta 
WIUP mineral bukan logam dan/ a tau batuan harus 
mcnyampaikcm pcrmohonan IUP Eksplorasi kepada Menteri, 
gubt~rnur, atau bupatijwaJikota sesuai dcngan 
kewenangannya. 

(2) Permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib 
memenuhi pcrsyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
23. 

(3) Apabila baclan usaha, koperasi, atau perscorangan 
sebagaimana dimaksucl pacla ayat ( 1) dalam jangka waktu 5 
(lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, 
dianggap mengundurkan diri dan uang pencndangan 
wilayah menjadi milik Pemerintah atau milik pemerintah 
daerah. 

H) Dalmn hal badan usaha, koperasi, atau perseorangan 
sebagaim<'lna dimaksucl pacla ayat (3) telah clianggap 
mengundurkan cliri maka WIUP mcnjacli wilayah tc:rbuka. 

Pasal 33 

Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan 
\vilayah di luar WIUP kepada Menteri, gubernur, atau bupati/ 
walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menunpng 
usaha kegiatan pertambangannya. 
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Paragraf 4 

!UP Operasi Produksi 

Pasal 34 

UNIVERSITAS TERBUKA 

(1) !UP Operasi l'roduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
22 ayat ( 1) huruf b diberikan kepada badan usaha, koperasi, 
dan perscorangan sebagai peningkatan dari kegiatan 
eksplorasi. 

(2) Pemegang !UP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP 
Opcrasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan 
pcrmohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan 
operc1si produks1. 

(3) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, 
penambangan, pcngolahan dan pemurnian, serta 
pengangkutan dan pcnjualan. 

(4) IUP Opcrasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan 
yang mcmenllhi persyaratan scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23. 

Pasal35 

(I) !UP Operasi Produksi diberikan oleh: 

a. bupatijwahkota, apabila lokasi penambangan, lokasi 
pengolahan dan pemumian, serta pelabuhan berada di 
dalam 1 (satu) wilayah kabupatenjkota atau wilayah !aut 
sampai dcngan 4 (empat) mil dari garis pantai; 

b. gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi 
pengolahan dan pemumian, serta pelabuhan berada di 
dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 
(satu) provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua 
belas) mil dari garis pantai setelah mendapat 
rekomendasi dari bupatijwalikota; atau 

c. Mcnteri, apahila lokasi penambangan, lokasi pengolahan 
dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah 
provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 
(dua bclas) mil dari garis pantai setelah mcndapat 
rekomendasi dari gubernur dan bupatijwalikota setempat 
sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Dalam ... 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 343 

16/41841.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

- 2:2 -

(2) Dalam hal lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan 
pem umian serta pelabuhan berada di dalam wilayah yang 
berbeda serta kepemilikannya juga berbeda maka IUP 
Operasi Produksi masing-masing diberikan oleh Menteri, 
gubernur, atau bupatijwalikota sesuai dengan 
kewenangannya. 

Pasal 36 

Dalam hal pemcgang IUP Operasi Produksi tidak melakukan 
kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/ a tau pengolahan dan 
pemurnian, l<egia1nn p<'ngangkutan dan penjualan rlanjatau 
pcngolah<m d;m pt•murnian dapa1 dilakukan oleh pihak lain 
yang memililci: 

a. IUP Operasi l'roduksi khusus untuk pengangkutan dan 
penjualan; 

b. IUP Opnasi Produksi khusus untuk pengolahan dan 
pemurnian; clan/ a tau 

c. !UP Operasi Produksi. 

Pasal37 

( 1) !UP Uperasi l'roduksi khusus sebagaim<cma rlirn<~ksucl rlalam 
Pasal 36 huruf a diberikan oleh: 

a. Menteri apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan 
dilakukan lintas provinsi dan negara; 

b. gubernur apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan 
dilakukan lintas kabupaten/ kota; a tau 

c. bupatijwalikota apabila kegiatan pengangkutan dan 
penjualan dalam 1 (satu) kabupatenjkota. 

(2) !UP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksucl dalam 
Pasal 3() huruf b diberikan oleh: 
a. Mcnteri, apabila komoditas tambang yang akan diolah 

berasal dari provinsi lain dan/ a tau lokasi kegiatan 
pcngolahan dan pemurnian berada pada lintas provinsi; 

b. gubcrnur, apabila komoditas tambang yang akan diolah 
berasal dari beberapa kabupaten/kota dalam 1 (satu) 
provms1 dan/ a tau lokasi kegiatan pengolahan dan 
pemurnian berada pada lintas lwbupatenjkota; <l1au 

c. bupatijwalikota, apabila komoditas tambang yang akan 
cliolah berasal dari 1 (satu) kabupaten/kota dan/atau 
lokasi kegiatan pengolahan dan pcmurnian berada pada 1 
(satu) kabupaten/kota. 

(3) Dalam hal kornoditas tambang yang akan diolah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari impor, !UP 
Op(T<tsi J>roduksi khu~:us untuk pcngohth<tll d<tll JWillllnJi;tn 
dibcrikan olcll Menteri. 

Pasal 38 ... 
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Pasal 38 

UNIVERSITAS TERBUKA 

Dalam hal bcnlasarkan hasil dokumen lingkungan hidup yang 
telah chsabkan oleh instansi yang berwenang berdampak 
Iingkungan pada: 

<1. l (satu) ka!Jupnten/kot:a, IUP Operasi Produksi dibe1ikan oleh 
bupali/w;ct!Ji{()ta berdasarkan rckomendasi dari Mentcri dan 
gubcrnur; 

b. lintas kabupatcn/kota, IUP Opcrasi Produksi diberikan oleh 
gubcrnur berdasarkan rekomendasi dari bupati/walikota; 
a tau 

c. lintas provinsi, IUP Operasi Produksi dibcrikan oleh Menteri 
berdasarkan rckorru:ndasi dari bupatijwalikota dan gubcmur. 

Pasal39 

Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam 
atau b<-~tubara di Indonesia, harus memiliki IUP Operasi 
Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari 
Menteri, gubernur, atau bupatijwalikota sesua1 dengan 
kcwenangan nya. 

Pasal40 

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan 
wilayah eli luar WIUP kcpada Mcnteri, gubernur, atau bupati/ 
walikota sesua1 dengan kewenangannya untuk menunjang 
usaha kcgiatan pertambangannya. 

Pasal 41 

Kctentuan lebih lanjut mcngenai tata cara pembcrian IUP 
Operasi Produksi khusus diatur dengan Peraturan Menteri. 

Bagian Keempat 

Pemasangan Tanda Batas 

Pasal42 

(1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP 
Opcrasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib 
membctikan tanda batas wilayah dengan memasang patok 
pada WIUP. 

(2) Pembuatan ... 
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(2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi. 

(3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP 
Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas 
wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP. 

Pasal 43 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda 
batas WIUP di<•lur dcngan Pcratunm Menteri. 

Komoditd~' Tambang Lain Dalam WI UP 

Pasal 44 

(I) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tam bang 
lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam 
IUP, pemegang !UP Eksplorasi dan !UP Operasi Produksi 
rncmpcrolc~h kcutamaan dalam mcngusahakan komoditas 
tambang l<~innya yang ditemukan. 

(:2) Dalam mcngusahakan komoditas tambang lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus membentuk 
badan usaha ban1. 

(3) Apabila pemcgang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi 
tidak berminat atas komoditas tambang lainnya 
sebagaimana climaksud pada ayat (1), kesempatan 
pengusnhaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan 
diselenggprakan clengan cara !clang atau pennohonan 
wilayah. 

(·f) Pihak lain vang mendapatkan !UP berdasarkan !clang atau 
permohonm1 wilayah harus berkoonlinasi dengan pr:mcgang 
!UP Eksplor;lsi dan IUP Operasi Produksi pertama. 

(:i) Ketcntuan lcbih lanjut mcngcnai tata cara pembcrian IUP 
baru scSUdl komodit<~s tamb;mg lain diatur dcngan 
Peraturan Menteri. 

Bagian Kecnam ... 

Tugas Akhir Prowam Magister (TAPM) 346 

16/41841.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

- 25-

Bagian Keenam 

Perpanjangan IUP Operasi Produksi 

Pasal 45 

( 1) Permohonan perpanJangan !UP Operasi Produksi diajukan 
kepada Menteri, gubernur, atau bupatijwalikota sesuai 
dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 
(dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) 
bulan sebelum berakhirnya jangka waktu !UP. 

(2) Perrnohonan perpanjangan !UP 
sebagaimana dirnaksud pacta ayat ( l) 
dilcngkapi: 

a. peta dan lmtas koordinat wilayah; 

Operasi Produksi 
paling sedikit harus 

b. IJukti pclunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) 
tahun terakhir; 

c. laporan akhir kegiatan operasi produksi; 

d. Ia poran pdaksanaan pengelolaan lingkungan; 

e. rencana ketja dan anggaran biaya; dan 

f. nere1r:a sum her dnyn dan cndangnn. 

(3) Menteri, gubernur, atau bupatijwalikota sesuai dengan 
kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan 
IUP Operasi Produksi apabila pemegang !UP Operasi 
Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi 
Produksi tidak rnenunjukkan kinerja operasi produksi yang 
baik. 

(4) Penolakan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling 
lambat scbelum berakhirnya !UP Operasi Produksi. 

(5) Pcrncgcmg IVP Opcrasi Produksi hanya clapat dibcrikan 
pcrpanjangan schanyak 2 (dua) kali. 

(6) Pcmcgang IUP Opcrasi Produksi yang telah rncmperoleb 
perpanjangan !UP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, 
harus mengembalikan W!UP Operasi Produksi kepada 
Mentcri, gubcrnur, atau bupatijwalikota sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan 
pcrundang-undnngan. 

l'asal 4(> ... 
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Pasal 46 

UNIVERSITAS TERBUKA 

( 1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh 
perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6), dalam 
jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa 
berlakunya !UP berakhir, harus menyampaikan kepada 
Menteri, gubemur, atau bupatifwalikota sesuai dengan 
kewenangannya mengenai keberadaan potensi dan cadangan 
mineral atau batubara pada WIUP-nya. 

(2) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk 
diusahakan, WIUPnya dapat ditawarkan kembali mdalui 
mekanisme lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan 
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. 

(3) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak 
menyamai. 

BAB III 

1/-IN l'Ji:J~Tt\MBANGAN f.~KY AT 

Hagian Kesatu 

Umum 

Pasal47 

(1) IPJ< dibe>ikim oleh bupatijwalikota berdasarkan 
permohonan yang rliajukan oleh penduduk setempat, baik 
orang perseorangan maupun kelompok masyarakat 
dan/ atmJ kopcrasi. 

(2) IPR diberikan sctelah ditetapkan WPR oleh bupatifwalikota. 

(3) Dalam I (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa 
!PI<. 

Bagian Kedu::~ 

Pemberian IPR 

Pasal48 

(I) Scliap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat 
dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR. 

(:2) Untuk ... 
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(2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi: 

a. persyaratan administratif; 

b. pcrsyaratan teknis; dan 

c. persyaratan finansial. 

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a untuk: 

a. orang pcrseorangan, paling scdikit meliputi: 

1. surat permohonan; 

2. kartu tanda penduduk; 

3. komoditas tam bang yang dimohon; dan 

4. sural keterangan dari kelurahan/ desa setempat. 

b. kclompok masyarakat, paling sedikit meliputi: 

l. sn rat 1wrmohonnn; 

:2. komoditas tam bang yang dimohon; dHn 

3. sural kdcrangan clari kclurahanjclesa setcmpat. 

c. kopcr;.~s1 sc·tcmpat, paling scdikit rndiputi: 

l. sural rwrrnohonan; 

2. nomor pokok wajib pajak; 

3. akte pcndirian koperasi yang telah disahkan oleh 
pejabat yang berwenang; 

4. komoditas tam bang yang dirnohon; dan 

5. sural ketcrangan dari kelurahanjdesa setempat. 

(4) Persyaratan telmis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b berupa surat pernyataan yang rnernuat paling 
sedikit mengenai: 

a. surnuran pada IPR paling dalarn 25 (dua puluh lima) 
meter; 

b. menggunakan pompa rnekanik, penggelundungan atau 
pcrmcsinan. clcngan jumlah tenaga maksimal 25 (dua 
puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan 

e. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak. 

(:1) Persyar<1tan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c bcn1pa laporan keuangan 1 (satu) tahun tcrakhir 
dan hanyCJ dipersyaratkan bagi koperasi sctempat. 

Hi\1-l IV ... 
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BABIV 

IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal49 

UNIVERSITAS TERBUKA 

(1) llJPK dilwril<an oleh Menteri bcrrlasarkan permohonan y;:mg 
diajukan okh HUMN, HUMD, atau badan usaha swasta. 

(2) IUPK s~bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan setclah 
dipcrokh WI UPK yang Ielah ditetapkan oleh Menteri. 

(3) Dalam 1 (satu) WIUPK dapat tercliri atas 1 (satu) atau 
beberapa IUPK. 

(4) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hanya dapat 
diberikan 1 (satu) WIUPK, kecuali pemohon merupakan 
badan usaha yang telah terbuka dapat diberikan lebih dari 1 
(satu) WIUPK. 

(5) Ketentuan mengenai penetapan WUPK sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (2) diatur d<Jlorn l'eratur<cm Pemerintah 
tersendiri. 

Pasal 50 

IUPK diberikan melalui tahapan: 

a. pemberian WIUPK; dan 

b. pcmherian IUPK. 

Bagian Kedua 

Pcmberian WIUPK 

Paragraf 1 

Urn urn 

Pasal 51 

(1) Pemberian WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 
huruf a terdiri atas WIUPK mineral logam dan/ a tau 
batubara. 

(2) WIUPK ... 
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(2) WIUPK diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha 
swasta oleh Menteri. 

(3) Menteri dalam memberikan WIUPK sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) harus terlebih dahulu menawarkan kepada 
BUMN atau BUMD dengan cara prioritas. 

(4) Dalam hal peminat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
hanya ada 1 (satu) BUMN atau BUMD, WIUPK diberikan 
kepada UUMN atau BUMD dengan membayar biaya 
kompens:-~si data informasi. 

(5) Dalarn hal peminat sebagaimana dirnaksud pmla ayat (3) 
lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD, WIUPK dibcrikan 
dengan cara !dang. 

(6) Pemenang ielang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dikenai kcwajiban membayar biaya kompensasi data 
informasi sesuai dengan nilai lelang. 

Pas;d 52 

( 1) Dalam hal tidak ada BUMN a tau BUMD yang berminat, 
WIUPK ditawarkan kepada badan usaha swasta yang 
bergerak dalam bidang pertambangan mineral atau batubara 
denga n cara lelang. 

(2) Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dikenai kcwajiban membayar biaya kompensasi data 
informasi scsuai dengan nilai lelang. 

Paragraf 2 

Tata Cara Pemberian Prioritas WIUPK 

Mineral Logam dan Batubara 

Pasal 53 

( 1) BUMN dan BUMD yang telah mendapatkan WIUPK wajib 
mengajukan pcrmohonan IUPK mineral logam atau batubara 
kepada Menteri. 

(:2) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja 
sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l), Menteri memberikan IUPK kepada BUMN a tau 
BUMD setelah memenuhi pcrsyaratan. 
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Paragraf 3 

Tata Cara Lelang 

WIUPK Mineral Logam dan Batubara 

Pasal54 

(1) Sebelum ciilakukan pelelangan WIUPK mineral logam atau 
batubara scbagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 
52, Mcnteri rncngurnumkan secara 1crbuka WIUJ>K yrtng 
akan dJ!elaug dalam jangka waktu paling lambat 3 (liga) 
bulan scbclum pelaksanaan !clang. 

(2) Dalam pclaksanaan pclelangan WIUPK 
dirnaksud pada ayat (1), Menteri membentuk 
WIUPK mineral logam atau batubara. 

sebagaimana 
panitia lelang 

(3) Anggota panitia lelang WIUPK sebagairnana dimaksud pada 
ayat (2) bnjurnlah gasal yang memiliki kompetensi di bidang 
pertambangan mineral atau batubarn. 

Pasal 55 

Tugas dan wcwenang pamtia !clang WIUPK mineral logam dan 
batuhara scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 54 rneliputi: 

a. penyiapan lelang WIUPK; 

b. penyiapan dokurnen lelang WIUPK; 

c. penyusunan jadwal lelang WIUPK; 

d. pengumuman waktu pelaksanaan lelang WIUPK; 

c. pelaksanaan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, 
apabila pcserta lelang WIUPK hanya 1 (satu); 

f. penil;1ian kw1lililw.si peserta !clang WIUPK; 

g. rnelakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; 

h. pelaksanaan lelang WIUPK; dan 

L pernbuatan berita acara hasil pelaksanaan lelang dan 
rnengusulkan pemenang lelang WIUPK. 

Pasal 56 

(l) Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUPK sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) dan Pasal 52 ayat ( 1) 
hants memenuhi pcrsyaratan: 

;1. :tdminislratif. 
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a. administratif; 

b. teknis; dan 

c. finansial. 

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a rneliputi: 

a. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang; 

b. prnfll badan usaha; 

c. aide pcnd1r1an b;ulan usaha yang bergcn1k di hidang 
us<.1ha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat 
y;mg berwenang; dan 

d. nomor pokok wajib pajak. 

(3) Pcrsyaratan tcknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b mehputi: 

a. pengalarnan badan usaha di bidang pertambangan 
mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau 
bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari 
perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang 
hf:r-gnak di bidang pertambangan; 

b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) tenaga ahli dalam 
bidang pcrtambangan danjatau geologi yang 
berpcngalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; 

c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 1 (satu) 
tahun. 

(4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf c mcliputi: 

a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit 
akuntan publik; 

b. mcncmpatkan Jaminan kcsungguhan !clang dalam 
bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% 
(sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi 
atau total biaya pengganti invcstasi untuk lelang WIUPK 
yang tdah ben:d<hir; dan 

c. pcrnyataan bersedia membayar nilai sesum surat 
penawaran !clang dalarn jangka waktu paling lambat 5 
(lima) hari kcrja sctelah pengumuman pemenang lelang. 

Pasal 57 
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Pasal 57 

(1) Prosedur !clang meliputi tahap: 

a. pengumuman prakualifikasi; 

b. pengambilan dokumcn prakualifikasi; 

c. pemasukan dokumen prakualifikasi; 

d. cvaltWSl prakualifikasi; 

e. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen 
prakualilikasi; 

f. penct<~pan hasil prakualifikasi; 

g. pengurnurnan hasil prakualifikasi; 

h. undangan l{(:pada pescrta yang lulus prakualifikasi; 

1. pengambilan dokumen lelang; 

J. penjelasan lelang; 

k. pemasukan penawaran harga; 

1. pembukaan sampul; 

m. penetapan pcringkat; 

n. penetapanfpengumuman pernenang !clang 
dilakukan berdasarkan penawaran harga 
pertirn bangan teknis; dan 

yang 
dan 

o. memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan 
!clang. 

(2) Penjelasan ]clang scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
j wajib dilaku kan oleh panitia !clang WIUPK kepada pcscrta 
pelelangan WIUPK yang lulus prakualifikasi untuk 
mcnjclaskan data teknis bcrupa: 

a. lokasi; 

b. koordinat; 

c. jenis mineral, tcrmasuk mineral ikutannya, dan batubara; 

d. ringkasan hasil pcnelitian dan penyclidikan; 

e. ringkas<~n hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan 

f. status lahan. 

Pasal 58. 
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Pasal 58 

UNIVERSITAS TERBUKA 

( 1) Pani tia lelang sesuai dengan kewenangan yang diberikan 
oleh Menteri dapat memberikan kesempatan kepada peserta 
pelelangan WIUPK yang lulus prakualifikasi untuk 
melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang 
disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah 
mendapatkan penjelasan lelang sebagaimana dimaksud 
dalam Pas;-d 57 ayat (1) humfj. 

(2) Dalam hal rwserta pdelangan WIUPK yang akan melakukan 
kunjungan lapangan rnengikutserlakan warga negan-1 asing 
wajih merncnuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan 
peraluran pnundang-unrlangan. 

(3) Biava yang diperlukan untuk melakukan 
lapangan sc:bagaimana climaksud pada ayat (1) 
dibebankan kepada peserta pelelangan WIUPK. 

Pasal59 

kunjungan 
clan ayat (2) 

( 1) ,Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka 
waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari ketja scjak 
pemasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 57 ayat ( 1) huruf k. 

(2) Hasil pclaksanaan lelang WIUPK dilaporkan oleh panitia 
lelang kepada Menteri untuk ditetapkan pemenang !clang 
WIUPK. 

Pasal60 

( l) Mcnteri berdasarkan usulan pamtJa lelang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) menetapkan pcmenang 
!clang WIUPK minerallogam dan/ atau batubara. 

('2) Menteri memberitahulmn secara tertulis penetapan 
pemcnang lelang WIUPK rniner<J.I logam danjatau batubara 
kepada pemenang lelang. 

Pasal 61 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara lelang W!UPK diatur 
dengan Peraturan Menteri. 

Uagian Ketiga ... 
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Bagian Ketiga 

Pemberian IUPK 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal62 

(1) IUPK dilwrikan okh Mt~ntt~ri kepada BUMN, BUMD, atau 
badan us;tl1a swasta setdah mendapatkan WIUJ>K. 

(2) IUPK schagaiman<l dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. IUPK Eksplorasi tcrdiri atas minerallogam atau batubara; 
clan 

b. lUPK Operasi Produksi terdiri atas mineral logarn atau 
batubara. 

Paragraf2 

Persyaratan IUPK Eksplorasi dan 

IUPK Operasi Produksi 

P<J.sal63 

l'crsyaratan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 harus memenuhi: 

a. persyaratan administratif; 

h. persyaratan kknis; 

c. persyaratan lingkungan; dan 

d. persyaratan finansial. 

Pasal64 

! 1) Pers~·aratan administratif sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 63 huruf a meliputi: 

a. untuk IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi 
miner<ll logam dan batubara yang diajukan BUMN atau 
BUMD yang diberikan berdasarkan prioritas: 

1. surat permohonan; 

2. profil badan usaha; 

3. ai.;:te ... 
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3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang 
usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat 
yang berwenang; 

4. nomor pokok wajib pajak; 

5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan 

6. surat keterangan domisili. 

b. un:uk !UPK Eksplomsi dan IUPK Operasi Produksi 
minnal logam dan batubara yang diajukan oleh 
pcrn1~n<1ng lelang WIUI'I<: 

1. suraL pei-mohonan; 

2. susluwn ctireksi dan daftar pemegang saham; dan 

3. surat keterangan domisili. 

(:2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 
huruf b meliputi: 

a. pengalaman BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta di 
bidang pertarnbangan mineral atau batubara paling 
sectikit :1 (tiga) tahun; 

b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli 
dalam b1dang pertambangan dan/ a tau geologi yang 
berpengalaman paling sedikit 3 (t.iga) tahun; dan 

c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 1 (satu) 
tahun. 

(]) Pcrsyaralan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
63 huruf c meliputi: 

a. untuk !UP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk 
mematuhi kctentuan peraturan perundang-undangan eli 
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

b. untuk !UP Operasi Produksi meliputi: 

1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi kctentuan 
peraturan perundang-undangan eli bidang 
perlindungan dan penge:lolaan lingkungan hidup; dan 

:2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesua1 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 
huruf d meliputi: 

a. IUPK Eksplorasi, meliputi: 

I. huk1 i 
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1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan 
kegiatan eksplorasi; dan 

2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data 
informasi atau sesuai dengan surat penawaran. 

b. IUPK Operasi Produksi, meliputi: 

1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit 
old1 akuntan publik; dan 

2. buktt pemhayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir. 

Paragraf 3 

Tat;~ Cara Penerbitan IUPK 

Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara 

Pasal 65 

( 1) BUMN a tau BUMD yang dibcrikan WIUPK berdasarkan 
prioritas atau pemenang lelang WIUPK mineral logam atau 
batubara, harus menyampaikan permohonan IUPK Eksplorasi 
kcpada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) 
hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang 
WIUPK. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
63. 

(3) Apabila BUMN atau BUMD yang diberikan WIUPK 
bcrdasarkan prioritas atau pemenang lelang WIUPK 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 
(lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan TUPK, 
dianl!,gap mengundurkan diri. 

(41 Ualam hal pemt:nang !dang W!Uf'K sebagaimana dimaksud 
pada ayat (J) tclah dianggap mcngundurkan diri, WIUPK 
ditawarkan kepada pescrta lelang urutan berikutnya secara 
berjcnjang dengan syarat nilai harga kompensasi data 
infonnasi sama dcngan harga yang ditawarkan oleh 
pemenang pcrtama. 

(5) Menteri mclakukan !clang ulang WIUPK apabila peserta !clang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada yang 
berminat. 
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Pasal66 

UNIVERSITAS TERBUKA 

Pemegang IUPK Eksplorasi atau pemegang IUPK Operasi 
Produksi, dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK 
kepada Menteri untuk menunpng usaha kegiatan 
pertambangannya. 

Paragraf 4 

Tata Cara Pencrbitan 

IUPK Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara 

Pasal 67 

(1) !UPK Operasi Produksi diberikan kepada BUMN, BUMD, 
atau badan usaha swasta sebagai peningkatan dari kegiatan 
eksplorasi. 

(2) Pemegang !UPK Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUPK 
Oper;1si Produksi sebagai pcningkatan dengan mengajukan 
permohonan dan mcmenuhi persyaratan peningkatan 
operasi produksi. 

(:3) IUPK Operasi Produksi diberikan oleh Menteri. 

('+) IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan 
dan pcmurnian, scrta pengangkutan dan penjualan. 

(5) IUPK Opcrasi Produksi scbagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta 
sebagai peningkatan dari IUPK Eksplorasi yang memenuhi 
pcrsyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63. 

(6) WIUPK yang telah mempunyai data lengkap melipuli data 
cksplorasi, studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup 
yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang dapat 
diberikan IUPK Opcrasi Produksi kepada BUMN atau BUMD 
dengan cara prioritas atau pemenang lelang. 

Pasal68 

Ketentuan lcbih lanjut mcngcnai tata cara pemberian IUPK 
Operasi Produksi di;c1tur dengan Peraturan Menteri. 
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Bagian Keempat 

Pcmasangan Tanda Batas 

Pasal 69 

( l) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya 
IUPK Opcrasi Produksi, pemegang IUPK Operasi Produksi 
wajib memlwrikan tanda batas wilayah dengan memasang 
patoi< pada WIUPK. 

(L.) Pembuatm1 tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) harus sc~lesHi sebclum dimulai kegiatan operasi produksi. 

(:\) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUPK 
Opcrasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas 
wilayah clengan pemasangan patok baru pada WIUPK. 

Pasal 70 

Kdentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda 
batas WIUPK diatur dengan Peraturan Menteri. 

Bagian Kelima 

Komoditas Tambang Lain Dalam WIUPK 

Pasal 71 

( 1) Dalam hal pada lokasi WIUPK ditemukan komoditas 
tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang 
dibcrikan dalam IUPK, pemegang IUPK Eksplorasi dan IUPK 
Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam 
mengusahalwn komoditas tam bang lainnya yang ditemukan. 

(2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk 
badan usaha !Jaru. 

(3) Apabila pemegang IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi 
Produksi tidak bcrminat atas komoditas tambang lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan 
pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan 
diselenggarakan dengan cara prioritas atau lelang. 

(4) Pihak lain yang mendapatkan IUPK berdasarkan prioritas 
atau lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
bcrkoordinasi dengan pcmegang IUPK Eksplorasi dan IUPK 
Opcrasi Produksi pcrtama. 

Bagian Kecnam . . . 
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Bagian Keenarn 

Perpar..jangan IUPK Operasi Produksi 

Pasal 72 

(1) Permohonan perpanjangan IUPK Operasi Produksi diajukan 
kepada Mcnteri paling cepat dalarn jangka waktu 2 (dua) 
lahun dan paling lambat dalarn jangka waktu 6 (enam) 
bulan sebelum berakhimya jangka waktu IUPK. 

(2) Permohonan perpanjangan IUPJ< 
sebagaiman:1 dimaksud pada ayat ( L) 
dilengkapi: 

a. peta dan batas koonlinat wilayah; 

Operasi Produksi 
paling scdikit harus 

b. bukti pl'lunasan iuran tctap dan mran produksi 3 (tiga) 
tahun tcrakhir; 

c. laporan akhir kegiatan operasi produksi; 

d. laporan pelaks;cmaan pengelolaan lingkungan; 

e. rencana ketja dan anggaran biaya; dan 

f. neraca sumber daya dan cadangan. 

(3) Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan IUPK 
Operasi Produksi apabila pemegang IUPK Operasi Produksi 
berdasarkan basil evaluasi, pernegang IUPK Operasi 
Produksi tidak menunjukkan kinetja operasi produksi yang 
baik. 

(4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
disampaikan kepada pemegang IUPK Operasi Produksi 
paling lambat sebelum berakhirnya IUPK Operasi Procluksi. 

(5) Pemegang IUPK Operasi Produksi hanya dapat diberikan 
pcrpanjangan sebanyak 2 (dua) kali. 

(6) Pemegang IUPK Operasi Produksi yang telah memperoleh 
perpanjang<m IUPK Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, 
wajib mengcmbalikan WIUPK Operasi Produksi kepada 
Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Pasal 73 ... 
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Pasal 73 

UNIVERSITAS TERBUKA 

( 1) Pemegang IUPK Operasi Produksi yang telah memperoleh 
perpanjang;=m IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6), dalam 
jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa 
berlakunya IUPK berakhir, wajib menyampaikan kepada 
Menteri mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral 
logam atau batubara pada WIUPK-nya. 

(2) WIUPK yang IUPK-nya akan berakhir sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) sepanjang masih berpotensi untuk 
diusahakan, Menteri dapat menetapkan kembali WIUPK-nya 
untuk ditawarkan kembali dengan cara primitas atau lelang. 

(3) Dalam pelaksanaan lelang WIUPK sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) pemegang IUPK sebelumnya mendapat hak 
menyamm. 

BABV 

PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN 

DAN W!LAYA! I !Z!N USAHA I'EiaAMBANGAN KHUSUS 

Pasal 74 

(I) Pemcgang !UP sewaktu-waktu dapat mcngajukan 
permohonan kepada Menteri, gubemur, atau bupati/ 
walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan 
scbagian atau mengembalikan seluruh WIUP. 

(2) Pemegang IUPK sewaktu-waktu dapat mengajukan 
permohonan kepada Menteri untuk menciutkan sebagian 
atau mengembalikan seluruh WIUPK. 

(3) Pemegang !UP atau IUPK dalam melaksanakan penciutan 
atau pengembalian WIUP atau WIUPK sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyerahkan: 

a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian 
yang berisikan sem ua pen em uan teknis dan geologis yang 
diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan 
pcnciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil 
kegiatan; 

b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta 
koonlina tnya; 

c. bukti pembayaran kcwajiban keuangan; 

d. laponm kq~iatan scsuai status tahapan terakhir; dan 

e. laporan ... 
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e. lapocan pelaksanaan reklamasi pada \vilayah yang 
diciutkan atau dilepaskan. 

Pasal 75 

(1) Pemegang !UP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi mernpunyai 
kewajiban untuk melepaskan WIUP atau WIUPK clengan 
ketentuan: 

a. untuk IUP minerallogam atau IUPK minerallogam: 

1. pacla tahun kecmpat wilayah eksplorasi yang clapat 
dipertahankan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) 
hcktarc; dan 

'2. pada tahun kecldapan atau pada akhir lUI' Eksplorasi 
;dml 1\.Jl'K Eksplomsi saat peningkatan rnenjadi !UP 
Uperasi Produksi ;\lau IUPK Operasi Produksi wilayah 
yang dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh 
lima ribu) hektare. 

b. untuk !UP batubara alau IUPK batubara: 

1. pada tahun kecmpat wilayah eksplorasi yang dapat 
dipertahankan paling banyak :25.000 (dua puluh lima 
ribu) hcktare; dan 

2. pada tahun kctujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi 
atau IUPK Eksplorasi saat pcningkatan mcnjadi IUP 
Op(·rasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi \vilayah 
yang dipertah<mkan paling banyak 15.000 (lima helas 
ribu) hcktare. 

c. untuk IUP mineral bukan logam: 

I. pada tahun kcdua wilayah eksplorasi yang dapat 
clipcrtalnnkan paling banyak ] 2.500 (dua belas ribu 
lima ratus) hcktare; dan 

:2. pada tahun kdiga atau pada akhir IUP Eksplorasi 
saat peningkatan mcnjadi IUP Operasi Produksi 
wilay~th yang dipcrtahankan paling banyak 5.000 (lima 
ribu) hektare. 

d. untuk !UP mineral bukan logamjenis tertentu: 

1. pada tahun ketiga wilayah eksplorasi yang dapat 
clipcrtahankan paling banyak 12.500 (clua belas ribu 
lima ratus) hektarc; dan 

2. pada ... 
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2. pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi 
saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi 
wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima 
ribu) hektare. 

e. untuk IUP batuan: 

1. pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat 
dipertahankan paling banyak 2.500 (dua ribu lima 
ratus) hektare; dan 

2. pada tahun ketiga atau pada akhir tahap eksplorasi 
saat peningkatiin menjadi IUP Operasi Produksi 
wilayah yang dipertahankan paling banyak 1.000 
(seribu) hektare. 

(2) Apabila luas wilayah maksimum yang dipertahankan sudah 
dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), pemegang IUP 
Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi tidak diwajibkan lagi 
menciutkan wrlayah. 

BAR VI 

KEGIATAN USAHA PEI~TAMBANGAN 

Pasal 7() 

(1) Kegiatan usalw pertambangan dapat dilakukan penghentian 
sementara apabila terjadi: 

a. keadaan kahar; 

b. keada;m yang menghalangi; dan/ a tau 

c. kondisi daya dukung lingkungan. 

(2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi 
masa berlaku IUP dan IUPK. 

(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan 
oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan permohonan dari pemegang 
!UP atau IUPK. 

(4) Dalarn hal tcrjadi kcadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( l) l1uruf c, pcnghentian semcntara dilakuk<1n ole!J: 

a. inspektur tambang; 

h. McJJ!t'ri . 
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b. M~nteri, gubernur, 
kewenangannya 
masyarakat. 

atau bupatijwalikota sesuai dengan 
berdasarkan permohonan dari 

Pasal 77 

(1) Penghentian semen tara karena keadaan kahar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76 ayat ( 1) huruf a harus diajukan 
oleh pemegang IUP atau IUPK dalam jangka waktu paling 
lambat 14 (cmpat belas) hari kalender sejak teijadinya 
keadaan kahar kepada Menteri, gubemur, atau bupati/ 
walikota sesuai dengan kewenangannya untuk memperolch 
pcrset ujuan. 

(2) Pc:nghentian semcntara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dibcTilwn u1l1 uk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun 
dan dapat clip<~qlanjang 1 (satu) kali. 

(3) Penghcntian scrncntara karcna keadaan yang menghalangi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat ( 1} huruf b 
diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu} tahun 
dan dapat dipcrpanjang 1 (satu} kali dengan jangka waktu 1 
(satu) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan 
persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai 
dengan kcwcnangannya. 

(4) Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3} telah berakhir, dapat diberikan 
perpanjangan jangka waktu penghentian sementara dalam 
hal terkait pc-rizinan rlari instansi lain. 

Pasal 78 

Permohonan pcrpanjangan penghentian sementara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3} diajukan secara tertulis 
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh} hari kalender 
schclum berakhirnya izin penghentian sementara. 

Pasal 79 

(1} Pemegang IUP dan IUPK yang telah diberikan persetujuan 
penghentian scmentara dikarenakan keadaan kahar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, 
tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban 
keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(2) Pemegang ... 
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(2) Pemegang !UP dan IUPK yang telah diberikan persetujuan 
penghentian sementara dikarenakan keadaan yang 
menghalangi dan/ a tau kondisi day a dukung lingkungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, dan 
huruf c wajib: 

a. menyampaikan laporan kepada Menteri, gubemur, atau 
bupatijwalikota sesuai dengan kewenangannya; 

b. memenuhi kewajiban keuangan; dan 

c. tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan, 
keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemantauan 
lingkungan. 

Pasal 80 

Persetujuan pcnghentian sementara berakhir karena: 

a. habis masa lwrlakunya; at.au 

b. pennohonan pcncabutan dari pemcgang IUP atau IUPK. 

Pasal 81 

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian 
persetujuan penghentian sementara telah habis dan tidak 
diajukan pe1·mohonan perpanjangan atau permohonan 
perpanjangan tidak disetujui, penghentian sementara tersebut 
berakhir. 

Pasal 82 

(1) Apabila kurun waktu penghentian sementara belum berakhir 
dan pemcgang !UP atau IUPK sudah siap untuk melakukan 
kegiatan operasinya kembali, dapat mengajukan permohonan 
pencabutan penghentian sementara kepada Menteri, 
gubemur, atau bupatijwalikota sesuai dengan 
kewenangannya .. 

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) Menteri, gubemur, atau bupatijwalikota sesuai dengan 
kewenangannya menyatakan pengakhiran penghentian 
sernentara. 

Pasal83 

Ketentuan lebih lanJut rnengenm tata cara penghentian 
sementC!ra kegiatan usaha pertarnbangan diatur dengan 
Pcraturan Mcntcri. 

BAB VII ... 
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BAB VII 

UNIVERSITAS TERBUKA 

PENGUTAMAAN KEPENTINGAN DALAM NEGERI, 

PENGENDALIAN PRODUKSI, DAN PENGENDALIAN PENJUALAN 

MINERAL DAN BATUBARA 

Pasal84 

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan iUPK Operasi Produksi 
harus mengutamakan kebutuhan mineral danfatau 
batubara untuk kepentingan dalam negeri. 

(2) Menteri menetapkan kebutuhan mineral dan batubara di 
dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi 
kebutuhan untuk industri pengolahan dan pemakaian 
langsung di dalam negeri. 

(3) Pcmegang IUP Opcrasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi 
dapat mclakukan ::kspor mineral atau batubara yang 
diproduksi setdah tcrpenuhinya kebutuhan mineral dan 
batubara d;tlarn negeri sebagairnan<~ dimaksud pada ayat (1). 

(4) Ketentuan lcbih lanjut mengenai tata cara pengutamaan 
kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam 
negeri dial ur dcngan Peraturan Menteri. 

Pasal 85 

( l) Pemcgang IUP Opcrasi Produksi mineral dan batubara yang 
mengekspor mineral dan/ a tau batubara yang diproduksi 
wajib berpedoman pada harga patokan. 

(2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) 
ditetapkan olch: 

a. Menleri untuk minerallogam dan batubara; 

b. gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya untuk mineral bukan logam dan batuan. 

(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditcntukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai 
dengan harga yang berlaku umum di pasar intemasional. 

H) Kctentuan Jebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga 
patoknn llliiH'ral logam dan balubara dialur dengan 
Pcraturan Mcnteri. 

Pasal R6 ... 
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Pasal 86 

(1) Pemegang IUP dan IUPK harus mcngutamakan penggunaan 
tenaga kerja setempat. 

(2) Dalam hal pemegang lUP dan IUPK menggunakan tenaga 
kerja asing, terlebih dahulu mengajukan permohonan 
kepada Menteri. 

(3) Mentcri sctclah menerirna permohonan sebagairnana 
dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi teknis dan 
bcrkoordiuasi dcngall mcntcri yang mcnyelcnggarakan 
urusan pcmcrintahan di bidang ketenagake.r:jaan. 

Pasal~7 

( l) Pemegang I Ul' dan lUPK harus mengutamakan barang, 
peralatan, bahan baku, dan/ a tau bahan pendukung dalam 
ncgeri serta produk impor yang dijual di Indonesia dalam 
kcgiatan usnha pertambangan mineral dan batubara dengan 
ketcntuan: 

a. mcrnenuhi standar kualitas dan layanan puma jual; 

b. dapat menjamin kontinuitas pasokan dan ketepatan 
waktu pengiriman. 

(2) Rencana pembelian barang modal, peralatan, bahan baku, 
dan bahan pendukung lainnya serta produk impor yang 
dijual di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan 
hanmg, yang akan di impor sendiri harus disampaikan 
kepada Menkri. 

(,l) Dalam hal pcmegang IUP dan IUPK melakukan impor 
barang, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung wajib 
memcnuhi kctentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang pcrdagangan. 

Pasal~8 

Ketcntuan lebih lanjut mengenai pengadaan tenaga kerja, tata 
cara pernbelian barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan 
pendukung lain diatur dengan Peraturan Menteri. 

Pasal89 

( l) Menteri melakukan pcngendalian produksi mineral dan 
i.Jatubara yang dilakukan oleh pemegang !UP Operasi 
Produksi mineral atau batubara dan IUPK Operasi Produksi 
mineral atau batubara. 

(2) Pcngendalian ... 
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(2) Pengendalian produksi mineral dan batubara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: 

a. mcmenuhi ketentuan aspck lingkungan; 

b. melakukan konservasi sumber daya mineral dan 
batubara: 

c. mengendalikan harga mineral dan batubara. 

Pasal90 

( 1) Mentcri melakukan penctapan besaran produksi mineral dan 
batubara nasional pada tingkat provinsi. 

(2) Menteri dapat melimpahkan kewenangan kepada gubernur 
untuk rnenetapkan besaran produksi mineral dan batubara 
kepada masing-masing kabupatenfkota. 

Kdentuan 
produksi 
Ment:eri. 

kllill 
mineral 

Pas<tl 91 

lanjut 
dan 

rnengcna1 taUt 
batuhara diat.ur 

Pasal 92 

cara pengendalian 
dengan Peraturan 

(l) Mentcri mclakukan pengendalian penjualan mineral dan 
bat u bar a yang dilakukan oleh pemegang IUP Operasi 
Produksi minnal atau batubara serta IUPK Operasi Produksi 
mineral atau batubara. 

(2) Pengendalian penjualan mineral atau batubara sebagaimana 
dimaksud pad<l ayat (1) dilakukan untuk: 

a. memenuhi pasokan kebutuhan mineral dan batubara 
dalarn negcri; dan 

b. stabilitas harga mineral dan batubara. 

(3) Ketentuan lcbih lanjut rnengenai tata cara pengcndalian 
penjualan mineral dan batubara diatur dengan Peraturan 
Mcnteri. 

BAB VIII ... 
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BAB Vlll 

PENINGKATAN NILAI TAMBAH, PENGOLAHAN 

DAN PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA 

Bagian Kesatu 

Kewajilmn Peningkatan Nilai Tambah, 

Pengnlahm1 dan Pemurnim1 

Pasal 9J 

UNIVERSITAS TERBUKA 

(1) Pcmegang !UP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi 
mineral wajib mclakukan pengolahan dan pemurnian untuk 
rneningkatkan nilai tarnbah mineral yang diproduksi, baik 
secara hmgsung maupun melalui ketja sama dengan 
perusahaan, pnnegang !UP dan IUPK lainnya. 

(2) Perusahaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
mendapatkan !UP Operasi Produksi khusus untuk 
pengolahan dan pemurnian. 

(3) !UP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan 
pemumian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) 
diberikan oleh Menteri, gubemur, atau bupati/walikota 
sesuai dengan kewenangannya. 

Pasal94 

( 1) Pcmcgang !UP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi 
batubara wRjib melakukan pcngolahan untuk meningkatkan 
nilai tam bah batubara yang diproduksi baik secara langsung 
maupun mdalui kcr:ja samCl dengan perusahaan, pemegang 
!UP dan IUPK lainnya. 

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk 
pengo laban. 

(3) !UP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan 
oleh Menteri, gubemur, atau bupatijwalikota sesuai dengan 
kewenangannya. 

Bagian Ked ua . . . 
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Bagian Kcdua 

Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara 

Pasal 95 

(1) Komoditas t.ambang yang dapat ditingkatkan nilai 
tambahnya tenliri atas pertambangan: 

a. rni11cntl logam; 

b. mineral huk<m logarn; 

c. batuan; alau 

d. balubara. 

(2) Peningkatan nilai tambah mineral logam sebagaimana 
dimaksucl pada aya1 (1) huruf H dilaksanakan melalui 
kegiatan: 

a. pengolahan logam; a tau 

b. pemurnian logam. 

(3) Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui 
kegiatan pengolahan mineral bukan logam. 

(4) Peningkatan nilai tambah batuan scbagaimana dimaksud 
pada ayat ( l) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan 
pengolahan batuan. 

(5) Pcningkatan nilai tambah batubara sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan 
pcngolahan hatub.:1:·a. 

Pasal 96 

I<etentuan lebih lanjut mengenai tata cara peningkatan nilai 
tambah mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 95 diatur dengan Peraturan Menteri. 

BAB IX ... 
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BABIX 

DIVESTASI SAHAM PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN 

DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS 

YANG SAHAMNY A DIMILIKI OLEH ASING 

Pasal97 

(1) Modal asing pemegang IUP dan IUPK setelah 5 (lima) tahun 
sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya, 
sehingga sahamnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) 
dimiliki pescrl.a Indonesia. 

(2) Divestasi saham sebagaimana dimaksud pRda ayat (1) 
dilakukan secara langsung kepada peserta Indonesia yang 
terdiri atas J>emerintah, pemerintah daerah provinsi, atau 
pemerintah daerah kabupalen/kota, BUMN, BUMD, atau 
badan usaha swasta nasional. 

(3) Dalam hal Pemerintah tidak bersedia membeli 
sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1), ditawarkan 
pemerintah daerah provinsi atau pemerintah 
kabupakn/ lwta. 

saham 
kepada 
daerah 

(4) Apabila pernerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah 
kabupatenfkota scbagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
bersedia mernbeli saham, ditawarkan kepada BUMN dan 
BUMD dilaksanakan dcngan cara lelang. 

(S) Apabila BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada badan 
usaha swasta nasional dilaksanakan dengan cara lelang. 

(6) Penawaran S<iham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan 
puluh) hari kaknder sejak 5 (lima) tahun dikeluarkannya 
izin Operasi Produksi tahap penambangan. 

(7) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah 
kabupaten/kota, BUMN, dan BUMD harus menyatakan 
minatnya dalam jangka waktu paling lambat 60 (enarn 
puluh) hari l<alcnder setelah tanggal penawaran. 

(S) Dalam hal Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi atau 
pernerintah daerah kabupatenfkota, BUMN, dan BUMD 
tidak berminat untuk membeli divestasi saham sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7), saham ditawarkan kepada badan 
usaha swasta nasional dalam jangka waktu paling lam bat 30 
(tiga puluh) hari kalender. 

(9) Badan ... 
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(9) Badan ussha swasta nasional harus menyatcllian minatnya 
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
kalender setelah tanggal penawaran. 

(IO)Pemb:Jy:Jrnn dan penyerahan saham yang dibeli oleh peserta 
Indonesia dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 
90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal 
pernyata::m minat atau penetapan pernenang lelang. 

(ll)J\pabile~ chvcslasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tulak 
tercapai, pcn:twarau saham akan dilakukan pada tahun 
bcrikutnya lwrdasarkan mckanismc kdentuan pada ayat (2) 
sampai rlengan ayat (9). 

Pasal 98 

Dalam hal terjadi peningkatan jumlah modal perseroan, peserta 
Indonesia sah;unnya lidak boleh terdilusi menjadi lcbih kccil dari 
20% (dua puluh pcrsen). 

Pasal 99 

Kctentuan lebih lanjut mcngenai tata cara divestasi saham dan 
mekanisme pcnetapan harga saham diatur dengan Peraturan 
Mcnteri sctelah bcrkoordinasi dcngan instansi terkait. 

BABX 

PE:NGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN 

OPERASI PRODUKSI 

Pasal 100 

(I) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi 
yang akan mclakukan kegiatan operasi produksi wajib 
menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam 
WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi 
Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan 
kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah. 

BAB XI. 
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BABXI 

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN 

Pasal 101 

UNIVERSITAS TERBUKA 

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data 
yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi 
kepada Menteri, gubemur, atau bupatijwalikota sesuai 
dengan kewenangannya. 

(2) Pemegang IUP yang diterbitkan oleh bupatijwalikota wajib 
menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana 
ketja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha 
pcrtambangan mineral atau batubara kepada hupati/ 
walikota dc11gan tembusan kepada Menteri dan gubcrnur. 

(3) Pemcgang lUP yang ditcrbitkan oich gubcrnur wajib 
mcnyampaikan Japoran tertulis secara berkala atas rcncana 
kerja dan anggaran biaya pclaksanaan kegiatan usaha 
pertambangan mineral atau batubara kepada gubemur 
dengan tembusan kepada Menteri. 

(4) Pcmegang !UP dan IUPK yang diterbitkan oleh Menteri wajib 
mcnyampaiJ.:an laporan tertulis secara berkala atas rencana 
kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha 
pertambangan mineral atau batubara kepada Menteri. 

Pasal 102 

(1) Bupatijwalikota harus menyampaikan laporan tertulis 
mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai 
dengan kewenangannya kepada gubemur secara berkala 
setiap 6 (enam) bulan. 

(2) Gubernur atau bupatijwalikota harus menyampaikan 
laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha 
pertambangan sesuai dengan kewenangannya kepada 
Mentcri secara berkala setiap 6 (enam) bulan. 

Pasal 103 

( l) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 memuat 
laporan kemajuan kerja dalam suatu kurun waktu dan 
dalam suatu tahapan kegiatan tertentu yang disampaikan 
oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi serta 
pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi. 

(2) Laporan ... 
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(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 
disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan atau 
tahun takwim kecuali laporan dwi mingguan dan bulanan 
tahapan kegiatan operasi produksi. 

(3) Rencana ketja dan anggaran biaya tahunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 101 disampaikan kepada Menteri, 
gubernur, atau bupatifwal.ikota sesua1 dengan 
kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 45 
(empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhimya tiap 
tahun takwim. 

(4) Laponm dwi mingguan dan bulanan sebagaimana dimaksud 
pacla ayat ('2) disampaikan kcpada Mentcri, guhernur, atau 
bupettifwalikota sesuai dengan kewenangannya dalam 
jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender sctclah 
berakhtmy;~ tiap clwi rningguan atau bulan takwim. 

Pasal 104 

(I) Mentcri, gubcrnur, atau bupatijwalikota sesuai dengan 
kewenangannya dapat memberikan tanggapan terhadap 
lapor::~n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) 
dan ayat (4). 

(2) Tanggapan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) harus 
ditindaklanjuti oleh pemegang IUP atau IUPK dalam jangka 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalnder sejak 
diterimanya tanggapan dari Menteri, gubernur, atau bupati/ 
walikota sesuai dengan kewenangannya. 

Pasal 105 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur 
clengan Pcraturan Mentcri. 

BAB XII 

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DI SEKITAR WIUP DAN WIUPK 

Pasal 106 

(I) Pcmcgang IUP dan IUPK wajib menyusun program 
pengembangan dan pemberdayaan rnasyarakat eli sekitar 
WIUP dan WIUPK. 

(2) Program ... 
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(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dikonsultasikan dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, 
pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat setempat. 

(3) Masyarakat sebagaimana climaksucl pada ayat (2) dapat 
mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan 
pemberdayaan masyarakat kepada bupatijwalikota setempat 
untuk diteruskan kepada pemegang !UP atau IUPK. 

(4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat eli 
sekitar WIUP dan WIUPK yang terkena dampak langsung 
akibat aktifitas pertambangan. 

(5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
merupakan masyarakat yang bemd<t dckat kcgiatan 
operasional penambangan dengan tidak melihat batas 
administrasi wilayah kecamatan/kabupaten. 

((J) Program pcngembangan dan pcmbenJayaan mClsyaraka1. 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibiayai clari alokasi 
biaya program pengembangan dan pemberdayaan 
masyarakat pada anggaran dan btaya pemegang !UP atau 
IUPK sdi;tp tnhun. 

(7) Alokns1 hi;n/a program pcngcmbangan dan pembcrdayaan 
masy<-u-akat sdmgaimana dirnaksud pnda ayat (6) clikclola 
olch pemcg<ll11', IUP at~tu IUPK. 

Pasal 107 

Pemegang !UP dan IUPK setiap tahun wajib menyarnpaikan 
rcncana dan biaya pclaksanaan program pengernbangan dan 
pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dati rencana kerja 
dan anp,garan hiaya tahi.lnan kepada Menteti, gubcrnur, atau 
bupati/walikota scsuai dengan kewenangannya unluk mcndapat 
p<:rset uju;·m. 

Prtsal l 08 

Setiap pemegang !UP Operasi Produksi dan IUPK Operasi 
Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program 
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) 
bulan kepada Menteri, gubemur, atau bupatijwalikota sesuai 
dengan kewenangannya. 

Pasal 109 ... 
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Pasal 109 

UNIVERSITAS TERBUKA 

Ketentuan lebih lanjut mengenm pengembangan dan 
pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri. 

BAB XIII 

SANKS! ADMINISTRATIF 

Pasal 110 

(1) Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 
ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), Pasal 79 ayat 
(2), F\lsal RS ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), 
Pasal97 ayat (1), Pasal 100 ayat (1) atau ayat (2), Pas<:d 101 
ayat ( l). ayal (2), ayat (3), atau ayat (4), Pasal 106 ayat (1), 
Pas a! I 07, a tau I' a sal 108 dikenai sanksi administratif. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
berupa: 

a. peringat.an tertulis; 

b. penghentian sementara fUP Operasi Produksi atau IUPK 
Operasi Produksi mineral atau batubara; danjatau 

c. pencahutan TUP atau IUPK. 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan oleh Menteri, gubemur, atau bupatifwalikota 
sesuai dengan kewenangannya. 

Pasal 111 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi 
administratif diatur dengan Peraturan Menteri. 

BAB XIV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 112 

Pada saat Pcraturan Pemerintah ini mulai berlaku: 

1. Kontrak ... 
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1. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan 
pertambang<:m batubara yang ditandatangani sebelum 
diundangkan Peraturan Pcmerintah ini dinyatakan tetap 
berlaku sampai jangka waktunya berakhir. 

2. Kontrak karya dan petjanjian karya pengusahaan 
pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 
1 yang bel urn memperoleh perpanjangan pertama dan/ atau 
kedua dapat diperpanjang menjadi IUP perpanjangan tanpa 
melalui lelang dan kegiatan usahanya dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini kecuali mengenai 
penerimaan negara yang lebih menguntungkan. 

3. Kontrak karya dan pcrjanjian karya pengusahaan 
pertambangan batubara sebagaimana cllmaksud pada angka 
1 yang tclalt melakukan tahap kegiatan operasi procluksi 
wajib rnclaks;ltwh:an pengutamaan kcpentingan dalam n<:ger:i 
sesuai dengan kdentuan Peraturan Pemerintah ini. 

4. Kuasa pertambangan, sural izin pertarnbangan daen=th, dan 
surat izin rwrtambangan rah.-yat, yang diberikan bcrdasarkan 
ketentuan pcraturan perundang-undangan sebelum 
ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan 
sampai jangka waktu herakhir serta wajib: 

a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan 
kctentuan Pcraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu 
paling larnbat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan 
Pemerintah ini dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP 
Operasi Produksi merupakan !UP Operasi Produksi 
pertama; 

b. menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah 
kuasa pertambangan sampai dengan Jangka waktu 
berakhirnya kuasa pertambangan kepada Menteri, 
gubcrnur, atau bupatijwalikota sesucu dengan 
kewenangan n ya; 

c. mclakukan pt:ngolahan dan pemurnian di dalam negeri 
dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak 
bcrlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pcrtambangan Mineral dan Batubara. 

5. Permohonan Kuasa Pertambangan yang telah diterima 
Menteri, gubemur, atau bupatijwalikota sebelum terbitnya 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara dan telah mendapatkan Pencadangan 
Wilayah dari Mcnteri, gubernur, atau bupatijwalikota sesuai 
dengan kewenangannya dapat diproses perizinannya dalam 
bentuk IUP tanpa melalui lelang paling lambat 3 (tiga) bulan 
setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini. 

6. Kuasa ... 
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6. Kuasa pertambangan, kontrak karya, dan perjanjian karya 
pengusahaan pertambangan batubara yang memiliki unit 
pengolahan tetap dapat menerima komoditas tambang dari 
Kuasa pertambangan, kontrak karya dan perjanjian karya 
pengusahaan pertambangan batubara, pemegang IUP, dan 
IPR. 

7. Pemegang kuasa pertambangan yang memiliki lebih dari 1 
(satu) kuasa pertambangan dan/ a tau lebih dari 1 (satu) 
komoditas tambang sebelum diberlakukannya Undang­
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetap berlaku sampai jangka 
waktu berakhir dan dapat diperpanjang menjadi IUP sesuai 
dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. 

8. Pcmegang kuasa pcrtambangan, kontrak karya, dan 
perjanjian kmya pcngusahaan pcrtambangan batubara pada 
tahap operast produksi yang mcmiliki perjanjian pngka 
p:mjang untuk ckspor yang masih bedaku dapat menambah 
jumlah produksinya guna memenuhi ketentuan pasokan 
dalam ncgen setelah mendapat persetujuan Menteri, 
gubcrnur, atau bupatijwalikota sesuai dengan 
kewenangannya scpanjang memenuhi ketentuan aspek 
lingkungan dan konscrvasi sumber daya batubara sesua1 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABXV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 113 

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua 
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan 
pdaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1967 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran 
Ncgara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Peme1intah 
Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4154) dinyatakan masih tetap berlaku 
sepanjang tidak bcrtentangan atau belum dikeluarkan peraturan 
pelaksana yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 

Pasal 11-1- ... 
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Pasal 114 

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 
Ketentuan-Kctentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) 
sebagaimana tclah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 ten tang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun I ()(jl) tcntang Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Pertambangan (Lembara.n Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2001 Nornor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4154); 

2. Peraturan Perncrintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang 
Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3174); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang 
Penyeraban Scbagian Urusan Pemerintahan Di Bidang 
Pertarnbangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I 
(Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1986 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3340), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 115 

Peraturan Pernerintah 1111 mula! berlaku pada tanggal 
di undangkan. 

Agar ... 
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-59-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Pemerintah m1 dengan penempatannya dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan eli Jakarta 
pada tanggal 1 Februari 2010 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

I >I~. H. SUSILO BAM BANG YUDHOYONO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 1 Februari 2010 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

PATRIALIS AKBAR 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 29 

Salinan scsuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT NEGAh'A RI 

Kepala Biro Peraturan Pcrundang-undangan 

Bidang Perekonomian dan Industri 

Setio Sapto Nugroho 
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KEPUTUSAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
NOMOR : 1453.K/29/MEM/2000 

TENTANG 
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN 

Dl BIDANG PERTAMBANGAN UMUM 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, 

Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan 
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom pertu menetapkan standar, 
norma, kriteria, prosedur dan pedoman penyelenggaraan tugas pemerintahan 
di bidang pertambangan umum; 

Mengingat: 

b. bahwa Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a digunakan 
oleh Badan Legislatif Daerah maupun Badan Eksekutif Daerah sebagai dasar 
dalam menetapl<.an peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan 
umum; 

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing(LN 
Tahun 1967 Nomor 1, TLN Nomor 2818)sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undangNomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (LN 
Tahun 1970 Nomor 46, TLN Nomor 2943); 

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Pertambangan(LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831); 

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam 
Negeri(LN Tahun 1968 Nomor 33, TLN Nomor 2853) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor12 Tahun 1970tentang Perubahan 
dan Tambahanllndang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman 
Modal Dalam Negeri (LN Tahun 1970 Nomor 47, TLN Nomor 2944); 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup(LNTahun 1997Nomor 68, TLN Nomor 3699); 

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah(LN 
Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839); 

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 72, TLN 
Nomor 3848); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang­
undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Pertambangan(LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan­
ketentuan Pokok Pertambangan (LN Tahun 1992 Nomor 129, TLN Nomor 
3510); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan­
bahan Galian (LN Tahun 1980 Nomor 47, TLN Nomor 3174); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998tentang Tarif Alas Jenis 
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen 
Pertambangan dan Energi Di Bidang Pertambangan Umum sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang 
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Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif 
Alas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada 
Oepartemen Pertambangan dan Energi Di Bidang Pertambangan Umum (LN 
Tahun 2000 Nomor 26, TLN Nomor 3939); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999tentang Analisis Mengenai 
Oampak Lingkungan (LN Tahun 1999 Nomor59, TLN Nomor 3838); 

11. Peraturan Pemcrintah Nomor 25 Tahun 2000tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Oaerah Otonom (LN Tahun 
2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952); 

12. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996tanggal 25 September 1996 
tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan 
Batubara; 

13. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tanggal 23 Agustus 
2000tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 2000sampai dengan2004; 

14. Keputusan Menteri Pertambangan danEnergi Nomor 1165. K/844/M.PE/1992 
tanggal 12 September 1992 tentang Penetapan Tarif luran TetapUntuk 
Usaha Pertambangan Umum Dalam Rangka Kuasa Pertambangan; 

15. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1166. 
K/844/M.PE/1992 tanggal12 September 1992 tentang Penetapan Tarif luran 
Eksplorasi atau luran Eksploitasi Untuk Usaha Pert.ambangan Umum; 

16. Keputusan MenteriPertambangan dan Energi Nomor 1748 Tahun 1992 
tanggal 31 Oesember 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Oepartemen 
Pertambangan dan Energisebagaimana telah cfiubah dengan 
KeputusanMenteri Pertambangan dan Energi Nomor 169 Tahun 1998 
tanggal 17 Februari 1998 tentang Organisasi dan Tatakerja Direktorat 
Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi; 

17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555. K/26/M.PE/1995 
tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Pertambangan Umum; 

18. Keputusan Menteri Pertambangan dan EnergiNomor 1211.K/008/MPE/1995 
tanggal 17 Juli 1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan 
dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG 
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINT AHAN Dl 
BIDANG PERTAMBANGAN UMUM 

BASI 
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM 

Pasal1 

(1) (1)Usaha pertambangan umum baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Kuasa 
Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan 
Batubara (PKP2B) dari Menteri Energi dan Sumber Daya MineralfGubernurf Bupati/ Walikota 
sesuai lingkup kewenangan masing-masing. 

(2) (2)Usaha pertambangan dalam rangka KK dan PKP2B harus dilakukan oleh badan hukum 
yangbergerak di bidang usaha pertambangan umum. 
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(3) (3)Persyaratan, prosedur dan format permohonan penzman KP, KK dan PKP2B 
sebagaimana tercantum dalamLampiran I sampai dengan IIIKeputusan Menteri ini. 

Pasa! 2 

(1) Pada satu wilayah usaha pertambangan umum dapat diberikan KP. KK dan PKP2B untuk 

bahan galian lain yang keterdapatannya berbeda setelah mendapat persetujuan dari 

pemegang KP, KK atau PKP2Bterdahulu. 
(2) Pemegang KP, KK dan PKP2B mempunyai hak mendapatkan prioritas untuk mengusahakan 

bahan galian lain dalam wilayah kerjanya. 

Pasal3 

Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha 
selain usaha pertambangan umum, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh 
Gubemur/Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing. 

BAB II 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

Pasal4 

t 1) Pemenntah Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing bertanggung jawab dalam 
pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang 
KP, KK dan PKP2B sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertaku. 

(2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi 
pemberian persetujuan : 
a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terdiridari Kerangka Acuan Analisis 

Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan 
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL); 

b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk 

yang tidak wajib AMDAL, yang disusun oleh masing-masing pemegang KP, KK, dan 
PKP2B selaku pemrakarsa dengan mengacu pedoman teknis penyusunan AMDAL, UKL­
UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan V Keputusan Menteri ini. 

Pasal5 

(1) Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masingmewajibkan pemegang KP, 
KK dan PKP2B pada tahap eksploitasi/produksi untuk menyampaikan laporan Rencana 
Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL). 

(2) Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masingmewajibkan pemegang KP, 
KK dan PKP2B pada saat memulai tahap operasi/produksi untuk menyampaikan laporan 
Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan (RTKL) dan menempatkan Dana Jaminan 
Reklamasi pada bank pemerintah atau bank devisa sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang bertaku. 

(3) Pedoman penyusunan laporan RTKPL, RTKL dan tata cara penempatan serta pencairan 
jaminan reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan VIIKeputusan Menteri ini. 
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BAS Ill 
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN 

MASYARAKA T SERTA KEMITRAUSAHAAN 

Pasal6 
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(1) Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masingmenugaskan pemegang KP, 

KK dan PKP28 sesuai dengan tahapan dan skala usahanya untuk membantu program 

pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pada masyarakat setempat yang 

meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. 

(2) Gubemur/Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan temadap pefaksanaan 

program pengembangan masyarakat dan pengembangan wifayah sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1 ). 

Pasal7 

Gubernur/Bupati/Walikota wajib mengupayakan terciptanya kemitrausahaan antara pemegang 

KP, KK dan PKP28 dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip sating membutuhkan dan 
saling menguntungkan. 

BABIV 

PENYELENGGARAANTUGAS PEMERINTAHAN 

Pasal8 

( 1) Penyelenggaraan tug as pemerintahan di bidang pertambangan umum ofeh Propinsi atau 
Kabupaten/Kota diselaraskan dengan potensi sumber daya mineral, sumber daya manusia, 
pendanaan dan organisasi penyefenggaraannya. 

(2) Organisasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertambangan umum disusun 
berdasarkan fungsi-fungsi : 

a. pengaturan; 
b. pemrosesan perizinan; 
c. pembinaan usaha; 

d. pengawasan eksplorasi, produksi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lingkungan 
dan konservasi; 

e. pengelofaan informasi pertambangan; 

f. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan. 

(3) Pemangku jabatan yang melaksanakan fungsi-fungsiorganisasi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) agar didasarkan atas kcmpetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
VIII Keputusan Menteri ini. 

BABV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal9 

(1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasanusaha pertambangan umum terhadap pemegang 
KP, KK dan PKP2B difakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur, 
Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek: 
a. eksplorasi; 
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b. produksi dan pemasaran; 
c. keselamatan dan kesehatan kerja (K3); 

d. lingkungan; 
e. konservasi; 

f. tenaga kerja; 

g. barang modal; 

h. 

i. 
j. 

jasa pertambangan; 

pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri; 

penerapan standar pertambangan; 

k. investasi, divestasi dan keuangan. 

UNIVERSITAS TERBUKA 

(3) Pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran, 

konservasi, K3 serta Lingkungan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubemur, 
Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing dilakukan sekurang-kurangnya 6 
(enam) bulan sekali. 

Pasal10 

( 1) Pemeriksaan aspek K3 dan lingkungan dilaksanakan oleh Pelaksana lnspeksi 

Tambang/lnspektur Tambang. 

(2) Persyaratan, tugas pokok dan fungsi Pelaksana lnspeksi Tambang/lnspektur Tambang 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada Keputusan Menteri 

Pertambangan danEnergiNomor 2555.K/201/M.PE/1993 tanggal19 Juli 1993 tentang 

Pelaksana lnspeksi Tambang dengan segala perubahannya. 

(3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan K3 berpedoman pada Keputusan Menteri 
Pertambangan dan Energi Nomor 555.KI26/MPEI1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang 
Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Pertambangan Umum dengan 

segala perubahannya. 
(4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkungan berpedoman pada Keputusan 

Menteri Pertambangan dan EnergiNomor 1211.K/.008/M.PEI1995 tanggal 17 Juli 1995 
tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan 
pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum dengan segala perubahannya. 

(5) Pedoman Tata Cara Pengawasan Lingkungan dan K3 beserta pelaporannya 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Keputusan Menteri ini. 

Pasal11 

Pedoman Tata Cara Pengawasan Eksplorasi dan Konservasi adalah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran X dan XI Keputusan Menteri ini. 

Pasal12 

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Produksi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
XII Keputusan Menteri ini. 

Pasal13 

Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja, barang modal, jasa pertambangan, pelaksanaan 
penggunaan produksi dalam negeri, penerapan standar pertambangan, investasi, divestasi dan 
keuangan berdasarkan evaluasi atas laporan tentang rencana dan realisasi yang disampaikan 

dan uji petik di lapangan. 
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BABVI 
PELAPORAN DAN EVALUASI 

Pasal14 

UNIVERSITAS TERBUKA 

(1) Gubemur/Bupati!Walikota sesuai lingkup ke..venangan masing-masingmewajibkan pemegang 
KP, KK dan PKP2B untuk menyampaikan laporan kegiatan bulanan, triwulanan, tahunan dan 
laporan akhir serta laporan-laporan khusus lainnya dengan tembusan kepada Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral dan instansi terkait. 

(2) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai pedoman 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XrH a,b,c,d,e, dan f Keputusan Menteri ini. 

Pasal15 

GubemuriBupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing melakukan evaluasi atas 
laporan kegiatan KP, KK dan PKP28 sebagaimana dimaksud dalam Pasal14 ayat (1). 

Pasal16 

(1) Gubemur/Bupati!Walikota melaporkan pelaksanaan penyeleng-garaan usaha pertambangan 
umum di 'Miayahnya masing-masing sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1999 dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineralsetiap 6 
(enam) bulan sekali. 

(2) Format laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XIV Keputusan Menteri ini. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal17 

( 1) Kuasa Pertambangan, Konlrak Karya dan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan 
Pertambangan Batubara yang Ielah diterbitkan sebelum tanggal 6 November 2000 beserta 
hak dan kewajibannya tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. 

(2) Permohonan peningkatan, perpanjangan, pertuasan, penciutan, dan pengakhiran atas izin 
usaha pertambangan yang Ieiah diterbitkan sebelum tanggal 6 November 2000 tetap 
diproses oleh Direktorat Jenderal Pertambangan Umum sampai dengan tanggal 31 
Desember 2000. 

(3) Penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum oleh Pemerintah 
Daerah dilaksanakan mulai tanggal1 Januari 2001. 

Pasal18 

Wilayah Pertambangan Rakyatyang telah ditetapkan sebelum tanggal 6 November 2000 masih 
tetap berlaku. 
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BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal19 
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Kebijakan dalam bentuk pengaturar. kewenangan dan pedoman-pedoman lainnya yang 
dipandang perlu dan belum tercantum dalam Pedoman Teknis ini akan diatur dan ditetapkan 
kemudian. 

Pasal 20 

(1) Peraturan pelaksanaan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Keputusan Menteri 
ini dinyatakan tidak bertaku. 

(2) Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkar. di Jakarta 
pada tanggal 03 November 2000 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

ttd 

Pumomo Yusgiantoro 

Tembusan: 
1. Presiden Republik Indonesia 
2. Wakil Presiden Republik Indonesia 
:l. Menteri Koordinator BidangPerekonomian 
4. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
5. Menteri Negara lingkungan Hidup 
6. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral 
7. lnspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Oaya Mineral 
8. Para Direktur Jenderal di lingkungan Oep. Energi dan Sumber Oaya Mineral 
9. Para Gubernur di seluruh Indonesia 
10. Para Bupati/Walikotadi seluruh Indonesia 
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••••••••••••••••••~iran I ~tusan lit!llteri bi¢ dan SIJiber Daya l!line.ral Nam H53 K/l9/lmi/2000 

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

NOMOR 1453 K/29/MEM/2000 
T ANGGAL : 3 NovEl!ber 2000 

PERSYARATAN PERMOHONAN PERIZINAN 

I KUASA PERTAMBANGAN {KP) 

1 Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum 

atau fu3sa ~ Eksplarasi (Eerdxn 

l::Bru) : 

a Surat Perrcda1an 

b Eet:.a Wilayah 

c Akte Rn:iirian. ~ ~ salah satu 
maksud dan tuju~~ya menyebutkan 

~ di. bi.d:l"g' ~ dm telah 
di.sahkan oleh D:p3rteren l<"ehald.rran dan 
Hak Asasi r.Husia. 

d Tanda Bukti PerJ.yetoran Uar.g Jam:inan. 

Kesu:rqJuhan.. 

e ~ran Kel.largan J:xgi ~<=<ahaan baru 
dm l.cp::Itan ka.lar:gm tah.m terakhir yar.g 

telah di.aulit oleh Akuntan J:\.Jblik l::agi 

~lata. 

2 Perpanj angan Kuasa Pertambangan 
Plenyeliclikan Urum : 

a Surat Pel:rcd:l:nan 

b l~ Wilayah 

c I...::q:oran Kegiatan Penyelidikan Utun 

d l6x:a! a Yerja dan Bi.aya. 

e 'Icnh BJkti ~~urnsan luran ·n:t~ 

1 Kl.BH3. ~rtarl:arq:m El<splm:asi 

a Seb:gri ~ .Ki.JaBa l"".J::tantarg:m 
Penyeliclikan Urun : 

l) SUrat l?ei:m::.h:nan 

~ l€ta Wilayah 

3 lap::>:ran I.ergkap Penyelid:ikan Urun 

~ 'Iarrl3. B.lkti fhlt.ln3San Iuran Tetap 

9 Rerama Kerja dan Biaya 

b Kuasa ~ Eksplorasi tukan 
peningkatan Kuasa Pertambangan 
Penyeliclikan Urun : 

l) Srra.t Pel:rrt::h:nm 

~ E€taWilayah 

3 Akte fffdirian EeJ:usal'Ean yar:g salah 
satu rraksOO. dan tujuan. ~ 
l:::.erusah:t di bid3r.g ~ dm 
telah dis~~ oleh Departemen 
Ke ... '1akirnc-.Jn dan Hak P.sasi. l'-Brn,;..sia 

DEPARTEKEN ENFRGI DAN SCXBER DAYA KINRrtAL 

4 J.II:g:J:uan. D3Ear yar.g salah satu rrakEu:i 
dan tujtJarl!1:Ya ~ benlsah3. 
di bidang ~ dan telah 
d:is:tJkan oleh irEt.arEi ycr.g l::er\oa'arg 

khusus untuk .I<cp=rasi/KtD. 

9 Rekr:rren::i:ls &ri Dinas I<q:erasi dm 
U3aha Kecil khla1s urutk I<q:erasi/ 
KUD. 

4 :E€rpmjar:gan Kuasa ~ Eksplarasi 

a Surat Pel:troh:.nan 
b Peta Wilayah 

c I..ap:n:an Kegi.atan Eksplarasi 
d Rencana Kerja dan Biaya 
e 'Iarrl3. B.lkti :thltll'BSal1 luran 'retap 

5 Izin ~ Cl:ntch Rlah (d:il::er:i.kan satu 
kill) 

6 

a Surat Perm::hlnan 

b Salinan/Kcpi Surat Keputusan Kuasa 
Pertarrb3r.gan 

c B.lkti Pelunasan luran Tetap dan lu:ran 
ElQ:p1 ai ta:ri.. 

d :8::!ta rm::a:r:a ~ rera±aan 
e Rencana tujuan, jumlah dan kuali tas 

~a:rltdJ. 

f Dokumen AMDAL/UKL-UPL kegiatan 
pengambilan contoh ruah yang telah 
dia:tuju:i 

Kuasa ~ ekfploitasi 

a Peningkatan Kuasa Pertambangan 
El<Eplorasi 

J) Surat Pe!:Irdxn:m 

~ Feta Wilayah 

3 I..ap::n:an l.erl3kaP Eksplarasi 

4 I..af::aran st:uli ~ 
s Dokumen AMDP.L, atau UKL-UPL 

a 'Iarrl3. B.lkti ~ luran Tetap 

1 1\kt.e R:n:iirian J:ertmh3an yar.g salah 
satu dari maksud dan tujuannya 
rrenyebutkan berusaha di bi~ 
pertambangan clan telah disahkan 
in3tansi yar:g l::erwa:a::g. 

b KP Eksploitasi baru (bukan sebagai 
p:nin::Jkatan ~ Fertarct.argm Eksplo-
rasi) khJsus untuk l<qErasi/KLD) 
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J> Surat Pei:rroh:::!!:aT'l 

2 E€ta Wi1.ayah 
3 I..ap:n:an I..efBkap Eksplo:::asi 

~ laj;x)ran Stu:li J(elayakan. 

!:) IXlkurren .AMI:lP.L atau UKL dan UPL. 

E1 1\ltt.e Effi:iirian Eerus3h3an JIClll:j sa1ah 
satu dari maksud dan tujuannya 
menyerutkan berusa.l-Ja di bidang 
~ dan telah cl:isali<an o1eh 
D:pirtaren Kehaldrran dan H3k Asasi 
M3rusi.a. 

1 Rekl::rre:xi3si cbri Dinas Kq:erasi. 

7. f€rpmjar:gm ~ ~ Eksplai.tcsi 

a SUrat J?eJ::rrc:h:nan 

b E€ta Wilayah 

c 1an:la Bukti Pelunasan luran Tetap dan 

Itn:a1 ~ta::ri. 

d L:pJ::an Akhir I<Egiat.an Ek::ploitasi 

e Laporan Pelaksanaan Penqelolaan 
I..inj<:ungan. 

r Hercara ~...rja dan Biaya 

H Kuasa Pertambangan Pengolahan dcm 
l €nn:nian <etta J:erpmjargD¥3. (trarrli.ri,ll::B:P. 
yar.g tic1ak !!HCp..ll'"¥ii KP ~ait~:i) 

a Sura.t ~~uch:nm 

b lararn 1'eknis Penplahm ctm 8:ml:mian 

c Dokurren AMDAL a tau UKL-UPL. 

d Perjanjian jual beli ~ ~aiB 
Ki.lasa ~ El<sploitasi 

e Laporan Kegiatan Pengolahan dan 
I?arumian ~ telah dilaklikan (untuk 
req;anjargm) 

9 Pengakhiran dan Pengembalian Kuasa 

~ 

a &.1rat Perrroh::na:n 

b I..apJran Akhir Kfgi.atan 

c Tan:la :allct:i Pelunasan luran Tetap dan/ 
at::ru Iu!::a1. E}Q:plai.t.cci 

d Laporan Pelaksanaan Pengelolaan 
~ dan Rena3na Kegiatan Pasca. 

'l'art:arB (untuk KP Eksploitasi) 

lD. I?emirrl3han. Kuasa Pertaml::angan 

a Surat l?el:nl::h:n:m 

b Surat Pernyataan Perregarq KiJasa Per­
tamtangan 

c !£l:ita kru:a .Serah Terirra 

d Akte Ee:rl:i.ricn .Eert:s:;. 'clan 33..."11 yaiB salah 
sa<:u dari n'aksud dan -::ujua:1.nya 
rre.·yyeh_ltka"l ber0.Sa.'"la di bida-y; ~e:::--

l>!tARTBXEll l!NERGI DA!f SOOER DAn. MI!fR:V.L 

tad::a:gc:nl dan te1ah d:Lsahkan D:p3rterren 
Kehakiiran dan Hak Azasi Manusia atau 
instansi yang berwenang, salah satu 
Direktur/~ adalah Direktur/ 
p::![9IDlS ~ yarg lam 

11. Ralat Batas dan ll.las Wilayah 

a SUrat Pen'rolulan 

b M:a Wilayah 

c Alasan Pentahan Batas dan lllas Wilayah 

::n:: KONTRAK KARYA (KK) DAN PERJANJIAN 

KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN 

BATUBARA (PKP2B) 

1 Izin r:agir:imm G::nt::ch Rah (diter:ikan. lEnya. 

ffiJ.l. J.ali) 

a SUrat PeJ::ndl:)nan 

b Saliren/Kopi SUrat Kfp..ltusan .Feretap:m 

'ICl.lap:m Kegiatan Stuii I<elayakan 

c Bukti Pelunasan luran dan Royalti 

PI:>~ 

d B::ta reocana. t:arl::Er.g ]:EI.Ui:aan 

e F..encana tujuan, jumlah dan kualitas 

~a::ntcil 

f Dokumen AMDAL/UKL-UPL kegiatan 
pengambilan contah ruah yang telah 

~-

2 Izin U3ah3. Jasa. ~ 

a SUrat Penrch::rlan 

b Jlkte Eerrli.rian Pe:l:usah3an 

c Ftt.o a:py D:misili 
d Daftar pimpinan unum perusahaan dan 

alarat. 

e r::aftar ~ ctili 

f r::aftar pmilat:n 

3 ~ !HX.Bl1a ~a dm Bi.aya 

a Surat Penrch::rlan 

b I..ap:J!:an Keg:iatan 

c Laporan Rencana Kerj a dan Anggaran 
f€rrl3p:itan dan Bi.aya 

4 9..I!:at Izin ~ ~ (~) 

a Eeta Wilayah 

b Rarara kerja dan biaya 

c SJrct: ~ pd.n:rip 

5 ~ Primip /lpl.i.l«Ei. 

a Surar: r;:.e:rrrdonan 
b Eeta Wilayah 

c 3..JI<:ti s=t:cn:" jcrnirnn ~ (S3li.l13n/ 

fr:tco:pf t:rcrsf.ed 
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d I.c!fDran t:arunan dan lapJran k.ei..Jan3an 3 
(tiga) taluJ. t:erakhir yarg di.au:ht oleh 

akurt:cn p.tilik J.Eruili. tcg:i pmim l:aru. 

e Surat Jdrusus Direksi yang diketalrui 
Komisaris untuk penandatanganan 
pemoh:nm. 

f Kesepakatan bersama dalam hal pe­
rrdxrnya lebih cBri 1 (s:rt:u) p:i.lBk. 

6 Ee:rpmjargm SIPP 

a Eeta Wilayah 

b lcp:Jran h3sil kr:Biatan Sill? 

c REn:ara ~a dn bi.aya P=J:I=BI"tiar:g:n s:n:P 

1 Eerretujuan ~ ~ ~ Un.rn 

a Surat l?eJ:Tn:::h::oa 

b ru:a wi.layah 

<.: Rerrana kexja dan ~dl1 biaya t:ah:lp 

Penyelidikan Urum. 

d BJkti pE!Tb:iyaran. k&aj il::an ke..larg3n. 

e I.i:p:ll:an kl:gi.atan SIPP (b:ila rrela1ui SI.W) 

tl lerp:mjargan 'Iahap Kegiatan I~nyelidikan 

tJmum 

a Surat. !. 'el:Ttl::h::rm 

b !=t:!ta wi layah 

c Pen:::cma kerja dan an:JJaran biaya tahap 
j:el:pai1jargan Penyelidikan Urun 

d &.lkt.i peni:ayaran k&ajil::an Jr~ 

e Lapora."l. basil kegiatan l?eriYelidikan 
Umum. 

9 Eemulaan 'Iah3p Ka;:Jiatan fu:plorasi 

a Surat Perm::lh:n:m 

b ru:a wilayah 

c RErl:ana kerja dan an::garan biaya t:ah:lp 

Ek:plaa:ri 

d alkti peni:ayaran kewaj il::an k.et.langan 

e I.aporan UITU..llil pe!'"IYel idikan UITU..llil 

lD. B:>.rr:anjan:Jm ~ !<egiatan Eksplcr...asi 

a Surat Ferm.::h:nan 

b ru:a wiJ.ayah 

c Rerx::ana. kerja dan a:Tg]arclil hiaya tar..ap 
Ebplcrn:ri 

d B.lkti peni:ayaran kewaj il::an keuar:gan 

e lap:l._cm karajuan eksplorasi 

11. Thhap St:u:li Kelayakan 

a Surat Perm:::tarlan 

b !=eta wilayah 

DEPARTRXEJ BNERGI OAK SUXBER DAYA MINERAL 

c Ren::ana kexja dan ~ biaya tahap 

stuli kelayakan 

d B.lkti pentayaran kewaj il::an keuan:_:jan 

e ~ akh:i.r ekl:plarasi 

12. t€rpiDjar:gan ~ Kegiatan Stuii ~ 
(h3gi KK/PKP2B ~ sudah ad:i) 

a Surat Pe:mch::::nan 

b ru:a wiJayah 

c Rencana kerja dan anggaran biaya 
~argm tahap kelayakan 

d B.lkti peni:ayaran kewaj :i.bm keuar:gan 

e I..ap:mm kffiajuan stuli kelayakan 

D. 'Iah:=¥J I<"rnstnlksi 

14. 

15. 

16. 

17. 

a Surat Ferrroh:::Jnan 

b :teta wiJ.ayah 

c Rerrana kerja dan an::r:aran biaya tahap 

kt:n3t::rtmi 

d B.lkti peni:ayaran kewaj:i.bm ~ 

e ~1.B1 l.cp:lrcn stJ...rli ke1ayakan 

f Persetujuan AMDAL (ANDAL, RKL dan 
RPL) 

'Iah3p cp:rasi prailksi 

a Sl.u.Cit perm::h:::nan 

b I:eta wiJ.ayah 

c Rencaa kerja dan ~ biaya t:ah:lp 

q:s:asi pro:iJksi. 

d I.ap;Jran akhir kaEt:tuks:i 
e Bukti part:ayaran kewaj i.ban k.euarg:m 

f ~~tah;p~ 

I€r;p3njar.gm ~ ~i Prcrluk:si 

a Surat Ferrrolu:1an 

b !:eta wilayah 

c Rencana kerj a dan anggaran biaya 
~arg:m. tah::p ~ prrd.Jksi 

d ~ sb..rli ~ l:aru (revisi.) 

e Persetujuan AM:.:ru.., RKL dan RPL (revisi) 

f Bukti part:ayaran kewaji.ban ~ 

l?enUrx'laan Kegiatan 

a Surat pemoh:n3n 

b ~an J<s::jiatan. akh:i.r 
c Dasar/alasan pengajuan Suspensi/ 

Penun:laan 

d Tanda bukti pembayaran kewajiban 
keuangan 

83rl::atalan/terrnin3si 

a .Surat Ferrrr.:hxlan 

b Feta wilayah j:61i::at.alan 

c lip::>ran le::gk:ap kEgi.atan akhir 
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d Eersetujuan hasil Rapat Urun ~ 
Sah:ln (RJPS) Perusahaan 

e R£:n::ana p:njual.an as=t 

f E.Valuasi fclaksan3an K3 dan li.n:Jkurg:m 

lB. Perllbahan IJ.las Wilayah KK/PKP2B 

a Surat~ 
b Eeta wilajah 
c I.atxJran. rencana penciutan /rerluasan 

wiJ.c¥ID. 
d Eukti petbayaran kewajil::an ~ 
e J...::p::ltan ks:]:i.atan akhlr 

19. l?erul:ahan Paregang Saham 

a SUrat Pemctx::nan 

b Akte perrlirian rerusahaan yan3 telah 
d.isahkan oleh I:ep3rtErren Kehak.imm dan 
Hak Azasi Marus.ia 

c I£s:il kEp lb 'S3l1 IU:s luar biasa 
d I.ap::lran ka.JarBm 2 tah...tn t:erakhir yanJ 

diarli.t ~ p.Jblik 
e Th:aft akte jt.Bll:eli salHn 

21. l:enetujuan ~.r:ul::ahm Mitta Ke...vja Asin.3 dan 
Nasimal (Kl:rusus PKP2B) 

a SUrat pemdx:na:n 

b Pll::f:il ~ 
c Akte Perusahaan 

22. Ferul:allim Rerum3. Kerja d3n Biaya 

a SUrat Penrolx:oan 

b ~ kEgiat:an 
c rasar/alasan p:>.xul::ahan Ren::ana Kerja & 

Biaya. 
ci Perul:aha.n Rencana Kerja dan JID:Uu:an 

Perxlap:1tan & Biaya 

23. R:nJairan Seun:it:y D:p:Eit 

a SUral: Penroh::oan 

b .&lkti ~ lap::rran kegiatan 
c r:Utt.i tel.ah rrarl::;ayar i1.ll:an tetap/ mrlr:e!:ll: 

;n_ Pencairan ~ JCI!ri.nan ~ 

a SUrat Pel:m:h::t1an 
b SJ:rat r:errJyataan untuk tid3k rre:gal.ihl<a1. 

saham sarcpai. KK/ PKP2B di tarxlatarB3ni 

25. ~uan kr:ntr:ak Jt.al B:ili h3sil t:atb3rg 
hqi ~ ~ terafi liasi 

a Surat l?el:rcdT.nm 

b .9..n:at: ¥eterargm st:atlls ~ 

c N:l9aYdraft Ia]cnj i.cn ..J.a1 Rill 

;.o_ Rekomendasi Perubahan Akte PendiriaTJ. 
~ 

a Surat PenrdnJan 
b I:asar/alasan j:el:.1Jb3han AktP l'errlirian 
~ 

c Akte~ 

OEPARTEKRB ENERGI DAN SUMBRR DAYA MINERAL 

Zl. Rekarerrlasi fer.Ul::ahm Investasi 

a SUral: Penn::h:n:m 

b I:H:ar/alasan j:el1.l:alB1 ~ 

c Bukti petbayaran kewaj il::an ke..Jan;:Jan 

J3. Pekorerrlasi .Krnoolidasi Biaya 

a SUrat Ferrroll::rJan 

b l.cp:ll:an ~ 2 (cila) talun te1:akhir 
yatlJ telah diarlit olffi akLtt.an p.iilik 

c Bukti pertayaran. kewaj il::an ~ 

2:1. Rekotrendasi Rencana Penggunaan Tenaga 
Kerja Asirg (RPTI<A) 

a Surat~ 
b Dasar/ alasan penggunaan-penggunaan 

'I'E:n:ga Ker:ja As:irg 

c Mtar isian RPlliA d3ri ~ 

d St:n.i<.tur c::ttgmis:lSi. ~ 

3J. Rekarerrlasi Izin Kerja Teraga Kerja Asin;:r 
(J:.KIN 

a Sur.at~ 
b Sal:irnn/fot::co:vY persetujuan RPI'KA dari 

IEprBker 

c ro.alifikasi 'lKA 

d Pasp:Jr dan Visa TI<A 

31. Rekarerxlasi BaJ::an:.::! .M:xla.l 

a SUral: PeJ:rcdx:nan 

b ,Reel j sas:i 1::e.I:arg rra:hl tahJn sB::elumya 

c Mtar kehJt:uhan l:mar.g m::dal 

d Barang rrodal tahtm. sebelumnya yang 
l:elun d.i.xealisas:ikan llaSlk <hl.an D:l.ftar 
Kehltuhan Bararg M:xhl. (b) 

32. Re.kl::nernasi Re-eksj::xJr B:u:ar:g/~ 

a Sutat Perrrt::h:Jnan 

b J:asar/aJaxn p:!l11dUB!l ~ l::ararW 
reralatan cBg;m rresa ~ yarg 

~ 
c ra:Etar l:ararB-t:ararlJI~ yar.g akan 
di.~. 

33. Rekarendasi ~ Barang M::xial 

a SUl:at Pei:rrdl:xlan 

b Daftar barang/peralatan yang akan 
d:ibapJskan 

c I:asar/alasan bahwa l:e.ranJ sOOah tidak 
ekr::n:mis l.cgi 

3'1. Rekarerrlasi irrJ:or :Baran:J/Peralatan clengan 
fa:tilitas CB 23 

a SUrat Perrn::::lh:::r 

b ftto a::py p::rjanj:ia-1 p:mil:ik .l:".lmlry di lu31.· 

negeri cEng:m p3lBkai 
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LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTER! ENERGI DAN SOMBER DAYA MINERAL 

I 

:I 

NOMOR 1453 K/29/MEM/2000 
TANGGAL : 3 N::Jveaber 2000 

PROSEDUR PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN (KP) KONTRAK 

KARYA (KK)/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN 
BATUBARA (PKP2B) 

PROSEDUR PERMOHONAN KP PADA WILAYAH 
KEWENANGAN BUPATI/WALIKOTA 

MESDM 

1 

PEMOHON 

Ksterangan : 

LGUBERNUR 

1' 
l2b 

-- _j 

1 fl?.rn:dl::nan diajukan ke &lpati(illaliktta 

2 Bupati/W:illkota rratprcees pmtch:n:m, 
s3:e1ah &n:at KfpJtllsan terl:d.t discfrr:a.:ikan 
ke l?elrohon 

:a ThnbJsan Sul:at KEp.ltusan disarrpaikan ke 
MSDM 

:b. ~ Sul:at Kep.ltusan disarrpa:i.kan ke 
G..ll::em.rr 

PROSEDUR PERMOHONAN KP PADA WILAYAH 
KEWENANGAN GUBERNUR 

MESDM 

1' 
I 2a 

L_ --, 
1 

WALIKOTA 

PEMOHON 

Ket:eian.::JCIIl : 

1 J?e:crn::h:nm diajukan GJterrur 

2 G.i:em.Ir ~ p:md:a::an, setelah an:at 
I<fpJtusan. terl:ri.t disarrpa:i.kan ke Fetd:rn 

:a 'lath.sm retelah s..n:at Kep lb :.san di.9arprikan 
ke MESDM 

2:l Tetb..sm retelah an:at ¥q:ut:u9an di.9arprikan 

ke ap:rt:i/ihlikct:a 

M PROSEDUR PERMOHONAN KK/PKP2B (PMDN/ 
PMA) PADA WILAYAH KEWENANGAN BUPATI/ 
WALIKOTA 

Kete!axogan : 

I 
I 
I 6 

DPRD 
KABUPATEN/KCJrA 

L ~--DE_:_D_~ _ __._...., 

1 ferrtdx:na:1 d.iajukan ke 3lp:iti/Walikota 
2 Bupati/Walikota merrberikan Persetujuan 

IDmlp 
3.a B.1ptti,%U.ika:a rrelakukan kalsil.tas:i ~ 

DPRD Kabupaten/Kota (Standar Kontrak 
disJrun oleh B::rretintah) 

3b ~ Rekrnerrlasi ke Dinas ~ 
Modal 

4.a DPRD Kabupaten /Kota merrbe:::ikan 
Rek.arendasi 

4h Dinas Penanaman Modal membe:::ikan 
Rekareroasi 

5 Bupati/wal:ikot-..a berscvre. ~ rrenarrla­
targ:lni. K::ntrak 

6 Kontrak dlteml.:uskcul kepada Prc.:pi:nsi dan 
DESDM. 
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::14 PROSBDUR 
{PMDN/PMA) 

GUBBRNUR 

3.b 

!(etenll@D. : 

PBRMOHONAN KK/PKP2B 
PADA WILAYAH KEWBNANGAN 

1 Perm:hxan diajukan ke G.±e:.n_;:: 

2 CUE.rrur mm:eril<.an l£.."""92::t.~jL.a:l ::>:.i.-.sip 

3a C7ur..et:rn.lr nelakt:kan hra:l::3Si :«£Y.:..:-.:)a r:?.<D 

fereJ:i.'1tah) 

3.b Perrrohonan rtekare.."1GaSl. ke B:G=!I.D 

4a DPRD ?r~i."1Si rra:±:e:::--".a> ?.eY.::.:rre:rriasi 

4h BKPMD rr.embe:::-l.ka.."l ?.e.';:crr.e:1dasi 

5 ~~rm;.:::- !:-;ers<:r-ra :perra;;:;:-1 rrenandat~ 
Ya1t~ 

~...:..ok -::h ':atb.:ska:1 kEprl3. KahJ!Bten/ Kct:a 

t:td 
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LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTER! ENERGI DAN SOMBER DAYA MINERAL 

NOMOR : 1453 K/29/MBM/2000 

T ANGGAL : 3 NOvaJ:ber 2000 

FORMAT PERMOHONAN 

I IZIN USAHA PERTAMBANGAN (KP/KK/PKP2B) 

A KUASA PERTAMBANGAN (KP) 

l PERMOHONAN BARU 

Cl::IJtob : 

(KOPS SURAT PERUSAHAAN) 

d 

r:er:qom ini kani ~j\lka;1. p:~:nn'x:nan Kl.lasa l~ ~idikan Urun, Eksplar:asi, Eksploitasi, 
Fe-g:ilaluri/I~mn:nian, ~ t:errjual;.m ~) cHg:m ket.erar.gan sel:a;Jai rerikut : 

A P<~ohcn : 

1 t:arr:.a. ?emGhon 
2 ,J:t:at:an/rekP.rjia1 

B. J:a!:a Eeusa.":san : 

1 Narr.;~. ~'l.lSai-aan 

2 Alarcat dan N:nor Telep:::n/ 
FCnri!rili. 

3 N.P.h'.P 

4 &1sunan Direksi, Kcnti..saris dan Fl:negarl) Saran 

a DiJ:l:ksi. 

No Nama 
1 

2 
3 
4 

5 

b ronis:rriB 

No Nama 
1 

2 

3 
4 

c Pemegang Saharn 

No Nama 
1 

2 

3 

4 

5 

DEPARTBIER RNERGI DAN SGMBER DAYA MINERAL 

Jci:at.al 

Jct:at:a:l. 

cJii::atan 

--
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•••••••••••••••• Lalpinn m ~tusan Kenteri 1!llergi dan &Idler Daya lfiallralli:a% 163 K/29/'tii!JJ/2000 

5 N:Iror dan ~ 
.Ntte B:rrlirian 

a Naror dan 'faiB3al 
~~­
Kehakiman dan HAM 

b Naror clan TarqJa1 
r:eruJ:::ahn Akte t:erakhi.r 

6 r..ap:mm I:<8.larg:m yai"B telah dial.rlit oleh Akuntan Ri:.>lik t.ah.ln terc1khir 

a .:n.mJ.ah N:t Aset J1:>. 
( .......................................... -·····-·············································································J 

b Junlah ut:arl3 .!1=>. 
( ............................................................................................................... -............... .) 

7. Narra Irduk/Grup perusahaan 

C. Jenin KP/Bah3n Gliian dan lokasi Y<ID3 dirroh:n 

Bahan 
No Jffiis KP 

Gillan 

Il Lanpir<m p::>n1dxnan 

1 J:\:'!ta 1arpll:an _, 

I.c:klsi 

Kecanatan Kab.Jpaten 
llas 

P.u:pir:ai. (}a) Ket:erarlJan 

2 '.Qn-da b.Jkti penyetarcm jaminan ke:urqJllholn dad l::Enk yarg ditunjuk ... , kecuali ~ Kuasa 
l'ertarb:n:g;m Ekt:plaitasi 

3 Akte E\:nlirian ~ )'alB sa1ah s:rt::u dari ITBkarl dan b.Ijtamya ~ l::er1.l3aCB di bid::lrB 
{:X"~ dan telah disahkan oleh I:ep. Kehak.inan dan W\M kecuali Kq:e:r:asi/KlD '"1 

4 I..ap:n:an ~ tahm terakhir yar:g tela.~ diaxlit oleh akuntan p;bl.ik '"1 

5 I..ap:n:an ~ ek.splarasi •; 
6 lajxlr:an stu:ii kelayakan .,. •) 

7. lap:>.J::an Analisis ffeiBe11iri D:lrrpak Lin3JJ.lilJa11 {FMll\L) atau lap:Jran t},Jaya Per:gelolaan ~ 
(UKL) clan Laporan lp3.ya Parantauan Lin)kl.Jrl3a!l (UPL) '' " 1 

8 Rencana Teknis ~laha.'1./l?Emlmian •• , 

9 ~juan/~tan dari ~ KP " 1 

Ianikian ~ ini kani ajli<an, ClfSbila t:emyata ~ t:i.d3k b:rer, kani temnja trB"Edira earl<si 
e=s.Jai cEn;an ket:ent:uan p:'!Ial:Uran ~-~ yai"B terlaku 

'I6ltusan : 

1 

2 

G:Ca:a:l : 

1 Di.ibi. ~ h.n:uf cetak; 
2 ff =r:et: yarg ti.cBk rer-lu; 
3 ., pard.xn KP Eksp:ritasi; 

tld 

l'Bt.e:tai Rp. 6. 000 

4 "' ffirch:n KP Penplahan/Earumian/ dan KP ~dan KP B:njualan l:erdiri sen:liri; 
5 ... , ffirch:n KP Baru (l=er.tyelidikan Urun, EX.splorasi dan EX.sploitasi) . 
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UNIVERSITAS TERBUKA 

••••••••••••••••• Laapinn m ItepJ.tusan ll!llteri ~ezgi dan SUii:ler Daya X1neral blt 1453 r./~9/8/2000 

2 PENINGKATAN KP EKSPLORASI/EKSPLOITASI 
Cl:r:ltd1 : 

(KOPS SURAT PERUSAHAAN) 

Yar:g t:erlDmat 
M::!lteri/GJ!:emur/B.Jp:iti/l'hliktt.a '' 

Di 

Nama ?en::)bon 

,JiJl::ata:l :hlan r;ert.:.=a.'Ban 
Narca Pe~:t;sa;.'laal., 

AJ.are.~ :r:e-"US3h3a:l 

K;:xie Wilayah 
(KI'l) ... 

·-· 

TcC:Japai ;(p Diti.~ Ketera.--:gm ... ' .. 
.erl.Jaa.l iC2 

Seb:g:U ts:-J.:n ;;:er~, l::e..""S3Ta :L"1i. kaTi l.a'tp.i.rl;an : 

1 £:a wilaya.~ da."i. Urit &laya:1a:1 I:lfo:::rrasi Wilaya."l ~ (UPIWP) Pu:p:irEi/l<at::up:lte:l/ ••Jml 

2 ::..apxaa l..e:':gY..ap Pe.--ryelidika.'1 'Jrun •· 

3 1Erl3. b..k:::l j:Elt.l-asai i\ZCO '-S::~; 

5 .L.ap::::a;1 ~ EXE;?lo=asi ••• · 

::..a;:o= st:u::ii kelayakan ·-' 

:.ap_, .. -a::-1 A-alisis ~ ca-q_:ek L:i.J:~ (PMl'I.L) ~ kerar:gka aruannya telah disetujui oleh I<Onisi 
AliDA:. a:.at.: U'J<:I., dan UPL 

'I'aTh.:sa"'l : 

1 

2 

c:atar:al : 

r:e.urdJ::nan dib.Et: di atas kr::p surat ~ 

1 Diisi ~ hrruf CEtak 
2 'I Q:m3: )'a3 tid:lk p:!l_"ID 

3 - 1 U1tuk ~ ke KP Ekzplarasi 
4. ... 1 U1tuk ~tan ke KP El<Eploitasi 
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l PERPANJANGAN KP 
ct:nt:d1 : 

UNIVERSI1 AS TERBUKr, 

(KOPS SURAT PERUSAEAAN) 

Yan;,r t:.e:t:h:J:rnat 
M:nteri/G..ll::errurlfup:lti/Wlli..kr:i::a ,, 

Nama Pemohon 
Jatatan d3lan ~.!1.1.'3i3l"a:m 
Neira Perusahaan 
Alarat~ 

cEnJ3n ini. ITfflJ3.jul<an ~ Ferparrjargm l<lJas:l fertarl::arg:m Ekl:plcr:asi I Eksploit:asi I ~ dan 

R:njualan I ~ dan ffinrrnian *) 

--
Di~ 

No 
Kc:de Wilayah Tahapa.'l KP I<"et:enrrg3n 

(KW) Menjadi KP 

I 
I 
l 
:H ''Ji u h;ll nn p'>l:t:.intt:II:gan, D~TYITH ini karri lalpi.rkan : 

1 i+•t.J wilayah dll:i u-Lit ;~:~a)Tdnan Inform<.si Wilayah fertarl::arg:m (UPIWP) Prq:lirniiK3bJp:lten/Kbta .. , ... , 

:', 'li.nl.1 tliltt:i. D!Jura'3afl iuran b;{:ap; 

'l 'I:<:nh tukd. p_:Lunas:m iutcn prnlll<Bi "'*i "*"'); 

':i Fl:i1yHtpn:mar!/p:~:t:aikan lap::n_-an si:uli kclayakan **) ***); 

6 Pe:TysrpurrEanlperbaika'l. lap:lld!l AMI:lt\L atau UKL dan (UPL) **) ; 

7. Per~t:ujuan/kesEp3kat.aillari p:m:gm:J KP ***) ; 

Trnb.J.sa..'1 : 

1 

2 

G:lt::ata1 : 

fenrr::h:nan di.b..Ht eli at 'l.S kqJ f;c:J::at I:eD.1cah::Jcrrl 
1 Diisi cag:m hrru:E ac:tak 

2 *' Cbret. YdJ tidlk p?.rlU 
1 **1 ~" KP Eksploitasi 

tld 

lo<E.terai Rp. 6000 

(narra y:enoh::ln) 

1. ***) feloh::rTm KP FergJlalBnl dill KP tt'l~Ut-i'm dc'll KP Penjualan J:::erdiri serriiri 
5 ****) feryeli<.likl.n Un.m, Thspl=ci cbn D~J.mta~'i. 
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